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RINGEKASAN

Fenomena kemajemukan suku dan budaya yvang ada di -
sia begitu mudah disatukan dalam cerita-ceritagdan ikrar%ndone
Namun dalam realitasnya kemajemukan itu menjadi sesuatu yﬁng
Qeka' dan tidak jarang menjadi sumber konflik vyang berkepan-
Jjangan dan penyebab disintegrasi bangsa. Ini menandakan betapa
sulitnya menyatukan kemajemukan itu ke dalam kehidupan
bermasyarakat, sehingga muncul suatu aksioma vyang berbunyi
bahwa semakin tinggi tingkat keanekaragaman dan kemajemukan
masyarakat dalam suatu negara, ekuivalen dengan tingkat kuali-
tas_ gesulitan vang bakal dihadapi untuk melakukan pengelolaan
administrasi negara secara efektif dan efisien, Banyak
munculnya gerakan massa atau kerusuhan dewassa ini dapat merupa-
kan suatu bukti kebenaran aksioma tersebut.

Gerakan massa atau kerusuhan yang kerap muncul itu sudah
saatnya tidak diamati dan dipandang sebagai gerakan yang ber-
nuansa SARA, kedaerahan, sukuisme dan agama semata, akan tetapi
dipandang sebagal suatu permasalahan dalam  kehidupan berma-
syarakat dan bornogara yoang hkompleoks, Lidault hoanya selkuedar
persoalan budaya, tetapi lebih dari itu menyangkut perscalan
sosial, ekonomi dan politik terlebih bila dikaitkan dengan
proses pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya.

Salah satu kerusuhan yang menarik perhatian adalah keru-
suhan  antar etnis yang kerap timbul di beberapa kabupaten di
Kalimantan Barat. Kerusuhan sosial antar etnis Madura dan dayak
selalu berawal dari persocalan-perscalan yang bersifat pribadi
namun karena beberapa faktor akhirnya meluas menjadi persocalan
antar kelompok. Dampak yang ditimbulkannya sangat luas, tidak
hanya pada terancamnya integritas persatuan dan kesatuan bang-
sa, tetapi juga pada aspek kehidupan ekonomi daerah, hukum yang
tidak berfungsi, termasuk kerugian material yang mencapail
milyaran rupiah dan korban manusia yang sia-sia. KOMNAS HAM
mencatat bahwa dalam kerusuhan Desember 1886 - Maret 1887 itu
telah terjadi pelanggaran terhadap hak untuk hidup (Right to
life), hak untuk bebas dari rasa takut (Freedom from fear) dan
hak atas kepemilikan (Right to property). Disamping itu peran
hukum menjadi dan tertinggal jauh ke belakang. Konflik antar
etnis diselesaikan dengan hukum mereka sendiri, vaitu dengan
cara kekerasan dan menggunakan senjata tajam.

Menghadapi masalah ini jelas pencarian akar permasalahan

.dan penvelesaiannya menjadi agenda penting yvang harus ditemukan

untuk mengantisipasi konflik di masa mendatang. Pencarian akar
permasalahan, harusnya tidak hanya diarahkan pada aspek kultur
etnis, tetapi Juga pada aspek struktural yang bisa jadi menmn-
punyai pengaruh lebih besar, termasuk kajian terhadap eksisten-
si hukum dalam melakukan kontrol terhadap perilaku etnis.



Dari gambaran dan kenyataan i i i
_ ) vang telah diuraika
maka penulis tertarik untuk melakukan ndl

menguak latarbelakang timbul dan
etnis di Kalimantan Barat.

dl atas
prenelitian dan mencoba
meluasnya kerusuhan antar

Berdasarkan fakta dan data yang didapat dan hasil
cara dengan para informan kunci diperoleh gambaran
-fagtor—faktor vang menyebabkan timbul dan melussnya kerusuhan
vaitu karena faktor budaya, ekonomi, politik - pemerintahan di

daerah serta kebiJakan aparat kepolisian.

wawan-—
mengenal

Porbodnnn Iabnvholnknndg banloyn Kodun olbuis Lervlilind, il nn
perbedaan pandangan dan nilai-nilai religius, solidaritas ebnis
vang tercover dalam semangat rumah panjang, senjata tajam -

ﬁgfok, steriotipe dan pola bermukim etnis dan tingkat pendi-
citligan.,

Sedangkan faktor ekonomi dapat terlihat pada pendekatan
kebijakan pembangunan ekonomi atau yang berorientasi ekonomi
dan kebijakan hependudukan - transmigrasi yang menimbulkan
konflik kepentingan pada awal realisasi program, kehadiran
proyek-proyek ekonomi di daerah pedalaman yang lebih banyak
menimbulkan dampak negatif terhadap pendudul setempat, penggu-
naan lahan - tanah adat yang sering menimbulkan masalah, dis-
kriminasi penerimaan tenaga kerja, dan kompetisi di bidang
ekonomi yang dimenangkan pendatang.

Berdasarkan berbagai Faktor penyebab timbul dan meluasnya
kerusuhan sebagaimana diungkap di atas, maka penanganan keru-
suhan tidak hanya diarahkan untuk penanganan Jjangka pendek,
seperti menghentikan konflik fisik, melakukan 1krar damai,
melakukan tindakan hukum dan mengadakan forum dialog antar
etnis, tetapi dilakukan juga melalui penanganan jangka panjang
yvang diarahkan pada perbaikan kondisi vyang melatarbelakangi
timbulnya kerusuhan dan melakukan pemberdayakan hukum untuk
penanganan konflik di masa mendatang. Kunci dari penanganan
kerusuhan Jjelas terletak pada kesadaran dan kemauan senua
pihak, yaitu masyarakat dan teriebih-lebih para pemimpin formal
ataupun informal, para aparat penegak hukum dan pemerintahan
sebagal sumber daya utama yvang menjalankan kehidupan
bermasyarakat dan bernegara serta memegang peran penting dalam
menciptakan kehidupan masyarakat seutuhnya, termasuk mencip-
takan kondisi vang dapat mendewasakan masyarakat dalam mencari
solusi atas setiap masalah yang timbul dalam kehidupan berma-
syarakat dan bernegara. Para pemimpin harus menghindari cara-
cara atau sikap yang justru menjadil stimulan munculnya perbe-
daan dan sikap wmengkultuskan kelompok. Sebab dapat saja terja-
di bahwa cara yang digunakan oleh pemnimpin dalam penanganan
suatu masalah akan direspon gecara sana oleh masyarakatnya.



ABSTRACT

In stories and pleddes wo have cvor hoard  or  made, it
seomy Lo Lo very ouuy Lu unlbte Lho phenomnenul ul' Lhe eLlhnlo winl
culture plurality in Indonesia. But in fact, plurality is very
sengitlve and often causes the continuously confliect and
national disintegration. It proves that implementating the
unification of the plurality in soccial 1ife is such a hard
egfort. That is way we have an axioma says that the higher the
diversity and plurality level in a country, the more compli-
cated the efforts of nanaging the state’s administration
effectively and efficiently. The mass movements and dis-
turbances that frequently happen nowadays in our country proves
the truth of this axioma.

It is time to change the point of view that sees the mass
novements and disturbances as watters pertaining to ethnic,
religious and racial relations (SARA), and consider them as
complex social and state problewms. They are not only c¢ultural
problems, but also social, econcmic and politic ones, especial-
%y the development process and its output distribution’s prob-

ens .

One of the disturbances that make big interests to us 1is
the racial unrest that fregquently happens in some regencies 1in
West Borneo. The racial unrest between Madura and Dayak tribes
always starts from personal conflicts, but many factors spread-
ly cause them to be tribes conflicts. It's impact 1s very
comnplicated because it not only threatens the integrity of
national unity, but also affects the regional economnic life and
supremation of 1law, and it causes material loss. During the
disturbances 1in December 1886 to March 1997, National Commnis-
sion of Human Rights (Komnas HAM) records many of fenses to
right to life, freedom from fear, and right to property. Be-
sides, they make the role of law 1eft behind. Ethnical con-
flicts between the two tribes are solved by the two tribes own
rule, that is violence by using armed tools.

To solve this problem, +he most important thing to do is
searching for the root of the problem, then creating a total
and comprehensive golution for 1it, in order to anticipate the
same Or more complicated problems in the future. The search of
the root problem should not only be focused in ethnical culture
aspects, but also in structural ones that can make broader
impact, jncluding studiles of law existency in controlling
ethnical behaviour.

Based on the description and fact told above, I am inter-
ested 1in doing 2 research on the causes of the appearance and

broaden of ethnical unrests in West Bornea.
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Facts and data I got from interviews with the key inform-
ants describe the factors that cause the appearance and broaden
of the disturbances. They are cultural, economic, regional
government policy, and the policy of the police apparatus.

Differences Dbetween the cultural background of the two
tribes c¢an be seen in the differences belief and religious
norms, ethnical solidarity vreflected in the spirit of big
house, the knife, ‘carok’, stereotipe, pattern of ethnical
resident and education level.

Furthermore, gconomic factaors involve the approach of
economic development s policy that merely focuses on econhomic
orientation and demography policy - trasnmigration that cause

interest conflicts in the beginning og this progran realiza-
tion, the development of some industries in the hinterland that
frequently causes negative impact to the inhabitants, working
the traditional inheretance land that frequently causes many
problems, discrimination in labor recruitments, and competi-
tions in economic gectors won by the outsiders.

Based on the variety of factors bringing and spreading the
disturbances as described above, that solution cof this problenmn
is not only focused on short-range handling like stopping the
the physical conflicts, making reconciliation pledges, iwmple-
menting the rules of law, and arranging trans-ethnical dia-
logues, but also long-range handling aimed at the social reha-
bilitation of the conditions that cause the disturbances, and
upholding the law in order to make a better solution for the
future conflicts. Key of the disturbances  solution handling
lies on the awareness and will of the society, especially the
formal and informal leaders, the iaw and the government appara-
tus whose are the ruling resources to perform the society and
national life. They hold important roles to realize Indonesia’s
totality, including to make a good condition to mature our
society so that they can make best solutions for every problen
appears in our social and national life. The leaders must
remove the ways or behaviours that pricisely have potential
stimulant to differences and pehaviours of the cult of the
group. It has a big possibility that the way the leaders use 1in
handling one problem will e responded in the same way by the
soclety.
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BAB T

PENDAHULTUAN

A. Latar Belakang

Fenomena kemajemukan suku dan budaya yang dimiliki
Indonesia yang berbhineka menjadikannya kaya budaya dan akan
gemakin indah ditangan para seniman dan penyair.

Namun kemajemukan yang indah itu akan menjadi lain apabila
secara utuh dibawa ke dalam realita kehidupan bermasyarakat.
Kemajemukan itu menjadi sesuatu yang peka dan tidak jarang
dapat menjadi sumber konflik yang berkepanjangan dan menjadi
penyebab disintegrasi bangsa. Dalam mengelola kemajemukan
itu Para pengelola negara mungkin selalu dibayangi oleh
~suatu aksioma manajemen (pemerintahan) yang berbunyi semakin
tinggili tingkat keanekaragaman dan kemajemukan masyarakat
dalam sebuah negara, ekuivalen dengan tingkat kualitas
kesulitan yang bakal dihadapi untuk melakukan pengelolaan
administrasi negara seca;; efektif dan efisien.

Tingkat kesulitan ini akan bertambah apabila pengelola
negara {pemerintah) kurang tanggap dan peka terhadap setiap
tuntutan dan penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul
dalam masyarakat tersebut, Terutama bila hal ini dikaitkan
dengan laju pembangunan dan pemerataan hasil-hasil pem-
bangunan di tiap daerah. Banyak munculnya gerakan massa

dewasa ini mungkin dapat dijadikan indikasi adanya ketidak-

.,...,... b A T
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puasan masyarakat terhadap pengelcolaan negara. oleh
|

pemerintah. Munculnya kerusuhan-kerusuhan diberbagai daerah
seperti di Jakarta (Peristiwa 27 Juli 1996, Kerusuhan 13 -

14 Mei 1998), Kerusuhan Tasikmalaya 26 Desember 1996,

Kerusuhan Situbondo, Kerusuhan Brebes, Kerusuhan Medan,

Kerusuhan Sanggau Ledo, Kerusuhan Banjarmasin, Kerusuhan
Aceh, Kerusuhan Ambon dan kerusuhan yang kerap terjadi di
Dili Timor-Timur dan Irian Jaya merupakan refleksi adanya
ketidakpuasan itu. Ia muncul secara sporadis dalam bentuk,
gerakan massal cenderung penuh kekerasan, sadis dan bersifat
destruktif,dengan tempo yang yvang singkat tetapi menimbulkan
dampak dan kerugian yang sangat banyak, tidak hanya kerugian
vang bersifat material saja akan tetapi memakan korban Jjiwa
dan dampak psikologis vang berkepanjangan.

Sudah saatnya bahwa kerusuhan-kerusuhan yang muncul itu
tidak diamati dan dipandang sebagai kerusuhan yang berbau
SARA, kedaerahan, sukuisme dan agama semata, akan tetapi
dipandang sebagai suatu permasalahan kehidupan bermasyarakat
dan bernegara vyang Jlebih komplek, tidak hanya mencakup
persoalan budaya tetapi Jjuga persocalan sosial, ekonomi dan
politik terlebih-lebih bila hal itu dikaitkan dengan proses

pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya tersebut.



Kerusuhan yang terjadi di Kalimantan Barat, tepatnya

di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambast

dan Kabupaten Pontianak, 29 Oktober 1996 lalu, menarik
perhatian dan menuntut penyelesaian yang tuntas. Kerusuhan
sosial antar etnis Dayak dan Madura tersebut bermula dari
perselisihan pribadi antara dua pemuda kedua etnis disebuah
keramaian hiburan yvang diadakan oleh seorang warga,

buntut perselisihan itu menyebabkan terjadinya penusukan dua

pemuda Dayak oleh lima pemuda Madura. 2Akibat penusukan dan
tidak proporsionalnya isu yang berkembang saat itu menimbul-

kan kemarahan etnis Dayak, apalagl yvang ditusuk adalah anak

panglima adat Dayak.

Kemarahan etnis Dayak ini selanjutnya berkembang wmenjadi

: kerusuhan massa yang menyebar dengan cepat di hampir semua

: kecamatan pedalaman secara spontanitas. Kerusuhan massa

Dayak akhirnya menimbulkan pengrusakan, pembakaran bahkan

korban jiwa. Kerugian yang ditimbulkan akibat kerusuhan

1. Memperhatikan perkembangan penduduk, luas wilayah, potensi
ekonomi dan beban tugag serta volume kerja di bidang
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabu-
paten Daerah Tingkat II Sambas, maka berdasarkan Un-
dang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 dibentuk Kabupaten
Daerah Tingkat II Bengkayang sebagal pemekaran dari
Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas. Dengan demikian
sebagian wilayah Kabupaten Sambas masuk ke dalam
wilayah Kabupaten Bengkayang termasuk beberapa kecamat

an pedalaman tempat terjadinya kerusuhan antar etnis
1996 - Maret 1997,



tidaklah sedikit di samping tentunya mengancam rasa per-

satuan dan kesatuan yang selama ini sudah sudah diper-

tahankan. Kerugian materil yang sudah diinventarisasi
Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas diperkirakan 13 (tiga
belas) milyar zrupiah, meliputi kerugian bangunan fisik,

kerugian prasarana dan sarana usaha dan kerugian barang
modal, di samping korban jiwa yang mencapai ratusan orang.
Jika dicermati kerusuhan yang terjadi di Kalimantan Barat
ini boleh dikata memiliki  karakteristik tersendiri vyang
membedakannya dengan  kerusuhan-kerusuhan yang kerap ter-
jadi di berbagai kota di Indonesia.

Kekhasannya nampak jelas apabila diamati bahwa kerusuhan
vang lebih kurang sudah sepuluh kali terjadi mulai tahun 19850
gsampai dengan tahun 1996 2 , selalu melibatkan dua

etnis saja, vaitu etnis Dayak sebagai penduduk asli

Kalimantan Barat dan etnis Madura sebagail penduduk pen-

datang. Masalah yang menjadi pemicu kerusuhan pada
awalnya merupakan masalah yvang sepele dan bersifat
individual. Seperti kerusuhan vang terjadi tahun 1977

dipicu oleh masalah penggunaan tanah ladang, tahun 1979

2. Kalimantan review, No.20 Tahun VI Januari - Februari 1996,
halaman 30. Dari sepuluh kali pertikaian Dayak Madura ter-
catat empat kali terjadi kerusuhan besdr dan kerusuhan
Sanggau Ledo diakhir tahun 19%6 adalah kerusuhan terbesar

dan terparah yang menimbulkan banyak kerugian dan korban
jiwa.



dipicu wovleh masalah wanita, tahun 1983 disebabkan karena
perkelahian dua remaja vang bersifat pribadil antars dua
etnis. Xarena berbagail faktor, persoﬁlan vang bersifat
pribadi akhirnya merebak menjadil persoalan antar etnis dan
melibatkan kelompok ke dalam persoalan vyang lebih besar
sehingga kemudian muncul perpecahan antar kelompok dan
meminta korban nyawa dan harta yang tidak sedikit.
Tindakan-tindakan kekerasan, pembakaran rumah-rumah etnis
Madura sampal pada tindakan gehocide terhadap etnis 1lain,
bukan lagi merupakan masalah kecil, akan tetapi sudah
menjadi‘ masalah besar yang wengancam stabilitas daerah,
menimbulkan perasaan tidak aman pada semua penduduk di

- mana kerusuhan terjadi. Apabila dilihat dari Ruantitas dan
kualitas kerugian dan korban yang ditimbulkan dapat dipasti-
kan bahwa kerusuhan Desember 1896 merupakan kerusuhan akibat
pertikaian dua etnis yang terburukl dari  pertikaian-
pertikaian sebelumnya. Komisi Nasional tentang Hak Asasi
Manusia menilai bahwa dalanm kerusuhan sosial di Kalimantan
Barat tersebut telah terjadi pelanggaran terhadap halk hidup

¢CRight to life), hak bebas dari rasa takut (Ffeedom Fram

Ffear) dan hak hak atas kepenilikan (Right to property)3.

%. Tabloid Mutiara, Tahun XXX, tanggal L4 ey Jariuar
1997, halaman & - 2




Di samping itu dengan kerusuhan tersebut peran hukum
menjadi mundur dan tertinggal jauh ke belakang. Konflik
antar etnis diselesaikan dengan cara (hukum, pen) mereka
sendiri, yaitu dengan cara kekerasan dan menggunakan
senjata (tajam).

Menghadapi masalah ini jelas pencarian akar permasalahan
dan penyelesaiannya menjadi agenda penting vyang harus
ditemukan untuk mencegah agar Kkerusuhan .yang sama tidak
terulang kembali di mana dan kapanpun. Pencarian akar perma-
salahan, harusnya tidak hanya diarahkan pada aspek kultur
atau budaya yang jelas berbeda antara kedua etnis tersebut,
tetapi diarahkan Jjuga pada aspek lain yang mempunyai
pengaruh tidak .langsung, sebab terjadinya kerusuhan vyang
berulang-ulang tersebut mungkin dapat dijadikan indikasi
bahwa penyelesaian tiap kerusuhan vang terjadi, belumlah
menyentuh substansi dan akar permasalahannya, sehingga
masalah yang sepele dan bersifat individual di atas dapat
dengan mudah merebak luas dan menimbulkan kerugian yang
lebih besar. Dengan kata = lain kondisi-kondisi sosial
budaya, ekonomi dan politik harus mendapat telaah dan
kajian pula.

Perbedaan latar budaya mungkin merupakan aspek utama
terjadinya kerusuhan. Disorotinya aspek budaya sebagai

faktor utama dikarenakan faktor ini paling sering dike



depankan oleh informan di lapangan, baik itu (tokoh) ma-

syarakat, pemuka agama, dan pejabat pemerintah. Hal ini
ditambah dengan kondisi di mana masing-masing etnis
mengembangkan steriotipe terhadap etnis lainnya. Etnis
Madura dianggap kasar dan mudah tersinggﬁng. Mereka

terlalu gampang menyelesaikan selisih paham dengan menggu-
nakan senjata tajam. Hal ini bisa dimaksudkan untuk
menjaga diri dan bila Perlu untuk membela dan mempertahankan
kehormatannya. Tapi, ﬂal inilah vyang dipandang mendorong
mudahnya etnis Madura melakukan tindak kekerasan.
Sedangkan bagi etnis Dayak tindakan kekerasan dan pembunuhan
merupakan kejahatan terbesar, terlebih bila hal itu dilaku-
kan pada anak-anak dan wanita. Hukum adat tertinggi bagi
tindakan itu dari etnis Dayak ini adalah adat ganti nyawa
dari pelaku kejahatan.

Orang yang membawa-bawa senjata tajam dalam keadaan marah
dianggap sebagai suatu sikap berselisih dan mengancam
mereka. Apalagi kehidupan-etnis Dayak yang cenderung tetap
mempertahankan kehidupan komunitas rumah panjang, sehingga
tidak heran jika ancaman atau serangan yang ditujukan terha-
dap salah seorang warganya dipandang ditujukan juga terhadap

seluruh kelompok. Menurut seorang informan Masyarakat Dayak

sampai kini masih meyakini bahwa mereka tidak dapat menerima




kalau dalam perselisihan sampai keluar darah karena tindak
kekerasan, sebab hal itu sama artinya dengan pembunuhan.
Keluarnya darah karena adanya kekerasan fisik mexrupakan
suatu simbol yang memberikan makna budaya dimana dalam pola
pikir dan pola tindak masyarakat Dayak 'adanya darah yang
keluar' dapat diartikan sebagai penyelesaian perselisihan.
Aspek ekonomi juga perlu mendapat kajian dalam mere-

baknya konflik.Informasi yang didapat dari beberapa informan
yang diwawancarai di lapangan menunjukan bahwa -faktor
ekonomi ini turut pula memberikaﬁ andil Dbagi merebaknya
konflik. Perasaan terpinggirkan, ketidakpuasan dan kekece-
waan masyarakat Dayak mulal berkembang sejak masyarakat
pendatang lebih mampu berkompetisi dan menguasai sumber-
sumber ekonomi, seperti sektor pertanian, perkebunan,
kehutanan, pertambangan, usaha-usaha perdagangan, angkutan,
pertanahan dan sektor informal lain. Kondisi ini‘ditambah
dan didukung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam
melaksanakan pembangunan vang cenderung dianggap
diskriminatif dan tidak melihat kepentingan dan kebutuhan
penduduk asli terxutama di daerah-daerah pedalaman.

Kehadiran proyek-proyek ekonomi di daerah pedalaman yang
lebih banyak wmenimbulkan dampak negatif terhadap penduduk

setempat, penggunaan lahan atau tanah adat, diskriminasi



penerimaan tenaga kerja; kompetisi di bidang ekonomi vyang

lebih dikuasai pendatang dan sebagainya merupakan aspek
laten yang dapat disorot dan dianalisis.

Akumulasi kekecewaan dan ketidakpuasan vyang datang dari

aspek di atas bisa Jjadi merupakan ‘'bom' yang apabila ada
pemicunya sewaktu-waktu dapat meledak.

Dengan kata lain dapat saja suatu etnis menyerang etnis

lainnya untuk melampiaskan rasa tertekan dari kekuatan yang
tidak dapat mereka hadapi. Kondisi-kondisi vang disebut di
atas tidak mustahil menimbuikan rasa frustasi dan tekanan
yvang menumpuk -sehingga sewaktultimbul perscalan kecll dapat
jadi pemicu perselisihan yang melibatkan kelompok.
Karenanya penyelesian konflik vyang diarahkan pada
beberapa aspek di atas harus segera ditemukan, guna dijadi;
kan prevensi datangnya kerusuhan pada waktu mendatang.
Berbagai solusi vyang diarahkan pada faktor-faktor di atas
harus dipadukan ke dalam suatu kebijakan yang integral,
yvaltu tidak hanya melaluil aspek sosial - ekonomi masyarakat,
tetapi juga melaluili pemberdayaan hukum secara luas.
Penyelesaian melalui hukum adét bagi kedua etnis seperti
vang dilakukan pada kerusuhan sebelumnya mungkin belum cukup
dan mampu untuk menghentikan dan wmenjamin tidak terjadinya

kerusuhan. Karena itu antigipasi jangka panjang adalah lebih




penting dengan memperhatikan beberapa aspek di atas.
Peranan dan fungsi hukum serta nilai-nilai agama, sosial dan
ekonomi masyarakat harus diberdayakan lebih lanjut. Dengan
kata lain hukum sebagai akumulasi dari nilai-nilai sosial
dapat menjadi suatu kekuatan yang dapat mengontrol perilaku
magyarakat. Hal ini untuk menumbuhkan kegadaran bahwa
hukum dan nilai-nilai tersebut dapat wmenjadi sarana dan
kontrol vyang bailk untuk menyelesiakan konflik yang timbul
dalam masyarakat. Pemberdayaan hukum menjadi suatu pilihan
untuk penyelesaian konflik dalam wmasyarakat sebab pember-
dayaan hukum itu dapat dilakukan dalam spektrum vyang luas
gehingga tidak hanya memberdayakan substansi hukumnya
melalui kekuatan akumulasi nilai-nilai sosial dan agama
akan tetapi juga memberdayakan institusi hukum yang bekerja
dalam masyarakat.

Berdasarkan gambaran dan kenyataan yang telah diuraikan
di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
mengenail faktor yang‘ menyebabkan timbul dan merebaknya
kerusuhan di Kalimantan Barat dan pemberdayaan hukum serta
nilai-nilai sosial, agama dan ekonomi dalam mencegah

terjadinya kerusuhan 4i Kalimantan Barat tersebut.
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B . Perumusan Masalah

Dari gambaran latar belakang masalah di atas, per-
masalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah faktor budaya dan ekonomi ikut mempengaruhi
timbul dan merebaknya kerusuhan di Kalimantan Barat ?
{sejauhmana budaya 'nyawa dibalas nyawa darah dibalas
darah', semangat zrumah panjang, carck, senjata tajam,
gsikap etnosentrig (streotip dan pola bermukim), pendi-
dikan suku ikut mempengaruhi timbul dan merebaknya keru-
suhan antar etnig di Kalimantan Barat ?).
2. Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan, baik upaya
. jangka pendek dan upaya Jangka panjang yang diarahkan
pada faktor vyang mempengaruhi timbul dan meluasnya
kerusuhan di Kalimantan Barat ?
C. Tujuan Peneliltian
Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian dan
permasalahan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini
diarahkan untuk
1. Mengetahui faktor-faktor yang ikut mempengaruhi timbul
dan merebaknya kerusuhan antar etnis di Kaliﬁéntan Barat.
2. Untuk mengetahui upaya penanganan yang dilakukan‘
baik itu upaya jangka pendek dan upaya jangka panjang
yang diarahkan pada faktor-faktor vyang mempengaruhi

timbulnya kerusuhan.
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D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

sebagail berikut

1. Manfaat dari segi tecritis

Dari segi teoritis, penelitian ini akan menambah khasanah
ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana dan kriminologi
dan diharapkan dapat mempertajam pemahaman pentingnya
guatu kebijakan penanganan kerusuhan yang terpadu terma-

suk (pemberdayaan) hukum sebagai akumulasi nilai-nilai

religius dan =sosial sebagai upaya penanggulangan kerunl

suhan.

Manfaat dari segi praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan memberikan
informasi dan pemahamén mengenail latar belakang timbul
dan merebaknya kerusuhan sehingga dapat dijadikan sumbang
saran bagil Pemerintah Daerah dan aparat hukum terkait

dalam menemukan suatu solusi pencegahan kerusuhan antar

etnig di Kalimantan Barat.

E. Metode Penelitian

1.

Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode pendekatan sosio yuridis. Adapun alasan
digunakannya pendekatan ini karena permasalahan vyang

diteliti berkaitan erat dengan realitas sosial dan ting-
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kah laku yang nyata dari manusia itu sendiri, yang menga-
cu pada norma-norma sosial dan hukum vyang ada dalam
masyarakat bersangkutan.

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, maka peneli-
tian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang
bermakna meéngungkapkan sesuatu yang berkaitan erat dengan
sifat unik dari realitas sosial dan dunia tingkah laku
manusia itu sendiri. Penelitian ini akan menggambarkan
hakekat manusia sebagai makhluk psikis, sosial dan budaya
vang mengkaitkan makna dan interpretasi dalam berzikap
dan bertingkah lazku. Makna dan interpretasi itu sendiri
dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya. Kompleks
gistem makna (complex meaning system) tersebut secara
konstan digunakan oleh seseorang-atau sekelompok orang
dalam mengorganisasikan segenap sikap dan tingkah lakunya
sehari-hari. Karena itu 'dunia sosial dan tingkah laku
manusia' barulah dapat dipahami secara benar apabila kita
{baca:peneliti) mampu menarik 'inferensi' melalui proses
penghayatan terhadap sistem makna yang terstruktur dalam

'dunia psikis, sosial dan budaya' 4

4. Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif, Y.A.3 Malang
1990, halaman 2.
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2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di daerah Kabupaten
Bengkayang dan Kabupaten Sambas di Kalimantan Barat.
Pemilihan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan
bahwa kedua Kabupaten di atas adalah merupakan lokasi
awal terjadinya kerusuhan antar etnis di Kalimantan
Barat, sehingga diperoleh gambaran yang sesungguhnya
mengenal kerusuhan tersebut.

3. Spesifikasi Penelitian

Di dalam penelitian ini secara spesifik bersifat
deskriptif, dengan maksud untuk menggambarkan fenomena
sosial vyang ada dengaﬁ mempergunakan metode penelitian
ilmiah. Fakta yang ada kemudian digambarkan dengan suatu
interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta

tidak mempunyal arti tanpa interpretasi, evaluasi dan

pengetahuan umum 5

4. Bahan Penelitian

N,
Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan

sekunder 6

5. T.8. Susanto, Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro, Semarang, 1990, halaman 15.

§. Ronny Hanitijo Socemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan
Jurimetri, Ghalia Indonesia, 1990, halaman 9 - 10.
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Sumber data primer diambil dari masyarakat yang terlibat kerusuhan, p

pengambil kebijakan di daerah dan aparat penegak hukum.
Mengingat penelitian ini menyoroti permasalahan faktor

budaya dan ekonomi sebagai faktor yang mempengaruhi

timbul dan merebaknya kerusuhan sosial di Kabupaten
Sambas Kalimantan Barat dan upaya penanganan yang dilaku-
kan baik upaya jangka pendek maupun jangka panjang, maka
gumber data primernya diambil dari masyarakat, Pemerin-
tah Daerah dan aparat penegak hukum. Adapun sumber data
primer tersebut digall dari para informan yang mempunyai
kaitan secara langsung dengan pokok permasalahan, infor-
man yang panyak mengetahui seluk beluk pokok permasalahan
dan aparat penegak hukum, terdiri atas
- Seorang anggota kelompok dari kedua etnis yang bertikai
karena dari merekalah akan dapat digali persepsi mereka
tentang etnig lainnya, sikap dan tindakan yang mereka
ampbil sehingga dapat diketahul faktor yang menyebabkan
timbulnya kerusuhan dan sejauhmana faktor-faktor terse-
but berpengaruh. Selanjutnya sampél atau informan
berikutnya dikembangkan mengikuti prinsip snow ball
sampling atau bola salju dan pilihan sampel akan ber-
henti sampai tidak ditemukannya informasi baru.
- Para pemuka agama dan pemuka adat, karena diharapkan

dari mereka dapat digali latar belakang budaya tertentu
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dan juga dari mereka diharapkan mempunyai peran bagi
upaya penanganan kerusuhan mendatang yaitu dengan
menanamkan pemahaman dan pengembangan nilai-nilai
sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

- Pembuat Kebijakan di daerah, karenardari mexreka akan
dapat diketahui bagaimana perencanaan (kebijakan) pem-
bangunan daerah dilaksanakan utamanya yang menyangkut
kebijakan ekonomi dan kebijakan kependudukan dan
transmigrasi, hubungan kebijakan pembangunan yang
dibuat dengan timbulnya isu kesenjangan antara penda-
tang dan penduduk asli, respon Pemda terhadap kerusuhan
yvang kerap terjadi, upaya-upaya yang di;akukan getelah
kerusuhan dan implikasi kerusuhan terhadap kebijakan
pembangunan di daerah utamanya dalam bidang ekonomi,
sos}al dan budaya.

- Para Penegak Hukum yang terdiri dari polisi, jaksa dan
hakim, karena dari mereka diharapkan dapat diperoleh
gambaran mengenai persepsi mereka tentang penyebab
kerusuhan dan upaya penanganan yang dilakukan utamanya
bagaimana eksistensi hukum sebagai kontrol untuk men-
gantisipasi konflik di masa mendatang.

Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber

seperti dokumen, peraturan, hasil-hasil penelitian dan
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7.

8.

berbagai karya ilmiah vyang berhubungan dengan masalah

yvang diteliti.

Tahap-tahap Penelitian

Proses penelitian kualitatif pada dasarnya berbentuk

siklus, Dbukan linear sebagaimana penélitian kuantitatit

konvensional, namun dari proses penelitian yang berbentuk

siklus tersebut dapat diidentifikasi adanya tiga tahapan

yang berlangsung 'ulang alik' 7 , yaltu tahap

a. Tahap eksplorasi atau orientasi vyang bersifat me-
nyeluruh, umum dan baru merupakan permulaan {ditingkat
permukaan) tentang subjek vyang diteliti, yang oleh
Spradley disebut sebagal grand tour observation dan
grand tour question8 . Secara konkrit dalam_tahap ini
peneliti melakukan wawancara secara umum dengan para
informan awal dan melakukan observasi terhadap situa-
si-situasi tertentu, seperti situasi kehidupan sehari-
hari masyarakat di lokasi penelitian terutama kehidu-
pan kedua etnis yang bertikai, melakukan dialog dengan
beberapa anggota masyarakat untuk mengetahui gambaran
kehidupan bersama sebelum terjadi konflik dan sesu-

dahnya, melakukan wawancara secara umum dengan anggota

Sanapiah Faisal, Op.cit., halaman 45.

Sanapiah Faisal, Ibid, halaman 42.
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9.

masyarakat termasuk kedua etnis tentang latar belakang
timbulnya pertikaian pribadi sampai akhirnya meletus
menjadi konflik yang melibatkan antar etnis.

Tahap eksplorasi secara terfokus atau terseleksi guna
mencapai tingkatrkedalaman dan kerincian tertentu 2
Setelah diperoleh gambaran secara umum, maka peneliti
mulai menetapkan fokus penelitian dengan menentukan
permasalahan vang diteliti dan wmengumpulkan serta
mempelajari sumber data sekunder yang méﬁdukung pene-
litian ini. Secara konkrit dalam tahap ini penelitian
difokuskan pada faktor budaya dan ekonomi, sebab kedua
faktor inilah yang paling sering disebut-sebut oleh
para inforﬁan. Faktor budaya disini difokuskan pada
kondigi dan makna-makna budaya yang.melingkupi kedua
etnis, yaitu yang akan menjawab permasalahan mengenail
sejauhmana budaya 'darah diganti darah nyawa diganti
nyawa', semangat rumah panjang, kebiasaan wmembawa
senjata tajam, sikap etnosentris suku dan pendidikan
ikut mendukung timbul dan merebaknya konflik antar
etnis. Sedangkan faktor ekonomi difbkuskan pgda
kondisi-kondisi ekonomi masyarakat khususnya kondisi

ekonomi kedua etnis vyang secara soslologis dapat

Sanapiah Faisal, Ibid, halaman 45.
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dilihat, misalnya kondisi fisik bangunan rumah tinggal
dan fasilitas yang dimiliki.
Tahap mengecek hasil atau temuan penelitian dengan
melakukan teknik referential adequacy checks. Pada
tahap ini setelah peneliti mengkatagorisasikan data
lapangan yang diperoleh dalam domain-domain {(kategori-
kategaori konseptual) vyang sama, kemudian melakukan
interpretasi dan kesimpulan berdasar data yang diper-
oleh, sehingga data tersebut dapat menunjukkan kese-
sualan, perbedaan atau saling melengkapi. konkritnya
dalam tahap ini data vang terkumpul mengenai faktor-
faktor vang ikut mempengaruhi timbul dan merebaknya
konflik antar etnis beserta upaya penanganannya yang
diperoleh dari para informan dikategorisasikan dan
dimasukan ke dalam domain-domain yang ada yaltu domain
budaya dan ekonomi yang difokuskan lagi pada adat
‘darah ganti darah nyawa Ldiganti nyawa', semangat
rumah panjang, kebiasaan membawa senjata tajam, sikap
etnosentris suku, dan pendidikan. Kemudian data yang
diperoleh tersebut dianalisis, apakah data yang diper-
oleh dari informan sesepuh adat dengan pemuka agama
atau aparat tentang faktor-faktor dan upaya penanganarn
kerusuhan tersebut ada kesesualan atau perbedaan atau

malahan saling melengkapi.
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6.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempercleh data penelitian, maka data yang

diperlukan dipercleh melalui

a. Studi kepustakaan (literature), vaitu péngumpulan dan

mengkaji berbagai bahan hukum sekunderJ yakni bahan-

bahan yang erat hubungannya dengan ‘bahan hukum

primer +0

Oleh Sanapiah Faisal‘ studi pﬁstaka di@ebut sebagai
sumber data nonmanusia, dengan car% mempelajari
peraturan perundang-undangan, literaturé dan dokumen-
dokumen resmi yang mendukung objek penelitian.

Dalam penelitian ini data sekunder, y#ng dipelajari
adalah dokumen-dokumen perdamaian konfli%, pernyataan-
pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Adat
Dayak dan Pemuka Masyarakat Madura, Laﬁoran tertulis
mengenai upaya penanganan kerusuhan yaﬁg dikeluarkan
oleh Pemerintah Daerah Tingkat II S&mbas, Laporan
hasil penelitian serta tulisan-tulisan dan pendapat
para sarjana mengenal fenomena kerusuhan%(antar etnis)

penyebab dan alternatif pemecahannya.

Sanapiah Faisal, Ibid, halaman 156.
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b. Studi lapangan, yaitu melakukan penelitian di lokasi
penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data
seperti observasi atau pengamatan, angket dan wawan-
cara dengan responden penelitian.

Observasi atau pengamatan dilakukan untuk menge-
tahui dan memahami situasi sosial dari objek peneli-
tian dengan menggunakan non participant observation.
Situasi sosial yang diamati tersebut setidak-tidaknya
mempunyai tiga elemen utama, yaitu

1) lokasi atau fisik tempat suatu situasi sosial itu
berlangsung;

2) manusia - manusia pelaku atau actor yang menduduki
status atau posisi tertentu dan memainkan peranan-
peranan tertentu; dan

3) kegiatan atau aktivitas para pelaku pada lokasi

atau tempat berlangsungnya sesuatu situasi

tertentull

Dalam penelitian ini observasi dilakukan di Kabupaten
Bengkayang, vyaitu di Kecamatan Ledo, Samalantan dan
terutama di Kecamatan Sanggau Ledo tempat berawalnya
pertikaian atau kefusuhan antar etnis, vyaitu dengan
mengamati kehidupan,.kegiatan atau aktivitas dan perila-

ku masyarakat utamanya anggota kedua etnis.

Sanapiah Faisal, Ibid, halaman 77.
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Wawancara merupakan suatu teknik untuk mendapatkan informasi de

informan yang diwawancarai. Dalam melakukan wawancara peneliti berpe

sebelumnya tanpa menutup kemungkinan munculnya pertanyaan-pertanyaa |
lapangan. Informan diberi keleluasaan dalam |
wawancara tersebut, sebab peneliti sadar bahwa hasil atau
temuan yang didapat bergantung dari data atau informasi
yvang diperoleh. Oleh karenanya informan harus. ditempatkan :
sebagail co-researcher (sejawat peneliti itu sendiri) 12

Dalam hal ini peneliti dalam situasi tertentu harus
membuka diri tentang siapa dan apa tujuan kedatangan
peneliti dan menunjukkan simpati, wminat, atensi yang
besar pada informan sehingga timbul kegadaran bahwa
informan merupakan ‘guru' atau nara sumber bagi peneliti,
dengan aemikian terjalin kerjasama yang baik antara
peneliti dan informan. Misalnya untuk memahami mengenai
adat darah diganti darah nyawa diganti nyawa, peneliti
harue dapat masuk ke dalam alam fikiran mayarakatlDayak
sehingga dapat menyelami  dan memahami falsafah yang
melatar belakangi adat tersebut. Untuk sampal pada taraf

itu peneliti harus banyak bertanya dan menempatkan infor- i

man (sesepuh adat) sebagai 'guru' yang betul-betul paham i

Ibid, halaman 63.
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dan mengerti mengenai adat istiadatnya dalam situasi
'dialog' dilingkungan yang 'bernuansa' (masyarakat) Dayak.
Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif Peneliti merupakan
instrumen utama dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan
datal®, oleh karenanya peneliti
sendiri yang terjun langsung ke site penelitian selaku
'tangan pertama', baik melalui observasi, wawancara maupun
studi kepustakaan.

Sampel Penelitian

Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian kuali-
tatif bukan merupakan hal yang penting, sebab penelitian
rualitatif tidak didasarkan pada konsep keterwakilan
sebagaimana yang digunakan dalam ?enelitian kuantitatif.
Sanapiah Faisal menuliskan bahwa:

Penelitian kualitatif bertolak dari asumsi tentang
realitas sosial yang bersifat unik, kompleks dan

ganda. Padanya terxdapat regularitas atau pola ter-
tentu, namun penuh dengan variasi. Karenanya, kegia-
tan penelitian harusnya secara sengaja memburu
informasi seluas mungkin kearah keragaman atau
variasi yang ada....Untuk itu, konsep sample dalam
penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana
memilih informan atau situasi sosial tertentu yang

dapat memberikan informasi yang mantap dan terper-

Ibid, halaman 17.
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14.

15.

16.

caya mengenal elemen-elemen yang ada atau karakter-

istik elemen-elemen yang tercakup dalam fokus/topik

pénelitianlé.

Berdasarkan karakteristik yang demikian itu, maka sampel
atau informan awal yang dipilih adalah

- satu orang dari masing-masing anggota kelompok kedua
etnis.

- satu orang pemuka agama.
- satu orang pemuka adat (fungsionaris adat).
- Satu orang pengambil kebijakan di daerah.
- satu orang penegak hukum.
Sampel atau informan berikutnya berkembang mengikuti
prinsip Snow ball sampling atau 'bola salju'lS,
dan pilihan sampel akan berhenti atau berakhir setelah
terdapat indikasi tidak munculnya variasi atau informasi
baru.
Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasi-
kan dan mengurut data ke dalam pola, kategori, dan satuan

16

uraian dasar , sehingga dapat ditemukan

tema dari penelitian tentang faktor-faktor pendukung

Ibid, halaman 56.
Ibid, halaman 60.

patton dalam Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kuali
tatif,Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996, halaman 178.
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timbul dan merebaknya kerusuhan antar etnis di Kalimantan
Barat ini. Dengan demikian data yang dikumpulkan dalam
penelitian ini, baik itu data primer maupun data sekunder
kemudian dianalisis, dengan menggunakan metode analisa
kualitatif. Penggunaan analisa kualitatif ini dilakukan
dengan cara menggabungkan antara analisis domein,
analisis taksonomis, analisis komponensial dan analisis
tema. Ketiga analisis data vyang disebutkan pertama
dilakukan gsecara simultan di saat pengumpulan data di
lapangan.

Analisis domein dipergunakan pada tahap g%and tour
observation dan grand tour question, orientasi atau
eksplorasi secara menyeluruh, oleh karenanya data vyang
digambarkan mengenai faktor-faktor pendukung timbul dan
merebaknya kerusuhan antar etnis di Kalimantan Barat ini
masih bersifat umum. Konkritnya faktor budaya dan ekonomi
vang dianggap sebagai penyebab timbul dan meluasnya
kerusuhan tersebut baru merupakan analisis domein, se-
dangkan untuk memberi 'bentuk' faktor budaya dan faktor
ekonomi vyang bagaimana yang merupakan penyebab timpbul
dan meluanya kerusuhan tersebut dilakukan melalui
analisis taksonomis dan komponensial.

Langkah selanjutnya adalah menggunakan analisis

taksonomis dan komponensial. Salah satu wujud dari analisis
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17.

taksonomis dalam penelitian ini adalah mengungkapkan dan
menganalisis lebih rinci mengenai latar belakang seseorang
kang seseorang ikut melakukan kerusuhan, bagaimana persepsi
seseorang mengenai adat 'darah dibalas dengan dérah' bagi
informan dayak dJdan adat atau kebiasaan membawa senjata
tajam bagi informan madura, atau sebaliknya, sejauhmana
sikap etnosentrisme suku atau solidaritas suku turut mendukung
merebaknya kerusuhan, dan bagaimana kondisi kehidupan

ekonomi antara penduduk pendatang khususnya kehidupan

orang Madura dengan kehidupan orang Dayak.

Dalam analisis komponensial diuraikan adanya
perbedaan-perbedaan yvang muncul vyang diperoleh pada
waktu melakukan observasi dan wawancara, misalnya adanya
perbedaan persepsi tentang senjata tajam menurut kedua
etnis, dimana salah satu e%nis menganggap tabu membawa-
bawa senjata tajam kemana-mana dengan tujuan yang tidak
jelas dan etnis lainnya menganggap merupakan keblasaan
sebagai upaya untuk berjaga-jaga dari ancaman orang lain.

Analisis data yang terakhir disebut dengan anali-
sis tema atau discovering cultural themes, yang dilakukan
setelah kegiatan pengumpulan data dan analisis data di

1apanganl7.

Sanapiah Faisal, Op.cit., halaman 159.
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Dengan demikian analisis tema merupakan upaya mencari

benang merah vyang mengintegrasikan lintas domein yang

ada, misalnya mengkaitkan tindakan kekerasan etnis dengan

nilai atau value orientations yvang dipatuhinya.

Teknik Pemeriksaan keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah

- Penciptaan rapport sebelum melakukan kegiatan pengum-
pulan dan analisis data. Dalam hal ini peneliti berusa-
ha membuka diri tentang apa, siapa dan tujuan peneliti
begitupun sebaliknya peneliti menunjukkan atensi pada
informan dan menimbulkan kesan dan kesadaran bahwa
informan merupakan 'guru' bagi peneliti sehingga terbu-
ka peluang kerjasama hingga penyelesaian penelitian.

- Pemilihan informan atau situasi sosial tertentu secara
purposif. Dalam hal ini ‘peneliti memilih informan vyang
benar-benar mengetahui tentang latar belakang timbulnya
konflik antara etnis dan secara langsung terlibat dalam
penyelesaian konflik tersebut.

- Melakukan triangulasi sumber data, metode dan penyidik
sehingga kebenaran data yang diperoleh melalui suatu
metode dan suatu sumber juga dapat dicek dengan data

yvang dipercleh dari metode dan sumbex lainnya.
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Triangulasi sumber dilakukan antara lain dengan memban
dingkan data hasil pengamatan di lapangan dengan data
yvang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan
tentang faktor-faktor penyebab timbul dan merebaknya
kerusuhan serta upaya untuk menanggulanginya, membanding
kan pandangan informan dengan berbagail pen&apat dan
pandangan dari masyarakat umum, pemuka masyarakaﬁ, dan
aparat pemerintahan tentang penyebab timbulnya kerusuhan
antar etnis dan upaya menangulanginya.

- Melakukan peer debriefing yaitu dengan melibatkan
teman sejawat untuk membicarakan dan bahkan mengeritik
proses dan hasil penelitian sehingga peneliti bisa
memperoleh masukan atas kelemahan-kelemahan yvang terja-
di pada saat kegiatan pengumpulan data dan analisis
data.

F. Kerangka Pemikiran
Kerusuhan merupakan fenomena sosial yang selalu menarik
untuk diamati. Kerusuhan tampil tidak hanya dalam skala
lokal, tetapi juga muncul dalam skala global.
Kerusuhan sendiri berasal dari kata dasar 'rusuh' vyang

berarti banyak gangguan keamanan, pembegalan dan tidak aman.
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18.

19.

20.

Dengan demikian 'kerusuhan' diartikan sebagai keadaan rusuh

(tidak aman), keributan, xekacauant®

Secara teoritis kerusuhan vyang dilakukan secara wmassal
merupakan satu bentuk tindakan kekerasan (la violencia di
Columbia) yang dapat menjurus pada tindakan kriminal atau
kejahatan. Menurut para ahli ‘'kekerasan' vyang dilakukan
sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan

figik maupun psikis adalah kekerasan vyang bertentangan
dengan hukum. Oleh karena itu merupakan kejahatan 13

Dengan kata lain kekerasan atau violence adalah ‘'all types
of illegal behavior, eithef threatened or actual that result
in the damage or destruction of property oOr in the injure or

death of an individual 20
Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa untuk dapat

digolongkan sebagai suatu kekerasan ia harus memuat atau

WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1982,
halaman 841.

Romli Atmasasmita, Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi,

Eresco, Bandung, 1992, halaman 55.

Menurut Romli Atmasasmita, pengertian istilah 'kekeras
an' atau 'la violencia' di Columbia, 'the vendetta bar-
baricina' di sardinia, Italia, atau t1g vida vale nada'’
(life is worth nothing) di El Salvador (Hagan, John,
1981:181) yang ditempatkan di belakang kata 'kejahatan'
sering menyesatkan khalayak, sehingga hal ini perlu
dijernihkan.

Kadish, Sanford H, Encyclopedia of Crime and Justice,

Volume 4, Macmillan and Free Press, New York, 1983,
halaman 1618.
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21.

22.

menunjuk unsur-unsur tertentu, seperti tingkah laku yang
bertentangan dengan undang-undang, adanya ancaman atau
tindakan nyata dan memiliki akibat kerusakan terhadap harta
benda, fisik atau mengakibatkan kematian.

Kadish mengklasifikasikan kekerasan ini ke dalam 3 (tiga)
pentuk kekerasan

1. Emotional and instrumental violence

2. Random or individual violence

3. Collective violence®?!

Dari ketiga bentuk kekerasan menurut Kadish di atas,
apabila diamati maka kerusuhan antar etnis di Kalimantan
Barat vyang telah digambarkan di muka dapat digolongkan
sebagai suatu tindak kekerasan ‘yang dilakukan secara
kolektif (collective violence)zz, karena penyerangan yang
dilancarkan etnis satu pada etnis lainnya tidak lagi dilaku-
kan individu antar individu akan tetapi sudah dilakukan oleh
kelompok secara massal. Sama dengan hal di atas,

Kadish, Ibid, halaman 1619.

Menurut Kadish, Collective Violence that involves groups of
persons or individuals who are working toward a group
goal has also been classified in a variety of way.

One of the more useful was formulated by Charles Tilly,
who has devided the concept into three types

primitive violence, reactionary violence, and modern
violence.
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I.S.8usanto, secara garis besar membedakan 4 (empat)
bentuk atau tipologi kelompok yang dapat menghasilkan kejahatan
é 1. Kelompok orang-orang yang sesekali bersama-sama melakukan

keijahatan.

2. Kelompok massa, meskipun sesekali namun dalam Jumlah
yang besar.
3. Geng (gang), baik anak-anak maupun dewasa, dan mirip
dengan ini adalah kejahatan yang terorganisir.
4., Korporasi, pada umumnya berupa kejahatan ‘White Collar'?3
| Di samping pengertian kekerasan dalam pengertian yang
Z sempit sebagaimana dikemukakan oleh Kadisgh di atas, Johan
Galtung memandang konsep kekerasan di dalam pengertian yang
i jauh lebih luas meliputi semua bentuk tindékan vang dapat
menghalangi seseorang untuk 'merealisasikan potensi dirinya
' (self-realization) dan 'mengembangkan pribadinya ' (personal
growth), yang merupakan dua jenis hak dan nilai yang -asasi.
Di dalam rumusan Galtung kekerasan terjadi apabila oleh
karenanya manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga
realigsasi Jjasmani dan mental aktualnya berada di bawah
realisasi potensialnya. Di dalam pengertian yang luas itu, .

kekerasan tidak hanya meliputi dimensi yang bersifat pisik,

‘ 23. I.8. Susanto, Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas
; Diponegoro, Semarang, 1995, halaman 55.
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akan tetapi Juga dimensinya yang bersifat psikologis.
Dari konsep kekerasan vang ditawarkan Galtung itu kemudian
ia membedakan 8 (delapan) jenis tindak kekerasan yang sema-
kin menjadi ancaman manusia pada tingkat mondial saat ini,

sebagai berikut

1. kekerasan terhadap alam, vyang disebut sebagai
ecological crime;

2. kekerasan terhadap diri sendiri, sperti stress,

bunuh diri, alkcholisme dan sejenisnya;

3. kekerasan terhadap keluarga, seperti child abuse
dan woman abuse, yang dilakukan melaluil pengung-
kapan fisik waupun verbal;

4. kekerasan terhadap individu, seperti pencurian,
perampokan, perkosaan dan pembunuhan;

5. kekerasan terhadap organisasi, vyang di dalam
pengungkapannya dapat berupa korupsi dan penyalah-
gunaan kekuasaan; _

6. kekerasan terhadap kelompok, antar kelas dan
antara bangsa;

7. kekerasan terhadap masyarakat, berupa perang dan
penindasan. antar bangsa atau negaraj

8. kekerasan terhadap dunia lain, berupa kekerasan

antar planet24

Salah satu faktor yvang mempengaruhi timbul dan
meluasnya kerusuhan di Kalimantan Barat adalah adanya. per-

pedaan latar budaya kedua etnis. Faktor budaya menurut

24 . Nasikun, Hukum, Kekuasaan dan Kekerasan Suatu Tinjauan
Sosiologis, makalah disampaikan dalam Seminar Na-
sional tentang Pendayagunaan Sogiologi Hukum Dalam
Masa Pembangunan Dan Restrukturisasi Global, Semarang,
12 - 13 Nopember 1996, halaman 6.
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banyak pengamat15 dianggap sebagal faktor utama merebaknya

kerusuhan dan kekerasan yang dilakukan.
Kebudayaan oleh Koentjaraningrat diartikan sebagai kese-
luruhan gagasan dan karsa manusia yang harus dibiasakan

dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan

karsa itu.

Selanjutnya ia berpendapat bahwa kebudayaan itu mempunyai
paling sedikit 3 (tiga) wujud, yaitu

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-
ide gagasan-gagasan, nilai - nilai, norma - norma,
peraturan dan sebagainya.

2. Wujud kebudayaan sebagal suatu kompleks aktivitas
kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. Wujud kebudayaan sebagaili benda-benda hasil karya

manusia 26,

Wujud pertama kebudayaan bersifat abstrak, tidak dapat
dipegang atau diraba. Ia berada di dalam pikiran setiap

warga di mana kebudayaan itu hidup. Ia dikatakan sebagai

25. Hendro Suroyo Sudagung, seorang Guru Besar Fisip Universi-
tas Tanjungpura, P.Florus Seorang Peneliti Kebudayaan
Dayak dari Institut Dayakologi Pontianak, Mantan Danrem
121/ABW Kolonel Art. Zainuri Hasyim menilali bahwa sikap
etnosentris suku vyang dikaitkan dengan perbedaan
sosial - ekonomi dan sosial - budaya menjadi penyebab
mudahnya timbul bentrok diantara kedua etnis, ini kemudi
an dibuktikan dari Laporan Penelitian Pemerintah daerah
Tingkat I KalBar bekerjasama  dengan Institut TIlmu
Pemerintahan.

26. Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas Dan Pembangunan,
Gramedia, Jakarta, 1994, halaman 5.
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wujud yang ideal dari kebudayaan. Menurut Koentjaraningrat
kebudayaan ideal ini dapat disebut sebagai adat tata kela-
kuan atau secara singkat dalam arti khusus, atau adat istia-
dat dalam bentuk jamaknya. Wujud kedua dari kebudayaan ini
lebih dikenal dengan sistem sosial, yaitu kelakuan berpecla
dari manusia vang terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia
yang berhubungan, berinteraksi satu sama lain, sehingga
membentuk suatu rangkaian aktivitas berpola antar manusia
dalam masyarakat. Sedangkan wujud ketiga dari kebudayaan
sebagai benda hasil karya manusia yang paling konkret.
Menurut Koentiaraningrat, ketiga wujud kebudayaan yang
terurai di atas, dalam kenyataan kehidupan masyarakat tentu
tidak terpisah satu dengan yang lain. Kebudayaan ideal dan
adat istiadat mengatur dan memberi arah kepada perbuatan dan
karya manusia. Baik pikiran-pikiran dan ide-ide, maupun
pikiran dan karsa manusia menghasilkan benda-benda kebu-
dayaan fisiknya.

Secara lebih lugas Daced Joesoef mengartikan
kebudayaan sebagai hal-hal atau segala sesuatu yang mem-

punyai c¢iri atau sifat budaya, dimana budaya merupakan
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gistem nilai vang dihayati. Jadi budaya nasional dapat
diartikan sebagal sistem nilai vyang dihayati oleh suatu

bangsa 27. -

Selanjutnya dijelaskan ada dua pengertian 'nilai'. Pertama,
apa-apa yvang dipakai sebagai standar judgment atau digunakan
sebagai dasar pengambilan keputusan. Kedua, apa-apa yang dianggap b
Adanya interaksi sosial antara etnis pendatang |

dengan etnis setempat, dapat melahirkan hubungan yang posi-
tif apabila ada persesualan atau toleransi kepentingan antar
etnis. Namun yang kerap terjadi adanya ketidaksamaan vigi,
nilai-nilai sosial dan kepentingan individu atau kelompok
dalam masyarakat majemqk itu, sehingga muncul konflik antar
individu atau kelompok. Menurut Sardjono Jatiman seorang
ahli sosiologi dari Pusat Penelitian Pranata Pembangunan UI,
dalam tipe masyérakat majemuk terpadu, konflik antar

individu berpotensi terjadi, tetapi konflik semacam itu

2% Daoed Joesoef,Era Kebudayaan: Pemberdayaan Manusia Dalam
Perkembangan Zaman, Kumpulan Tulisan dalam Pemberda-
yvaan, Konsep Kebijakan dan Implementasi, penyunting,
Onny §. Prijono dan A.M.W. Pranarka, CSI1S, Jakarta,
1996, halaman 10.

28. Dalam pengertian yang pertama maupun kedua, nilai dapat
berupa atau berbentuk, jadi dapat dilihat atau dijamah
(tangible), misalnya ukuran panjang, kecepatan, ber
bagai karya seni, dan lain-lain. Nilai bisa pula tidak
berupa atau berbentuk, jadi tidak dapat dijamah (in
tangible), seperti adat istiadat, kebiasaan normatif,
moral, etika, harga diri (honour), ide, dan lain-lain.
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jﬁstru membuat mereka saling mengenal. Institusi interaksi
antar etnis dapat segera menyelegaikan konflik individual.
Dalam tipe masyarakat majemuk terpisah konflik kecil memang
jarang terjadi, karena intensitas interaksi rendah. Tetapi
konflik antar individu mudah berkembang, sekaligus menjadi

konflik antar kelompok 239

T.Sellin vyang memperkenalkan teori-teorili perbenturan
budaya (konflik budaya) dalam bukunya culture conflict and

crime memandang bahwa

Semua konflik kebudayaan merupakan konflik dalam nilai-
nilai sosial, kepentingan dan norma-norma. Konflik yang
demikian itu kadang-kadang merupakan hasil sampingan
darli proses perkembangan kebudayaan dan peradaban,
kadang-kadang sebagail hasil dari perxpindahan norma-
norma perilaku daerah atau budaya yang satu ke budaya
vang lain dan dipelajari sebagai konflik mental atau
sebagail benturan nilai kultural. Konflik norma-norma
tingkah laku dapat timbul dalam berbagai cara, seperti
adanya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup-dan nilai-

nilai sosial vang berlaku diantara kelompok-kelompok
yang ada30

Dari gambaran di atas nampak bahwa perbedaan norma-norma
tingkah laku dan perbedaan nilai-nilai sosial antar etnis

berpotensi timbulnya konflik. Selanjutnya dikatakan bahwa

Sardjono Jatiman, Tabloid Mutiara, Januari, 1%%7,
halaman 7.

I.8.Susanto, Loc.cit.

36



konflik antara norma-norma dari aturan-aturan kultural yang

berbeda dapat terjadi antara lain

a. bertemunya dua budaya besar;
Konflik budaya di =gini dapat terjadi apabila aturan-
aturan tersebut berbenturan pada batas dari daerah
kultur yvang berdampingan.

b. budaya besar menguasai budaya kecil;
Terjadinya konflik budaya karena suatu budaya ter-
tentu wmemperluas daerah berlakunya terhadap budaya
lain. Hal ini terjadi dengan norma hukum dimana

undang-undang suatu kelompok kultural diperlakukan
untuk daerah lain.

¢. apabila anggota dari suatu budaya pindah ke budaya
lain;
Di sini koﬁflik budaya timbul karena orang-orang
vang hidup dengan budaya tertentu kemudian pindah ke
daerah lain dengan budaya yang berbeda 31,

Faktor ekonomi dapat dikata merupakan faktor yang juga
turut mempengaruhi dan memperluas. Walaupun faktor ini
bukanlah merupakan faktor pemicu kerusuhan namun telaahan
terhadap faktor ekonomi juga perlu dilakukan. Sebab kégiatan
ekonomi dimanapun selalu mempunyai pengaruh térhadap'tempat
di mana kegiatan ekonomi ditu dilakukan. Xurang tepatnya
suatu kebijakan (ekonomi) dan sosial, khususnya dalam
melihat potensi, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, dapat

menimbulkan bentrokan  kepentingan serta  ketidakpuasan

Thid, halaman 56.
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32.

33.

masyarakat . Akumulasi yang wenumpuk dari bexrbagai bentuk

ketidakpuasan yang terabaikan dan tidak tersalurkan, pada

akhirnya dapat menjadi 'bom' vang sewaktu-waktu dapat
meledak.

Pandangan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hak yang

fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural, dan
karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut,
merupakan pandangan yang sudah sejak dulu dan  hingga kini
masih diterima secara luas32.
Dengan begitu ada pendapat vyang menghubungkan kondisi-
kondigi dan perubahan akibat kegiatan ekonomi dengan
timbulnya kejahatan, dengan kata lain kondisi-kondisi
ekonomi dan perubahan akibat kegiatan mempunyal pengaruh
terhadap kejahatan 33-

Suparlan dan Horowitz juga memandang bahwa aspek
cosial ekonomi sebagai bagian dari perbedaan vertikal dalam
masyarakat majemuk dapat berpotensi sebagal sumber konflik.
Perbedaan horizontal, seperti perbedaan suku, adat igtiadat,
bahasa dan sebagainya yang diterima warisan (agribed) vang

diketahui kemudian 'bukan' sebagai faktor utama dalam setiap

I.8.8usanto, Ibid.

pell, dalam Burhanuddin dan Kusnadi, Kompas, 6 Februari,
1597.
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35.

insiden kerusuhgn gsosial yang melibatkan antar sﬁku.
Sementara perbedaan vertikal seperti sosial ekonomi, tingkat
pendidikan, kualitas pekerjaan, kondisi permukiman merupakan
perbedaan yang berpotensi sebagail sumber konflik 34.

Selanjutnya dikatakan bahwa

Status sosial dan ekonomi dan kedudukan politik adalah
signifikan dalam setiap interaksi sosial antara kelom-
pok-kelompok etnis dalam masyarakat. Apakah interaksi
sosial tersebut akan bersifat positif atau negatif,
sangat ditentukan oleh kadar perbedaan-perbedaan verti-
kal diantara kelompok-kelompok etnis. Dan bukan dari
perbedaan horizontal, sebagaimana banyak diyakini
selama ini. Semakin tinggi kedudukan politik dan peran
dominatif suatu kelompok etnis (suku) terhadap kelompok
etnis lainnya, akan semakin kuat menimbulkan prasangka
(stereotipe negatif) yang menjadi sumber ketegangan dan

konflik antara kelompok etnis3>.

pPendapat  di atas menggambarkan bahwa terhadap kerusuhan
yang kerap timbul harusnya lebih cenderung diwagpadai seba-
gai akibat dari adanya perbedaan-perbedaan vertikal, bukan
karena perbedaan-perbedaan horizontal, sebagaimana vyang
ditonjolkan selama ini. Oleh karenanya dari gambaran menge-
nai faktor-faktor vyang mempegaruhi timbul dan meluasnya
kerusuhan di atas, harusnya ditemukan suatu upaya penyele-

gaian dan prevensinya. Upaya penanganan ini harus bersifat

Burhanuddin dan Kusnadi, Kompas, 6 februari, 1997.

Burhanuddin dan Kusnadi, Ibid.
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36,

menyeluruh dan terpadu, vang dituangkan dalam suatu kebi-
jakan penanganan integral, vyaitu meliputi aspek perbaikan
kondisi sosial ekonomi wmasyarakat dan upaya penanganan
melalui aspek pemberdayaan hukum secara luas termasuklah
pemberdayaan substansi hukum (pidana) dan bekerjanya aparat
penegak hukum. Pengertian kebijakan pada intinya adalah
suatu upaya dengan serangkaian tindakan untuk mencapai
tujuan tertentu dengan sarana tertentu dan dalam urutan
36

waktu tertentu Upaya untuk mengatasi permasalahan

sebagaimana diuraikan di atas jelas wmelibatkan pemerintah
terutama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum sebagai
pemegang peran dalam pengambilan kebijakan sekaligus
pelaksana kebijakan, disamping kesadaran dan keikutsertaan
masyarakat terutama kedua etnis sebagai kelompok vyang

menjadi sasaran kebijakan.

Penggunaan istilah kebijakan atau kebijaksanaan (policy)
masih ditemui keragamanan. Konsep kebijaksanaan itu
sulit dirumuskan dan diberikan makna secara tunggal.
Di kalangan para ahli terdapat perbedaan penekanan
tentang kebijaksanaan. Sebagian melihatnya gebagai
suatu perbuatan saja, dan sebagian lainnya melihat se-
bagai suatu sikap yang direncanakan atau suatu rencana
dan juga tindakan. Demikian pula perbedaan yang ber-
kaitan dengan tujuan dan sarana kebijaksanaan. Ada yang
berpendapat bahwa kebijaksanaan meliputi tujuan atau
sarana saja atau meliputi keduanya (Bambang Sunggono,
Hukum Dan Kebijaksanaan Publik, Sinar Grafika,
Jakarta, 1994, halaman 11 - 20).
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38.

Dalam konteks kebijakan untuk menanggulangi kejahatan Prof.
Sudarto, SH mengemukakan bahwa kebijakan atau politik kri-
minal merupakan "suatu usaha yang rasional dari masyarakat
dalam menanggulangi kejahatan" atau "the rational organiza-
tion of the control of crime by society"37.
Dengan demikian kebijakan integral untuk menanggulangi
kerusuhan sebagail suatu bentuk kejahatan dapat diartikan
sebagal berikut:
a. keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal
dan politik sosial;
b. keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan
kejahatan dengan “penal® dan "non penal".38
Sehubungén dengan point a di atas dijelaskan bahwa kebijakan
atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupa-
kan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat
(social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat
(social welfare). Oleh karenanya tujuan akhir dari dari
politik kriminal adalah ‘"perlindungan masyarakat untuk

mencapal kesejahteraan masyarakat".

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,
Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, halaman 2.

Barda Nawawi Arief, Ibid, halaman 4.
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Dalam kaitannya dengan point b, dikemukakan bahwa upaya penang-
gulangan kejahatan lewat jalur "penal" lebih menitikberatkan
pada sifat "repressive" sesudah kejahatan terjadi, sedangkan
jalur "non-penal" lebih menitikberatkan pada sifat "preventive®
(pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.
Namun demikian tindakan represif pada hakikatnya juga dapat
dilihat sebagail tindakan preventif dalam arti luas.

Dengan demikian upaya penyelesaian melalui mekanisme hukum perlu
didukung oleh upaya lain sebagali pencegahan agaxr kerusuhan
tidak teruléng kembali. Masyarakat harus tetap diingatkan
untuk tetap memakai mekanisme hukum sebagai penyelesaian konflik.
Karenanya hukum harus diberdayakan lebih lanjut, untuk menumbuh-
kan kepercayaan masyarakat terhadap peran dan fungsi hukum.

Dengan kata lain pemberdayaan hukum dalam arti Lluas dilakukan
dengan memperoleh kekuatan dan akses terhadap substansi,
institusi maupun Dbekerjanya hukum untuk penanganar kerusuhan
dikemudian hari. Sebab Hukum dilihat bukan hanya sebagai refleksi
dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tetapi juga
merupakan suatu institusi vang bekerja untuk mencapai suatu
ketertiban, keteraturan, keadilan dan sebagainya.

Dengan demikian pemberdayaan hukum di sini adalah memberdayakan

nilai-nilai dalam wasyarakat, seperti nilai-nilal sosial, agama,
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dan lainnya serta memberdayakan personal vyang bekerja

dalamnya39. Di samping itu dimasukkannya upaya non

dilakukannya kejahatan sebagaimana digambarkan di atas,
banyak timbul dari faktor-faktor di luar hukum itu sendiri.

Hal itu terxrungkap dalam tulisan berikut

i Dilihat dari hakekat kejahatan sebagai masalah kemanu
; sian dan masalah sosial, banyak faktor yang menyebabkan
terjadinya kejahatan. Faktor penyebab terjadinya keja-
hatan itu sangat kompleks dan berada di luar Jjangkauan
hukum pidana. Wajarlah hukum pidana mempunyai keterba-
tasan kemampuan untuk menanggulanginya, karena seperti
pernah dikemukakan oleh Prof.Sudarto, "penggunaan
hukum pidana wmerupakan penanggulangan suatu gejala

('kurieren am sympton) dan bukan suatu penyelesaian
dengan menghilangkan sebab—sebabnya4o.

39. Empowerment dalam bahasa Indonesia berarti 'pemberdayaan'
Bila dilihat secara lebih luas, pemberdayaan sering
digamakan dengan perolehan kekuatan dan akses terhadap
sumber daya. Tidak ada pengertian yang final tentang
pemberdayaan. Maknanya seringkali dikaitkan dengan
konteks objek vyang dibahas, misalnya pemberdayaan
masyarakat miskin, pemberdayaan wanita, dan yang kini
sering terdengar adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat
Dalam pengertian yang lebih sederhana pemberdayaan
hukum dapat diartikan sebagai perolehan kekuatan
(hukum) melalui akses pemberdayaan masyarakat dengan
nilai-nilai hidup bermasyarakat dan institusi hukum
yang mampu bekerja sesuai fungsinya.

40. Barda Nawawi Arief, Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana,
makalah Seminar Nasional tentang Pendekatan Non Penal
Dalam Penanggulangan Kejahatan, Semarang, 1996, ,hal. 6.
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Apabila diidentifikasikan, maka sebab-sebab keterbatasan

kemampuan hukum pidana dalam menanggulangl kejahatan dapat

digambarkan sebagai berikut

1. sebab-sebab kejahatan yvang demikian kompleks berada
di luar jangkauan hukum pidana;

2. hukum pidana hanyé merupakan bagian kecil (subsis-
tem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin
mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanu-
siaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks
(sebagai wmasalah sosio-psikelogis, sosio-politik,
sosic-ekonomi, sosio-kultural dan sebagéinya);

3. penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan keja-
hatan hanya merupakan 'kurieren am sympton', oleh
karena itu hukum pidana hanya merupakan 'pengobatan
simptomatik' dan bukan 'pengobatan kausatif';

4. ganksi hukum pidana merupakan 'remedium'l§ang meng-
andung sifat kontradiktif atau paradoksal dan
mengandung unsur serta efek sampingan yang negatif;

5. gistem pemidanaan bersifat fragmentair dan indivi-
dual atau personal, tidak bersifat struktural atau
fungsional;

6. keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumus-
an sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;

7. bekerjanya atau berfungsinya hukum pidana memerlukan
sarana pendukung vang lebih bervariatif dan lebih

menuntut 'bilaya tinggi';41

Menyadari keterbatasan hukum pidana sebagaimana dise-

putkan di atas, maka upaya non penal melalui perbaikan

41. Barda Nawawi Arief, Ibid, halaman 8-9.
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kondisi-kondisi masyarakat menjadi penting dan memerlukan
kajian yang lebih dalam. Pemberdayaan nilai-nilai religius,
nilai-nilai sosio-kultural dan sosio-ekonomi serta perbaikan
kondisi sosial masyarakat memiliki potensi strategis dalam
menjaga masyarakat dari merajalelanya perilaku kejahatan di
berbagai aspek, walaupun ada nilai-nilai itu yang secara
subjektif dianggap baik, tetapi secara objektif dapat ber-
dampak negatif 42
Franz Magnis - Suseno juga menilai bahwa nilai-nilai tradi-
sional atau sikap etika tradisional vyang sudah tersedia
dalam masyarakat Indonesia werupakan modal berharga dalém
usaha menemukan cara berfikir dan sikap etis baru 43
Penggarapan dan pemberdayaan nilai-nilai di atas juga
jadi perhatian Konggres PBB yang menekankan masalah keseha-
tan jiwa dan xrohani. Dalam pertimbangan Regolusi No.3 Kon-
gres ke-6 Tahun 1980, mengenai 'Effective measures to prev-

ent crime'! antara lain dinyatakan

- bahwa pencegahan kejahatan bergantung pada pribadi
manusia itu sendiri (that crime prevention is depend-

ent on man himself);

Soedjono Dirdjosisworo, Kegunaan Nilai-nilai Sosio-Kultural
Dalam Pencegahan Kejahatan, Makalah disampaikan dalam
Penataran Nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi,
Ambarawa, 1994, halaman 4.

Franz Magnis - Suseno, Kuasa Dan Moral, Gramedia, Jakarta
1995, halaman 161l.
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- bahwa strategi'pencegahan kejahatan harus didasarkan
pada usaha membangkitkan atau menaikkan semangat atau
jiwa mwmanusia dan usaha memperkuat kembalil Xkeyakinan
akan kemampuan untuk berbuat baik (that crime preven-
tion strategies should be based on exalting the spirit
of man and reinforcing his faith in his ability to do
good) ;

Dengan beberapa pertimbangan di atas maka Resolusi itu
melakukan Reguests the Secretary - General to focus his
efforts in crime prevention on feinforcing man's faith in
his abilify to follow the path of good atau melakukan usaha-
usaha pencegahan dengan memperkuat kemballi keyakinan atau
kepercayaan manusia akan kemampuannya untuk mengikuti jalan

kebenaran atau kebaikan.

Dari pernyataan resolusi di atas, Barda Nawawi Arief

mengemukakan bahwa

Betapa penting dan strategisnya peranan pendidikan
agama dan berbagai bentuk media penyuluhan keagamaan
dalam memperkuat kembali keyakinan dan kemampuan
manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan.
Dengan pendidikan dan penyuluhan agama yang efektif,
tidak hanya diharapkan terbinanya pribadi manusia yang
sehat jiwa atau rohaninya tetapi Jjuga terbinannya
keluarga yang sehat dan lingkungan sosial yang sehat.

Pembinaan dan penggarapan kesehatan masyarakat atau
lingkungan sosial (sebagai salah satu ﬁpaya non penal
dalam strategi politik kriminal), tidak hanya harus

diorientasikan pada pendekatan religius tetapi juga
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44 .

berorientasi pada pendekatan identitas budaya nasional
44

Dari gambaran di atas dapat dikatakan bahwa upaya yang
menduduki peran strategis ini harus terus digali, dimanfaat -
kan dan dikembangkan dengan mengikutsertakan seluruh potensi
dan dukungan masyarakat untuk mengefektifkan atau wmengem-
bangkan apa yang disebut dengan 'informal aud traditional
ciyrsil ean Yo anda Chit boom iyt vlial o Bonronee TR prestan ERANITRARE
atau tokoh masyarakat termasuk para pemuka agama dan pemuka
adalt penting untuk ditingkatkan guna memberikan dan menatiam-
kan pemahaman terhadap nilai-nilai tersebut kepada masyara-
kat.

Sigtematika Penulisan

gistematika penulisan tesis dengan judul: Kebijakan .

Dalam Penanganan Kerusuhan Antar Etnis Di Kalimantan
Barat, ini terdiri atas 4 {(empat) Bab, yaitu Bab I Pendahu-
1uan terdiri atas subbab latar belakang, subbab perumusan
masalah, subbab tujuan dan kontribusi penelitian, subbab
metode penelitian, Yyang mencakup metode pendekatan, lokasi
penelitian, spesikasi penelitian, bahan penelitian, tahap

penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian,

Barda Nawawi Arief, op.cit., halaman 56 .
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sampel penélitian, analisis data, teknik keabsahan data dan
subbab Kerangka Teoritis.

Bab II Tinjauan Pustaka, terdiri atas subbab gambaran
umum tentang kerusuhan, kekerasan dan konflik antar etnis,
subbab faktor yang mempengaruh timbul dan meluasnya kerusuh-
an dan subbab pemberdayaan hukum dalam penanganan kerusuhan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri atas
subbab gambran umum lokasi penelitian, subbab faktor yang
mempengaruhi timbul dan meluasnya kerusuhan dan subbab
pemberdayaan hukum dalam penanganan kerusuhan antar etnis.

Bab IV Penutup terdiri atas subbab kesimpulan dan

subbab saran.
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EAB II

TINJAUAN PUSTAKA

@Gambaran Umum Tentang Kerusuhan, Kekerasan Dan Konflik
Antar Etnis
Kerusuhan massal sering disertai dengan tindak kekeras
an dan pengrusakan. Fenomena ini bukanlah merupakan hal yang
baru di Indonesia, sebab berbagai kajian sejarah cukup
menunjukkan hal itu, contoh yang paling dekat adalah pada
masa perjuangan mencapal kemerdekaan Indonesia dan sete-
lahnya yang diwarnai aksi kekerasan di sejumlah daerah di
Indonesia. Namun berbeda dengan kerusuhan massa di masa lalu
yang mengandung nilai patriotik, kerusuhan yang dalam
beberapa tahun ini khususnya di orde reformasi sering
melanda Indonesia mempunyal latar belakang yang jauh lebih
kompleks, terjadi dalam masyarakat yang Jjauh lebih kompleks
pula seiring dengan kemajuan dan perubahan-perubahan di
segala aspek.
‘Kata kerusuhan sendiri mempunyai banyak makna. Kata ini
identik dengan keributan, huru hara, kekacauan (chaos) dan

pertikaian (conflict) atau dalam bahasa sederhana kerusuhan

48




diartikan sebagai keadzan rusuh atau tidak aman’

Dalam Encyclopedia of Britanica? padanan istilah kerusuhan
ditemukan dalam istilah riot. Kerusuhan didefinisikan| seba-
gal suatu tindakan melawan tatanan publik yang melibatkan
tiga orang atau lebih dengan cara kekerasan. Ditegaskan
dalam Encyclopedia Britanica bahwa unsur utama dalam kerusu-
han adalah kekerasan. Kekerasan merupakan suatu istilah
yvang biasa diterjemahkan dari kata ésing violence. Violence
merupakan gabungan kata latin ‘vis' vyang berargi

daya atau kekuatan dan kata ’latus'Ayang berasal dari kata

ferre,yang berarti membawa. Dengan demikian Violence berarti

membawa kekuatan atau daya3.

Dalam Kamus BResar Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan

sebagali sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan atau

‘z
i

1. Lihat Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dikarang oleh
WJS Poerwadarminta, PN Balai Pustaka, Jakarta, | 1982,
halaman 841 dan Tim Penyusunan Kamus Besar [Bahasa
Indonesia, Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa,
Balai Pustaka, 1990, halaman 762.

2. Lihat bab tentang riot dalam The New Encyclopedia Britlanica,
volume 10, 1990, halaman 85 dan pengertian riot [dalam
tulisan Hairus Salim HS - Andi Achdian,Amuk Banjarmasin,
YLBHI, Jakarta, 1997, halaman 1.

3. I.Marsana Windhu,Kekuasaan Dan Kekerasan Menurut Jghan
Galtung,Kanisius, Yogyakarta, 1992, halaman 62, yang
mengutip tulisan Newton Garver, dalam A.K.Bierma dan
J.Gould, Philosophi for a New Generation, New York
1270, hal.3495 - 370.
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tekanan, desakan vyang keras, sehingga kekerasan berarti

membawa kekuatan, paksaan atau tekanan.
Johan Galtung4 memberikan pengertian kekerasan dalam arti
yang sangat luas wmeliputi semua bentuk tindakan yang dapat
menghalangi seseorang untuk 'merealisasikan potensi dirinya'
(self-realization) dan ‘'mengembangkan pribadinya' (personal
growth) . Di dalam rumusan Galtung kekerasan terjadi apabila
oleh karenanya manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga
realisasi jasmani dan mentalnya berada di bawah realisasi
potensialnya. Jadi menurut Nasikun® kekerasan tidak hanya
"meliputi dimensinya yang bersifat fisik, akan tetapi Jjuga
dimensinya yang bersifat psikologis. Dengan kata lain,
tindak kekerasan tidak hanya meliputi pencurian, perampokan,
penganiayaan dan pembunuhan akan tetapi Jjuga kebohongam,
indroktinasi, ancaman, tekanan dan sejenisnya, yang dilaku-
kan uﬁtuk menghasilkan akibat terhalangnya aktualisasi
kemampuan potensial mental dan daya pikir seseorang.
Tidak jarang setiap kekerasan dianggap sebagail suatu bentuk

kejahatan, padahal tidak semua kekerasan adalah kejahatan.

Dalam tulisan I.Marsana Windhu, Ibid, hal.64-65.

Nasikun, Hukum, Kekuasaan Dan Kekerasan Suatu tinjauan
Sosiologis,Makalah, disampaikan pada Seminar Nasional
tentang Pendayagunaan Sosiologi Hukum Dalam Masa

Pembangunan Dan Restrukturisagi Global, Semarang, 1996,
halaman 4.
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6.

Dalam memandang arti kekerasan, Menurut Romli Atmasasmita6
ada dua persoalan vyang harus dijernihkan, vyaitu pertama:
apakah kekerasan itu sendiri merupakan suatu kejahatan ? dan

kedua, apakah yang dimaksud dengan kejahatan kekerasan itu ?

selanjutnya dituliskan bahwa:

Persolan pertama telah banyak dikemukakan pendapat para
ahli yang pada hakekatnya menekankan bahwa tidak semua
kekerasan merupakan Xkejahatan. Oleh karena ia tergan-
tung daxi yang merupakan tujuan dari kekerasan itu
sendiri dan tergantung pula dari persepsi kelompok-
kelompok tertentu dalam masyarakat, apakah kelompok
berdasarkan ras, agama dan ideoclogi. Sedangkan per-
soalan kedua menyangkut pengertian istilah 'kekerasan'’
vang diletakan di belakang kata kejahatan. Menurut para
ahli, ‘'kekerasan' vyang dipergunakan sedemikian rupa
sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik
ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan
dengan hukum. Oleh karena itu merupakan kejahatan, dan
pengertian istilah 'criminally violence' atau 'criminal
violence' atau 'crime of violence', sesungguhnya hanya
menunjuk kepada kejahatan-kejahatan tertentu saja:
pembunuhan (murder), perkosaan (rape}, penganiayaan
berat (aggravated assault), perampokan bersenjata
(armed robbery) dan penculikan (kidnapping), yang
digolongkan sebagai kejahatan individual. Sedangkan
termasuk kejahatan kekerasan kolektif adalah perkela-

Baca tulisan tentang Masalah Kejahatan Kekerasan Suatu
Perspektif Teoritis dan Pengertian, Lingkup Dan Bentuk
Kejahatan Dengan Kekerasan, dalam bukunya yang ber-
judul Teori Dan Kapita Selekta kriminologi,Eresco,
Bandung, 1992, halaman 52 - &9.




7.

hian antar gang remaja yang menimbulkan akibat kerusa-

kan harta benda atau luka-luka berat atau kematian’.

Dari tulisan di atas disimpulkan bahwa tindak kekerasan
itu dapat dilaskukan secara individual- maupun kolektif.
Kekerasan secara kolektif vyang dilakukan oleh antar gang
remaja sebagaimana dicontohkan oleh Romli Atmasasmita di
atas jika dikembangkan dapat juga dilakukan oleh sekelompok
massa atau antar kelompok/suku dengan akibat vyang sama.
Rekerazan kolektif yang mengakibatkan hilangnya harta benda,
kerusakan, penganiayaan, luka-luka bahkan kematian menjadi
sesuatu yang melekat pada bentuk atau gerakan-gerakan vyang
dilakukan secara agresif, brutal dan spontanitas.

I.S.8usanto dalam bukunya menuliskan bahwa kumpulan

dua orang atau lebih yang bekerjasama dapat pula melakukan
kejahatan. Menurut I.S.Susanto ada 4 {empat) tipologi kelom-
pok yang dapat menghasilkan kejahatan:

1. Kelompok orang-orang vyang sesekalli bersama-sama
melakukan kejahatan.

2. Kelompok massa, meskipun sesekali namun dalam jumlah
vang besar.
3. Geng {geng), balk anak-anak muda maupun dewasa, dan

mirip dengan ini adalah kejahatan yang terorganisir
(ocrganized crime).

Romli Atmasasmita, Ibid, halaman 55 dan 57.
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4. Korporasi pada umumnya berupa kejahatan
whitecollar.®

Menunjuk pada studi yang dilakukan M.Torttier dijelas-
kan bahwa dalam kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kecil
(2 - 4 orang) itu merupakan pencerminan dari kepribadian
masing-masing individu meskipun dalam keputusan bersamanya
dapat berbeda apabila itu hanya dihadapi éeorang diri, ini
berarti bahwa kelompok dapat melakukan kejahatan tetapi
apabila hanya seorang anggota saja mungkin tidak texrjadi
kejahatan. Berkaitan dengan itu dalam menyoroti kejahatan
yvang dilakukan oleh kelompok massa ada beberapa ciri penting

yang melekat pada bentuk ini, yaitu:

a. dengan memasuki kelompok massa, individu anggota-
anggotanya secara psikis dan moral berubah dalam
kepribadian dan dalam cara berpikir dan perasaan
gerta tindakannya.

b. Perubahan tersebut meliputi intelektual dan penurun-
an moral serta kehilangan nilai-nilai penghargaan
gsebelumnya.

¢. Berubahnya secara psikis dan moral dari anggotanya

dalam cara berpikir dan bertindak, seperti menghi-

langnya nilai-nilai, gsehingga membuat tindakan
mereka seolah-olah tidak dapat diperkirakan sebe-
lumnyag.

I.S.Susanto, Kriminoleogi, Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro, Semarang, 1995, halaman 68.

I.8.8usanto, Ibid, halaman 69 - 70.

53




10.

Beberapa ciri yang‘melekat pada kelompok massa inilah
yang kiranya dapat menjelaskan mengapa tindakan kekerasan
yang melahirkan kejahatan oleh kelompok massa atau suku
cenderung agresif dan brutal. Pada kekerasan yang dilakukan
antar etnis, anggota masing-masing etnis dijiwal oleh pera-
saan sama, senasib dan sepenanggungan. Perasaan ini secara
moral menghilangkan nilai-nilai penghargaan pada kelompok
lain dan kekerasan yang dilakukan secara bersama dianggap
merupakan wujud dari rasa solidaritas kelompok etnis
tersebut.

Secara lebih luas Manuel Kaisiepolo dalam tulisannya
menyingkap jenis kekerasan ke dalam dua bentuk yaitu kekera-
gan fisik dan kekerasan nonfisik atau kekerasan Prosedural
dan sistematis. Kekerasan fisik dilakukan dengan menggunakan
daya atau kekuatan jasmanl sedangkan kekerasan prosedural
atau sistematis terjadi apabila ada satu subsistem atau
fungsi dalam sistem sosial mendominasi subsistem atau fungsi
lain, misalnyé subsistem politik mendominasi subsistem hukum
atau subsistem ekonomi mendominasi subsistem politik atau
sebaliknya. Kekerasan prosedural yang nonfisik ini juga

dapat dipahami dari sudut hubungan negara(state) dan

Manuel Kaisiepo, Kekerasan Prosedural dan Sistematis Antara
Kekerasan Fisik dan kekerasan Nonfisik, harian Kompas,
Kamis 6 Februari 1997,
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masyarakat (society), yang selama ini menunjukkan terjadinya
over-development dari alat negara, sedangkan masyarakat

tetap under-developed. Selanjutnya dikatakan bahwa:

Dalam hubungan ini (over development dan under devel-
oped) negara terus menerus menjalankan kekerasan yang
dilembagakan ( yang sifatnya sah dan teratur}, dan
kekerasan massal adalah pantulan dari kekerasan yang
akarnya tumbuh dalam sistem negara. Kekerasan vyang
diwujudkan dalam prosedur dan struktur secara rasional
itu sekurang-kurangnya memperlihatkan dua wajah. Wajah
pertama adalah wajah fisik vyang diwujudkan dalam
digiplin kemiliteran, yang bertujuan mengorganisasikan
masyarakat, mengatur masyarakat, mendisiplinkan dan
menertibkan masyarakat, vyang dalam pelaksanaannya
seringkali tidak terhindarkan penggunaan kekerasan dan
ancaman. Wajah kedua adalah juga kekerasan yang tetap
rasional tetapi lebih halus (soft}, vyang tidak lagi

semata-mata bertujuan mendisiplinkan tetapil sepenuhnya
untuk menjinakkan masyarakatll.

Pendapat Manuel Kasiepo di atas apabila dibanding dengan
konsep kekerasan menurut Galtung mempunyal kesamaan dimana
menurut keduanya (pemegang) kekuasaan dapat menjadi sumber
yvang potensgial munculnya tindak kekerasan dalam beberapa
bentuk. Walaupun kekerasan prosedural dan sistematis seba-
gaimana dikemukakan diatas bukanlah merupakan kekerasan yang
dimaksud secara yuridis melalui hukum positif yang menekan-

kan pada penggunaan kekuatan jasmani atau fisik secara tidak

Manuel Kaisiepo, Ibid.
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sah 12 , namun kekerasan Prosedural dan sistematis ini
dapat dipelajari sebagai akar atau penyebab munculnya
kekerasan secara fisik atau massal.
Dalam konsep KUHP baru yang disusun oleh Panitia Penyusunan
RUU KUHP 1991/1992 dan telah disempurnakan oleh Tim Kecil
gsampal dengan tanggal 13 Maret 1993, dalam Bab V tentang
Pengertian-pengertian, pada pasal 141, disebutkan penger-
tian kekerasan sebagali berikut: Kekerasan wmenunjuk pada
penggunaan fisik, baik dengan tenaga badan maupun dengan
menggunakan alat, sedangkan ancaman kekerasan menunjukkan
keadaan sedemikian rupa vyvang menimbulkan rasa takut, cemas
atau khawatir pada orang yang diancamnya.

Dari pengertian kekerasan menurut konsep di atas nampak

bahwa konsep KUHP baru telah merumuskan Kkekerasan secara

12. Pasal 89 KUHP merumuskan membuat orang pingsan atau tidak
berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dalam
penjelasannya R.Soesilo menafsirkan bahwa yang di-
maksud dengan kekerasan menurut pasal 89 KUHP adalah
mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil
secara tidak sah, seperti memukul dengan tangan saja,
dengan senjata, menyekap, mengikat dan sebagainya. Jadi
pasal ini hanya wenyatakan tentang 'melakukan ke-
kerasan', bukan tentang 'kekerasan' atau 'ancaman ke-
kerasan'. Namun sebenarnya bisa saja terjadi hanya
dengan cara mengancam atau menggertak, dapat membuat

seseorang menjadi pingsan, tanpa harus menggunakan
kekuatan fisik.
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ekeplisit, yaitu secara fisik dan psikis. Ini berarti konsep
telah merumuskan secara lebih luas mengenai kekerasan ini
dibanding KUHP peninggalan Pemerintahan kolonial yang masih
digunakan.

Secara lebih rinci Kadish memberikan pengertian,
mengklasifikasikan dan menguraikan bentuk-bentuk kejahatan
kekerasan sebagai berikut : Kekerasan dalam pengertian yang
umum menurutnya adalah segalé bentuk tingkah laku, baik yang
mengancam (threatened) ataupun tindakan yang senyatanya
(actual), vyang dimaksudkan untuk mengakibatkan kerusakan
harta benda (property) atau mengakibatkan luka-luka (injury)
atau kematian seseorangl3.

Selanjutnya dituliskan:

A more limited definition of violence involves
the concept of of legality and hence 1is much more
useful to those concerned with the criminal justice
system. here the definition becomes " all types of
illegal behavior, either threatened or actual, that

result in the damage or destruction of property oxr in
the injury or death of an individual®.l?

Sanford H.Kadish, Encyclopedia of Crime and Justice,
Macmillan and The free Press, New York, 1983, hal.l1ls6l8.
Kadish menuliskan dalam bukunya Violence is general
term referring to all types of behavior, either
threatened or actual, that result in or are intended to
result in the damage or destruction of property or the
injury or death of an individual.

Kadish, TIbid, halaman 1618 - 1619.
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Dari tulisan di atas jelas adanya batasan pengertian
kekerasan dalam pengertian yuridis, dimana kekerasan diarti-
kan sebagai setiap perbuatan atau tingkah laku yang melang-
gar hukum baik dalam bentuk ancaman atau perbuatan dengan
beberapa akibat kerusakan, luka-luka sampail pada kematian.

Kemudian Kadish mengelompokkan jenis kekerasan ke dalam

3 (tiga) bentuk
1. Emotional and instrumental violence.
2. Random violence, yang terdiri dari:
1) . the culturally violent
2) . the criminally violent
3). the pathologically violent

4) . the situatioclly viiolent
5). the accidentally violent
6). the institutionally violent

3. Collective violence, yang terxrdiri atas:
1) . primitive collective violence
2). reactionary collective violence

3). modern colleqtive v:.".olence:l'5

Kadish, Ibid, halaman 1619 - 1620.

Dari uraian masing-masing jenis kekerasan menurut Kadish
dapat disimpulkan bahwa 'Emotional violence'’ menunjuk
kepada tingkah laku yang bersifat agreif disebabkan karena
amarah atau perasaan takut yang meningkat.

' Tnetrumental violence' menunjuk kepada tingkah laku agre-
sif karena memang dipelajari dari lingkungannya.

rRandom violence' menunjuk kepada tingkah laku perorangan
yvang bersifat kekerasan dengan tujuan tertentu.

Dan 'Collective violence' menunjuk kepada tingkah laku yang
melibatkan kelompok tertentu yang ditujukan untuk mencapai
tujuan tertentu.
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Dari ketiga bentuk atau jenis kekerasan di atas, kerusuhan
merupakan satu bentuk gerakan yang selalu melibatkan baﬁYak
orang atau kelompok dengan tujuan‘tertentu. Dengan demikian
setiap tindakan atau tingkah laku yang melanggar hukum atau
melawan norma masyarakat dengan akibat kerusakan, luka-luka
bahkan kematian vyang dilakukan oleh suatu kelompok dapat
dikatakan sebagai collective violence.

Berdasarkan pembagian konsep kekerasan kolektif ke dalam
tiga bentuk menurut Charles Tilly di atas, dapat disimpul-
kan bahwa primitive collective violencel® pada umumnya
bukanlah bersifat politik. Ia terbatas dan hanya melibatkan
orang-orang atau partisipan dari local communal groups
saja.Termasuk dalam katagori inil adalah violence for fun
vang sering dilakukan oleh sekelompok anak muda di bawah

pengaruh alkochol terhadap tempat-tempat atau fasilitas umum

dan kelompok saingannya.

Kadish, Ibid, halaman 16192 dituliskan:
In general, primitive collective violence is nonpoliti-
cal. Its scope is limited and involves the participa-
tion of local communal groups. It includes such be-
haviors as brawls, vigilante violence, lynch-mob
violence, and the hostile interactions of different
religious groups. 'Violence for fun' would also be
included in this classification.
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Bentuk reactionary collective violencel’ menurut Tilly
menunjuk pada setiap gerakan atau tingkah laku kekerasan
dalam skala kecil yang melibatkan baik communal groups
maupun anggota-anggota organisasi bebas dalam masyarakat
vang ditujukan terhadap wakil-wakil dari pemegang kekuasaan
yang cenderung memasukkan kritik-kritik tentang cara-cara
suatu kekuasaan itu dijalankan. Dengan demikian ada perbe—
daan yang jelas antara primitive collective violence dangan
feactionary collective violence, vyaitu dalam hal orientasi
tujuan atau sasaran (goal orientation), dimana primitive
collective violence melibatkan satu kelompok kecil dengan
kelompok lainnya, sedangkan pada reactionary colletive
viclence kelompok kecil atau kelompok bebas dalam masyarakat
memberikan reaksi terhadap sistem.

Sedangkan modern collective violence*® secara relatif wem-

punyai tujuan-tujuan yang ditetapkan dengan baik dan teror-

Ibid, pada halaman 1619 dituliskan:
According to Tilly, "reactionary disturbances are also
usually small in scale, but they pit either communal
groups or loosely organized members of the general
population against representatives of those who hold
power, and tend to include a critique of the way power
is being wielded" (p.14).

Ibid, pada halaman 1620 dituliskan: |
Modern collective violence has relatively well defined
objectives and is organized for political or economic
action. Violence strikes, coups, guerrilla warfare,
political violence, terrorism, and organized crime all
fit into this category.
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ganisir untuk aksi-aksi politik dan ekonomi. Yang dapat
masuk dalam katagori ini misalnya, pemogokan, kup,
kekerasan politik, terorisme dan kejahatan-kejahatan vang
terorganisir.

Apabila diamati fenomena kekerasan yang dilakukan dalam
kerusuhaﬁ antar etnis di Kalimantan Barat lebih menyerupai
model kekerasan kolektif yang ditawarkan Tilly di atas.
Bentuk Primitive Collective violence ménunjuk pada tingkah
laku atau tindakan kolektif etnis tertentu terhadap etnis
lain dengan akibat kerusakan dan kematian, begitupun seba-
liknya. Model semacam ini mengingatkan pada persengketaan
(panjang) antar suku atau kelompok di masa lampau atau pada
suku-suku yang masih bersahaja. Dalam tulisannya mengenail
persengketaan antar kelompok, T.0.Ihromi mengutip Nadel dan

Radcliffe Brown menuliskan Sebagal berikut:
Tindakan kekeragan pertama yang menimbulkan sengketa,
dianggap sebagai suatu serangan terhadap seluruh kelom-
pok dari penderita ( keluarga besar klen) dan konsek-
wensinya adalah semua anggota dari kelompok itu berke-
wajiban untuk membalas ketidak-adilan itu.Dan kewajiban
itu dianggap sebagai manifestasi dari 'solidaritas
kolektif'. Tapi prinsip ini juga berlaku untuk kelompok
lawan, dimana prinsip itu menghasilkan tanggung Jjawab
kelompok vyang berakibat bahwa setiap anggota mereka

61




19.

20.

dapat saja dibkantai demi pertanggungjawaban tindakan
rekan kelompok, kerabat teman atau tetangga19

Tulisan di atas dapat menjelaskan bagaimana prinsip yang
melahirkan solidaritas kelompok dapat semakin memperbesar
konflik antar kelompok, karena setiap anggota wmerasa mem-
punyvail kewajiban dan tanggungjawab terhadap anggota lainnya.
Dari kajian sejarah dan budaya masyarakat menunjukkan di
banyak tempat atau daerah, terutama pada masyarakat yang
bersahaja, (budaya) kekerasan sudah menjadi bagian dan
pilihan penyelesaian konflik dan pada masyarakat tertentu

budaya kekerasan semacam itu hingga kini masih ada yang

dipertahankanzo.

Bentuk kekerasan kclektif lainnya menunjuk pada tinda-
kan kekerasan sebagai reaksi etnis tertentu terhadap suatu
sistem, dalam hal ini wmenyangkut cara-cara pemegang kekua-

saan menjalankan roda pembangunan di semua aspek kehidupan

T.0.Ihromi, Antropologi Dan Hukum, Yayasan Obor Indonesia,
Jakarta, 1984, halaman 75.

- Misalnya Budaya Carok sebagai suatu cara penyelesaian
sengketa dengan mengadu kekuatan di antara para pihak
menurut tradisi orang Madura, Jawa Timur (lihat T.O
Thromi,Antropoleogi dan Hukum,Yayasan Obor Indonesia,
Jakarta, 1984, halaman 15).

- Kekerasan Pembunuhan yang masih kuat dianut oleh masyara-
kat 'Lamaholot' ( masyarakat asli yang mendiami pulau
Adonara Flores Timur - NTT), yang berpandangan bahwa
pembunuhan atau pertumpahan darah merupakan hal wajar
dan bernilai positif dalam menyelesaikan konflik
( lihat, Karulus Kopong Medan), Pembunuhan Dalam Kasus
Tanah Dan Wanita Di Adonara Flores: Suatu Tinjauan
Budaya,Tesis, Program Pasca Sarjana Undip, 1997.
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masyarakat. Walau secara aktual kekerasan yang dilakukan
tidak ditﬁjukan kepada pelaksana sistem tersebut, tetapi ia
dapat menjadi sumber munculnya tindak kekerasan.

Mulyana W.Kusumah juga melihat bahwa aspek kultur dan struk-

tur masyarakat dapat menjelaskan lahirnya kejahatan ke-

kerasan sebagail berikut:

Sumber-sumber kultural dari kejahatan dengan kekerasan
terletak pada berseminya sub kebudayaan kekerasan yang
antara lain merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang
mendukung pola perilaku kekerasan dimana respon-respon
yvang secara fisik agresif diharapkan, bahkan dibutuhkan
oleh kelompok sosial pendukung sub kebudayaan tersebut.
Seringkali perkembangan sub kebudayaan kekerasan ini
diperkuat oleh reaksi-reaksi terhadapnya, baik dari
masyarakat maupun dari mereka yang mempunyai monopoli
atas kekerasan vyang sah seperti pelaksana penegak
hukum. Dalam beberapa kasus, misalnya; perampokan dan
bentuk-bentuk kejahatan kekerasan lainnya, tidak jarang
terbetik berita mengenai mati tertembaknya pelaku
kejahatan oleh pelaksana penegak hukum. Hal ini merupa-
kan perwujudan reaksi kekerasan yang sah atas kekerasan
illegal.Dan kekerasan kian dipandang sebagai bagian
hidup, pemecah masalah kolektif secara cepat. Berkem-
bangnya norma-norma yang mengizinkan dan mendukung
kekerasan, nampaknya semakin bersemi jika ditambah oleh
pengkondisian oleh struktur-struktur dalam
masyarakat21

21. Mulyana W.Kusumah,Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan
Kekerasan, Ghalia Indonesia, 1982, halaman 53.
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa beberapa
bentuk (kejahatan) Kkekerasan kolektif sebagaimana digam-
barkan di atas dapat dijelaskan dengan melihat aspek kultur
dan struktur suatu masyarakat, sehingga penggunaan kekerasan
kian dianggap sebagai bagian hidup &an sebagai alternatif
penyelesalan konflik yang cepat. Padahal konflik22 sebagai
produk dari interaksi sosial dan kompetisi dalam kehidupan
bermasyarakat, tidak selalu dapat dihindari dan diselesaikan
secara memuaskan. Dengan kata lain menurut Ihromi konflik
merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan
bermasyarakat. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
masyarakat, konflik menurut Lewis A. Coser secara potensial
memberikan sumbangan positif dalam membentuk dan memperkuat

struktur sosial, dimana dikatakan bahwa:
Konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumen-
tal dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan
struktur sosial. Konflik dapat menetapkan dan menjaga
garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik
dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas

Studi kepustakaan menunjukkan, bahwa dikalangan ahli
sosiologi (hukum) mempunyai kecenderungan untuk menggu-
nakan istilah 'konflik', sementara para ahli antropolo-
gi hukum lebih cenderung menggunakan istilah 'sengketa’
atau 'dispute'.
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kelompok dan melindungi agar tidak lebur ke dalam dunia
gosial sekelilingnya23.

Dengan demikian menurut Coser konflik -dapat memberikan
sumbangan positif bagi kelompok dimana timbul kesadaran dan
pemahaman untuk mengakui dan lebih menghargai eksistensi
masing-masing kelompok, atau konflik vang dinyatakan secara
terbuka bisa jadi merupakan suatu reaksi dari keinginan satu
kelompok agar kelompok tersebut lebih dihargai dan diakui
keberadaannya. Namun tidak jarang pada penyelesaian konflik
vang kurang memuaskan salah. satu kelompok, konflik dapat
berlangsung terus dan berlanjut dengan wujud konflik fisik.
Faktor - faktor Yang Mempengaruhi Timbul Dan Meluasnya
Kerusuhan Antar Etnis

Untuk menjelaskan faktor-faktor vang mempengaruhi
timbulnya kerusuhan dan tindak kekerasan yahg melibatkan
kelompok, kiranya tidaklah cukup hanya dengan mengkaji satu
faktor saja. Fenomena semacam ini sering diyakini timbul
dari akumulasi faktor yang saling berhubungan satu sama lain

dan bersumber pada berbagai aspek dalam kehidupan berma-

Lewis A.Coser dalam Vic George dan Paul Wilding, Ideologi
Dan Kesejahteraan Rakyat (Ideology and Social Welfare),
Penyunting Budi Murdono dan Bhanu Setyanto, Pustaka,
Utama CGrafiti, Jakarta, 1992, halaman 14.
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syarakat dan bernegara. Dengan kata lain berbagai aspek
vang dijalankan dan diatur oleh masyarakat dan negara dapat
menjadi sumber konflik yang potensial. Atau merujuk pada
tulisan I.S.Susanto, dapat dikatakan bahwa suatu masyarakat
memiliki tipe kejahatan vyang sesuai dengan budaya, moral,
kepercayaan serta kondisi-kondisi sosial, politik, ekonomi,
hukum dan hankam serta struktur-struktur yang ada?4 | Apala-
gi jika hal ini dikaitkan dengan laju pembangunan dan pemer-
ataan hasil pembangunan selama tiga dasawarsa ini.

Ryaas Rasyid juga melihat adanya kondisi atau situasi
yvang dapat menimbulkan konflik terutama dalam pemerintahan

yang sedang membangun, yailtu:
pertama, faktor "struktural" yang berkenaan dengan
kondisi kehidupan masyarakat yang problema-
tik, yaitu gejala kesenjangan, pengangguran
dan kemiskinan.

Kedua, faktor " Situasional" yang berkenaan dengan
sistem politik yang bexrlaku, yaitu kebiasaan
aparatur pemerintah di lapangan melakukan
tindak kekerasan, pendekatan keamanan yang
kadang kala eksesif, praktek dagang hukum di
pengadilan, pejebat pemerintahan yang kurang
sensitif terhadap berbagai aspirasi yang
hidup dalam masyarakat.

I.S.Susanto, Ibid, halaman 48.
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Ketiga, faktor "intensional" yang berkenaan dengan
adanya kelompok-kelompok dalam masyarakat

yang memang menghendaki adanya instabili-
tag?>.

Dengan demikian kajian terhadap berbagai aspek di atas dapat
menjelaskan bagaimana persaingaﬁ, perbedaan kepentingan,
perbedaan nilai-nilai, perbedaan tujuan, dan ketidakpuasan
dapat menimbulkan konflik vang henyangkut aspek budaya,
ekonomi, sosial, dan politik antara warga wmasyarakat, antar
kelompok, antara masyarakat dan pemerintah.

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kexru-
suhan yang terjadi jarang dipandang sebagai akibat darl satu
faktor atau konflik vang bersumber dari satu aspek saja,
kerap dijumpai di banyak tempat kerusuhan sosial terjadi
karena adanya akumuiasi faktor yang saling berkait.

Faktor lain mungkin wmenjadi dominan di satu tempat dan

ditempat lain wmungkin hanya sebagai faktor pendukung,

begitu seterusnya.

Ryaas Rasyid, dalam Laporan Penelitian tentang Faktor-
faktor Yang Mempengaruhi Kerusuhan Di Kalimantan
Barat, Kerjasama antara Pemda Tingkat I Kalimantan
Barat dengan Institut Ilmu Pemerintahan, Pontianak,
1998, halaman 11.
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Faktor Budaya

Dalam konteks kehidupan berkelompok, kerusuhan antar
etnis sering dikaitkan dengan kondisi-kondisi yang mela-
hirkan konflik budaya atau konflik berbau kesukuan,
agama, ras dan antar golongan (SARA}. Faktor ini merupa-
kan faktor klasik namﬁn tetap berpotensi menyulut konflik
yang serius menjadi kerusuhan.

Budaya sebuah kata yang berasal dari kata 'buddhayah atau
budi memang hanya dimiliki oleh manusia. Di dalamnya
terdapat unsur pikiran (cipta), rasa dan kehendak vyang
tidak dapat dipisahkan. Dengan tiga unsur inilah manusia
menjadi berbudaya, mempunyai nilai-nilai dan norma-norma
dalam menjalankan kehidupan berkelompok, menciptakan
berbagai alat untuk memudahkan kehidupan, dan seterusnya.
Dengan demikian secara umum konsep kebudayaan (budaya)
itu dipahami sebagal ‘'keseluruhan gagasan dan karya
manusia, vyang harus dibiasakan dengan belajar, beserta
keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu2® , atau

kebudayaan diartikan sebagal semua hasil karya pemikiran
manusia yang dilakukan dengan sadar dalam kehidupan

berkelompok

Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas Dan Pembangunan,

Gramedia, Jakarta, 1994, halaman 5.
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Ini hanyalah sedikit perumusan dari banya#nya perumusan
tentang budaya. Aspek kebutuhan dalam kehidupan manusia
adalah sangat banyak, beraneka ragam baik dalam kehidupan
-individu atau berkelompok, baik yang bersifat materi atau
kebendaan maupun vyang bersifat zrohani. bengan begitu
perumusan kebudayaan dapat menjadi sangat: luas, seluas
dan sebanyak aspek-aspek kehidupan manusia itu. Merujuk
pada konsep kebudayaan di atas, terkandung paling sedikit
tiga wujud, yaitu
Pertama, kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-

ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan
sebagainya yang mengatur, mengendalikan dan memberi arah
kepada kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat
(wujud ideal). Wujud kebudayaan ini bersifat abstrak yang
berada dalam alam pikiraﬁ para warga mas?arakat dimana
kebudayaan itu hidup.

Kedua, Kebudayaan sebagal kompleks aktivitas kela-
kuan berpola dari manusia dalam masyarakat:(wujud sistem
gosial). Wujud kebudayaan ini menyangkut keiakuan berpola
dari manusia itu sendiri. Ini berarti seluruh aktivitas-
aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan serta
bergaul satu sama lain selalu mengikuti polé—pola terten-
tu yang berdasarkan adat istiadat dan tata;kelakuan yang

bersifat konkrit.
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ketiga, Kebudayaan sebagal benda-benda hasgil karya
manugia (wujud fisik). Wujud ketiga ini meruﬁakan seluruh
hasil fisik dari aktivitas-aktivitas, perbuatan dan karya
gemua manusia dalam masyarakat.
Dalam penelitian ini budaya masyarakat atau budaya kelom-
pok etnis diartikan sebagai pola perilakﬁ vang dituntun
coleh nilai-nilai, ide-ide dari kelompock etnis, atau
dengan kata lain nilai-nilal yang mendasari pola perilaku
kelompok etnis dihayati dan menjadi pedoman perilaku
masyarakat. Nilai-nilai yang mempenga;uhi tindakan dan
tingkah laku manusia dalam kelompok inilah yang disebut
dengan nilai-nilai sosial?? . Nilai-nilai sosial merupa-
kan k;eteria utama dalam fungsi setiap masyarakat dan
memberi makna serta arti terhadap tindakan yang dibuat.

Dalam tulisannya Sahetapy juga wmengulas tentang nilail

sosial sebagai berikut:

Young, merumuskan nilai - nilai sosial sebagai asumsi-
asumsi vang abstrak dan sering tidak disadari tentang
apa yang benar dan yang penting. Woods, melihat bahwa
nilai sosial merupakan petunjuk-petunjuk umum yang
telah berlangsung lama vyang mengarahkan tingkah laku
dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari.Nilai sosial
Dapat Juga dirumuskan petunjuka atau taksiran
secara sosial terhadap objek-objek, baik meterial
maupun non material. Bila sikap dan perasaan tentang
nilai sosial itu diikat bersama dalam suatu sistem,
maka ia disebut sebagal 'sistem nilai sosial!
(.M. Zaenal Khoiri, dan kawan-kawan, Sosiologi Dan
Antropologi, Sahabat Ilmu, Surabaya, halaman 51).
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28.

Daftar atau skala nilai sosial ini lazimnya berbedé
dalam tiap masyarakat atau pergaulan hidup. Bahkan
dalam satu masyarakat sekalipun, bisa saja ada
pelbagai kelompok vyang mempunyai atau menganut
daftar skala nilai sosial tersendiri. Yang jelas,
nilai sosial tidak saja menyangkut yang indah, yang
baik tetapl Jjuga bertalian dengan yang buruk, yang
jahat dan sebagainya. Jadi nilai sosial wmenggam-
barkan sesuatu abstrak denga merujuk pada sesuatu
yang riil dan konkrit. Nilai sosial ini bukanlah
sesuatu yang baku tanpa perubahan, vyang statis.
Dalam kehidupan bermasyarakat, terutama yang modern
dewasa ini, nilai-nilai sosial bergerak tidak saja
secara dinamis, melainkan juga bisa secara jungkir
balik secara eratik, sehingga terdapat suatu keadaan

yang oleh orang Jerman dinamakan "umwertung Aller
WErte”zB.

Dalam kaitannya dengan sifat atau bentuk dari suatu
nilai Daoced Yoescef secara tegas membedakan adanya dua
bentuk nilai. Beliau melihat dalam pengertian nilai ada
2 {(dua) hal yang melekat didalamnya

Pertama, apa-apa vang dipakaili sebagail standar
judgment atau digunakan sebagai dasar pengambilan
keputusan.

Kedua, apa-apa yang dianggap bernilai itu sendiri.
Dalam pengertian yvang pertama maupun kedua, nilai dapat

berbentuk, jadi dapat dilihat atau dijamah (tangible),

J.E.Sahetapy, Teori Kriminologi Suatu Pengantar, Citra

Aditya Bzkti, Bandung, 1992, halaman €7 - 68.
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misalnya ukuran panjang, kecepatan, berbagal karya seni
dan lainnya. Nilai bisa pula tidak berbentuk atau tidak
dapat dijamah (intangible), seperti adat istiadat, kebia-

saan normatif, moral, etika, harga diri (honour)}, ide,

dan lainnyazg.

Pengalaman manusia pada saat mengadakan proses interaksi
soslal adalah merupakan hasil dari nilai. Nilai sosial
yvang diikat dalam suatu sistem nilai selanjutnya
ditegaskan menjadi kaidah-kaidah sosial yang méngatur

kepentingan dalam masyarakat, .yaitu kaidah atau norma

kelazimana atau kebiasaan, kesusilaan dan hukum3©

Daoed Joesoef, Era Kebudayaan: Pemberdayaan Manusia Dalam

Perkembangan Zaman, Kumpulan tulisan dalam Pemberdaya
an, Konsep, Kebijakan dan Implementasi, penyunting Onny
S.Prijono dan A.M.W. Pranarka, CSIS, Jakarta, 1996,
halaman 10.

Menurut Satjiptoc Rahardjo, norma kebiasaan tidak lain

diangkat dari dunia kenyataan. Apa yang biasa dilakukan
orang-orang, itulah yang kemudian bisa menjelma menjadi
norma kebiasaan, melalui ujian keteraturan, keajegan
dan kesadaran untuk menerimanya sebagail kaidah oleh
masyarakat. Berbanding terbalik dengan norma kebiasaan,
norma kesusilaan justru berpegangan kepada ideal yang
masih harus diwujudkan dalam masyarakat. Dengan begitu
perbuatan yang bisa diterima oleh tatanan ini hanyalah
vang sesuai dengan ideal tentang manusia. Sedangkan
norma hukum lahir dJdari kehendak manusia. Pada proses
pembuatannya ia didukung oleh norma-norma Vyaing Secara
sadar dan sengaja dibuat untuk menegakkan suatu Jjenis
ketertiban tertentu dalam masyarakat, dengan ciri
adanya sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya
(disarikan dari Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum,Alumni,
Bandung, 1986, halaman 14 - 22).
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Sistem nilai ini bervariasi antara kebudayaan yvang satu
dengan kebudayaan vyang lain dengan kata lain keane-
karagaman kebudayaan dengan bentuk dan fungsi yang saling
berbeda, wmenghasilkan sistem nilai vyang saling berbeda
pula. Perbedaan itq sebagaimana dijelaskan oleh Nursid
Sumaatmadja dilatarbelakangi oleh keadaan geografi atau

lingkungan alam31, sebagail berikut:

Latar belakang geografi dan histori kelompok manusia
di suatu wilayah di permukaan bumi, berpengaruh
terhadap aspek sogial - budaya kelompok manusia di
wilayah tersebut. Sikap mental dan tingkah laku
manusia pada ruang geografi tertentu, tidak dapat

dilepaskan dari aspek geografi dan histori vang

'mendukungnya32.

Gambaran di atas menunjukkan ada perbedaan nilai dan
péndangan sehingga mempengaruhi pola perilaku suatu
kelompok vyang terikat pada nilai-nilai yang hidup dan
berkembang dalam kelompok tersebut. Namun demikian tidak
dapat dikatakan bahwa nilai termasuk sistem dan karya
dari suatu masyarakat sebagai wujud kebudayaan suatu

kelompok menjadi lebih tinggil atau lebih rendah dari yang

Yang dimaksud faktor alam atau lingkungan geografi ialah

faktor letak tata bumi, termasuk iklim, alam £fisis
seperti kayu, batu dan sebagainya. Faktor alam ini

umumnya mempunyai pengaruh yang besar terhadap pemben-
tukan suatu kebudayaan.

Nursid Sumaatmadja, Perspektif Studi Sosial,Alumni,

Bandung, 1986, halaman 30.
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33.

34.

lain. Pandangan ini33

adat istiadat dari suatu kelompok masyarakat atau suku

bangsa hendaklah dipandang dari sudut masyarakat itu

sendiri dan bukan dari pandangan kebudayaan lain yang

dianggap lebih baik atau sempurna.

Perbedaan nilai budaya semacam ini dalam interaksi sosgial
merupakan sumber yang dapat melahirkan konflik budaya.
Hal ini dengan jelas digambarkan oleh  Thorsten Sellin

yvang memperkenalkan teori perbenturan budaya({konflik

Budaya), sebagai berikut:

Semua konflik kebudayaan merupakan konflik dalam
nilai-nilai sosial, kepentingan dan norma-norma.
Konflik yang demikian itu kadang-kadang merupakan
hasil sampingan dari proses perkembangan kebudayaan
dan peradaban, kadang-kadang sebagai hasgil dari
perpindahan norma-norma perilaku daerah atau budaya
yang satu ke budaya yvang lain dan dipelajari sebagai
konflik mental atau sebagai benturan nilai kultural.
RKonflik norma-norma tingkah laku dapat timbul dalam
berbagai cara, sceperti adanya perbedaan-perbedaan
dalam cara hidup dan nilai-nilai sosial yang berlaku
diantara kelompok-kelompok yang ada’%.

Pandangan ini disebut sebagai kenisbian budaya atau sering

disebut juga dengan relativisme budaya yang mengakui
bahwa kebudayaan itu tidak sama atau buruknya atau
benar - salahnya ataupun tinggi rendahnya suatu kebu-

dayaan, sebab tidak ada suatu ukuran yang mutlak atau
pasti untuk itu.

.8.8usanto, Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas

Diponegoro, Semaranyg, 1995, halaman 55.
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Sellin menekankan bahwa konflik nilai, kepentingan .dan
norma merupakan hasil sampingan dari proses perkembangan
kebudayaan satu ke kebudayaan yang lain, seperti perbe-
daan dalam cara hidup dan nilai-nilai sosial. Merujuk
pada pendapat Sellin di atas, tepat kiranya apabila
dikatakan bahwa keanekaragaman suku dan budaya Indonesia
merupakan sesuatu vyang berpotengi menimbulkan konflik
dimaksud. Adanya perkembangan dan mobilisasi penduduk
dari satu daerah ke daerah lain atau dari satu pulau ke
pulau lain, membawa konsekuensi tersendiri, terutama pada
kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain interaksi yang
terjadi antara masyarakat pendatang yang membawa budaya
atau pola perilakunya akan berhadapan dengan masyarakat
asli yang juga memiliki budaya atau pola perilaku vyang
berbeda. Interaksi antara dua pola perilaku bisa jadi
melahirkan hubungan vang positif, apabila kedua atau
lebih pola perilaku itu saling menyesuaikan atau berto-
leransi dan menghargai satu sama lain. Namun yang kerap
terjadi adalah ketidakmampuan untuk saling menyesuaikan
dan wmenghargai, sehingga dimunculkan perasaan bahwa
mereka berbeda, tidak sama, saingan, pendatang dan
seterusnya. Pada awalhya mungkin konflik berlangsung
secara diam-diam dan menjadi terbuka karena adanya

intensitas interaksi kelompok serta kondisi-kondisi yang

TR TN
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35.

melingkupinya. Sardjono Jatiman®® menilai munculnya
konflik yang serius dalam suatu masyarakat majemuk ter-
gantung pada tipe masyarakat bersangkutan dan intensitas
interaksi yang terjadi antara kelompok satu dengan
lainnya. Dalam tipe masyarakaf majemuk terpadu, konflik
antar individu berpotensi terjadi, tetapi konflik semacam
itu Jjustru membuat mereka saling mengenal. Institusi
interaksi antar etnis dapat segera menyelesaikan konflik
individual. Dalam tipe masYarakat majemuk terpisah kon-
flik kecil memang jarang terjadi, karena intensitas
interaksi rendah. Tetapi konflik antar individu mudah
berkembang, sekaligus menjadi konflik antar kelompok.
Dari pendapat di atas, nampak bahwa justru pada

masyarakat mejemuk terpisah yang intensitas interaksinya
rendah, konflik mudah berkembang dari persocalan-persocalan
individual menjadi persocalan kelompok. Secara sederhana
dapat dijelaskan bahwa pada masyarakat majemuk terpadu
intensitas interaksinya tinggi atau lebih ser}ng terjadi,
sehingga memudahkah mereka atau kelompok untuk mengenal

mereka secara lebih baik. Namun pada masyarakat majemuk

Sardjono Jatiman, Tabloid Mutiara, Januari, 1997,

halaman 7.
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36.

37.

terpisah, intensitas interaksi yaﬁg rendah menyebabkan
kelompok kurang mengenal kelompok lain, sehingga sewaktu
konflik terjadi kelompock berdirir sebagai lawan bagi
kelompok vyang lainnya. Kondisi masyarakat vyang majemuk
ini sebenarnya juga menjadi perhatian Sellin. Ia menurut
Cressey, sebetulnya tidak bermaksud untuk hanya membatasi
diri pada permasalahan konflik budaya pada kaum imigran,
melainkan ingin menjelaskan betapa rumitnya suatu ma-
syarakat yang heterogen36{

Dengan demikian di dalam wmasyarakat majemuk terpisah
sebagaimana digambarkan oleh Sardjono Jatiman di atas,
konflik individu dapat meluas menjadi konflik antar
kelompok. Apabila diamati dalam berbagai literature
sejarah kehidupan suatu komunitas, konflik antar kelompok
etnis didasari oleh adanya semangat solidaritas kelompok
vang bersumber dari sikap ethnosentris yang berlebihan.
Ethnosentrisme atau fanatisme suku merupakan suatu

anggapan bahwa segala sesuatu diukur menurut ukuran yang

berlaku dalam kebudayaan sendiri3”.

J.E. Sahetapy, teori Kriminologi Suatu Pengantar,Citra

Aditya Bakti, Bandung, 1992, halaman 39.

T.0.Ihromi,Antropologi Dan Hukum, Yayasan Obor Indonesia,

Jakarta, 1984, halaman 66.
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38.

39.

Dengan gamblang diuraikan oleh Zainal, bahwa:

Ethnosentrime ialah sikap untuk menilai unsur-unsur

kebudayaan lain dengan menggunakan ukuran kebudayaan
sendiri. Artinya sikap dan pandangan yang menganggap
bahwa cara hidup golongannya adalah cara yang paling
baik. Fungsi sosial ethnosentrisme adalah menghu-
bungkan seseorang dengan golongannya sehingga'menim—
bulkan solidaritas kelompok yang sangat kuat. Dengan
suasana solidaritas itu setiap individu akan berse-
dia memberikan pengorbanan yang semaksimal mungkin.
Sikap atau pandangan ini diajarkan kepada kelompok
baik secara sadar maupun tidak sadar38.

Sikap ethnosentris sebagaimana digambarkan di atas Jjuga
menjadi perhatian Hendro Suroyo Sudagung yang menilail
bahwa konflik antar etnis vang meluas -didukung oleh
adanya fanatisme suku dan solidaritas yang kuat dalam
kelompok. Menurutnya solidaritas yang ditimbulkan ethﬁo—
sentrismé bisa berdampak positif, bisa pula negatif.
Positifnya dapat merangsang hasrat untuk saling membanfu
dan membangun kehidupan sehari-hari, dan negatifnya

mereka menjadi kurang memperhatikan yang lain atau kurang

toleran terhadap suku lain3?.

H.M. Zaenal Khoiri dan kawan-kawan, op.cit, hal. 120.

Hendro Suroyo Sudagung, Ethosentrisme Dayak Madura Bisa

Positif, Bisa Negatif, Liputan Utama, Majalah inves-

tigasi dan analisa D & R, Nomor 28/XXVIII/,tgl.l Maret,
1597, halaman 32.
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2. Faktor Ekonomi

Dapat diyakini bahwa setiap kerusuhan yang melibat-
kan maésa selalu berkaitan dengan berbagai aspek dalam
demensi kehidupan bermasyarakat atau bérnegara. Per-
soalan-persoalan ketidakpuasan, ketidakadilan, ketidaksa-
marataan dan kecemburuan dalam konteks kehidupan tersebut
menjadi sesuatu yang melekat pada setiap gerakan atau
aksi massa. Salah satu faktor dimaksud yang selama ini
turut mewarnai timbulnya kerusuhan adalah faktor ekonomi,
baik dalam skala luas yang menyangkut aspek kebijakan
pembangunan ekonomi dan efek yang ditimbulkannya dalam
kehidupan masyarakat, maupun yang menyangkut sumber daya
masyarakat dalam memanfaatkan, mengatur, mengelola sum-
ber-sumber ekonomi mereka. Dalam pengertian yang sangat
gsederhana ekonomi dimaksudkan sebagai semua hal vang
berkaitan dengan cara manusia atau seseorang mencapai
atau. memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Atau pexr-
soalan—persoalén yang menyangkut cara bagaimana manusia

‘memenuhi kebutuhan-kebutuhan materinya dari sumber dava
yang terbatas jumlahnya. Dengan perkataan lain, masalah
ekonomi 1ini wmenyangkut kerumahtanggaan penduduk dalam
memenuhi kebutuhan meterinya. Masalah ekonomi juga me-
nyangkut aspek-aspek kuantitas dan kualitas penduduk,

sumber daya alam dan manusia, komunikasi dan transporta-
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40.

si, kondisi dan lokasi gecgrafis dan lain sebagainya yang
berhubungan satu sama lain membentuk sistem ekonomi??.

Sudah dipahami bahwa ekonomi memegang peran penting dalam
pemenuhan kebutuhan manusia. Oleh karenanya kehidupan
ekonomi wmerupakan hal yang fundamental bagi seluruh
struktur sosial sehingga dengan demikian semua persocalan
dan urusan yang ada dalam struktur sosial tersebut sangat
bergantung pada kehidupan ekonomi. Walau dapat dipastikan
bahwa faktor ini secara langsung bukan merupakan faktor
penyebab atau pemicu kerusuhan yang kerap terjadi namun
dengan berbagai indikasi dari kerusuhan-kerusuhan vang
timbul faktor ini dianggap turut memberikan kontribu-
sinya. Secara umum permasalahan ekonomi terutama  adanya
perbedaan atau kesenjangan yang menimbulkan kecemburuan
sosial dalam aspek ekonomi ini merupakan fenomena yang
diakui keberadaannya. Xeberpihakan pemerintah melalui
berbagai kebijakan yang melahirkan diskriminasi, monopo-
lisasi, konglomerasi dan seterusnya, memancing respon
negatif, isu-isu dan kegelisahan sosial. Hanya saja

segala macam respon masyarakat itu mengendap sampai batas

Nursid Sumaatmadja, Perspektif Studi Sosial, Alumni,

Bandung, 1986, halaman 77.
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41 .

42,

tertentu dengan kata lain dalam menghadapi tekanan-
tekanan ekonoml tersebut manusia atau kelompok tidak
langsung memberikan reaksi dengan segera.
Dalam perkembangan kriminologi41 dikenal

adanya teori yang mengupas hubungan {kondisi-kondisi) dan
perubahan-perubahan ekonomi dengan munculnya perilaku
jahat. Beberapa sarjana pada sekitar abad 19 yang tergo-
long dalam mashab lingkungan42 , Misalnya memandang bahwa
faktor lingkungan termasuk lingkungan ekconomi merupakan
sebab munculnya kejazhatan. Mashab ini mempunyai semboyan:
"Die Welt ist mehr shuld an mir ale ich" yang berarti

"dunia lebih bertanggung jawab atas Jjadinya saya, dari

pada saya sendiri. Mashab ini berpendapat bahwa faktor-

Pemikiran-pemikiran tentang pengaruh faktor ekonomi terha-

dap kejahatan dapat ditemui pada pemikir-pemikir kuno
seperti Aristoteles, Thomas More, hingga vang lebih
baru seperti Beccaria, Bonger. Akan tetapi baru pada
abad ke-19 dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern
dan perkembangan tecri - teori kemasyarakatan, secara
perlahan pembicaraan mengenai hal ini menjadi lebih
gsistematis {( I.S.Susanto, Kriminologi, Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, halaman 57 ).

Pakar lingkungan yang wmenyokong pendapat bahwa faktor

ekonomi mempunyal pengaruh terhadap kejahatan dipelo -
pori oleh A. Lacasagne (1843 - 1924), G.Tarde (1834 -
1904), Von Myr, dan lain-lain. Pendapat dari Mashab
Lingkungan memandang beberapa faktor lingkungan
sebagal sebab kejahatan, seperti:

a. Lingkungan yang memberi kesempatan;

b. Lingkungan yang memberi tauladan;

¢. Lingkungan ekonomi;

d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda;
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faktor ekstern diluar diri seseorang lebih besar pengar-
uhnya dalam membentuk perilaku yang bertentangan dengan
norma.

Sejalan dengan itu M.Harvey Brenner%3 dalam buku-
nya mengemukakan 7 (tujuh) macam pandangan teoritis yang
berkenaan dengan sebab-sebab kejahatan yang berhubungan
langsung dengan masalah pengaruh perubahan ekonomi terha-
dap perilaku jahat. Teori-teori itu mencakup:

(1) kemerosotan ekonomi;

(2) kemunduran komparatif dalam keadaan sosial - ekonomi
sebagai akibat tersebarnya sebagian besar keuntungan
ekonomi kesebagian besar penduduk;

(3) meningkatnya perbuatan pelanggaran sebagai akibat ber
berkurangnya kesempatan di dalam sektor-sektor formal
ekonomi ;

(4) teori frustrasi - agresi;

(5) perkembangan penyimpangan subbudaya baik dalam nilai-

nilai maupun dalam pola-pola normatif sebagai reaksi

43. Buku Brenner vyang berjudul Effects of the Economy on
Criminal Behaviour and the Administration of Criminal
Justice in the United State, Canada, England and
Wales, and Scotland,diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia dengan judul Pengaruh Ekonomi terhadap Peri-
laku Jahat dan Penyelenggaraan Peradilan pidana, oleh
Penerbit Rajawali, Jakarta, Oktober 1986, merupakan
suatu studi yang mencakup pengalaman Amerika Serikat,
Kanada, Inggris dan Wales dan Skonlandia selama
1900 - 1970 dan dipersiapkan untuk suatu Konferensi
tentang krigis Ekonomi dan Kejahatan, Lembaga
Penelitian Ketahanan Masyarakat Perserikatan Bangsa-
Bangsa, Roma, November 1975.
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atau "reaksi - formasi® terhadap tiadanya integrasi
sosial - ekonomi;

(6) teori asosiasi - deferensial;

{7) urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi vyang secara
potensial menimbulkan integrasi masyarakat vang lebih
miskin;

Dari ketujuh macam pandangan teoritis yvang dikemukan oleh
Brenner di atas pandangan teoritis pertama, kedua dan
keempat kiranya dapat menjelaskan fenomena kerusuhan
massa yvang dewasa ini sering terjadi.

Dijelaskan Brenner bahwa kemerosotan ekonomi pada hake-
katnya merupakan keadaan menurunnya tingkat pendapatan
nasional dan lapangan kerja. Walau ia mendeskripsikan
kemerosotan ekonomi dengan munculnya tindakan melawan
dalam serangkaian kegiatan industri gelap, namun dalam
konteks ini dapat dijelaskan bahwa kemerosotan ekonomi
sangat berpengaruh terhadap meningkatnya tindakan melawan
hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Asumsinya adalah
dalam kondisi apapun masyarakat tetap dihadapkan pada
masalah kebutuhan-kebutuhan primernya yang harus dipenuhi
agar tetap hidup, sehingga tindakan apapun sekalipun
melanggaxr hukum akan  dilakukannya demi,  pemenuhan

kebutuhan tersebut.
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Pandangan teoritis kedua dikembangkan dari teori Merton
yang menyatakan bahwa penyimpangan, termasuk perilaku
"pembaharu" (dalam ukuran luas, melawan hukum) , muncul
sebagai akibat tiadanya hubungan antara nilai-nilai atau
cita-cita sosial denéan sarana struktural untuk mencapai
nilai-nilai atau cita-cita itu. Dalam kondisi merosotnya
ekonomi, banyak orang yang tidak mempunyai kesempatan
untuk mencapai cita-cita sosialnya, sehingga wmereka
kemudian menjadi calon-calon pembaharu. Dalam waktu yang
sama, lanjut Brenner laju pembaharuan akan meningkat
sebagai akibat pertumbuhan ekonomi yang cepat secara
komparatif atau pun dalam skala luas. Hal itu menyebabkan
sebagian terbesar penduduk menjadi tidak mampn berperan
di dalam pertumbuhan tersebut, karena langkanya pendi-
dikan vyang diperlukan atau karena sulitnya memperoleh
keterampilan kerja yang tepat untuk berintegrasi ke dalam
sistem ekonomi itu. Dari gambaran di atas dapat disimpul-
kan bahwa kondisi perubahan ekonomi yang cepat dalam
skala luas baik karena itu tuntutan global dan kebijakan
- kebijakan yang dikondisikan sedemikian rupa menyebab-
kan sebagian besar penduduk tidak mampu berperan dan
meraih kesempatan dalam perkembangan ekonomi, dengan
begitu mereka tidak mempunyai kesgmpatan pula untuk

meraih cita-cita sosial mereka, sehingga mereka kemudian
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akan menjadi calon-calon "pembaharu" atau dalam penger-
tian luas menurut Brenner sebagai pelaku penyimpangan
atau melawan hukum. Dengan demikian bisa saja terjadi
bahwa aksi-aksi kerusuhan vyang wmuncul dilakukan oleh
calon—caloﬁ "pembaharu", yang disatukan oleh nasib atau
keadaan yang sama untuk mencapai tujuan yang sama pula.
Dalam menjelaskan pandangan teoritis keempat,

Brenner menuliskan sebagal berikut:

Hipotesa tradisicnal ini pada dasarnya berkaitan
dengan tindak kekerasan tanpa faedah. Hipotesa ini
berasal dari disiplin ilmu jiwa, sebagai hasil upaya
mengembangkan hubungan teoritis antara teori psiko
analitik dan teori belajar mengenai kecenderungan
terhadap agresi. Ide dasarnya, frustasi merupakan
suatu penghalang atau rintangan bagi keinginan atau
harapan pada umumnya. Frustasi sgeperti itu kemudian
menimbulkan suatu respon psiko-fisiologis dari

berbagai jenis kekerasan dan perlawanan44.

Pandangan teoritis keempat merupakan hipotesa tradisional
frustasi - agresi yang berasal dari disiplin ilmu jiwa.

kondisi-kondisi ekonomi dan tekanan-tekanan ekonomi dapat
menimbulkan rasa frustasi bagili seseorang. Frustasi ini
merupakan suatu penghalang atau rintangan bagi keinginan-
keingan dan harapan-harapan. Pada akhirnya, demikian

Brenner menielaskan, frustasi gseperti itu kemudian

M.Harvey Brenner, Ibid, halaman 4.
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menimbulkan suatu respon psiko-fisiologis dari berbagai
jenis kekerasan dan per;awanan. Pandangan ini walau
bersumber pada disiplin’ ilmu jiwa, namun  dapat
menjelaskan bahwa antara pikiran dan tindakan seseorang
secara psikologis mempunyai hubungan yang erat. Tindakan
sebagai refleksi dari pikiran dan keinginan seseorang
ternyata sangat ditentukan oleh faktor-faktor di luar
dirinya. Adanya tekanan-tekanan yang daténg dari berbagai
faktor ini sampai batas toleransi tertentu, tidak wmampu
direspon secara positif, sehingga muncul tiﬁdakan -
tindakan sebagai reaksi psikologisnya, sekalipun tin—
dakan-tindakannya tersebut bertentangan denggn norma
- norma masyarakat termasuklah norma hukum. Dalam kon-
teks kerusuhan yang dilakukan secara massal, dipelajari
bahwa individu-individu dengan alasan psikelogis vyang
sama mengikatkan dirinya dalam kelompok sebagai refleksi
dari persamaan nasib atau ide dan memberi kekuatan
atau keberanian untuk melakukan reaksi atau aksi
secara bersama.

Tidak jauh berbeda dengan tujuh pandangan teoritis
di atas, I.S.Susantco menuliskan bahwa kondisi-kondisi dan
perubahan-perubahan ekonomi wmempunyai pengaruh besar
dalam terjadinya kejahatan antara lain dipengaruhi oleh_

faktor ekologis dan kelas. Faktor ekologis yvang berhu-
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45,

46.

47.

48.

bungan erat dengan faktor-faktor ekonomi menurut beliau,

seperti hubungan antara kota dan desa, emigrasi dan

daerah kejahatan45.

Demikian pula menurut Ninik Widiyanti dan yulius waskita,
yang menyatakan bahwa susunan masyarakat dimana yang satu
dalam kemewahan dan lainnya dalam kesengsaraan sangat
erat hubungannya dengan kejahatan46.

Pandangan-pandangan tentang faktor ekonomi terutama
pandangan kriminologi kuno®? dan penelitian-penelitian
serta tulisan-tulisan tentang hubungan ekonomi dan keja-
hatan yang dilakukan oleh beberapa pakarés, belum
sepenuhnya mutlak, karena terbentﬁr atau terkait pada

banyak masalah, seperti variabel-variabel penelitian yang

I.8.8usanto, Op.Cit., halaman 56 - 57.

Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, KXejahatam Dalam

Masyarakat Dan Pencegahannya, Bina Aksara, Jakarta,
1987, halaman 1289.

Pandangan Kriminologi kuno menyatakan bahwa kejahatan

sebagai akibkat yang wajar dari kesengsaraan yang meluas
sehingga mereka percaya bkahwa dengan meningkatnya taraf
hidup masyarakat luas maka akan dapat wengurangl ke-
jahatan, khususnya kejahatan dalam bidang ekonomi.

G.von Mayr (1841 - 1925) telah melakukan studi tentang

hubungan antara pencurian dengan harga gandum di Bayern
Ia menunjukkan adanya korelasi yang tinggi antara ke-
naikan harga gandum dengan kejahatan terhadap hak milik
pengemisan dan emigrasi.

W.Woytinski menyokong pandangan Myr dengan menganalisanya

melalui teknik statistik yang lebih maju.
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49,

50.

51.

dijadikan ukuran dan kompleksitas (perkembaﬁgan) masyar-
akat dalam tempat dan waktu yang berbeda®?.

Sungguhpun demikian faktor ekonomi dengan faktor 1lain
secara akumulatif berperan dalam munculnya berbagai aksi
kerusuhan dan kekerasan,m.artinya bagaimanapun kuatnya
pengaruh faktor ekonomi namun untuk dapat terjadinya
kejahatan tetap diperlukan dukungan faktor-faktor lain
daﬁ khususnya setelah melalui 'transformator psikologisso
sebagaimana halnya dengan pandangan teoritis frustasi -
agresi yang dikemukakan oleh Brenner di atas.

Adanya akumulasi faktor ini diyakini oleh banyak pakar>7T,
bahkan Suparlan dan Horowitz mengenyampingkan adanya

faktor perbedaan horizontal, seperti perbedaan suku, adat

Namun demikian I.S.Susanto mengingatkan beberapa hal yang

perlu diperhatikan dalam memandang hubungan antara
- faktor ekonomi dengan kejahatan, yaitu pexrtama, dengan
melakukan teknik studi dengan cara menguji keadaan
ekonomi kelompok pelanggar dengan membandingkan
kedudukan ekonomi dari bukan pelanggar sebagai kontrol
{(kontrol Group), dengan menyusun indeks ekonomi yang di
dasarkan pada kondisi ekonomi disuatu negara atau
daerah dan membandingkan fluktuasinya dengan kejahatan,
melalul studi kasus, kedua, dengan menentukan batasan
dan pengaruh dari kemiskinan dan kemakmuran yang
berbeda menurut tempat dan waktu.

I.5.8usanto, Op.City, halaman 59.

Lihat tulisan Satjipto Rahardjo, Suara Merdeka, Minggu ke-

empat Pebruari 1997; Sudarwan, Opini, Media Indonesia,
Rabu, 16 Oktober 1996.
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52.

istiadat, bahasa dan sebagainya vyang diterima sebagai
warisan (asribed) sebagai faktor utama kerusuhan sosial.
Mereka lebih menerima aspek sosial ekonomi sebagai bagian
dari perbedaan vertikal dalam masyarakat majemuk lebih
berpotensi sebagai sumber konflik>2,

Dalam konteks mikro, permasalahan-permasalahan ekono-
mi yang dihadapi masyarakat, dihadapkan pada " masalah
cara dan pemanfaatan sumber-sumber ekonomi yang mela-
hirkan kompetisi diantara masyarakat. Kompetisi ini jelas
dipengaruhi oleh etos kerja masyarakat yvang didukung oleh
motif dan tujuan-tujuan tertentu. Seiring dengan perkem-
bangan masyarakat, terjadinya proses modernisasi vyang
diikuti o¢leh meobilitas sosial dan mobilitas geografis,
semakin memperﬁinggi kompetisi penduduk tersebut.
Dibeberapa daerah seringkali dijumpail kenyataan bahwa
kompetisi vang Dberlangsung antara penduduk pendatang
dengan penduduk setempat selalu dimenangkan c¢leh penduduk
pendatang, atau bisa dikatakan juga bahwa penduduk penda-

tang terlihat lebih berhasil dalam kedudukan ekonominya

Suparlan dan Horowits, Loe.Cit.,menyebutkan bahwa yang

termasuk dalam perbedaan horizontal seperti perbedaan
budaya, suku, adat istiadat, bahasa dan lainnya vyang
diterima sebagali warisan atau asribed, sedangkan
perbedaan vertikal seperti status sosial, ekonomi,
tingkat pendidikan, kualitas pekerjaan, dan kondisi
permukiman.

89




dibandingkan dengan penduduk setempat. Walau sebenarnya
hal ini wajar .dan dapat dimengerti, mengingat motif
pendatang melakukan migrasi adalah karena faktor ekonomi
juga. Perbedaan dalam status eckonomi penduduk pada ak-
hirnya dirasakan sebagal kesenjangan yang mudah menimbul-
kan rasa cemburu, frustasi dan ketidakpuasan.Ini ibarat
nya wmerupakan bara yang tersimpan dalam prasangka-
prasangka terhadap satu dan lainnya, sampai mencapai
klimaksnya. |

Dalam konteks yang lebih luas, permasalahan-permasalahan
di bidang ekonomi seringkali dikaitkan atau beréumber
pada cara-cara negara (pemerintah) memberikan akses bagi
pencapaian kehidupan ekonomi masyarakat yang lebih baik.
Pembangunan sebagail suatu rangkaian usaha terencana yang
dilakukan secara sadar oleh masyarakat dan pemerintah,
merupakan wahana untuk mewujudkan suatu kehidﬁpan yang
lebih baik tersebut. Kebijakan-kebijakan ekonomi vyang
dijalankan untuk mengisi pembangunan diarahkan sesuai
pola kebijakan yang telah digariskan. Pentingnya aspek
ekonomi ini sebagai penggerak utama pembangunan dan
berbagai segi kehidupan masyarakat mengharuskan kebijakan
yang dibuat, baik dalam skala nasional dan daerah mem-
perhatikan kepentingan~kepentingan masyarakat sekaligus

peningkatan sumber daya manusianya.
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Namun harus diakui bahwa tidak semua kebijakan-kebijakan
pembangunan ekonomi dalam realisasinya memberikan peman-
faatan vyang beéar pada sebagian masyarakat. Dengan
pengertian bahwa tidak semua masyarakat dapat secara
sekaligus menikmati buah atau hasil dari kebijakan-
kebijakan pembangunan ekonomi. Hal ini wmungkin lumrah
untuk suatu negara yang sedang membangun, seperti Indone-
sia. Namun disisi lain seringkali timbul kesan kebijakan-
kebijakan vyang dibuat wenomor sekiankan kepentingan
masyarakat vyang secaré langsung terkait dalam suatu
kebijakan. Terkadang dijumpai dalam suatu kebijakan vyang
berkaitan dengan aspek ekonomi dan melibatkan masyarakat
luas, pemerintah hanya memikirkan proyeksi ekonominya
saja tanpa memikirkan pula proyeksi sosialnya. Sehingga
kemudian timbul protes dan aksi-aksi vyang menentang

kebijakan tersebut®3.

53. Kebijakan pemerintah di bidang kependudukan, misalnya kasus
penggunaan tanah adat untuk lahan transmigrasi di
Seluas Kabupaten Sambas Kalimantan Barat yang ditentang
oleh masyarakat setempat; Kebijakan pemerintah dibidang
perkebunan, khususnya yang menyangkut keberadaan proyek
ekonomi semacam HPH. Dari penelitian vang dilakukan
terhadap beberapa perusahaan, disimpulkan bahwa petani
dan penduduk setempat kurang mampu menyentuh dan mena -
rik manfaat dan keuntungan dari proyek ekonomi tersebut
Belum lagi dampak negatif yang ditimbulkan seperti eko-
sistem yang terganggu, kondisi lingkungan vyang rusak,
terancamnya eksistensi penduduk setempat yang memandang
hutan sebagai basis utama dari kehidupan sosial, ekono-
mi dan budaya masyarakat setempat (dikutip dari Syarif
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Kebijakan kependudukan melalui program transmigrasi

misalnya, cukup banyak kritik vyang dilontarkan atas
kekurangberhasilan program ini mencapai tujuan54. Menurut

Walhi ada beberapa kegagalan yang dialami program trans-

migrasi, yaitu:

(1) program transmigrasi selama ini tidak mampu menca

pai tujuan utamanya, yaitu mengatasi masalah kepa-
datan penduduk di pulau jawa;

(2) Sebagian besar dari penduduk yang dipindahkan tidak

mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik daripada
kehidupan semula di pulau Jawa;

(3) Transmigrasi juga telah menimbﬁlkan masalah ling-

kungan yang parah, terutama di lokasi-lokasi yang
gagal;

{4) Menimbulkan masalah sosial di banyak tempat, ter-

utama vang menyangkut masyarakat adat>>..
Pendapat Walhi di atas ternyata juga menyoroti masalah
sosial vyang timbul akibat terjadinya interaksi atau
kontak antara masyarakat pendatang dengan masyarakat
setempat. Masih dalam kaitannya dengan kegagalan kebija-

kan transmigrasi selanjutnya dituliskan:

.. .Continued. ..

54.

55,

Ibrahim Algadrie, dalam Kebudayaan Dayak Aktualisasi
dan ransformasi, LP3S dan Grasindo, Jakarta, 1994,
halaman 244 - 260). Masalah orang-orang Amungme, Dani
di Irian Jaya yang mengusir PT. Freeport, dan lainnya.

Rukmadi Warsito, dkk, Transmigrasi Dari Daerah Asal Sampai

Benturan Budaya, Rajawali, Jakarta, 1984, halaman 155.

Kalimantan Review, Majalah Bulanan, Nomor 23, Tahun VI,

Juli, 1997, halaman 26.
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Meskipun harus ada penyebaran penduduk , hal itu
harus dilakukan secara sukarela, baik oleh individu
yang beremigrasi maupun kelompok masyarakat vang
menjadi tujuan migrasi. Transmigrasi juga harus
menjaga hubungan keharmonisan sosial, terutama

pengakuan keunikan dan hak-hak adat masyarakat dan
daerah tujuan migrasi.

Selain itu perlu dipertahankan prinsip 'people to
people linkage', dimana migrasi terjadi karena
adanya kebutuhan, baik dari si migran maupun dari
rakyat daerah tujuan migrasi. Karena itu harus
diterapkan kesetaraan hak (equal acces) antara
pendatang dan masyarakat lockal, dimana rambu-rambun-

va ditetapkan oleh pemerintah dengan cara vyang
adil®®.

Sebagaimana masyarakat yang beremigrasi masyarakat setem-
pat juga perlu diperhatikan kepentingan-kepentingannya,
sebab pada daerah yéng dijadikan lokasi transmigrasi
kebanyakan tingkat kehidupan masyarakat setempat Jjuga
perlu ditingkatkan. Dengan demikian jelas prinsip equal
acces berlaku pada masyarakat setempat dan pendatang.

kebijakan yang selama ini dibuat cenderung menomorduakan
masyarakat setempat. Contohnya vang sering muncul adalah
aksi-aksi kétidakpuasan masyarakat setempat, di satu sisi
tanah atau lahan mereka digunakan untuk program tersebut
tanpa atau dengan ganti rugi yang kecil, sedangkan disisi

lain para transmigran diberikan lahan, jatah hidup,

56. Kalimantan Review, Ibid.
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rumah, dan pembinaan dari pemerintah. Kebijakan semacam
ini jelas dapat menimbulkan kecemburuan dan ketidakpuasan
pada masyarakat setempat.

Kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kondi-
gi dan aspirasi masyarakat terutama masyarékat adat
bahkan dinilai keliru oleh beberapa pakar adalah menyang-
kut kebijakan pertanahan, perkebunan, kehutanan yang
mempunyai akses terhadap pembangunan dan pengembangan
ekonomi. kebijakan pertanahan, misalnya dibuat untuk

menguasail tanah rakyat, karena pengalihan atau pelepasan

hak atas tanah dari kekuasaan rakyat, baik itu hak per- .

orangan maupun hak ulayat, berarti mengurangi, setidak-
tidaknya mengganggu kemakmuran dan kesejahteraan rakyat
dari penguasaan atasg tanahnya57.

Bahkan kebijakan pertanahan di Indonesia menurut Endang
Suhendar dan Ifdal Kasim dinilai inkonsistensi dan am-
bivalensi?8,

Menyoroti pelaksanaan peraturan di bidang ini Maria

SW Sumardjono, mengemukakan bahwa:

57. Majalah Bulanan, Kalimantan Review, Nomor 31, Tahun VII,

58.

Maret 1998, halaman 6.

Kalimantan Review, Ibid.
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59.

60.

Dalam melaksanakan peraturan di bidang pertanahan,
cenderung bersifat formalistik dan legalistik.
Contohnya dalam soal penggusuran, para petugas hanya
melihat apa yang tertulis dan kurang memperhatikan
pesan apa yang ada dibalik peraturan itu. Persoalan
ini kian bertambah pelik apabila menyangkut soal
tanah adat milik rakyat di Kalimantan. Para petugas
sering terbawa pola pikir modern vyang formalistik
legalis. Mereka datang dengan begitu saja menerapkan
peraturan tertulis. Mereka lupa bahwa dikalangan
masyarakat juga berlaku norma-norma hukum tidak
tertulis yang tetap tumbuh dalam kehidupan sehari-

hari. Hasilnya seperti yang kita lihat sekarang ini,
terjadi konflik>? .

Dalam hal kebijakan di bidang perkebunan dan

kehutaran misalnya, banyak kehadiran proyek-proyek ekono-
mi semacam HPH dan HTI ditentang oleh wmasyarakat

setempat60.

Kalimantan Review, Ibid.

Yang pernah terjadi di Kalimantan Barat, antara lain Kasus
Sandail (pembakaran lahan dan camp HTI); Kasus Belimbing
(penolakan HTI} di Kabupaten Sanggau dan Sambag; Kasus
Trans Seluas di Kabupaten Sambas; Kasus penclakan PIR,
HTI dan Transmigrasi di Kabupaten Ketapang, dan lainnya

95




C. Kebijakan Dalam Penanganan Kerusuhan Antar Etnisg

Dari gambaran tentang kerusuhan, kekerasan dan berbagai
faktor vyang melatarbelakanginya, maka penanganan konflik
fisik antar etnis yang dilakukan secara terbuka harus
dilakukan dengan melibatkan segenap unsur masyarakat guna
mencapal kembali kehidupan bermasyarakat vang aman dan
tertib, tidak hanya untuk jangka pendek tetapi juga untuk
antisipasi jangka panjang.

Penanganan ini tidak hanya menyangkut penanganan konflik
fisik, vyang dapat diselesaikan melalui lembaga-lembaga
yuridis formal maupun lembaga adat, akan tetapi lebih luas
dari itu adalah juga menyangkut penanganan kondisi-kondisi
yang melatarbelakangi penyebab kerusuhan. Dengan demikian
ada aspek penanganan untuk jangka pendek dan jangka panijang
yang diarahkan baik pada teknik penanganan secara yuridis
formal dan nén formal maupun perbaikan kondisi-kondisi yang
mendukung timbulnya kerusuhan. Kebijakan penanganan kerusu-
han sebagaili suatu upaya yang rasional dari pemerintah,
pemerintah daerah, aparat penegak hukum dengan melibatkan
partisipasi masyarakat dilakukan dalam suatu keterpaduan
kebijakan dan pelaksanaannya. Dengan kata lain dalam konteks
penelitian ini penanganan kerusuhan antar etnis tidak hanya
mengangkat peranan yang dapét dimainkan oleh hukum baik

secara formal melalui hukum positif dan hukum adat, tapi
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61.

62,

juga tanpa mengurangi arti pentingnya penanganan yang bersi-
fat non penal, sebab disadari bahwa tindakan melawan hulkum
oleh masyarakat dapat bersumber pada masalah kemasyarakatan
vang sangat kompleks, yaitu sebagai masalah sosio-psikologis
sosio-politik, sosioc-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainvya.
Apabila dikaji, tindakan kekerasan, semacam penga-
niayaan dan pembunuhan yang dilakukan kEIOﬁpok etnis satu
terhadap etnis lainnya, merupakan upaya penyelesaian konflik
secara sepihak. Kekerasan atau pembunuhan dianggap sebagai
jalan akhir yang paling memuaskan dan adil oleh satu pihak.
Penyelesaian semacam ini menjadi pilihan yang sampai kini di
daerah tertentu di Indonesia masih saja.dianut61.
Penyelesaian semacam ini menggambarkan bagaimana pada
zaman dulu pada masyarakat yang masih bersaﬁaja menyelesai-

kan konflik atau pertikaian antar mereka dengan mengadu

kekuatan fisik atau melakukan peperangansz.

Penyelesailan konflik sebagaimana di atas dalam prakteknya
kini tidak hanYa dilakukan oleh masyarakat sederhana, akan

tetapi dilakukan juga oleh masyarakat yang sudah modern,

Lihat footnote 20.

T.0. Ihromi, Antropologi Dan Hukum, Yayasan Obor
Indonesia, Jakarta, 1984, halaman 15.
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63.

Sehubungan dengan hal itu Ronny Hanitijo Soemitro mengemuka-

kan dalam tulisannya sebagai berikut:

Bentuk-bentuk peradilan dan penyelesaian konflik yang
dijumpai sepanjang sejarah pada masyarakat yang berbe-
da-beda, masih dapat dijumpai dalam masyarakat industri
modern. Tidak semua konflik yang terjadi dalam masyara-
kat diajukan semua ke pengadilan. Berbagai macam perse-
lisihan besar maupun kecil diselesaikan menurut cara-
cara mereka sendiri, baik oleh pihak-pihak yang berse-

lisih maupun oleh lingkungan dimana mereka berada®3.
Pada masa lalu konflik diselesaikan oleh penengah vyang
berfungsi sebagai ‘'hakim’ yaﬁg netral. Setelah munculnya
negara mulal dikenal adanya lembaga atau institusi peﬁyele—
salan konflik yang bersifat formal yuridis. Sehingga ada
dikhotomi penyelesaian konflik vyang formal dan informal.
Sungguhpun demikian mulai dari masyarakat vyang bersahaja
sampal pada masyarakat modern sekalipun, kehadiran institusi
formal dan informal sebagai pihak ketiga wmempunyai tujuan
agar konflik dapat diselesaikan secara adil dan wmemuaskan
kedua belah pihak. Pihak ketiga, menurut Ronny Hanitijo
Soemitro, dapat berwujud berbagai macam badan atau lembaga

umpamanya, seorang kepala suku, suatu dewan, suatu rapat

Ronny Hanitijo Soemitro, Hukum Dan Masalah Penyelesaian
Konflik di dalam Masyarakat, dalam Majalah Masalah-
masalah Hukum, Universitas Diponegoro, Nomor 2, 1993,
halaman 25.
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anggota, seorang anggota keluarga yang berhubungan darah

dengan kedua belah pihak vang bersengketa, seorang rohania-
wan, seorang ilmuwan dari cabang spesialisasi tertentu,
semua ini menempati posisi sebagai hakim®4

Pendapat di atas menggambarkan bahwa sebenarnya pihak
ketiga merupakan penengah yang dapat menjembatani konflik,
baik itu melalui lembaga-lembaga formal semacam pengadilan
yang dapat dijumpai pada masyarakat modern maupun melalui
penyelesaian di luar lembaga formal atau melalui penyele-
salan jalan lain®5.

Beberapa bentuk penyelesaian konflik secara rinci
diuraikan oleh Ronny Hanitijo Socemitro yang membaginya dalam
6 (enam}) subkategori, vaitu:

(a) Kekerasan : cara penyelesaian konflik dengan menggunakan

kekuatan fisik.

Ronny Hanitijo Soemitro, Ibid, halaman 24.

Istilah penyelesaian sengketa jalan lain merupakan istilah
penyelesaian sengketa atau konflik di luar pengadil-
an negara. Mardjono Reksodiputro memakai istilah
Alternative Dispute Resolution (ADR) untuk forum
semacam itu dan oleh Satjipto Rahardjo disebut sebagai
'Penyelesaian sengketa jalan lain'.

Ada banyak forum penyelesaian sengketa Jjalan lain vyang
bisa ditempuh oleh pihak yang bersengketa, salah satu-
nya menurut Marc Galanter adalah: menarik diri, mem-
biarkan saja ('lumping 1it'),mengelak ('avoidance), ke-
luar saja ('exit'},atau main hakim sendiri (self help)
yaitu tindakan dari satu pihak.

9%




(b) Yuridis-politis: penyelesaian melalui saluran pemerintah

pembentukan keputusan legeslatif, tindakan pelitik dan
aksi sogial.

Yuridis—normétif : penyelesaian melalui proses pidana,
perdata, administrasi, sidang pengadilan, proses singkat
dan arbitrase.

Pra-yuridis : penyelegaian dengan pihak penengah, musya-
warah dan melalui lembaga pengaduan.

Dikelola sendiri : melalui perundingan, kesepakatan dan
dengan undian.

Penyelesaian sepihak : pihak yang paling lemah biasanya
berusaha menyelesaikan secara sepihak melalui penyerahan
diri, keluar atau melarikan diri Qtau mengundurkan

diri®®.

Menurut Ronny bentuk—béntuk penyelesaian konflik di atas
dapat digambarkan sebagail suatu garis lurus dimana mula-mula
bentuk penyelesaiaﬁ mandiri, dengan campur tangan pihak
ketiga pertama suatu penyelesaian ﬁra-yuridis; kemudian

penyelesaian yuridis dengan pihak ketiga, sampai pada suatu

66.

Ronny Hanitijo Soemitro, Beberapa Masalah Dalam Studi

Hukum Dan Masyarakat, Remaja Karya, Bandung, 1984,
halaman 181 - 190.

100




perjuangan politik dan kelanjutan dari perjuangan ini dengan
menggunakan sarana lain, vyaitu kekerasan. Kekerasan merupa-

kan suatu cara penyelesaian konflik dimana salah satu pihak

mencoba menyelesaikan konflik terhadap pihak lain dengan‘

menggunakan sarana fisik. Sama halnya dengan bentuk penyele-
salan konflik yang lain, dalam penyelesaian dengan kekerasan
Juga masih mempertimbangkan penyelesaian atau pengakhiran
konflik, meskipun pihak yang mempergunakan kekerasan mungkin
mengajukan alasan bahwa cara ini merupakan satu-satunya
jalan keluar yvang dapat ditempuh67.

Penyelesaian konfiik dengan mengéunakan kekerasan,
sebagaimana dilakukan, jelas tidak akan menyelesaikan masa-
lah, sebab kekerasan yang dilakukan oleh kelompok etnis satu
terhadap etnis lainnya direspon dengan tindakan yang sama,
sehingga konflik semakin bérkepanjangan. Disisi lain penye-
lesaian melalul hukum baik itu hukum ﬁormal maupun hukum
adat sebagal lembaga penengah atau perantara wmenduduki
posisi yvang cukup penting mengingat fungsi dan peran vyang
bisa dimainkannya akan menghasilkan keputusan vyang lebih
memuaskan bagl kedua belah pihak. Dengan demikian hukum
dengan fungsi vyang melekat di dalamnya dJdiharapkan mampu

menjadi jembatan bagi pertemuan dua kelompok etnis dengan

67. Ronny Hanitijo Socemitro, Op.Cit., halaman 30.
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kepentingan dan budaya yang berbeda.

Jadi secara fungsional hukum wmerupakan mekanisme pengin-
tegrasi. Pada saat yang sama hukum itu merupakan pencerminan
dan sekaligus juga indeks dari solidaritas sosial. Bersama-
sama dengan moralitas, hukum merupakan perwujudan dan seka-
ligus sarana untuk mencapai harmoni sosial®8.

Karenanya hukum harus diberdayakan agar masyarakat percaya-
dan mengakui kekuatan dalam menyelesaikan pérsoalan—per—
soalan yang timbul di masyarakat, sehingga kehidupan berja-
lan dengan aman dan tertib. Dengan demikian masyarakat akan
selalu menyerahkan getiap permasalahan atau konflik di
antara mereka pada mekanisme hukum yang ada. Dengan kata
lain hukum menjadi jalan utama bagi penyelesaian konflik.
Untuk sampal pada tujuan itu jelas hukum termasuk gemua
unsur vyang melekat di dalamnya harus diberi kekuatan atau
kekuasaan untuk menjalankan peran dan fungsinya secara
maksimal. Kekuatan inilah vyang harus dikeﬁbangkan ﬁelalui
pemberdayaan substansi atau isi hukum, institusi hukum dan
cara bekerjanya dalam masyarakat. Substansi hukum merupakan
'roh' bagi hukum karena ada nilai dan ide di dalamnya. nilai

dan ide yang diramu dari dua dunia yang seharusnya atau

Hunt, dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni,
Bandung, 1986, halaman260.
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dunia yang dicita-citakan dan dunia kenyataan atau realitas.

Dengan demikian sebagai akumulasi nilai kehidupan manusia
isi hukum memberikan pedoman tentang tingkah laku yang
seharusnya, seidealnya. Institusi hukum merupakan sarana
untuk menjalankan nilali dan ide tersebut. Institusi hukum
bekerja sesuai mekanisme yang sengaja dibuat agar hukum itu
dijalankan, dipatuhi dan ditegakkan. Efektifitas -hukum lebih
banyak tergantung pada mekanisme dan cara institusi hukum
menjalankan hukum sesuai kewenangan yang ada padanya.

Kata pemberdayaan merupakan terjemahan dari bahasa

?

asing 'empowermentsg'f Tidak ada pengertian yang final untuk
itu, Dbila dilihat secara luas pemberdayaan sering

disamakan dengan perolehan kekuatan dan akses terhadap

69. Empowerment, yang dalam bahasa Indonesianya berarti
'pemberdayaan, adalah sebuah konsep yang lahir sebagai
bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan
kebudayaan Barat, utamanya Eropa. Untuk memahami konsep
'empowerment' secara tepat dan jernih memerlukan upava
pemahaman latar belakang kontekstual vyang melahir
kannya. Konsep tersebut telah begitu meluas diterima
dan dipergunakan , mungkin dengan persepsi yang berbeda
satu dengan yang lain. Penerimaan dan pemakaian konsep
tersebut secara kritikal tentulah meminta kita mengada-
kan telaah yang sifatnya mendasar dan jernih
(A.M.W.Pranakarka - vidhyandika Moeljarta, Pemberdayaan
{ Empowerment) , dalam mberdayaan Konsep, Kebijak
an dan Implementasi,Penyunting Onny S.Prijono dan A.M.W
Pranakarka, SIS, Jakarta, 1996, halaman 44.
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sumber daya. Maknanya sering dikaitkan dengan objek yang

dibahas’C.

Mengenai pemberdayaan hukum sebenarnya hal ini sudah dikenal
dalam kehidupan masyarakat sejak dulu71, baik berupa prénata
untuk melindungi masyarakat maupun kontrol terhadap perilaku

masyarakat. Membahas pemberdayaan hukum ini I.S.Susanto

kemudian menuliskan bahwa:

Disamping hukum sebagai pranata dan melakukan kontrol
terhadap perilaku masyarakat, Hukum Jjuga diterika

sebagai ideclogi, dalam arti hukum diterima sebagai

70. - Pemberdayaan dalam bidang pendidikan, wisalnya diartikan
sebagal proses belajar mengajar yang merupakan usaha te
terencana dan sistematis yang dilaksanakan yang dilaksa
nakan secara berkesinambungan baik bagi individu maupun
kolektif, guna mengembangkan daya (potensi} dan kemampu
an yang terdapat dalam diri individu dan kelompok masya
rakat sehingga mampu melakukan transformasi sosial.
Dengan demikian pemberdayaan di bidang pendidikan me-
liputi pemberdayaan sumber daya manusia, sistem belajar
mengajar, institusi atau lembaga pendidikan dengan
gsegala sarana dan prasarana yang mendukung.

- Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan pemberdayaan
sumber daya masyarakat guna meningkatkan kapasitas dan
produktifitas masyarakat di bidang ekonomi.

- Pewberdayaan wanita merupakan suatu proses kesadaran
dan pembentukan kapasitas (capacity building) ter-
hadap partisipasi yang lebih besar dan tindakan trans-
formasi agar menghasilkan persamaan yang lebih besar
derajad yvang lebih besar antara wanita dan pria.

71. I.S8.8usanto, Pemberdayaan Hukum Dalam Melindungi Masya-
rakat Terhadap Bencana Asap, Makalah Seminar, disam-
paikan dalam 'Diskusi Ilmiah Bencana Asap Dalam Berba-

~gal perspektif', Fakultas Kesehatan, Universitas Dipo-
negoro, Semarang, 1997, halaman 1.
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nilai-nilai keadilan, yakni harapan-harapan terhadap

keadilan yang diberikan oleh hukum. Barangkali hukum
dapat dipandang sebagai satu-satunya ideologi yvang
dewasa ini diterima secara luas dalam kehidupan masyar-
akat, negara,'antar negara dan internasional. Sebagai
ideologi hukum memberi kekuatan dan sekaligus harapan,
khususnya yang berupa keadilan. Sebagai ideologi kare-
nanya hukum sekaligus berfungsi sebagai alat integrasi
bagi masyarakat, baik karena diterima sebagai sudah
benar (taken for granted) bahwa orang harus mematuhi
hukum, maupun karena hukum bersifat adil. Namun disisi
lain, seperti halnya ideologi pada umumnya hukum juga
menjadi sumber penting dari timbulnya ketegangan-kete-

gangan manakala dia tidak mampu atau semakin jauh dalam

memenuhi harapan-harapan yang dijanjikanl.

Diterimanya hukum sebagai pranata, kontrol sosil dan sekali-
gus sebagai ideologi menjadikannya sebagail suatu kekuatan
yang dapat mengontrol setiap perilaku masyarakat sehingga
apa vang diharapkan dari hukum seperti pengintegrasi dan
ketertiban dapat terwujud. Kekuatén hukum inilah yang menija-
di inti pembexrdayaan sehingga tercapai apa yang diinginkan
tersebut.

Dalam tulisannya yang lain I.S.Susanto menggambarkan bagai-
mana pemberdayaan masyarakat sebaéai bagian vyang integral

dari pemberdayaan hukum harus dilakukan. Dalam konteks

I.S8.Susanto, Ibid.
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73.

pemberdayaan ini beliau melihatnya dari upaya masyarakat
mengatasi atau melawan kejahatan. Dikemukakan bahwa:

Pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan
bukan berarti menjadikan masyarakat sebagai objek untuk
diberi perintah agar wmemburu pelaku kejahatan, akan
tetapi bagaimana menumbuhkan kesadaran diri pada ma-
syarakat akan perlunya melawan kejahatan yakni sebagai
bagian dari tanggungjawab sosialnya, sebagai bagian
dari periindungan terhadap hak asasinya sendiri maupun
orang lain, sebagai bagian dari kewajiban wmoralnya.
Menumbuhkan kesadaran manusia adalah suatu proses
karena kita menghargai manusia sebagai manusia, maka
perlu diciptakan kondisi-kondisi sosial vyang adil,
kondisi-kondisi yang menempatkan manusia pada posisinya
yang lebih layak dan setara, kondisi yang tidak menum-
buhkembangkan sikap curiga, kondisi yang lebih terbuka

dan demokratis73.

Dari uraian mengenai pemberdayaan di atas maka dapat dikata-
kan bahwa dilihat dalam pengertian luas pemberdayaan hukum
meliputi pémberdayaan sumber daya manusia, institusi atau
lembaga hukum dengan segala sarana dan prasarana vyang
mendukungnya, agar hukum mampu menjalankan fungsi sosial
engenering, melakukan kontrol sosial sehingga tercipta

ketertiban dan integrasi sosial yang dicita-citakan. Dengan

I.S5.8Susanto, Kejahatan Dan Pemberdayaan Masyarakat,
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kata lain pemberdayaan hukum dalam arti luas dilakukan
dengan memperoleh kekuatan dan akses melalui pemberdayaan
substansi, institusi dan bekerjanya hukum dalam masyarakat
sebagai upaya menangani kerusuhan sosial di kemudian hari,
1. Pemberdayaan Nilai-Nilai Sosial Sebagai Substansi Hukum
Nilai dirumuskan sebagai the guality of any object
which couses it to be of interest to an individual or a
group (kualitas dari suatu objek kualitas ini menyebabkan
objek menjadi hal penting untuk seseorang atau sekelom-
pok) . Nilai itu ideal, dia bersifat tidak konkrit, karena
abstraknya ia tidak dapat dijamah oleh panca indera,
melainkan melalui penghayatan, diresapi baik buruknya
suatu keadaan objek. Karena nilai yang dikandung suatu
objek hanya dapat diketahui atau dirasakan oleh subjek
atau manusia sehingga hanya manusialah vyang dapat
menghargai nilai itu.
Daced Yoesocef secara tegas membedakan ada dua pengertian
nilai yang melekat di dalamnya, Pertama, apa-apa vyang
dipakai sebagai standar judgment atau digunakan sebagai
dasar pengambilan keputusan. Kedua, apa-apa yang dianggap
bernilai itu sendiri. Dalam pengertian vyang pertama
maupun kedua, nilai dapat berbéntuk, jadi dapat dilihat
atau dijamah (tangible), wisalnya ukuran panjang, kecepa-

tan, berbagai karya seni dan lainnya. Nilai bisa juga
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75.

tidak berbentuk atau tidak bisa dijamah (intangible),
seperti adat istiadat, kebiasaan normatif, mecral, etika,
harga diri (honour), ide dan lainnya’%.

Dalam kehidupan masyarakat ada banyak nilai yang
menuntun perilaku masyarakat dan kelompok. Nilai yang ada
itu tidak sekedar kumpulan nilai yang saling kontradiksi,
tetapi saling berhubungan dan pengaruh mempengaruhi satu
sama lain. Arti nya nilai-nilai seperti nilai religiug,
sosial, filosofis, yuridis, wmembentuk keterkaitan yang
erat satu dan lainnya. Dari sudut pandang réligius, pada
umumnya menerangkan fakta bahwa nilai-nilai yang ada
dalam hampir semua masyarakat bukan sekedar kumpulan
nilai yang bercampur aduk tetapi membentuk tingkatan
(hirarki). Dalam hirarki ini agama wmenetapkan nilai
-nilai yang tertinggi75. Dijelaskan oleh
Nottingham bahwa nilai-nilai tertinggi berikut implika-

sinya dalam bentuk tingkah laku mempercleh arti dari

Daced Joesoef, Era Kebudayaan : Pemberdayaan Manusia
Dalam Perkembangan Zaman, kumpulan tulisan dalam
Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi,
penyunting Onny S Prijono dan A .M.W. Pranarka, CSIS,
Jakarta, 1996, halaman 10.

Elizabeth K. Nottingham, Agama Dan Masyarakat, Suatu

Pengantar Sosiologi Agama, Raja Grasindo Persada,
Jakarta, 1994, halaman 38.

108




76.

semacam hubungan yang diyakini adanya antara anggota-
anggota kelompok dengan tuhan-tuhan atau benda-benda yang
ditunjuk oleh kepercayaan agama mereka. Umpamanya jika
Tuhan sebagai nilai tertinggi, maka yang terkandung dalam
nilai yang lebih tinggi ini mempunyai hubungan langsung
dengan kandungan nilai-nilai vyang ada di tengah vyang
lebih rendah dalam keseluruyhan hirarki nilai itu.

Dengan begitu hampir dalam semua masyarakat, nilai-nilai
religius atau agama amat diprioritaskan, sebab nilai-
nilai ini memberi aturan-aturan yang paling luhur menge-
nai hubungan antara orangtua dan anak, suami dan isteri,
penjual dan pembeli dan seterusnya serta merupakan landa-
san bagl sebagian besar sistem nilai-nilai sosial’®.

Sistem nilai sosial sebagaimana disebutkan oleh

Nottingham merupakan kumpulan nilai-nilai sosial vyang
berperan sebagal sarana pengawasan dan peﬁgendalian atau
ﬁontrol sosial. Secara sederhana nilai-nilai sosial -
termasuk nilai budaya dirumuskan sebagai : "karya, cipta
dan karsa manusia vyang dipelajari dan diteruskan dari
satu generasi ke generasi berikutnya, baik yang bersifat

materiil maupun yang bersifat non materiil, yang tumbuh

Elizabeth K.Nottingham, Ibid, halaman 45.
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dan berkembang di dalam interaksi sosial dan interrelasi

sosial77.

Untuk mengetahui adanya nilai-nilai sosial itu, melekat
di dalamnya beberapa ciri-ciri sebagai berikut:

a. Nilai merupakan kontruksi masyarakat vyang tercipta
melalul saling interaksi di antara para anggota
masyarakat. Nilai tercipta secara sosial bukan
secara biologis atau bawaan sejak lahir.

b. Nilai sosial ditularkan, nilai yang menyusun sistem
nilai diteruskan dan ditularkan diantara anggota-
anggotanya. Nilai ini dapat diteruskan dan ditu-
larkan dari satu group ke group yang lain dalam
suatu masyarakat melalui berbagal macam proses
sosial, dan dari satu masyarakat serta kebudayaan
kepada lainnya melaluili akulturasi, difusi dan seba-
gainya.

c. Nilai dipelajari. Proses belajar dan pencapaian
nilai-nilai itu dimulai sejak masa kanak-kanak dalam
keluarga sosialisasi.

d. Nilai memuaskan manusia dan mengambil bagian dalam
pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial. Nilai vang
disetujul dan telah diterima secara sosial itu
menjadi dasar bagi tindakan dan tingkah laku, baik
secara pribadi ataupun group dan masyarakat secara
keseluruhan. Nilai juga membantu masyarakat agar
dapat berfungsi dengan baik.

77. BSoedjono Dirdjosisworo, Kegunaan Nilai - Nilai Sosio-
Kultural Dalam Pencegahan Kejahatan, Makalah disampai-
kan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Krimino-
logi, Ambarawa, 1994, halaman 4.
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e. Sistem-sistem nilai bervariasi antara kebudayaan
yang satu dengan yang lain, sesual dengan harga
relatif yang diperlihatkan oleh setiap kebudayaan
terhadap pola - pola aktivitas dan tujuan serta
sasarannya. Dengan kata lain keanekaragaman kebu-
dayaan dengan bentuk dan fungsi yang saling berbeda,
menghasilkan sistem nilai yang saling berbeda.

f. Masing-masing nilai mempunyai efek yang berbeda ter-
hadap perorangan dan masyarakat sebagai keseluruhan.

g. Nilai-nilai dapat mempengaruhi pengembangan pribadi
dalam masyarakat secara positif maupun negatifl.'

Beranjak dari ciri nilai-nilai sosial di atas Socedjono
Dirdjosisworo mengedepankan kegunaan nilai-nilai sosial
bagi pencegahan kejahatan. Untuk melihat kegunaan terse-
but Ia mulai menjelaskan keberadaan nilai sosial dari
pertama, struktur masyarakat, dikemukakan bahwa

Apabila disimak dari struktur dan nilai - nilai
| kemasyarakatan pada tiap masyarakat baik yang masih
bersahaja sampai pada masyarakat vang kompleks di
kota-kota besar, maka dengan jelas tercermin bahwa
nilai-nilai sosioc kultural berperan dalam mewujudkan
masyarakat vang tertib, aman, sejahtera dan adil,
% termasuk dapat mencegah atau menangkal kejahatan
; melalui interaksi dan interrelasi sosial. Namun daya
guna atau daya tangkal terhadap kejahataﬁ tidak
terletak pada 'larangan' dengan ancaman hukuman

belaka, melainkan dalam mekanisme bekerjanya nilai-

78. H.M.Zaenal Khoiri, Dkk, Sosiologi Dan Antropologil,
Sahabat Ilmu, Surabaya, halaman 52.
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80.

nilai sosio-kultural secara utuh dalam kehidupan
bermasyarakat79.

Nilai-nilai sosial sebagaimana dimaksud di atas ada yang
telah diformulasikan dalam bentuk norma atau kaedah,
tetapi ‘ada juga yang belum diformulasikan tetapi eksis
dan mewarnai hidup bermasyarakat. Inilah vyang diyakini
oleh pakar antropclogi hukum seperti Hartland, Lowie dan
lainnya sebagai suatu kekuatan diluar norma yang juga
memiliki daya pengawas dan pengedalian sosial80.

Kegunaan nilai-nilai sosial Kedua yang dikaitkan dengan
pencegahan kejahatan, adalah berkaitan dengan kontrol so-
gial. Nilai~niléi ini berkedudukan sebagai 'nara sumber!
dalam pelaksanaan kontrol sosial tersebut. Digambarkan
olehnya bahwa pelaksana kontrol sosial ini nampak dalam
realita sosial kehidupan kekeluargaan pada masyarakat
pedesaan yang merasa bertanggungjawab akan keselamatan
dan keamanan desa, turut.menjaga milik tetangga, menegur
anak-anak dan seterusnya.

Dari gambaran mengenal kegunaan nilai-nilai

gsosial di atas, terlihat bahwa di dalamnya melekat

beberapa fungsi sebagai berikut:

Soedjono Dirdjosisworo, Op.cit., halaman 7.

Soedjono Dirdjosisworo, Ibid, halaman 8.
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a. Nilai menyumbangkan seperangkat alat yang siap
dipakai untuk menetapkan harga sosial dari
pribadi group.

b. Cara - cara berfikir dan bertingkah laku secara

ideal dalam sejumlah masyarakat diarahkan atau
dibentuk oleh nilai-nilai.

C¢. Nilai-nilai dapat berfungsi sebaéaiwalat soli-

daritas di kalangan anggota group dan masgyara-
kat.

d. Nilai dapat berfungsi sebagai alat pengawas

dengan daya tekan dan daya .meningkat terten-
81
tu~—.

Dari gambaran di atas jelas terlihat bahwa nilai-nilai
sosial termasuk nilai budaya, disamping nilai-nilai agama
mempunyal posisi yang sangat penting karena nilai-nilai
ini mempunyai ' kekuatan pengendalian sosial atau
kontrol sosial. Menurut Nottingham, pada saat nilai-nilai
suatu masyarakat dapat diintegrasikan dalam suatu tatanan
atau sistem yang berarti, pada saat itulah anggota -
anggota magyarakat dapat bersatu menuju ke satu arah
dalam tingkah lakﬁ mereka (suatu keadaan vyang wmungkin
tidak pernah tercapai secara sempurna)sz.

Dengan demikian integrasi dan keterkaitan nilai-nilai

dalam kehidupan sosial, terutama keterkaitan nilai-nilai

— e e e = o -

81. H.M.Zaenal Khoiri, dkk, Loec.Cit.

82. Elizabeth K.Nottingham, Op.Cit., halaman 37.
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agama dan nilai-nilai sosial sebagaimana yang telah

digambarkan di muka dapat dijelaskan dengan analisis

sebagai berikut

Pertama, agama telah membantu mendorong
terciptanya persetujuan mengenai sifat dan isi
kewajiban-kewajiban sosial dengan memberikan nilai-
nilai yang berfungsi menyelurkan sikap para anggota
masyarakat dan menetapkan isi kewajiba-.f#83
kewajiban sosial wmereka. Dalam peranan ini agama

telah membantu menciptakan sistem nilai sosial yang
terpadu dan utuh.

Kedua, terdapat alasan-alasan vang kuat untuk
mempercayal bahwa agama juga telah memainkan peranan
vital dalam memberikan kekuatan memaksa yang men-
dorong dan memperkuat adat istiadat?l.

Guna mendukung nilai-nilai yang dianut masyarakat
sampal pada tujuannya, maka diperlukan norma-norma
sebagal aturan-aturan yang mengikat. Dengan demikian
nilai-nilai tadi diikat dalam suatu sistem nilai sehingga
jadilah ia norma-norma yang memiliki kekuatan mengikat,
dan nilai-nilail sosial vyang sudah diformulasikan dalam
bentuk norma-norma sosial seperti norma kesopanan, norma

kesusilaan dan mnorma hukum digamping norma-norma reli-

giu584.

Norma kesusilaan, kesopanan dan norma agama tidak mem-

Elizabeth K.Nottingham, Ibid, halaman 36.

Scedjono Dirdjosisworo, Op.cit., halaman 4.
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punyai sanksi yang tegas jika norma-norma itu dilanggar.
Norma agama diancam dengan hukuman vyang berlaku di
akhirat. Pelanggaran norma kesusilaan menimbulkan pera-
saan cemas terhadap mereka vyang insyaf. Pelanggaran
terhadap norma mengakibatkan celaan dan pengasingan.
Namun ancaman-ancaman semacam ini tidak akan mempengaruhi
mereka yang tidak memperdulikan norma agama, kesusilaan
maupun kesopanan, sehingga diperlukan norma hukum, vyaitu
satu bentuk norma vang sanksinya tegas dan sifatnya
memaksa®®. Hukum sendiri merupakan akumulasi nilai-nilai,
ia merespon nilai-nilai tersebut dan kemudian meramu dua
dunia ideal dan'kenyataan hingga sedemikian rupa se-
hingga dapat diterima keberlakuannva.

Walau memang disadari hukum dapat juga dijadikan alat
rekayasa bagli pemegang kekuasaan untuk melegitimasi
kekuasaannya. Namun disinilah kunci pemberdayaan hukum
yang memperoleh kekuatan melalui substansi nilai -
nilainya. ﬁilai-nilai ini dikembangkan oleh masyarakatnya
sendiri dengan peranan dan dukungan proaktif pemimpin-

pemimpin informal vyang menjadi sumber dayva pengembangan

nilai, baik itu pemimpin dalam bidang keagamaan, sosial

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum

Indonesia, Balal Pustaka, Jakarta, 1986, halaman 87.
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87.

budaya dan tokoh-tokoh adat. Dalam bidang keagamaan
misalnya, peranan tokoh agama, apakah itu ustad, ulama,
kyai dan seterusnya memegang posisi penting dalam pengem-
bangan sikap yang dilandasi nilai-nilai 1luhur. Franz
Magnis-Suseno melihat hal itu dalam bahasannya tentang
antisipagi perubahan sosial yang pasti dihadapi,
menurutnya kaum agama harus menentang arus perubahan-
perubahan sosial, harus mencari struktur-struktur vyang
mencegah gejala-gejala negatif, harus menyadarkan masyar-
akat akan dehumanisasi, dan dengan demikian menginisiasi-
kan kekuatan-kekuatan sosial yang dapat merintis suatu
perubahan dalam arah perubahan sosial yang dialami8®.

Peranan dan pengaruh ulama atau kyal misalnya, sangat
dominan di kalangan masyarakat tertentu, sehingga ia
dapat memcbilisasi masyarakat tersebut. Dalam hubungan
ini keyakinan masyarakat pada agama sebagai acuan nilai,
moral dan norma yang dianutnya sekaligus mengakuil kebera-
daan ulama atau kyai sebagal pemimpin. Oleh karena itu
kekuasaan (authority) kyal mempunyai, betapapun kecilnya

dimensi makrokosmos, kekuasaan bermatra sakra187.

Franz Magnis - suseno, Kuasa Dan Moral, Gramedia, Jakarta

1995, halaman 82.
Bisri Effendy, An Nugayah : Gerak Transformasi Sosial

Di Madura, Perhimpunan Pengembangan Pesantren Dan
Magyarakat (P3M), Jakarta, 1990, halaman 2.
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Demikian pula keberadaan para tokoh agama seperti pende-
ta, pastor dan para misionaris mempunyai peranan dan
pengaruh yang tidak kecil terhadap jemaat atau masyara-
katnya. Mereka-mereka inilah yang menjadi kunci dari
pemberdayaan nilai-nilai agama disamping tentunya para
pemuka masyarakal yang juga diakul dan dihormati masyara-
kat, para fungsicnaris adat yaﬁg juga diakui mempunyai
otoritas pada masyarakat adat wmelalui suatu peradilan
adat88. Fungsionaris adat menjalankan hukum adat seba-

gaimana halnya para aparat hukum dalam hukum pidana
modern, yaitu melakukan tindakan menuntut, mengadili, dan
menjatuhkan sanksi hukum képada pelanggar norma-norma
adat. Sebagai ahli adat sebenarnya fungsionaris adat
mempunyai posisi penting untuk mengembangkan nilai-nilai
kehidupan pada masyarakat adat. Ditengah arus perubahan
fungsiocnaris adat seharusnya mampu menahan dan mencegah
pengaruh negatif dari perubazhan tersebut dengan penanaman

nilai-nilai sosial dan budaya. Walaupun dalam masyarakat

adat sendiri membedakan adanya fungsionaris dan Dewan

Irene A.Muslim, Peradilan Adat Pada Magyarakat Daya Di

Kalimantan Barat, Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar
pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak,
1951, halaman 4.
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adat namun pada hakekatnya lembaga-lembaga ini mempunyai
tujuan vyang sama®?,
Pemberdayaan Institusi Hukum Dan Bekerjanya Hukum dalam
Masyarakat

Istilah Institusi atau PranataZ® dipakai untuk suatu
kesatuan interaksi vang besar dan peola - pola
regulatif mereka, yang menyangkut bidang-bidang kehidupan

yang pentinggl.

Dengan demikian istilah institusi

hukum merupakan suatu kesatuan interaksi dimana ada pola-
pola regulatif yang diikuti demi mencapai tujuan hukﬁm.
Dalam konteks ini institusi hukum tidak hanya menyangkut

pembicaraan mengenai institusi hukum (pidana) positif

yvang dikenal dalam masyarakat modern, tetapl juga terma-

P.Yusnono, Peranan Strategis Yang Semestinya Diperankan

Dewan Adat, dalam Kebudayaan Dayak Aktualisasi Dan
Transformasi, LP3ES dan Institute of Dayakology
Research and Development, Grasindo, Jakarta, 1994,
halaman 108. -

Institugi atau lembaga secara sederhana dapat diartikan

sebagai pranata-pranata yang mengatur hubungan yang ber
kisar pada hal - hal tertentu, bisa pada kepentingan-
kepentingan tertentu, juga dapat diartikan sebagai
wadah atau organisasi untuk memperkuat pranata tadi.
Dengan demikian ciri - ciri lembaga adalah berkaitan
dengan tujuan, mempunyai peranan dan adanya pengakuan
karena dipandang sebagai membudaya dan melilibatkan orang
orang yang mendukung lembaga tadi.

Karel J.Veeger, Pengantar Sosiologi, Gramedia Pustaka

Utama bekerja sama dengan APTIK, Jakarta, 1992, hal 52.
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suk hukum pidana adat sebagai suatu bentuk hukum informal
',
vang hingga kini masih diakui keberadaannya. Hanya saja
perbedaan yang akan terlihat antara lembaga hukum adat
dengan hukum pidana modern adalah pada kompleksitas
sistem birokrasi dan pelaksana atau aparat yang menegak-
kan hukumnya. Sebenarnya Jjika diperbandingkan antara
keduanya terdapat beberapa kesamaan, fungsionaris adat
misalnya mempunyai perén dén tugas vyang sama dengan
aparat penegak hukum yaitu menegakkan hukum, hanya saja
dalam peradilan adat tidak ada birokrasi vyang rumit
sebagaimana dikenal dalam hukum modern. Dalam masyarakat
modern yang sudah wmengenal hukum tertulis (positif),
utamanya hukum, institdgi hukum merupakan lembaga yang
diberi tugas menegakkaﬁ hukum dengan kewenangan yang
tegas dan bekerja dalam suatu sistem birokrasi. |
lDengan demikian membicarakan institusi hukum

berarti secara inklusif Jjuga wmembicarakan bagaimana
institusi hukum itu bekerja, dijalankan atau ditegakan
oleh penegak hukum.

Masalah  bekerjanya hukum (law in action) jelas tidak
hanya dipahami dalam konteks aturan-aturan hukum atau
hanya dalam kaitannya dengan keadilan menurut hukum

(legal justice), melainkan juga dalam kerangka sosialnya
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sebagai hukum dalam masyarakat (Iaw in society) dan hasil
bekerjan&a harus dilihat dengan aspirasi masyarakat
gecara keseluruhan.

Sehubungan dengan bekerjanya hukum tersebut maka inti dan
arti dari penegakan hukum secara konsepsional terletak
pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-niiai yang
terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menge-
jawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran
nilai tahap akhir, untuk wmenciptakan dan mempertahankan

kedamaian pergaulan hidup93. Atau perhatian dan

penggarapan terhadap perbuatan melawan hukum. yang sung-

guh-sungguh terjadi (onrecht in actu) dan yang mungkin
akan terjadi (onrecht in potentie) itulah yang merupakan
penegakan hukum?4 .

Dengan demikian secara lebih lugas dapat dikatakan bahwa
upaya penegakan hukum wmwerupakan suatu rangkaian dari
upaya melaksanakan hukum {undang-undang} dari keseluruhan
sistem hukum yang ada.

Sistem hukum pidana itu selanjutnya secara opera-

sional bekerja melalui suatu sistem yvang disebut sistem

Soerjono Soekanto,Faktor - Faktor yang Mempengaruhi
Penegakkan Hukum,Rajawali, Jakarta, 1983, hal.2

Scedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung
halaman 111,
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peradilan pidana95 vang mempunyal tujuan {(a) mencegah
masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan

kasus kejahatan vyang terjadi sehingga masyarakat puas

bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipida-
na; dan {c) mengusahakan agar mereka yang pernah melaku-
kan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannyage.
Sistem peradilan pidana di dalamnya texkandung
gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya
yvaitu kepclisian, Kejaksaan Pengadilan dan Lembaga korek-
sl yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan

(totalitas) berusaha menstranformasikan masukan (input)

Muladi menyatakan bahwa SPP merupakan suatu jaringan
(network) peradilan yang menggunakan hukum pidana
gsebagal sarana utama, baik hukum pidana materiil, hukum
pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, yang
harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial
(Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,
Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, halaman 4).

Mardjono Reksodiputra memberikan batasan pengertian SPP
yvaitu sistem pengedalian kejahatan yvang terdiri dari
lembaga kepolisiann, kejaksaan, pengadilan dan pemasya
rakatan pidana {Mardjono Reksodiputro, SPP Indonegia
Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam
batas-batas toleransi, dalam Bunga Rampai Permasa-
lahan Dalam SPP,Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengab-
dian Hukum UI, Jakarta, 1997, halaman 6).

Black's Law Dictionary merumuskan Criminal Justice System
sebagal the Network of Courts and tribunal which deal

with criminal law and its enforcement (Sixth Edition,
halaman 374).

Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Perspektitf
Ekzistensialisme dan Abolisionisme, Bina Cipta,
Bandung, 1996, halaman 15.
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menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan SPP yang
berupa sosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek),
pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan
sosial (jangka Panjang)97.

Keterpaduan gerak éubsistem peradilan pidana dan proses
penegakan hukum sangatlah penting, sebab keterpaduan98
- sinkronisasi tugas dan kewenangan tiap subsistem meru-
pakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus diciptakan
demi keberlakuan dan kualitas penegakan, disamping un-

dang-undang, masyarakatnya dan sarana yang mendukung99.

Suasana rutinitas yang dapat menimbulkan kejenuhan

Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan HUkum Pidana,

Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, halaman VII.

Dalam Sistem Peradilan Pidana istilah keterpaduan

sebenarnya sudah dikandung dalam istilah sistem.
Istilah keterpaduan sendiri mengandung dua arti, vaitu
integrasi (integration) dan kooxdinasi (coordination)

Demikian pula dengan istilah sinkronisasi yang mengan-

dung makna keserempakan dan keselarasan. Sesuai dengan
makna dan ruang lingkup sistem, sinkronisasi dapat ber-
gsifat pisik dalam arti sinkronisasi struktural (struc
tural syncronization)yang menuntut sinkronisasi dalam
mekanisme administrasi peradilan pidana dalam kerangka
hubungan antar lembaga penegak hukum; dapat bergifat
substansial ( substancial syncronization ) dimana
ginkronisasi mengadung makna baik vertikal maupun hori-
zontal dalam kaitannya dengan hukum positif vyang ber-
laku; dan bersifat kultural (cultural syncronization)
yang mengandung usaha selalu serempak dalam menghayati
pandangan-pandangan, sikap dan falsafah vyang secara
menyeluruh mendasari jalannya SPP (Muladi,Ibid,hal.l).

Menurut Socerjonc Scekanto, efektifitas penegakan hukum

paling tidak ditentukan oleh empat hal, yaitu undang-
undangnya, masyarakat, aparat penegak hukum, sarana
dan prasarana.
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dan ketidakacuhan yang berakibat menurunnya semangat dan

etos kerja harus dihindarkan. Suasana harus diciptakan
selalu dinamis dan dapat menimbulkan rasa simpati dengan
membuat terobosan-tercbosan dan inovasi baru dalam men-
ciptakan tertib suatu tertib sosial, contchnya pemberian
penghargaan pada masyarakat yang bérjasa dan berprestasi
dalam menjaga lingkungannya. Hal ini wungkin dapat menum-
buhkan atau mengembangkan rasa tanggungjawab yang lebih
besar dalam masyarakat, sehingga kemudian ada keterpaduan
antara peran aktif aparat penegak hukum dengan kondisi
masyarakat yang memang sadar memerlukan kehadiran mereka.
Dalam masyarakat dimana tradisi dan nilai budaya
lebih dominan maka mekanisme dari tertib sosial lebih
bertumpu pada segala tradisi maupun niléi budaya terse-
but. Disinilah amat penting diperlukan kemampuan adaptasi
dalam peran dan fﬁngsi penegak hukum, sehingga kemampuan
adaptasi ini akan meminimalkan konflik yang muncullf0
Untuk sampail pada tujuan sebagaimana digam-

barkan di atas kata kunci dari semua itu adalah pember-

Sulaiman Mubarak, Peran Penegak Hukum Dalam Menyelesaikan
Perkara Tertentu Dan Upaya Pemeliharaan Tertib Sosial,
Majalah Masalah-masalah Hukum, Nomor 5, Fakultas Hukum,
Universitas Diponegoro, 1995, halaman 31. '
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dayaan sumber daya manusia atau aparat penegak hukum.
Peran dan tugas yang semakin berat menuntut peningkatan
kualitas dan kuantitas aparat hukum yang aktif dan mampu
secara cepat dan tanggap menyelesaikan permasalahan dan
mengantisipasinya tanpa menggunakan kekuasaan dan kekera-
san. Inilah vang dikatakan sebagal peningkatan profe-
sionalime aparat penegak hukum. Menurut  Anton Tabahl0l
berbicara tentang profesionalisme berbicara pula mengenai
dunia pendidikan yang wmerupakan salah satu sumber (ilmu)
pengetahuan, disamping dilakukan peningkatan pelatihan -

pelatihan vang dapat meningkatkan profesionalime tersebut

satjipto Rahardjo dan Anton Tabah, Polisi Pelaku Dan

Pemikir, Gramedia Pustaka Utama, 1993, halaman 181.
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B AB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bertitik tolak dari permasalahan dan metodologi pada
Bab I, maka langkah pertama yang dilakukan di lokasi peneli-
tian adélah mendapat gambaran yang iengkap mengenai wilayah
penelitian sepertl keadaan demografi, geografi; pertanian,
tfansportasi, ekonomi, pemerintahan dan sosial budaya
termasuk  gambaran atau situasi kehidupan keseharian ma-
syarakatnya terutama pola kehidupan kedua etnis Dayak -
Madura. Langkah selanjutnya adalah menemukan para informan
dengan proses awal menemukan lebih dulu seorang informan
kunci, untuk membuka jalan menemukan informan gelanjutnya.
Penentuan informan yang dilakukan secara purposif dida-
sarkan atas pertimbangan bahwa informan adalah orang vyang
benar-benar mengetahui, memahami dan terlibat secara lang-
sung dalam kerusuhan dan proses penanganannya. Keterangan
atau penjelasan vyang diperoleh dari informan memudahkan
peneliti untuk menarik suatu inferensi dari makna vang
terkandung dalam perilaku etnis, sehingga didapat gambaran
yang sesungguhnya mengenai latar belakang kerusuhan dan
penanganannya. Disamping informan, data yang masuk diperoleh

juga dari responden. Perbedaan antara informan dan responden

ot .t = ik R L R
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didasarkan pada kualitas data yang didapat. Data yang diper-
oleh dari responden berguna untuk menggambarkan karakteris-
tik kedua etnis vyang diperoleh dari perilaku etnis dalam
kehidupan bermasyarakat.

Dengan menerapkan prinsip Snow ball sampling maka
selama penelitian didapat sebanyak 17 (tujuh belas) informan
dan 10 (sepuluh) diantaranya merupakan informan yang secara
langsung terlibat dalam kerusuhan dan penanganannya.
Para informan tersebut terdiri dari unsur aparat Pemerintah
Daerah Tingkat II Sambas (éebelum keluarnya Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah
Tingkat II Bengkayang), pemuka atau tokoch adat, panglima
adat, pemuka masyarakat Madura, ulama atau kyai, Kapolsek,
Kepala Pengadilan Negeri, penasehat hukum, pakar (hukum)
adat dan sosicleog vyang sering meneliti tentang masalah
etnisitas di Kalimantan Barat. Sedangkan responden vang
diwawancarai adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) responden
yvang terdiri dari berbagal etnis, yaitu etnis Dayak, Melavyu,
Cina, Jawa, Bugis, dan Padang. Mengingat keterbatasan pene-
liti maka pemilihan responden dilakukan secara purposif dan
berhenti ketika data yang masuk tidak menunjukkan informasi
baru. Informasi yang masuk dari responden kemudian di cross

check dengan informasi vyang didapat melalui sumber data

sekunder.
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A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Gambaran Kondisi Geografi Dan Demografi

di

Kalimantan Baratl merupakan salah satu propinsi

Indonesia Yang terletak di bagian barat pulau

Kalimantan atau terletak diantara 2°8 LU - 3' 05 L8 serta

diantara 108" 0' - 114 10 BT pada peta bumi. Karena letak

geografis ini Kalimantan Barat tepat dilalui oleh garis

Khatulistiwa sehingga berpengaruh pada iklim daerah yang

tropis dengan suhu udara dan kelembaban yang tinggi.

1. Mengenai kondisi geografis Kalimantan Barat, Kabupaten
Sambas dan beberapa kecamatan vyang dilanda kerusuhan

pada bagian ini diambil dan disarikan dari beberapa
gumbexr

1.

Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Kalimantan Barat dan Kantor Statistik Propinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Barat Dalam Angka
1997 { West Kalimantan In Figures ) , Kantor
Statistik Propinsi Kalimantan Barat, Pontianak, 1997
Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Kalimantan Barat, Kalimantan Barat Data dan Infor-
masi, .

Humas Pemerintah Daerah Tk.I, Mengenal Propinsi
Kalimantan Barat,BEdisi Februari 1998.

Pemerintah Daerah Tingkat II Sambas dan Kantor
Statistik Kabupaten Sambag,Kabupaten Sambas Dalam
Angka 1996 ( Sambas In Figures ), Kantor Statis

tik Kabupaten Sambas.

Mantxi Statistik Kecamatan Sanggau Ledo - Kantor
Statistik BPS Kabupaten Sambas, Kecamatan Sanggau
Ledo Dalam Angka 1996,

Mantri Statistik Kecamatan Ledo - Kantor Statistik
BPS Kabupaten Sambas, Kecamatan Ledoa Dalam Angka
1996.

Mantri Statistik Kecamatan Bengkayang - Kantor
Statistik BPS Kabupaten Sambas, Kecamatan Bengka-
vang Dalam Angka 1996.
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Dengan luas wilayah + 146.807 km2 atau 7,53 % dari luas

wilayah Indonesia, Kalimantan Barat termasuk wilayah

propinsi terbesar keempat setelah Irian ( 421.891 km2),
Kalimantan Timur { 202.440 km2) dan Kalimantan Tangah {
152.600 km2 ), vyang berbatasan dengan Sarawak negara

bagian Malaysia di sebelah utara; dengan Kalimantan
Tengah dan Kalimantan Timur disebelah timur; dengan laut
Jawa di sebelah selatan dan sebelah barat berbatasan
dengan Laut Natuna dan Selat Karimata.

Sebagai daerah yang berbatasan dengan negara tetangga (
Malaysia di sebelah utéra ) maka Kalimantan Barat merupa-
kan satu-satunya propingi di Indonesia yang secara resmi
telah mempunyai akses jalan darat masuk dan keluar ke
atau dari negara asing, melalui jalan poros antar negara
Entikong - Kucing { Sarawak ) sepanjang + 400 km dengan
waktu tempuh + 6 sampai dengan 8 jam.

Daerah Kalimantan Barat texdiri atas dataran rendah
dengan kemiringan 0 - 8 % seluas 41,0% yang terletak di
bagian pantai, tanah landaili yang terletak di pedalaman,
agak curam, curam dan sangat curam. Kemiringan permukaan

daratan ini menyebar dan membuat tanah bergelombang

dengan jumlah gunung dan perbukitan mencapai 546 buah.
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Daerah ini juga mempunyai banyak sungai yang cukup besar
dan panjang. Sungai Kapuas sebagai sungai terpanjang di
Indonesia mengalir dari Timur di Kabupaten Kapuas Hulu
melalui Kabupaten Sintang, Sanggau, Pontianak dan membe-
lahnya menjadi tiga bagian Kotamadya Pontianak, bermuara
di Laut Natuna, dengan anak sungai Sibau, Kantuk, Melawi,
Sekayam, Kubu, Punggur Besar dan Landak. Disamping itu
juga terdapat danau-danau besar dan kecil. Daerah Kali-
mantan Barat juga dikenal sebagai daerah yang berdataran
rendah yang berawa-rawa, Jjenis tanahnya yang bergambut
dan mempunyal hutan yang luas.

Dilihat dari jenis penggunaan tanahnya, sebagian besar
wilayah Kalimantan Barat ini adalah kawasan hutan (seluas
9.204.425 Ha) vyang terdiri atas hutan Suaka Alam
{1.339.880 Ha), hutan Lindung (2.047.125 Ha), hutan
Produksi (4.311.750 Ha} dan hutan Produksi vyang dapat
dikonversi (1.505 Ha). Sedangkanlkawasan non hutan seluas
5.476.355 Ha terdiri dari pemukiman dan jalan (267.727
Ha), pertanian tanaman pangan (457.870 Ha), perkebunan
rakyat (440.435 Ha) dan tanah tandus - rawa-rawa (4.310
Ha) . Dari gambaran di atas ternyata Kalimantan Barat
masih sangat berpotensi mengembangkan sumber daya alamnya
seperti pertanian, perkebunan, kehutanan dan lainnva.

Hanya saja dengan prasarana - $Sarana yang terbatas dan
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tidak sebanding dengan kondisi luas dan topografi wilayah
ini maka memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap
pelaksana dan pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Barat
khususnya guna mengembangkan daerah-daerah pedalaman.
Laju pertumbuhan penduduk KalBar per tahun selama

kurun waktu 198C - 1990 tercatat 2,55 % (SP - 1990} vang
lebih besar dari angka nasional yang 1,97 % dan meningkat
dari pertumbuhan penduduk KalBar pada dasawarsa sebe-
lumnya. Ini bukan semata-mata disebabkan oleh pertumbu-
han alamiah (kematian - kelahiran), namun andil transmi-
grasi cukup Dberarti. Berdasarkan hasil pendataan
Pemilihan Umum Tahun 1997 penduduk Kalimantan Barat
diperkirakan berjumlah 3.576.345 jiwa dengan kepadatan
penduduk hanya sekitar 24 jiwa per kilometer persegi.
Penyebaran penduduk di daerah ini tidak meraﬁa antara
daerah vyang satu dengan yang lain, di daerah pesisir
sepertl Kabupaten Sambas, Kabupaten Pontianak dan Kodya
Pontianak ternyata dihuni oleh dua pertiga penduduk
Kalimantan Barat, sedangkan sisanya di daerah pedalaman
sebagian besar pehduduknya adalah suku Dayak. Menyadari
ketimpangan penduduk ini maka persocalan yang mendesak
adalah pemerataan penduduk untuk mengelola pembangunan di

daerah pedalaman.
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Suku Dayak merupakan penduduk asli pulau Kalimantan.
Dengan adanya mobilisasi penduduk antar pulau maka Kali-
mantan Barat sampai kini didiami oleh berbagai macam suku
bangsa dan keturunan dengan adat istiadat dan agama yang
berbeda-beda. Komposisi penduduk berdasarkan golongan
etnik di KalBar diperkirakan sebagai berikut: Suku Dayak:
41,5 % atau sekitar 1.484.184 jiwa, Melayu: 39,5 % atau

o

gekitar 1.412.656 jiwa, Cina - WNI keturunan: 11 % atau
gekitar 404.160 Jjiwa, dan sisanya (Jawa, Madura, Banjar,
Bugis, Sunda, Padang, Batak, Aceh, Ambon, Arab) : 7,7 %
atau gekitar 275.378 jiwa.

Dengan luas wilayah 146.807 Km2 Propinsi Kalimantan
Barat terbagi dalam wilayah Administrasi Pemerintahan
sebagai berikut
a. 2 (dua) Pembantu Gubernur, yaitu Wilayah I dan II
b. 1 (satu) Kotamadya
¢. 7 (tujuh) Kabupaten
d. 1 (satu) Kota Administratif

e, 127 Kecamatan

g. 1.357 desa/59 kelurahan
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Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Propinsi
Kalimantan Barat secara administratif terbagi menjadi 7
(tujuh) Daerah Tingkat II yaitu satu buah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pontianak dan 6 (enam) buah kabupaten
Daerah Tingkat II, masing-masing: Kabupaten Pontianak,
Sambas, Sanggau, Sintang, Ketapang dan Kapués Hulu.

Namun dengan keluarnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Beng-
kayang maka secara administrasi Xalimantan Barat kini
memiliki 7 (tujuh) buah kabupaten Daerah Tingkat II
yaitu bertambah dengan dibentuknya Kabupaten Bengkayang2

Kabupaten Sambas merupakan salah satu daerah tingkat

Kabupaten Bengkayang (dulunya kecamatan Bengkayang), Sama-
lantan, Lede dan utamanya Sanggau Ledo adalah tempat
berawalnya kerusuhan etnis di Kalimantan Barat yang di-
jadikan lokasi penelitian ini. Keempat kecamatan ter-
sebut berada di wilayah Kabupaten Sambas. Dengan keluar
nya Undang-undang No. 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang, maka kecamatan-
kecamatan tersebut kini masuk ke dalam wilayah
Kabupaten Bengkayang, sehingga lokasi penelitianpun
tidak lagi berada dalam wilayah Kabupaten Sambas,
tetapi sudah masuk dalam wilayah Kabupaten Bengkayang.
Mengingat penelitian ini dilakukan 7 (tujuh) bulan
sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999
dan masih dilakukannya segala pembenahan, persiapan
atau penyesuaian perangkat pemerintahan, maka dalam
deskripsi wilayah penelitian khususnya yang menyangkut
jumlah penduduk dan komposisi penduduk menurut etnis
secara keseluruhan di Kabupaten Bengkayang tidak dapat
disajikan. Namun karena kerusuhan etnis ini muncul
sebelum Kabupaten Sambas di pecah, maka sebagai gambar-
an umum akan disajikan data penduduk dan komposisinya
yang diperoleh sebelum keluarnya UU No.l0 Tahun 1999.
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IT yang terletak di bagian paling utara Kalimantan Barat,
dengan luas wilayah £12.296,00 km2 dan berbatasan dengan:
- Malaysia Timur di sebelah utara;

- Kabupaten Pontianak di sebelah selatan;

- Kabupaten Sanggau di gsebelah Timur; dan

- Laut Natuna di sebelah Barat.

Berdasarkan catatan yang ada penduduk Sambas pada tahun
1998 diperkirakan berjumlah 900.000 jiwa dengan kompo-
sisi menurut etnis sebagai berikut: Melayu: 41% atau
sekitar 369.000 jiwa, Dayak: 30 % atau sekitar 270.000
jiwa, Cina - WNI keturunan: 17 % atau sekitar 153.000
jiwa, Madura: 7 % atau sekitar 63.000 jiwa dan lainnya
(Jawa, Sunda, Bugis, Padang dan lain-lain): 5 % atau
sekitar 45.000 jiwa. Penyebaran penduduk per kecamatan
masih tidak berimbang. Ini dapat dilihat pada kecamatan
yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi,
masing-masing Kecamatan Roban dan Pasiran dengan kepada-
tan 1483 jiwa/km2 dan 3184 jiwa/km2, sedangkan di Kecama-
tan Seluas, Paloh dan Ledo memiliki kepadatan penduduk
yvang rendah. Penduduk daerah ini terdiri dari berbagai
suku antara lain Madura, Jawa, Padang, Cina dan mayori-

tas adalah penduduk asli dari suku malayu dan Davak.
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2. Gambaran Masyvarakat Dayak Di Kalimantan Barat

Etnis Dayak merupakan penduduk asli yang pertama

3

mendiami pulau Kalimantan® dan terbesar di Kalimantan

Barat. Sebagian besar tersebar dan mendiami wilayah-
wilayah pedalaman4 seluruh kabupaten di Kalimantan
Barat. Dayak sendiri merupakan nama kolektif untuk

demikian banyak suku asli di KalimantanS, sedangkan

3. Suku Dayak termasuk dalam rumpun bangsa Austronesia yang
berimigrasi ke Asia Tenggara antara 2500 SM - 1500 SM
(D.G.E.Hall, 1988:7-11). Van Heine Gildern yang mela-
kukan studi atas penyebaran Kebudayaan Kapak Persegi
menyimpulkan bahwa bangsa Austronesia berimigrasi
dari daerah asalnya di sekitar Yunnan, daerah diseki-
tar Cina Selatan, Sungai - Yang Tse Kiang, Mekhong dan
Mennan. Mereka masuk ke Indonesia wmelalui Malaysia
Barat, kemudian menyebar ke Sumatra, Jawa, Bali dan
sebagian ke Kalimantan (R.Soekmono, 1991:58). Mereka
termasuk ras Mongoloid atau mempunyai kecocokan
dengan ciri-ciri ras mongoloid (Braih Harrison, 1966:
6) . Gelombang imigran dari Yunnan ke Kalimantan, yang
pada akhirnya melahirkan suku bangsa Dayak, berlang -
sung dalam kurun waktu panjang. Mereka ini kemudian
oleh Paul dan Fritz Sarasih dibedakan ke dalam Melayu
Proto dan Melayu Deutro. Perbedaan in untuk menunjuk-
kan gelombang perpindahan mereka : gelombang pertama
berlangsung sekitar tahun 300 SM ( Brain Harrison,
1966:8), atau di zaman Neolithikum. Adapun gelombang
vang menyusul kemudian sudah berbudaya logam. Mereka
ini kemudian hari dikenal dengans suku Dayak (dikutip
dari P.Yusnono, dalam Kebudayaan Dayak, Aktualisasi
dan Transformasi, LP3S - IDRD, 1994, hal.103 - 104)

4. Semula suku ini mendiami daerah pesisir pulau Kalimantan
dan belum bernama Dayak. Nama Dayak baru muncul kemu-
dian setelah mereka terdesak ke daerah pedalaman oleh
suku bangsa melayu yang berasal darxri Malaysia dan
Sumatra Timur.

5. Masri Singarimbun, Kebudayaan Dayak Aktualisasi dan Trans-
formasi, LP3S - IDRD, Grasindo. Jakarta, 1994, hal.54.
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daerah hilir atau pantail yang mengitari mereka dihuni
oleh orang Melayu, Banjar, Jawa, Madura dan lainnya.

CH.E.H.Duman menguraikan bahwa terdapat 7 (tujuh} suku
induk yang tebagli dalam sub suku‘dan sub-sub suku ini
. terbagi lagi dalam beberapa suku kekeluargaan. Dari sub-
sub suku bangsa Dayak tersebut vyang mendiami daerah

Kalimantan Barat dapat diperinci sebagai berikut:

1. Kelompok Dayak Darat yang sebagian besar mendiami
daerah Kabupaten Sanggau.

2. Kelompok Dayak Melayic vang tersebar di daerah-
daerah Kabupaten Sambas, Pontianak, Ketapang dan
Sintang.

3. Kelompok Dayak Murut mendiami Kabupaten Sanggau, Ka
bupaten Sintang dan Kapuas Hulu.

4. Kelompok Dayak Taman mendiami Kabupaten Sanggau dan

' Kapuags Hulu.

5. Kelompok Dayak Punan mendiami Kebupaten Kapuas Hulu.

Dari sub-sub suku ini, masih terbagi lagi beberapa

suku-suku kecil atau kekeluargaan yang ada di wilayah

kabupaten seperti, kabupaten Pontianak terdapat suku

Serimbu, Kendayan dan Sempatong. Di Xabupaten Sanggau

terdapat suku Mualang, Pangkodan, Ribun, Benawas,

Mahap, Pandu Kompang, Ketunggau, Keramal dan Desa. Di

Kabupaten Sintang terdapat antara lain suku Keninijal,

Linoh, Sekubang, Sandai, Pangin, Batu, Keluas, Meligail

dan Sebaruk. Di Kabupaten Kapuas Hulu terdapat suku

Embaloh, Kantuk, Kayan, Bukat dan Penihin. Di Kabupaten
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Ketapang terdapat suku Kerio dan Matan. Di Kabupaten
Sambas terdapat suku Kanayatns.

Etnis Dayak hidup dalam teritorial tertentu dengan
gsistem sosial, institusi, kebiasaan dan hukum adat ter-
sendiri. Mata pencaharian pokok masyarakat ini adalah
bercocok tanam atau berladang. Masgyarakat Dayak pada
umumnya dikenal bersikap zramah dan terbuka. Beberapa
sikap kehidupan orang Dayak digambarkan sebagai berikut:

1. Orang Dayak suka 'berbagi kemujuran' dengan sesama-
nya. Daging binatang hasil buruan, beberapa jenis
hasil tani dan hasil hutan seringkali dibagikan
kepada sesama secara cuma-cuma.

2. Sikap 'demokratis' sebagai salah satu 'semangat' ke-
hidupan di rumah panjang masih dimiliki oleh seba-
gian Dbesar orang Dayak, meskipun rumah panjang
mereka hampir punah. Kegiatan perekonomian yang
berimplikasi pada kehidupan komunitas biasanya
mereka musyawarahkan terlebih dahulu.

3. Orang Dayak punya 'rasa hormat vyang tinggi kepada
alam lingkungan hidupnya'. Pada beberapa subsuku
Dayak terdapat adat yang melarang warga membuat
lahan di gunung tertentu, daerah sekitar alur sungai
dan seterusnya disertai sanksi-sanksi yang bersifat
sakral. berdasarkan pengalaman, mereka mengetahui
bahwa keseimbangan alam harus selalu dipelihara,
terutama dengan memelihara Jantung - jantung kon-

servasi.

Permuseuman Negeri Pontianak (Bagian Proyek Pembinaan Per-
museuman 1995 / 1996) - Departemen Pendidikan Dan Ke-
budayaan Propinsi Kalimantan Barat, Koleksi Religi

Dalam Kehidupan Tradisi Masyarakat Dayak Kalimantan
Barat.
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Bagi orang Dayak Musuh yang dikenal hanyalah' musuh
vang menyerang secara fisik. Oleh sebab itu orang
lain vang menghabisi hutan, menggunduli gunung,
mengambil tembawang atau merusak sungai mereka tidak
mereka identifikasikan sebagail musuh.

Tidak bisa 'menabung atau merencanakan kehidupan
masa depan'. Orang Dayak belum banyak meninggalkan
gifat-sifat sebagal manusia peramu. -Kebiasaan
menyimpan padi di lumbung(jurong, durong, dango)
bukan dimaksudkan untuk menabung, tetapi sekedar
menyimpan padi untuk keperluan satu tahun siklus
perladangan mereka. Menabung dalam arti menyimpan
untuk masa depan dengan mempertahankan atau menambah
nilai ekonomis simpanan belum menjadi kebiasaan
mereka.

'Tidak mengenal sistem dagang', baik dikalangan me-
reka sendiri maupun dengan kalangan luar. Apabila
mereka menukarkan hasil hutan atau tani dengan
barang lain yang mereka perlukan itu dilakukan
sepenuhnya dengan sikap menyerahkan kepada pihak
lain untuk menentukan.

Suka 'merendah diri' dengan bersikap 'low profile'
tidak pandai menawarkan jasa dengan mempertontonkan
ketrampilan atau kebolehannya. Dalam menghadapi
persoalan, orang Dayak lebih suka memilih berdiam
diri sambil berharap agar orang lain dapat menyelami
apa keinginan wereka. Menuntut hak hampir tidak
dikenal dalam sikap hidup orang Davak.

rMudah tersinggung' dalam hal - hal vyang menyangkut
suku dan adat istiadatnya. Perasaan terhina bisa
menjadi motivasi yang kuat bagi mereka untuk bertin-
dak

Orang Dayak 'gampang ifi hati' kepada sesama suku.
Seringkalimprang Dayak 'menghormati tamu' secara ber
lebihan. Bagi tamu luar hidangan vyang digsediakan
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muhgkin jarang sekali bisa dinikmati mereka.
Penghormatan kepada tamu luar ini tanpa perhitungan
ekonomisg. _

11. Sisa - sisa 'kejujuran dan kepolosan' orang Dayak
dengan mudah dimanfaatkan untuk menipu mereka
sendiri.

12. 'Tidak mengenal perbedaan antara kata dan perbuatan'
Pada orang Dayak 'tradisional', apa yang dikatakan
pasti akan dilaksanakan, sebaliknya jangan percaya
pada orang Dayak 'modern'.

13. Orang Dayak sangat jarang vang berminat menjadi
anggota ‘'angkatan bersenjata'(militer), memegang
senjata bagi mereka berkonotasi 'siap untuk membu-
nuh' secara kurang Jjantan. Padahal anggapan ini
keliru. Akibatnya peluang mereka untuk berperan
dalam kekuasaan politik menjadi kecil. Kita tahu
bahwa kekuasaan politik dapat berpengaruh sangat

besar terhadap perekonomian7.

Beberapa ciri-ciri kehidupan masyarakat Dayak di
atas dikemukakan juga dalam Laporan Gubernur tentang
Kerusuhan Sosial Di Kalimantan Barat 1997. Disebutkan
dalam Laporan tersebut bahwa masyarakat Dayak Kalimantan
Barat wmemiliki sifat dan karakter sebagai berikut:

1) Lugu dan jujur.
2) Menerima dan bersahabat dengan orang lain.

3) Xehidupannya masih bersifat tradisional.

P.Florus, Kebudayaan Dayak Aktualisasi Dan Transformasi,

Cragindo, Jakarta, 1994, halaman 224.
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4) Motivasi untuk maju relatif rendah karena didukung
oleh alam sekitarnva.

5) Memiliki adat yang cukup kuat.

6) Memiliki kebiasaan minim-minuman keras.

7) Kesukuannva tinggi.

8) Umumnya beragama Protestan dan Katholik (mereka vang
yvang beragam Islam dianggap Melayu)ﬂ.

Beberapa ciri-cirl masyarakat Dayak yang dikemukakan baik

oleh P.Florus maupun dalam Laporan Gubernur, dalam

pengamatan di lokagi penelitian tidak sepenuhnya tepat.

Misalnya pola kehidupan mereka yang tradisional sudah

kurang terlihat lagi, rumah-rumah mereka bukan lagi model

rumah panjang (Betang)‘ sebagaimana rumah-rumah Dayak

tradisionil, tetapi sudah wmwenjadi rumah-rumah secara

tunggal. Beberapa diantaranya cukup permanen diantaranya

ada yang dilengkapi dengan barang-barang elektronik untuk

kalangan mereka termasuk mewah, seperti televisi, radio,

dan kendaraan roda dua . Sifat polos, lugu dan jujurpun

sudah kurang terlihat. Dari wawancara yang dilakukan

terhadap beberapa responden yang ditemui dapat ditangkap

bahwa wawasan pengetahuan mereka cukup luas. Mereka cukup

8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, Laporan
Khusus Tentang Kerusuhan Sosial Di Kalimantan Barat,
1997, halaman 5,
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mengetahui perkembangan 'dunia luar' dan mengetahui
persoalan yang dihadapi bangsa ini, misalnya soal krisis
moneter yang tengah melanda Indonesia.

Masyarakat Dayak terutama generasi mudanya memandang
pentingnya masalah pendidikan, sebab itu anak-anak mereka
diupayakan harus tetap disekolahkan. Jika perlu sampai
jenjang pendidikan yang lebih tinggi di luar kecamatan
atau kabupaten sekalipun. Keinginan menabung yang tidak
dikenal pada masyarakat Dayak tradisional, kini mulai
tumbuh, bahkan seorang informan yang telah berhasil
mengajak beberapa warga Dayak untuk menabung mengkalkula-
sikan dengan jelas keuntungan dari mendepositokan uang
hasil panen atau penjualan tanahnya di bank daripada
dibelikan barang-barang lain.

Adanya perubahan-perubahan ini jelas sebagai akibat dari
mulai lancarnya komunikasi dan informasi vyang wmasuk
melalui media elektronik semacam telivisi dan
peningkatan pendidikan di kalangan masyarakatnya. Selain
itu lokasi penelitian sendiri sudah sedemikian terbuka,
sehingga memudahkan proses perubahan kehidupan keseharian
mereka, termasuk sikap, pola pikir dan wawasan pengeta-

huan mereka.
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Walaupun kehidupan modern sudah merambah kehidupan
masyarakat di kecamatan pedalaman ini, namuﬁ kehidupan
yvang berhubungan dengan adat istiadat dan kepercayaan
mereka hingga kini masgih diyakini secara turun temurumn.
Demikian pula dengan eksistensi hukum adat yang hingga
kini masih diyakini sebagai media penyeimbang atas pe-
langgaran-pelanggaran yang dilakukan oleh warga Dayak
sendiri. Contoh adat istiadat vang sampail kini tetap
dipertahankan adalah Upacara Adat Naik Dango yang tilap
tahun dilakukan oleh masyarakat Dayak Kendayan sebagail
ungkapan rasa syukur atas keberhasilan panen mereka. Atau
tradisi Mangkok Merah sebagal suatu cara berkomunikasi
antar suku atau subsuku Dayak dalam keadaan genting atau
darurat. Menurut sejarahnya asal mula Mangkok hanya
merupakan media penyampaian berita dalam keadaan biasa,
vaitu berisi pesan agar segera datang kétempat asal
mangkok. Pada zaman penjajahan alat komunikasi mangkok
ini sering dipakai sebagai sandi dalam situasi perang,
baik perang antar subsuku Dayak sendiri (karena politik
devide at impera penjajah) maupun wmelawan suku bangsa
lain vang mengganggu eksistensi mereka sebagal penduduk
asli. Apabila kedudukan suku terancam, maka biasanya
Dewan Adat mengeluarkan Mangkok Merah gsebagai isyarat

siaga atau perang vang dikelilingkan dari kampung satu ke
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kampung lain dengan cara yang cepat. Korban yang timbul
dari pihak musuh dianggap dan dipercaya sebagai obat Bagi
mangkok tersebut. Mangkok ini sebenarnya sangat sederhana
biasanya dibuat dari tanah 1liat, tetapi di dalamnya
terdapat beberapa benda yang penuh simbol, Seperti:

- beras segenggam bermakna sebagai bekal dalam
perjalanan;

- sehelai bulu sayap ayam bermakna sebagai perintah
segera terbang atau berangkat;

- secarik kajang (bekas tutup kepala pada waktu hujan

yang dibuat dari daun pandan bermakna sebagal perin-

tah agar dalam cuaca buruk sekalipun harus berangkat;

- sgepotong arang atau kayu bekas bakaran bermakna
gsebagai suluh pada waktu malam;

Untuk situasi perang wmangkok ini kemudian ditambah
dengan:

- beras kuning yang bermakna sebagai sumpah demi Yang
Maha Kuasa melakukan sesuatu atau perang; dan
- setetes darah hewan atau darah patriot suku yang siap

bertempur sebagail simbol berperang sampai  titik
darah terakhirg;

Akhirnya Jjadilah mangkok ini dikenal sebagail Mangkok
Merah vyang menjadi sarana komunikasi antara suku atau

subsuku Dayak dalam situasi darurat. Sekarangpun tradisi

Koleksi Religi Dalam Kehidupan Tradisionil Masyarakat
Dayak Kalimantan Barat, Permuseuman Negeri Propinsi
Kalimantan Barat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kanwil Propinsi KalBar, 1995/1996, halaman 27 - 29,
dilengkapi dengan hasil wawancara dengan informan
dari etnis Dayak.
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penyampalan pesan melalui mangkok (bukan Mangkok Merah,
pen) pada situasi biasa masih tetap dipelihara oleh suku
Dayak, terutama masyarakat pedalaman yang masih ter-

isolir, sedangkan tradisi pengiriman Mangkok Merah pada

situasi perang menurut seorang informan sudah tidak ada

lagi.
Pada kerusuhan antar etnis Desember 1996 -~ Maret

1997 telah tersebar isu beredarnya Mangkok Merah ini.
Tradisi Mangkok Merah bisa Jjadi dianggap sebagal cara
yang efektifrdan cepat dalam nemobilisasi‘warga Davyak.
Namun kehadiran kembali tradisi ini pada saat meletusnya
kerusuhan 1996 disangkal oleh beberapa informan yang
menangani kerusuhan, kecuali beberapa informan dari
pemuka masyarakat Dayak yang percaya telah beredarnya
mangkok merah ini.

Beberapa informan Dayak itu mengakui bahwa selain tradisi
Mangkok Merah, peristiwa kerusuhan 1996/1997 telah
menghantar masyarakat kembali pada masa lampau dimana
sering terjadi perang antar suku dan subsuku Dayak sen-
diri. Pada masa itu mengayau atau memenggal kepala musuh
merupakan hal biasa. Bahkan menurut informan Dayak untuk
melamar saja seorang pria disyaratkan membawa kepala

manusia untuk wupacara atau sesaji. Mangayau sendiri
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merupakan bagian dari ritus, kelahiran, pemberian nama,
perkawinan, penguburan, serta sejumlah hajat akbar lain
membutuhkan kepala manusia sebagai sesaji.

S.Achmad Sultan Gunung Tabur pada tahun 1979 menuliskan
bahwa mengayau merupakan persyaratan mutlak bagl seorang
pria untuk bisa masuk ke dalam pergaulan dewasa, juga
untuk boleh menggunakan cancut (cawat) hitam, berselimut,
tidur bersama orang tua, dan melakukan hubungan suami
isteri. Tanpa pengalaman mengayau (baik memenggal maupun
ikut dalam rombongan perburuan korban), seseorang masih
dianggap bau kencurl?.

Demikian pula adat darah dibalas dengan darah - nyawa
dibalas dengan nyawa, menjadi bagian dari tradisi masa
lampau yang muncul kembali pada kerusuhan 1996. Dalam
perselisihan, demikian dijelaskan oleh seorang informan,
pantang bagi masyarakat dayak meneteskan darah dari tubuh
mereka. Prinsip iﬁi sebenarnya berakar dari filosofi
masyarakat Dayak yang mendambakan kehidupgn harmoni dan

sangat wmenghargai hidup. Karenanya orang yang tidak

- Detektif dan Romantika (D&R), Kejujuran Ala Dayak,
1 Maret 1997, halaman 26.

- J.U. Lontaan, Sejarah Hukum Adat Dan Adat Istiadat
Kalimantan Barat, Pemda Tingkat I Kalimantan Barat,
Pontianak, 1975, halaman 532 - 537.
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menghargai hidup dimata masyarakat Dayak tidak pantas
pula untuk hidup.

Uraian di atas menunjukkan bahwa ada perbedaan
antara masyarakat Dayak vyang digambarkan Ilugu, polos,
jujur, bersifat tradisional dan tidak mempunyai motivasi
untuk maju dengan fakta vang terlihat di lokasi
penelitian utamanya di Ibukota kecamatan yang dilanda
kerusuhan. Apabila dibandingkan, maka cukup banyak
terlihat perubahan-perubahan sebagai akibat dari proses
pembangunan dan peningkatan pendidikan masyarakatnya yahg
rata-rata sudah mengenyam pendidikan. Sentuhan moderni-
sasi telah wmerubah kehidupan mereka, baik itu sikap, peola
pikir dan pandangan mereka tentang 'dunia luar'. Melalui
pendidikan setidak-tidaknya menjadikan mereka berpikir
lebih kritis dan memahami tuntutan perkembangan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden
dari berbagai suku yang ada di lokasi penelitian, seperti
Madura, Melayu, Padang, Jawa dan Cina terungkap bagaimana
penilaian mereka terhadap orang-orang Dayak yang peneliti
rangkum sebagai berikut:

1. Orang Dayak mempunyai sifat jujur, bersahabat dan suka

membantu.

145




Gambaran Masyarakat Madura Di Kalimantan Barat
Etnis Madura merupakan etnis pendatang di Kalimantan
Barat. Tidak dapat dipastikan berapa jumlah mereka di
Kalimantan Barat, di Kabupaten Sambas saja vyaitu di
lokasi kerusuhan Jjumlah mereka diperkirakan sekitar
63.000 jiwa. Umumnya orang-orang Madura ini datang ke
Kalimantan Barat secara {(migrasi) swakarsa.
Hendro Suroyo Sudagung membagi migrasi perantauan etnik
Madura dalam tiga tahapllz
1. Masa Sekitar Tahun 1902 sampai dengan Tahun 1942;
Masa ini dipandang sebagal masa perintigan migrasi
orang Madura ke Kalimantan Barat, masa penuh kepahitan
dan penderitaan bagi para perintis. Pada masa ini
perantauan orang Madura sudah berjalan terutama ke
ujung timur Jawa-Timur. Alat transportasi yang diguna-
kan adalah perahu layar. Dengan perahu tersebut orang
Madura memiliki tingkatan mobilitas yang tinggi dan
setiap kelompok migran akan selalu memilih tempat
dimana terdapat organisasi sosial yang paling éesuai
agar kebutuhan kolektifnya terpenuhi. Melalui saluran

perdagangan (garam, sapi dan kambing) mulailah timbul

Disarikan dari tesis Hendro Suroyo Sudagung, Migrasi

Swakarsa Orang Madura Ke Kalimantan Barat, Universitas
Gajah Mada, Yogyakarta, 1984.
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jaringan pengangkutan tenaga. kerja ke Kalimantan
Barat. Para Juragan dengan memanfaatkan kapal-kapal
atau perahu layar untuk berdagang mencari orang-orang
yvang mau di bawa. dan belkerja di Kalimantan Barat.
Informasi yang disampaikan oleh perantaréQperantara
juragan mengenai keadaan Kalimantan Barat, sepertil

tanah vang luas dan mudah mencari uang, sehingga

muncul ungkapan 'Sejengkal wmemotong akar pinang,
mendapatkan uang lima puluh ketip', menarik minat
orang-orang Madura yang ingin memperbaiki hidup

dengan mencari daerah baru. Pada awalnya migrasi orang
Madura ke Kalimantan Barat ini terjadi ke Kabupaten
Ketapang (1902), Kabupaten Pontianak (1910) dan Kabu-
paten Sambas (1930). Pada waktu itu biasanya orang-
orang ini dipekerjakan sebagail penebang hutan untuk
kemudian ditanami karet atau kelapa, memelihara kebun
yang sudah'ada, menoreh getah, memetik kelapa. Sedang-
kan kaum wanitanya bekerja di ladang atau manjadi
pembantu rumah tangga.

Pada masa sekitar 1930 cara migrasi orang Madura
bertambah jelas disamping masih melalui cara pertama,
yvaitu melalui sistem jual beli atau perjanjian dengan

perantara atau juragan, juga dilakukan melalui sistem
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ajak keluarga atau kerabat atau teman. Ini dikarenakan
para migran perintis yang datang dengan cara pertama,
setelah bekerja keras nampak hidupnya mulai mantap,
misalnya telah menjadi yang berhasil memiliki sebidang
tanah dan rumah dengan isteri dan anak-anak vyang
mulai kerasan. Atau para migran yang telah lepas dari
perjanjian di areal perkebunan atau kehutanan, secara
sendiri-sendiri atau bergabung membuka hutan dan
menerapkan sistem upah bagi hasil seperti yéng sebe-
lumnya mereka lakukan dengan para juragan.

Arus migrasi yang semakin besar ini menyebabkan pemu-
kiman para migran semakin menyebar' ke pedalamanan.
Kalau pada awalnya migran ini hanya sampai padé kota-
kota pesisir yang dapat disinggahi perahu layar, maka
sekarang mereka mulai bergerak lebih kepenggir atau
sekitar kota dengan harapan memperoleh sebidang tanah
untuk usaha tani atau bergerak bergerak di bidang
informal. Dengan mulai dibangun banyak prasarana -
sarana jalan (raya) di Kalimantan Barat yang banyak
memerlukan tenaga-tenaga kasar, maka semakin mengalir-
lah arus migrasi ini. Mereka tidak lagi bekerja pada
gektor pertanian di Pedesaan dan sekitar kota atau

bergerak di sektor informal di kota-kota, tapi juga di
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sektor pembangunan jalan, seperti pengakut tanah,
pemukul batu, pasir dan sebagainya.
2, Masa sekitar Tahun 1942 - 1950;

Pada masa ini Jjumlah aruvs migrasi ini sempat
mengalami kemunduran, walau masih ada sedikit orang-
orang Madura yang berani melakukan migrasi ke Kaliman-
tan Barat dibawah situasi keamanan yang tidak mantap.

3. Masa sekilitar Tahun 1950 - 1980;

Pada masa ini arus migrasi swakarsa orang-orang
Madura semakin lancar. Sasaran tertuju ke kota-kota,
ini disebabkan karena kota membuka kesempatan kerja
yang lebih luas. Adanya solidaritas yang kuat diantara
mereka menyebabkan pada setiap tersedianya kesempatan
kerja selalu diberikan pada migran sesama mereka.

Pada umumnya perantau asal Madura dikenal sebagai pekerja
keras dan ulet, sehingga permintaan terhadap tenaga kerja
mereka mengalir deras. Inilah yang mendorong migrasi
besar-besaran ke Kalimantan Barat.

Beberapa bidang yang cukup menarik tenaga Kkerja yang
benar-benar dimanfaatkan adalah penarik bécak, penambang
sampan, pekerja Jjalan, pemecah batu, kuli bangunan,

pedagang sayur-mayur / pedagang kaki lima, sopir.
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Di Kalimantan Barat migran Madura mendiami hampir di
seluruh kabupaten di Kalimantan Barat. Di Kotamadia
Pontianak mereka tersebar dan mendiami seluruh kecamatan.
.Demikian. pula di Daerah Tingkat II Sambas, wmereka ada
hampir di seluruh kecamatan Singkawang, Tebas, Sanggau
Ledo, Samalantan, Sambas, Jawai Pemangkat, Sungai Raya
dan Selakau. Di lckasi kerusuhan yang letaknya di pedala-
man, seperti Sanggau Ledo, Ledo, Bengkayang dan Samalan-
tan. Di Kecamatan Sanggau Ledo mereka bermukim di bebera-
pa desa sepertl Desa Jawa dan Merabu. Walau jumlah mereka
tidak Dbanyak di desa—desa kecamatan, namun rata-rata
mempunyai tanah dan rumah dengan fasilitas rqmah tangga
yang cukup lengkap, bahkan barang-barang sekunder seper-
ti, televisi, parabola sudah menjadi bagian dalam rumah
yang dibangun secara permanen.

Pada umumnya perantau asal Madura dikenal sebagai
pekerja keras dan uiet. Salah satu prinsip orang-orang
Madura rantau diungkapkan dalam semboyan Ango'an potea
tolang, e tebang pote mata,(lebih baik berputih tulang
daripada berputih mata), yang artinya lebih baik mati
daripada malu. Rasa malu bila gagal dirantau membuat
mereka berjuang dengan gigih dan tekun. Andalan utama

dalam perjuangan itu ialah kondisi badan mereka yvang kuat
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dan 'tahan banting' atau tahan di segala cuaca.
Kesanggupan untuk hidup menderita disertai dengan sifat
hemat dengan keblasaan menabung membuat lambat laun
kehidupan mereka nampak berhasil.

Selain kegigihan dalam bekerja, orang Madura dikenal
mempunyai sifat yang kasar, keras, cepat panés, mudah
tersinggung dan sering membawa senjata tajam kemana-mana.
Menurut informan dari etnis Madura, sebenarnya sifat-
gifat ini sudah melekat dan sebagai kebiasaan, karena
mereka ditempa oleh alam pulau madura yang keras, gersang
dan kurang menghasilkan. Mereka-mereka ini  pada umumnya
berasal dari daerah Sampang dan Bangkalan. Ditekankan
oleh informan bahwa tidak semua orang-orang Madura itu
mempunyai gifat dan perilaku yang negatif, seperti keras,
mudah tersinggung dan pendendam, tapi ada juga yang
bexpekerti halus dan tidak kasar sepertl Madura dari
Sumenep dan Pamekasan.

Semboyan Ango}an potea tolang, e tebang pote mata,
juga merupakan prinsip dimana terlihat bahwa orang-orang
menempatkan harga diri dan kehormatan sangat penting,

sehingga mereka berani mati untuk mempertaruhkan harga
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diri mereka. Caroklz, misalnya dapat dikatakan merupa

kan refleksi dari semboyan tersebut.

Ciri lain dari orang-orang Madura ini adalah pola -

pemukiman mereka yang cenderung mengelompok (Ekslusifl3.

Dari pengamatan peneliti selain Jjenis pekerjaan, tempat
tinggal mereka terutama yang berada di ibu kota kabupaten
atau Kotamadya menunjukkan pola kehidupan yang menge-

lompok, walaupun ada pola sisipan namun mereka tetap

12. Menurut orang Sampang, carok merupakan suatu perbuatan
dalam bentuk perkelahian antara seseorang dengan orang
lain atau kelompok dengan kelompok lain, lazimnya di
dahului dengan perjanjian dan menggunakan senjata tajam
(Bisri Effendy, An Nugayah: Gerak Transformasi Sosial
Di Madura, Perhimpunan Pengembangan Pesantren Dan
Masyarakat (P3M), 1990, halaman 31 - 36) .

Pada kenyataannya Hendro Suroyc Sudagung melihat bahwa
pada umumnya carok terjadi tanpa perjanjian dan bahkan
penyerangan dilakukan secara mendadak dan tersembunyi.

Motif terjadinya carok bermacam-macam, seperti politis

( kekuasaan di desa ), ekonomi (perdagangan}, sosial -
budaya, kekeluargaan yang menyangkut masalah nikah,
talak, rujuk, dan lainnya ( Hendro Suroyoc Sudagung,

Ibid, halaman 197 - 199).

13. Pola pemukiman semacam ini juga dikenal dalam pola pemukim

an di tanah asal (Madura), yvang disebut dengan Tanean
. Lanjang. Dengan sistem ini wmaka hubungan keluarga

sangat erat dan melahirkan sistem kekerabatan atau
keluarga dalam arti luas (extended family), yang
terdiri atas dua atau lebih keluarga inti yang disatu-
kan oleh hubungan kerabat, seperti hubungan antar
anak dan orang tua dan antara dua saudara kandung.
Di dalam extended family biasanya berkumpul tiga
atau lebih generasi dan ditandai oleh sifat-sifat yang
lebih menetap vaitu tidak lekas pecah dan bubar.
Dalam Tanean Lanjang-tanean lanjang yang terletak di
lokasi yang sama membentuk dusun atau kampung yang di-
pimpin oleh seorang kepala yang disebut Klebon (lurah)
( Hendro Suroyo Sudagung, Ibid, halaman 196 - 197).
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mengelompok di tengah-tengah pemukiman penduduk darxi
berbagai etnis. misalnya di kota-kota yang padat pendu-
duk, satu rumah biasanya didiami oleh tiga atau lebih
kepala keluarga yang dipisah oleh bilik atau kamar.
Agak berbeda dengan kehidupan orang Madura di pedesaan di
mana rata-rata satu keluarga sudah memiliki xumah dan
tanal, namun dalam pola pemukiman yang masih mengelompok.
Pola semaéam ini bisa jadi merupakan refleksi dari soli-
daritas yang mereka miliki sebagai bentuk dari persamaan
nasib di tanah orang. Sikap solidaritas etnis madura ini
menunjukkan adanya integrasi kelompok dalam menghadapi
kelompok luaxr. Dalam hal ini Ogburn menjelaskan adanya
dua alasan terjadinya solidaritas dan integrasi kelompok
vaitu
1. Jumlah atau besarnya kelompok, dalam pengertian se-
makin kecil kelompok semakin gampang timbulnya inte-
grasi. Hal ini disebabkan karena semakin kecil anggota
kelompok, maka semakin banyak terjalin hubungan antara
anggota dan dengan demikian mudah timbulnya solidari-
tas kelompok dan tercapainya kesempatan mencapai
kesepakatan.
2. Tingkat homogenitas kelompok, dalam pengertian semakin

homogen suatu kelompok akan semakin mudah tercapai
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integrasi. Suatu kelompok etnis yvang kecil pada umumn-
ya lebih homogen dari pada negara vang besar dan
moderen.
Dengan demikian homogenitas dikarenakan tempat tinggal
itu mempunyai pengaruh terhadap kekompakkan, kesatuan dan
persatuan wmereka.
Hendxo Surofo Sudagong mengatakan bahwa migran madura di
Kalimantan Barat mempunyai ikatan sosial vyang erat dan
solidaritas kelompok yang kuat, selain karena persamaan
etnis Jjuga karena homcgenitas pemukiman mereka vang

mengelompok. Halini ditambah dengan pengalaman-pengalaman

- mereka yang sama selama dirantau.

Sebagai warga pendatang, gambaran umum tentang
sifat-sifat perantau wmadura ini memang agak berbeda
dengan penduduk asli, vyaitu etnis dayak sebagaimana
dikemukakan dalam gambaran masyarakat Dayak‘diatas.
Laporan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kaliman-
tan Barat memberikan gambaran yang sama mengenal sifat
sifat dan karakter orang-orang Madura, sebagai berikut:
1) Ulet dan tekun dalam bekerija.

2) Fanatisme agama Islam tinggi.
3) Pendendamn.
4) Patuh kepada orang tua, guru {Kyai) dan Pemerintah.

5) Kesukuannya Tinggi.

155




6) Kemana pergi selalu membawa senjata tajam/clurit.

7) Mudah menusuk atau membunuh orang bila dipermalukan.

8)

Keras dan mudah tersinggung.

Sebagai suatu perbandingan akan dikemukakan sifat-sifat

orang Madura berdasarkan pendapat responden yang berasal

dari etnis Dayak, Melayu, Cina, Bugis, Padang dan Jawa

yang penulis rangkum selama melakukan penelitian sebagai

berikut

1.

Orang-orang dari etnis Madura dikenal sebagai pekerja
keras, tekun dan rajin. Mereka mampﬁ bekerja dalam
situasi apapun. Kebun atau lahan mereka diolah sendiri
dan dipelihara.

Penganut Islam yang fanatik. Kebanyakan dari mereka
menyekolahkan anak-anaknya ke pesantren, disamping
gekolah-sekolah Pemerintah. 'Pada siang' hari atau
malamnya anak-anak mereka diharuskan mengaji di surau-
surau mereka.

Suka berhemat.

Patuh dan taat kepada Ustad/Kyai/Habib/Pemimpin agama.
Orang Madura sangat menghargai dan mempercayai mereka.
Bertempramen keras, kasar, dan mau menang sendiri,
pada umumnya masyarakat etnis lain berprinsip lebih

baik menghindari persocalan dengan suku Madura ini.
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6. Wawasannya sempit, picik dan tidak berpandangan 3jauh
ke depan.
7. Sombong dan cepat tersinggung.
8. Senang membawa senjata tajam dan menyelesaikan masalah
dengan senjata.
9. Suka mencari gara-gara.
10. Pendendam, suka main hakim sendiri.
11. Pria Madura senang berjudi dan menyambung ayam.
12. Suka mencuri dan berkelahi.
13. Hidupnya mengelompok.
14. Suka menggunakan bahasa daerahnya tanpa melihat
gituasi.
15. Tidak suka basa-basi, kurang suka bergaul dengan etnis
lain, kecuali dalam hubungan kerija.

Gambaran d£ atas menunjukan bahwa sebagaimana
sifat-sifat orang-orang Dayak, sifat-sifat Orang-orang
Madura juga mempunyai sisi baik dan buruknya.

Dari pendapat responden di atas diketahu sisi baiknya
adalah tekun, ulet, pekerja keras dan taat, sedangkan
sisi buruk atau negatifnya adalah suka berjudi atau
sambung ayam, pendendam dan wmudah menggunakan senjata

dalam menyelesaikan persoalan.
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B. Sejarah Xerusuhan Antara Etnis Dayak Dan Madura

Di Kalimantan Barat

Kerusuhan yang terjadi antara etnis Dayak dan Madura di
penghujung tahun 1996 dan menelan banyak kerugian dan korban
merupakan kerusuhan terbesar dari kerusuhan-kerusuhan sebe-
lumnya. Jika ditelusuri ke belakang, peristiwa-peristiwa
yang melibatkan kedua etnis tersebut sebenarnya sering
terjadi dan seakan menjadl bara terpendam yang setiap saat
bisa menjadi begar. Dari beberapa sumber tercatat selama
tiga dasawarsa tidak kurang dari 8 (delapan) peristiwa telah
terjadi antara kedua etnis tersebut. Namun peristiwa-
peristiwa sebelumnya (1996) tiaaklah menimbulkan akibat

geburuk dan separah peristiwa 1996 dan peristiwa 199914,

Pada saat penulisan tesis ini meletus kembali kerusuhan
sosial antar etnis di Kabupaten Sambas. Namun tidak se
perti kerusuhan-kerusuhan sebelumnya yang selalu meli-
batkan dua etnis Dayak - Madura, kali ini kerusuhan
dipicu oleh konflik antara suku Madura dengan suku
Melayu yang berakibat terusirnya orang - orang Madura
dari hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Sambas.
Ratusan rumah orang Madura di bakar, ratusan nyawa
melayang, puluhan orang luka berat dan diperkirakan
30 (tiga puluh) ribu orang pengungsi telah dan akan
keluar dari lokasi kerusuhan.

Peristiwa bermula dari kepergoknya oknum Madura H.yang
akan mencuri di rumah salah satu warga desa ParitSetia,
Kecamatan Jawal, Sambas sekitar jam 02.00 Wib tgl. 17
Januari 1999. Ia kemudian digelandang dan dihajar.

Pihak keluarga ternyata tidak terima. Pada tanggal 19
Januari bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri sekelom-
pok orang Madura dari Desa Sari Makmur dan pihak
keluarga H. kemudian wmenyerang desa Parit setia yang
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Dari beberapa informan memang terdapat perbedaan dalam
jumlah kerusuhan yang pernah terjadi. Informan As, seorang
pemuka adat dan mantan anggota DPRD Tk.II Sambas misalnya
-sempat mengingat hanya 4 (empat) peristiwa besar yang meli-
batkan kedua etnis. Sedangkan seorang mantan camat Ledo Yds
mencatat tidak kurang dari 5 (lima) kali kerusuhan yang
terjadi dan Ms seorang pemuka masyarakat, ulama Madura dan
mantan Anggota DPRD Tk I Kalimantan Barat yang sudah puluhan
tahun berdiam di Singkawang menyebutkan sebanyak 8 (delapan)

peristiwa yang terjadi.

.. .Continued. ..

mengakibatkan tiga warga Paritsetia tewas dan beberapa
luka-luka. Kejadian ini dapat diredam oleh Muspida se-
tempat. Perdamailan ini tidak berlangsung lama, konflik
muncul kembali pada tgl.21 Februari. Bermula dari wulah
R. preman Madura yang menclak membayar ongkos bus umum.
Kernet bus yang keturunan Melayu jengkel dengan pandang
an tidak senang. Ini membuat R tersinggung dan melaku-
kan penusukan terhadap kernet bus tersebut. Peristiwa
ini memicu kemarahan warga Melayu. Akibatnya dini hari
tanggal 22 Februari massa Melayu menyerbu orang - orang
Madura di sejumlah desa dan membakar rumah-rumah mereka
Kejadian ini untuk kedua kalinya dapat diatasi aparat,
melalul pernyataan kedua belah pihak vang tidak akan
mengulangi kejadian sebelumnya. Selain itu tidak diper-
kenankan membawa-bawa senjata tajam atau senjata api.
Namun masa tenang ini juga berakhir dengan kerusuhan
kembali. Ini bermula dari tindakan Ib. warga Madura vg
membawa senjata tajam (golok) ke Desa Semparuk.
Di tengah jalan ia ditegur oleh seorang pemuda. Ib ter-
singgung dan berbuntut perkelahian antara keduanya.
Kejadian ini membuat suasana menjadi panas kembali, dan
akhirnya menimbulkan gejolak dibanyak tempat (Hasil wa-
wancara dengan informan SIA; Kliping Surat Kabar
Pontianak Post, 5 Maret -~ 12 April 1999; dan Tabloid
Datak, Edisi 23 - 29 Maret 1899).
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Pemerintah Daerah sendiri mencatat 4 (empat) kali terjadi
peristiwa besar vyang melibatkan kedua etnis, vyaitu vyang
terjadi pada tahun 1977, 1979, 1982 dan 1996.
Berdasarkan sumber di lapangan yang telah.disesuaikan atau
disinkronkan dengan beberapa sumber ({(data) sekunder vyang -
diperoleh15 . maka beberapa kerusuhan penting yang
pernah terjadl diuraikan secara berurutan menurut tahun
kejadian sebagal berikut:
1. Peristiwa tahun 1968 di Anjungan;
Seorang' Camat penghubung dari suku Dayak Kanayatn
dibunuh oleh H.Sukri (warga Madura). Peristiwa bermula
dari ketidak puasan H. Sukri atas tindak lanjut lapor-
annya kepada Camat. Ia meminta agar Camat menyelidiki
giapa pelaku vang merusakkan bendungannya. Merasa

tidak puas 1a kemudian wmendatangi rumah Camat dan

Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat bekerjasama
dengan Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta, Faktor -
faktor Yang Mempengaruhi Kerusuhan Di Kalimantan Barat,
Laporan Penelitian, Pontianak, 1998.

- Human Rights Watch / Asia, Vol.9 No.10 (c) December 1997
Konflik Etnis Di Kalimantan Barat (Indonesia Communal
Vioclence In West Kalimantan),penerjemah Herlan Artono,
Institut Studi Arus Informasi, Februari 1998.

Kalimantan Review, Nomor 20, Tahun VI, Januari-Februari
1996, Benang Kusut Konflik Dayak - Madura, LP3S -
Institute of Dayakology Research and Development (IDRD)
Pontianak, 1996.

- Kronologi Kasus Ledo - Kasus-kasus Berwarna Kesukuan

Di Kalimantan Barat, Republika, Senin, tanggal 13

Januari, 1997.
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membabat dengan parang hingga tewas. Kematian Camat
tersebut menimbulkan gejolak di Kecamatan Toho dan
Anjungan. Di Kecamatan sekitarnya keributan massa
dapat dicegah dan dihentikan.

Peristiwa tahun 1977 di Singkawang;

Peristiwa bermula dari terbunuhnya Robert Lonjeng
seorang anggota polisi vyang berasal dari Dayak di
Singkawang oleh Maskot warga Madura. Kematian Robert
memicu kerusuhan di Kecamatan Tujuh Belas dan Samalan-
tan vang berakibat rusaknya puluhan rumah orang Madu-
ra. Pada waktu itu sempat beredar Mangkok Merah namun
dapat segera dihentikan berkat kesigapan aparat keama-
nan, Pemda tingkat II Sambas, Muspika dan didukung
oleh Pemuka-pemuka Adat, Pemuka-pemuka Agama dan
masyarakat .

Peristiwa tahun 1978 di Sungai Pinyuh;

Peristiwa bermula dari dibunuhnya Cangkeh wiraswasta-
wan Dayak oleh warga Madura di terminal Sungai Pinyuh,
sebagai akibat dari sengketa tanah antara keduanya.
Namun peristiwa yang berakibat tewasnya warga Dayak
itu tidak sampai meluas menjadi kerusuhan.

Peristiwa tahun 1979 di Samalantan Sambas;

Peristiwa bermula dari serangan tiga orang warga

Madura terhadap warga Dayak akibat perselisihan hutang
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piutang. Akibat serangan itu dua orang warga Dayak
hampir tewas, sehingga menyulut kerusuhan antar etnis
di Samalantan. Diperkirakan belasan orang tewas dan
puluhan rumah hangus dibakar. Perselisihan itu mendor-
ong Pemerintah wmensponsori perjanjian Damai antara
warga Dayak dan warga Madura dengan mendirikan monumen
perdamaian di Samalantan yang sampal sekarang masih
berdiri.

Peristiwa tahun 1982 di Pakucing Samalantan ;
Peristiwa bermula dari dibunuhnya Sidik Warga Dayak
oleh seorang warga Madura di Pakucing Samalantan,
setelah ia mengeluh tentang orang-orang Madura yang
memotong padinya yang siap dipanen.

Peristiwa tahun 1983 di Sungai Ambawang ;

Peristiwa bermula dari ditamparnya warga Madura oleh
pemilik tanah warga Dayak karena menyabit rumput
ditanah milik warga Davak. Merasa dendam karena ditam-
par ia kembali dengan senjata terhunus dan menikam
penamparnya. Pembunuhan ini memicu kerusuhan antar
guku dan baru tuntas setelah dilakukannya ikrar damai

gecara adat.
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Peristiwa tahun 1956 di Ledo dan Sanggau Ledo ;
Peristiwa bermula di Kecamatan Ledo Kabupaten Sambas
kemudian menyebar ke Kecamatan Sanggau Ledo, Kecamatan
Bengkayang, Samalantan, Tujuh Belas, Kotif Singkawang
dan sebagian kecil di Pontianak. Menurut Pemerintah
Daerah Tingkat II Sambas1® kerusuhan sosial antar
etnis di Sambas terjadi dalam dua tahap. Tahap pertama
terjadi pada tanggal 29 Desember 19%6 sampai 31
Januari 1997 di Kecamatan Sanggau Ledo, Ledo, Beng-
kayang dan Samalantan. Peristiwa kerusuhan tersebut
berlanjut kembali ( tahap kedua ) dari tanggal 13
Februari 1997 sampail 12 Maret 1997 di Kecamatan
Sambas, Tebas, Pasiran, Tujuh Belas dan Sungal Ravya.
Namun secara umum Pemerintah Daerah Tingkat I dalam
Laporan Khusus tentang Kerusuhan mencatat bahwa Keru-
suhan Tahap I yang bermula di Kecamatan Ledo Kabupaten
Sambas pada tanggal 29 desember 1996 tersebut berlan-
jut kembali ke Tahap II pada tanggal 29 Jjanuari 1997.
Sejak kejadian tahap II inilah yang menyebabkan keru-
gsuhan meluas sampai ke Kabupaten Daerah Tingkat II

Pontianak, Kotamadya Pontianak dan Kabupaten Sanggau.

Pemerintah Daerah Tingkat II Sambas, Proposal Penang-

gulangan Pasca Kerusuhan Sosial ©Di Kabupaten Daerah
Tingkat II Sambas, halaman 1.
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Dari hasil wawancara dengan 5 (lima) informan Dayak
diketahui kronologis dari kerusuhan antar etnis Dayak
- Madura di Kabupaten Sambas bermula dari perkelahian
yang terjadi tanggal 6 Desember 1996 antara pemuda Bri
(warga Madura) dengan Yukundus (warga Dayak) pada
keramaian HUT Golkar di Ledo. Perkelahian antara
keduanya terjadi karena Bri menggoda seorang {Davak),
keponakan Yukundus. Si paman tidak menerima perlakuan
Bri terhadap keponakannya yang dinilai sudah keterla-
luan. Perkelahian berakhir damai dengan bermaafan,
bagi Yukundus persoalan sudah selesai, namun rupanya
Bri masih menyimpan dendam. Kejadian kemudian berlan-
jut pada tanggal 29 Desember 1996 di Ledo. Waktu itu
berlangsung pesta perkawinan anak Tengku Asnan warga
Lledo yang dimeriahkan dengan hiburan orkes dangdut,
sehingga Dberdatanganlah warga sekitarnya termasuk
Yukundus dan seorang temannya. Sekitar tengah malam
Yukundus dan temannya bermaksud pulang, namun + 300
meter dari tempat pesta, mereka dicegat oleh Bri dan
empat temannya. Tanpa dialog tiba-tiba Yukundus dan
temannya ditusuk dari belakang. Setelah wenusuk
korbannya mereka melarikan diri, sedangkan keduanya
sempat dilarikan ke rumah sakit Bethesdam Sexukam.

Pagi harinya keluarga korban dan beberapa pemuda yang
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bersimpati terhadap korban mendatangi Polsek Ledo
untuk mengetahui iﬁformasi tentang sudah tertangkapnya
pelaku atau belum, namun rombongan kecil ini tidak
memperoleh penjelasan yang memuaskan. Kemudian mereka
memberikan batas waktu sampal jam 12 siang untuk
menangkap pelaku, jika tidak mereka yang akan menang-
kap sendiri. Sampal waktu yang ditentukan, rombongan
yang mulai bertambah ini tidak juga mendapatkan
Jawaban yang pasti. Tuntutan untuk menghadirkan para
pemuka-pemnuka adat dan Madura-pun tidak dapat dipenu-
hi, sehingga mereka bergerak sendiri ke tempat tinggal
pelaku di dusun Merabu - Transosg Lembang + 5 km dari
Sanggau Ledo. Ternyata warga di dusun ini sudah me-
ningggalkan rumah-rumah mereka. Rombongan yang sudah
menjadi massa ini kemudian pelang ke arah Sanggau
Ledo, ditengah perjalanan massa ini bertemu dengan
massa lain yang memakai ikat kepala berwarna merah
vang datang dari arah Ledo. Rupa-rupanya sudah menye-
bar isu bahwa pemuda  yang ditusuk wmeninggal dunia.
Kemarahan massa semakin berkobar, massa menjadi sulit
dibendung. Massa ini kemudian méndatangi barak tentara
tempat warga Madura diungsikan dan melakukan demon-
strasi disana. Aparat yang kewalahan kemudian melepas-

kan tembakan ke udara, ini membuat kemarahan massa
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semakin berkobar. Belum lagi tersiar kabar bahwa
berpuituh-puluh truk warga Madura menyerang Bengkayang
dan perkampungan Dayak lainnya. Kabar ini wmemicu
kemarahan warga Dayak, sehingga sepanjang jalan Ledo -
Sanggau Ledo - Bengkayang mereka merusak dan membakar
gsetiap rumah yang mereka ketahul milik suku Madura.

Di lain pihak setelah ketidaksigapan aparat dikonfir-
masikan kepada salah seorang informan EW, ia menyata-
kan bahwa sebenarnya polisi telah berhasil menangkap
para pelaku, walaupun masih ada vyang belum. Tetapi
untuk menghindari tindakan main hakim massa vyang
sedang marah, polisi mengamankan dengan merahasiakan
tempat penahanan para pelaku penusukan. Tindakan
semacam inilah yang menimbulkan kesan ketidaksigapén
para aparat.

Dari wawancara dengan informan LA seorang pejabat
Pemerintah Daerah Tingkat ITI Sambas dan Laporan Pemda
Tk.I Kalimantan Barat diperoleh gambaran bahwa dibe-
berapa lokasi kerusuhan sebagaimana dilaporkan Muspika
Kecamatan Tujuh Belaé, Samalantan, Bengkayang, Sanggau
Ledo, dan seluas bahwa sampal dengan tanggal 9 januari
1997 keadaan telah kembalili seperti keadaan semula.
Namun keadaan aman dan tentram tersebut kembali rusuh

dan bahkan meluas sampai ke luar Kabupaten Sambas pada
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kejadian Tahap II. Kerusuhan Tahap IT ini begmula pada
tanggal 29 Januari 1997 pukul 04.15 Wib yang diawali
oleh peristiwa pembakaran 1 (satu) buah truk milik
Koperasi Simpang Dua yang dititipkan di Yayasan Pancur
Kasih Kelurahan Siantan Tengah KXecamatan Pontianak
Utara Kotamadya Tingkat II Pontianak dan pembakaran
2{dua) sepeda motor yang diparkir di halaman kantor
Yayasan tersebut. Pembakaran ini dilakukan cleh + 100
warga Madura. Sekitar pukul 04.45 Wib warga Madura
bergerak menuju Kompleks Asrama Asisi SPP dan SMU
Kanisius serta melakukan penganiayaan terhadap dua
orang wanita dari suku Dayak, penghuni asrama terse-
but. Kejadian ini memancing kembali kemarahan warga
Dayak sehingga mupcul kemudian tindakan saling memba-
las antara keduanya. Demikianpun dengan tindakan warga
Madura vyang menyetop setiap kendaraan yang lewat di
Desa peniraman Kabupaten Pontianak, yang menyebabkan
terbunuhnya seorang Kepala Adat/Kepala Desa Maribas
Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, menimbulkan ke-
marahan warga Maribas dan memicu kembali gejolak di
beberapa tempat di Kabupaten Sambés. Demikian aksi
saling mémbalas dan membunuh terus berlangsung,
geperti di desa Sengah Temilah, Toho, Menialin, Roban,

Bengkayang.
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C. Faktor Penyebab Dan Meluasnya Kerusuhaﬁ Antar Etnis Di
Kalimantan Barat
Berbicara mengenai penyebab dan meluasnya kerusuhén
antar etnis Dayak - Madura merupakan persoalan vyang kom-
pleks. Dari hasil pengamatan dan hasil wawancara di lapangan
teridentifikasi adanya empat faktor yang mempengaruhi timbul
dan meluasnya kerusuhan. Faktor yang dimaksud adalah faktor
budaya, faktor ekonomi, politik di daerah dan kebijakan
aparat {(polisi) di lokasi penelitian termasuk Jjuga faktor
kebijakan pemerintah baik pusat dan daerah yang berorientasi
pada bidang ekonomi. Faktor-faktor ini terakumulasi dalam
berbagai bentuk dan rasa ketidakpuasan serta kekecewaan
orang-orang Dayak terhadap orang Madura, mungkin termasuk
pula terhadap etnis lain dan kondisi vang melingkupinya.
C.1l. Faktor Sosial - Budaya
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, faktor
ini paling dulu disebut sebagai salah satu faktor penye-
bab oleh semua informan. Dari 9 (semwbilan) informan kunci
yvang terdiri baik dari kalangan pemuka agama, adat,
pemerintahan dan aparat hukum serta beberapa responden
dari masyarakat umum dan kalangan intelektual menyebutkan
bahwa faktor budaya memberikan kontribusi terbesar terha-
dap meluasnya kerusuhan di Kalimantan Barat. Dengan

demikian peneliti menempatkannya sebagai faktor utama
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- penyebab timbulnya kerusuhan antér etnis Dayak - Madura.

Perbedaan-perbedaan budaya yang cukup tajam antara kedua

etnis dapat digambarkan sebagai berikut:

C.1l.l. Aspek religius

Pada umumnya orang-orang Dayak penganut agama

nasrani kristen Katholik dan Prbtestan vang taat.
Digamping itu diakui juga bahwa mereka adalah pemegang
adat vang kuat. Menurut para informan mereka sangat
percaya bahwa setiap kehidupan dan makhluk dalam alam
ini memiliki jiwa atau semangat (the Living spirit).
Sehingga tidak heran setiap aktivitas suku atau anak-
anak suku Dayak selalu dihubungkan dengan kehidupan
religius, baik itu yang berkaitan dengan magis religius
maupun kosmos religilus. Mereka percaya bahwa makhluk-
makhluk halus itu ada dan menempati alam sekeliling
tempat tinggal manusia, bertubuh halus sehingga tidak
dapat tertangkap oleh panca indera manusia, yang mampu
berbuat hal-hal vang tidak dapat diperbuat manusia,
mendapat suatu tempat yang amat penting di dalam kehi-
dupan manusia, sehingga menjadi objek penghormatan dan
penyembahan dengan berbagai upacara doa, sajian dan
korban. Mereka Jjuga mempunyai konsepsi tentang dewa

vang baik maupun yang jahat, sifat-sifat dan tanda-
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tanda dewa, konsepsi tentang makhluk halus seperti roh
leluhur, konsepsi tentang tertinggi yang disebut Ilah -
Tertinggi {(Duata atau Jubata). Upacara-upacara, doa-
doa, sajlian atau korban begitu dekat dengan kehidupan
mereka sebagal bentuk penghormatan dan penyembahan agar
kehidupan mereka tidak diganggu oleh Duata/Jubata/Ilah.
Dengan demikian jika ada tindakan. yang wmengganggu
keseimbangan alam maka harus ada denda sebagai bentuk
korban sesuai aturan adat untuk mengembalikan keseim-
bangan tersebut. Misalnya apabila terjadi peristiwa
pembunuhan, wmaka untuk mengembalikan keseimbangan
akibat pembunuhan tersebut, si pelaku atau keluarganya
harus dikenai hukum secara adat. Walaupun si pelaku
sudah dikenail hukum formal oleh negara, hukum secara
adat tetap menjadi keharusanl”’.

Informan LA dan 2As keduanya tokoh Dayak dan Th.
seorang inteletual Dayak  menggambarkan bahwa pada
masa lalu sebenarnya tindakan pembunuhan

17. Dalam pandangan masyarakat Dayak Hukum Adat mempunyai
kedudukan yang penting. Semua pelanggaran yang terjadi
harus diselesaikan menurut hukum adat terlebih dahulu,
baru kemudian hukum negara. Dengan demikian masyarakat
yvang menjunjung hukum adatnya tersebut akan tenang.
Bahkan beberapa informan berpendapat apabila sudah di-
terapkan hukum adat maka masyarakat adat terkadang ti-
dak mempersoalkan apakah pelanggaran itu akan dibawa
ke pangadilan atau tidak.
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vang menghilangkan nyawa orang lain harus dikenai
sanksi adat yang sama dengan akibat perbuatannya, yakni
adat ganti nyawa atau Pati Nyawa18. Namun seilring

dengan masuknya agamal9 dan terjadinya perkembangan
serta perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat
Dayvak, maka sganksi adatlterhadap tindakan_pembunuhan
mengalami perubahan pula, yakni diganti dengan denda

adat yang dianggap mempunyai nilai sama dengan akibat

18. Hukum Adat masyarakat Dayak terbagi dua, yaitu vyang di-
sebut sebagai Hukum Adat Darah Putih - kurang lebih
Hukum Perdata dan Hukum Adat Patih Nyawa - kurang
lebih Hukum Pidana. Hukum Adat Patih Nyawa merupakan
imbalan hukum terhadap seseorang yang sengaja atau
tidak sengaja melakukan pembunuhan. Ataupun suatu per-
buatan melukai atau merusak salah satu diantara organ
tubuh manusia yang mengakibatkan meninggalnya se-
seorang. Perbuatan ini dituntut atau diancam dengan
tiga katagori sebagai berikut: a. Nyawa diganti nyawa,
b. Nyawa ganti dengan 25 macam bahan kuno, c. Karamigi
- seluruh keluarga pelanggar berkewajiban membayar.
Pada saat ini Adat Patih Nyawa sudah tidak diberlaku-
kan lagi, namun sesuai dengan perkembangan maka terha-
dap perbuatan sejenis diganti sanksl adatnya dengan
denda atau kompensasi berupa wuang yang nilainya
dianggap sebanding dengan akibat perbuatannya di-
samping sejumlah syarat sebagai simbol pengembali ke-
keseimbangan vyang sudah dirusak (Lontaan, Sejarah
Hukum Adat Dan Adat Istiadat Kalimantan Barat, Pemda
Tingkat I KalBar, Pontianak, 1975, halaman 313 - 315).

19. Missi Khatolik diperkirakan mulai masuk di Kalimantan
Barat pada tahun 1892 yaitu melalui Jalur pendidikan
formal Volksschool oleh pastor-pastor Khatolik asal
Belanda di Singkawang, Sejiran (1894), Sintang (1907)
dan Pontianak (1910) (Lihat Tjilik Riwut, Kalimantan
Membangun, 1979, halaman 170 dan Profil Propinsi RI
Kalimantan Barat, Yayasan Bakti Wawasan Nusantara
bekerjasama dengan majalah Telstra, 1992, halaman 297.
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vang ditimbulkan. Penyelesaian damai dengan cara denda
ini menuntut kompensasi yang cukup tinggi. Ini dimak-
sudkan sebagai pengganti dari seluruh anggota tubuh,
seperti jantung, hati, mata, tangan, telinga, dan
seterusnya yang kesemuanya berjumlah 44 (empat puluh
empat) Jjenis. Adat ganti nyawa atau Pati Nyawa pada
masa-masa . selanjutnya dalam kehidupan orang Dayak
hanyalah merupakan sejarah dari kehidupan masyarakat
Dayak pada masa lalu. Selain itu pengaturan atau peng-
gantian bentuk sanksi ini wmenjadi sanksi denda vang
berat dimaksudkan untuk mencegah wmasyarakat Dayak
dengan mudah wmelakukan pembunuhan. Melihat kembali
kebelakang, informan As menijelaskan bahwa adat Pati
Nyawa mengandung filosofis dimana orang Dayak sangat
menghargai kehidupan, sehingga suatu tindakan vang
mengakhiri kehidupan tersebut harus pula diperlakukan
sama. Dalam kerusuhan sosial 1996 - 1997 dikisahkan
dengan jelas oleh informan EW seorang aparat hukum di
Sanggau Ledo bahwa adat yang pernah hidup beberapa
waktu lampau digunakan kembali oleh orang-orang Dayak
untuk memerangi orang Madura. Informan Dayak As dan LA
menceritakan bahwa sebenarnya adat Pati Nyawa ini
muncul di luar kontrol. Para tokoh pemuka adat sendiri

sulit meredam kemarahan massa Dayak yang sudah mencapai
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titik klimaksnya. -Rasa kejengkelan dan kekecewaan
orang-orang Dayak terhadap orang Madﬁra vang sudah
menumpuk diungkapkan oleh semua informan baik dari suku
Dayak sendiri maupun suku lain seperti, Jawa, melayu,
dan Padang. Informan Yds seorang mantan Camat Ledo
menceritakan bahwa kejengkelan crang-orang Dayak ini
pernah diungkapkan dalam suatu rapat desa.

Mereka minta agar orang-orang Madura sebagal pendatang
dapat menyesuaikan diri dengan keadaan dan adat budaya
setempat. Lebih lanjut diungkapkan bahwa sifat-sifat
orang Madura yang suka menang sendiri dan suka mengam-
bil hak orang lain, sering menimbulkan rasa jengkel.
Misalnya yang terucap dalam kata 'kecil ayam tetangga,
besar menjadi miliknya', ‘yang diminta satu - dua buah
kelapa yang diangkut sekarung kelépa', demikian pula
soal batas tanah (ladang) dan padi yang kerap ikut
disabit. Untuk menghindari konflik orang-orang Dayak
maupun suku lain lebih suka mengalah dan bersikap sabar
menghadapi perilaku tersebut. Satu prinsip dari orang-
orang Dayak yang masih dipegang teguh bahwa selama
perselisihan itu tidak menyebabkan darah mengalir atau
nyawa melayang, maka setiap persoalan dapat diselesai-

kan secara damai.
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Menunjuk kasus 1996 dan kasus-kasus yang pernah
terjadi dibelakangnya, konflik antara orang Dayak dan
Madura secara individual selalu befakhir dengan penusu-
kan orang Madura terhadap orang Dayak. Dari delapan
kali peristiwa yang tercatat, harus diakui bahwa kon-
flik individual tersebut selalu diawali dengan penu-
sukan oleh warga Madura. Beberapa peristiwa ini tentu
menjadi catatan tersendiri bagi warga Dayak dan ditam-
bah dengan rasa kekecewaan terpendam terhadap' orang-
orang Madura, maka peristiwa kerusuhan yang ditujukan
terhadap corang Madura tidak dapat dihindari.

Dalam kekecewaan dan kemarahan tersebut adat Pati Nyawa
menjadi pilihan dari tradisi masa lalu sebagai suatu
bentuk perlawanan dari ancaman dan tekanan. Bahkan cara
ini dianggap dapat memberikan suatu pelajaran bagi
orang-orang yvang kurang menghargali hidup. Dengan kata
lain adat Patil Nyawa telah dibangkitkan atau dirangsang
oleh tindakan orang-orang Madura vang dengan mudah
menusuk warga Dayak secara berulang melalul rentetan
kejadian-kejadian lalu. Peristiwa penusukan yang jelas
mengakibatkan keluarnya darah warga Dayak yang ditusuk
ditambah dengan isu matinya waxga Dayak yang ditusuk

tersebut, akhirnya menjadi perangsang yang efektif.
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Sebab darah ini merupakan simbol untuk menentukan
langkah atau tindakan selanjutnya. Tindakan orang Dayak
dalam memerangli orang Madura sebenarnya dapat dipahami
atau dijelaskan melalui suatu analisis sebagai suatu
respon negatif dari stimulan yang diterimanya.
Kejadian-kejadian lalu dan perilaku intens yang diper-
lihatkan atau yang ditunjukan orang madura diinterpre-
tasikan sebagai sudah di luar batas dan kemampuan
toleran untuk menerima.

Digigi lain orang-orang Madura dikenal juga seba-
gaili pemeluk agama Islam yang fanatik. Mereka lebih
memilih sekolah-sekolah Islam seperti Madrasah dan
sanawiyah.atau pesantren-pesantren untuk menyekclahkan
anak-anak mereka daripada ke sekolah-sekolah formal
yvang umum. Jikapun mereka bersekolah pada sekolah-
sekolah formal yang bersifat umum seperti Sekolah Dasar
dan Sekolah Menengah Umum, tapi sore atau malam
harinya anak-anak mereka kembali diharuskan mengikuti
pengajian di surau-surau kelompok mereka. Walau terli-
hat mereka rajin melaksanakan ibadah, seperti sholat
dan naik haji, tetapi tidak jarang mereka juga melaku-

kan pekerjaan-pekerjaan yang dilarang agama, seperti




mencuri, minum, membunuh, berjudi atau menyambung ayam.
Bahkan sering kedapatan seseorang yang sudah haji
melakukan permainan sabung ayam, misalnya. Ketika hal
ini dikonfirmasikan dengan responden "Madura vyang ber-
sangkutan dijawab dengan perumpamaan bahwa dalam hidup
ini selamanya air dan minyak tidak dapat disatukan,
yang‘berarti sholat tetap ditunaikan namun judi juga
tetap jalan. Contoh di atas menggambarkan penghayatan
ajaran agama terkesan hanya dipermukaan saja. Walau
mereka menganggap agama tetap nomor satu dan sangat
menghormati para kyai atau habib terutama di lingkungan
mereka, namun tindakan atau perilaku yané dilarang oleh
agama mereka juga mereka kerjakan. Apalagi jika itu
menyangkut tradisi dan budaya yang meluas di hampir
setiap tipe masyarakat madura. Contoh yang paling dekat
adalah budaya carok vyang hingga kini masih sering
dipraktekkan.

Menurut informan Ms seorang ulama, tokoh masyarakat
Madura dan mantan anggota DPRD Tingkat I, menjelaskan
bahwa carok merxupakan suatu perkelahian massal atau
perorangan yang bertujuan saling membunuh. Carok
menurut informan juga merupakan manifestasi watak keras

dan kaku orang-orang Madura, karena carok, apapun

176




alasannya merupakan jalan pintas yang diambil secara
tergesa-gesa dan ketergesa-gesaan itu hanya akan meru-
gikan mereka yang bertikai. lebih lanjut dijelaskan
oleh informan bahwa carok memang sudah merupakan budaya
di kalangan masyarakat di pulau Madura sebagai jalan
akhir penyelesaian masalah yang terjadi antara pribadi
atau keluarga. Carok menurut mereka merupakan tindakan
untuk menutup rasa malu. Ada ungkapan terkenal orang
Madura yang berbunyi 'lebih baik wmati daripada menang-
gung malu (Ango'an pote tolang e tembang pote mata).
Informan Madura H.S seorang pemuka madura dan beberapa
responden pemuda Madura menambahkan bahwa Orang-orang
Madura amat cepat tergugah kemarahannya apabila diha-
dapkan pada perscalan-persoalan yang menyangkut harga
diri dan keluarga mereka. mereka akan sangat tersing-
gung dan malu apabila harga diri mereka dilanggar atau
diusik oleh orang lain. Dan rasa malu itu dalam pan-
dangan orang Madura harus ditebus dengan cara membunuh
orang vang membuat malu tersebut2?. Menurut Informan

sebenarnya budaya ini  hanya  berlaku di kalangan

20. Pendapat serupa dikemukakan oleh Bisri Effendi dalam buku-
nya Gerak Transformasi Sosial di Madura, P3M, 1990,
halaman, dan Hendro Suroyo Sudagung, Migrasi Swakarsa
Orang-orang Madura Ke Kalimantan Barat, Disertasi,
UGM, 1984, halaman 197 - 199).
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masyarakat Madura sendiri, namun ungkapan-ungkapan dan
tradisi ini jelas berpengaruh pada kepribadian orang-
orang Madura termasuklah Madura perantau. Informan
mengakui bahwa kebiasaan vyang dibawa-bawa itu akan
merugikan si Madura sendiri, sebab dengan budaya setem-
pat sangat bertentangan.

Dari gambaran di atas terlihat perbedéan, dimana
satu pihak masyarakat Dayak merupakan masyarakat vyang
sangat menghargai hidup, segala permasalahan dirembuk
secara musyawarah melalui lembaga adat dan hukum adat
untuk mengembalikan keseimbangan alam mereka, seba-
liknya walau orang-orang Madura wmerupakan penganut
Islam yang fanatik, tetapi mereka juga termasuk orang-
orang vang kuat penghayatan terhadap adat mereka,
seperti carok vyang masih dipertahankan. Penganutan
religi orang-corang Madura ini diimbangi pula oleh
potensi orang-orang Madura vyang keras, gampang marah
dan mudah tersinggung serta secara tergesa-gesa menye-
lesaikan persoalan dengan cara sendiri sebagaimana
tergambar dalam deskrispi penggunaan senjata dalam

getlap penyelesaian masalah.
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C.1.2. Aspek Semangat Rumah Panjang

Ragsa kemarahan, kekecewaan dan kejengkelan orang-
orang Dayak vyang memuncak terhadap perilaku orang
Madura vyang wmembangkitkan kembali sifat tradisional
mereka dalam wujud adat Pati Nyawa, kemudian diperbesar
oleh rasa kesetiakawanan atau solidaritas orang-orang
Dayak yang kuat terutama di saat mereka diserang oleh
musuh. Apabila dikaji scolidaritas Dayak merupakan
refleksi dari (semangat) rumah panjang vyang dapat
dijumpai dalam kehidupan masa lalu masyarakat Dayakzl.
Masyarakat Dayvak wmemandang bahwa Rumah Panjang merupa-
kan sarana penting untuk menjalankan kehidupan berma-
syarakat, membina dan mempertahankan urusan budaya
serta adat istiadatnya yang merupakan nilai luhur yang
ditaati dan dihormati secara turun temurun. Dengan

demikian Rumah Panjang wmembentuk dan mempersatukan

Rumah Panjang (Bentang, Rumah Panjae - Iban, Saoc Langke -
Dayak Banuaka) merupakan rumah tradisional orang Dayak
yakni rangkaian tempat tinggal yang bersambung. Walau-
pun Rumah Panjang orang Dayak tidak sama pada setiap

sub suku pada rumah atau tangganya, namun ide dan
tujuan Rumah Panjang adalah sama. Rumah Panjang orang

Dayak terdiri dari 20 sampai dengan 40 lawang atau
pintu. Tiap bkilik didiami oleh satu keluarga atau soma
dan bila ada vang keluar atau membentuk keluarga vyang
baru ia dapat menyambung bilik lagi dan demikian
seterusnya.
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mereka dalam komunitas yang harmonis dengan sifat-sifat
gotong royong, kebersamaan dan kekeluargaan yang kental
Walau kini sulit bahkan bisa dibilang langka menemu-

22

kan kembali Rumah Panjang sebagai

tempat hunian orang-orang Dayak. Namun semangat yang
menjiwai keberadaan rumah panjang pada waktu 1alg tetap
hidup sampai kini. Semangat rumah panjang inilah yang
membangkitkan solidaritas etnis Dayak untuk bersatu
membantu dan melawan penyebab ketidak seimbangan kehi-
dupan mereka. Sebab setiap ancaman vang ditujukan
terhadap anggota kelompok dipandang sebagai suatu
ancaman terhadap kelompok secara keseluruhan.

Beberapa informan dan responden Dayak mengakui bahwa
semangat ini tetap hidup dan bersemayam dalam diri
individu-individu dayak. Walau kini mereka tinggal
dalam rumah-rumah tunggal yang secara fisik memisahkan
mereka namun kehidupan komunitas tetap dijalankan dalam
pola kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong.

Menurut informan Dayak ada kewajiban moral bagi setiap

Kalimantan Barat Rumah Panjang kini hanya dapat ditemu
kan pada masyarakat Dayak Iban yang hidup dan bermukim
di Kecamatan Batang Lupar - Lanjak dan Kecamatan
Embaloh - Hulu di Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas
Hulu { S.Jacobus E. Frans L dan Concordius Kanyan,
Rumah Panjang Sebagaili Pusat Kebudayaan Dayak dalam
Kebudayaan Dayak Aktualisasi Dan Transformasi, LP3S

- IDRD dan Grasindo, Jakarta, 1994, halaman 199 - 210).
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suku untuk saling membantu anggota keluarga atau sepe-
sukuan lain dalam segala hal. Ini mexrupakan refleksi
dari warisan kehidupan tradisional mereka di Rumah-
rumah panjang masa lalu.
% C.1.3. Aspek Senjata
Sebagaimana halnya dengan banyak etnis di Indone-
sia, masyarakat Dayak juga memilikili senjata yang digu-
nakan dalam melakukan pekerjaan mereka sehari-hari dan
| genjata tradisional wyang dulunya digunakan untuk ber-
perang. Senjata (tradisional) tersebut seperti: Mandau
(ulok), perisai (kelibit), tombak, sumpit, panah vang
digunakan untuk berperang, kemudian kapak, parang dan
senapan lantak vang digunakan untuk melakukan pekerjaan
sehari-hari, seperti senapan lantak biasanya digunakan
untuk berburu binatang di hutan. Menurut adat Dayak
senjata harus diperlakukan secara benar, pantang ditun-
juk-tunjukan dan dibawa kemana-mana, kecuali untuk
tujuan tertentu, seperti bekerja. Bahkan untuk senjata
i tradisional, semacam mandau, menurut informan Ir.
seorang Guru Besar Hukum Adat, untuk mengeluarkan atau
menggunakan senjata mandau tersebut dilakukan melalui
serangkaian upacara ritual dengan sejumlah syarat.
? Senjata yang telah digunakan untuk bekerja harus dile-

takkan atau disimpan di luar rumah atau di bawah
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tangga. Sikap mempertontonkan senjata tajam dalam
pandangan orang Dayak hanya merupakan sikap arogan dan
sombong, sok jagoan, dan seterusnya. Apalagi bila
terjadi masalah atau perselisihan, pihak lawan yang
membawa-bawa senjata dianggap merupakan sikap vyang
mengancam.

Sebaliknya, orang-orang Madura memandang selain
untuk bekerja senjata merupakan salah satu alat peleng-
kap berbusana dengan'tujuan untuk menjaga diri, dengan
begitu pisau akan selalu terselip di pinggang atau
celurit dalam ukuran yang agak kecil terselip di bawah
ketiak kebanyakan pria-pria Madura. Atau bagli mereka
yang berprofesi sebagai supir atau kernet pisau dipas-
fikan selalu ada di dalam kendaraan vang dibawanva.
Fakta ini memang diakul hampir seluruh informan dan
regponden pemuda Madura. Dalam perselisihan, kerap
mereka selalu dengan mﬁdahnya menggunakan senjata,
semacam pisau untuk menyakiti lawannya, apalagi Jjika
itu menyangkut harga diri dan rasa malu, menurut pemuda

Madura membunuhpun mereka berani.
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Dari gambaran di atas dapat dianalisis bahwa begitu
kontrasnya pandangan orang-orang Dayak dan Madura
terhadap seﬁjata23. Menurut orang-orang Dayak senjata

harus diperlaku sedemikian rupa, pantang dipertontonkan

dan dibawa kemana-mana. Hal ini untuk menghindari

mudahnya orang-orang Dayak mengeluarkan senjata begitu

- timbul masalah. Sebaliknya orang-orang Madura menjadi-

kan senjata sebagail asesoris busana sehingga tanpa itu
seakan ada yang kurang. Padahal dalam pandangan Dayak
senjata vang selalu dibawa kemana-mana tersebut akan
mendorong mudahnya etnis ini menggunakan senjata dalam
setiap penyelesaian perselisihan. Menunﬁuk kerusuhan
antar kedua etnis Desember 1996 - Maret 1997 1lalu
termasuk peristiwa-peristiwa sebelumnya, aspek senjata
terlihat menjadi salah satu faktor yang turut memberi-
kan kontribusi timbul dan weluasnya kerusuhan. Tidak
dapat dipungkiri bahwa peristiwa awal dari kerusuhan
tersebut memang selalu didahuluili oleh tindakan penusu-

kan warga Madura terhadap waxga Dayak, seperti peristi-

Institut Ilmu Pemerintahan bekerjasama dengan Pemerintah

Daerah Tingkat I Kalimantan Barat dalam penelitiannya
tentang Faktor - faktor Yang Mempengaruhi Kerusuhan
Di Kalimantan Barat, 1998, halaman 68 - 70, menemukan
juga adanya perbedaan pandangan ini.
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wa 1968 (penikaman terhadap camat warga Dayak oleh
warga Madura), 1977 (penusukan hingga tewas terhadap
Robert warga Dayak oleh warga Madura), 1979 yang menye-
babkan perang etnis akibat penusukan warga Madura
terhadap tiga warga Dayak), 1982 (warga Dayak ditusuk
oleh warga Madura), 1983 (pembunuhan warga Dayak oleh
warga Madura), 1996 - 1997 (kerusuhan terparah akibat
penusukan terhadap dua warga Dayak oleh enam pemuda
Madura} . |

Dengan jelas digambarkan oleh informan SIA,24 seorang
Guru Besar Figipcl Untan, yang sering meneliti tentang
Fenomenan etnisitas di Kalimantan Barat, bagaimana
mudahnya pria-pria dari suku Madura menjadikan senjata
tajam sebagal andalan dalam menyelesaikan masalah vang
menyangkut harga diri mereka. Menurut informan,rsebe—
narnya bukan hanya masyarakat Madura saja yang mempun-
vai tradisi menjadikan senjata untuk menyeleéaikan
persoalan yang menvangkut harga diri, kehormatan atau

rasa malu mereka. Orang-orang Makasar-pun dikenal

Informan adalah Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak. Pemerhati
dan sering meneliti masalah etnogitas di Kalimantan
Barat. Memperoleh gelar doktoxr dari Departement
of Sociology, University of Kentucky USA tahun 1990,
dengan disertasi "Etnicity and Social Change in
Dyaknese, The Society of West Kalimantan, Indonesia'.
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memiliki watak yang keras dan menempatkan kehormatan
dan harga diri vyang tinggi. Sebagaimaﬁa Carok vyang
dimiliki masyarakat Madura, masyarakat Makasar mempun-
yal cara untuk menyelegaikan persoalan antar mereka

dengan menggunakan senjata yang dikenal dengan budaya

siri'%°. Dalam pandangan masyarakat Madura wmaupun

Makasar, demikian dijelaskan, aspek senjata sendiri
gsebenarnya dianggap sebagail pengganti dari salah satu
tulang rusuk .yang hilang, karenanya selalu dibawa
kemana-mana. Namun berbeda dari suku Madura, suku
Makasar mempunyai suatu media penyeimbang dalam dirinya
sebagai kontrol untuk secara hati-hati bahkan rasional
melihat suatu permasalahan. Media penyeimbang vyang
dimaksud oleh informan adalah yang dikenal sebagai

'pesse esse babua' yaitu suatu pandangan yang berisikan

25. Siri'diartikan sebagai rasa malu. Untuk membedakan subs-
tansi dan akibat Jjika sirik diserang, orang Bugis
mengenal 3 (tiga) istilah:

1. Sirik = harkat, martabat dan harga diri manusia.

2. Sirik Masirik = perasaan aib, hina, sebagai akibat
keadaan buruk yang menimpa, misalnya miskin, dungu,
berdosa karena memfitnah dan perbuatan sendiri vyang
menyebabkan seseorang merasa aib (dapat timbul ka-
rena keadaan atau perbuatan sendiri}.

3. Sirik Ripakasirik = perasaan aib sehingga merasa
diri bukan manusia lagi karena penghinaan orang lain
misalnya ditempeleng atau dimaki-maki di depan umum
dituduh melakukan sesuatu vyang aib, padahal tidak
melakukannya (Andi Zainal Abidin Faried, Sumbangsih
Budaya Sulawesi Selatan Untuk Pembentukan Hukum
Nasional, dalam Identitas Hukum Nasional,Fakultas
Hukum UII, Yogyakarta, 1997, halaman 139.
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nilai-nilai beftingkah laku dalam masyarakat,rseperti
bersikap terhadap yang tua, terhadap teman, tidak boleh
dendam, tidak bertindak sewenang-wenang, tidak mau
menyakiti orang lebih dulu, dan seterusnya. Dengan
demikian antara kebiasaan menggunakan senjata atau
budaya siri' dengan sifat keras orang Makasar dipisah-
kan oleh nilai-nilai sebagai media penyeimbang dalam

diri mereka sehingga tidak berkelanjutan. Dengan kata

lain pada masyarakat Makasar penggunaan senjata sebagai

suatu kebiasaan hanya berhenti sampai aspek budaya
saja. Tetapl pada masyarakat Madura nilai-nilai sebagai
media penyeimbang dalam diri mereka tidak cukup untuk
membendung atau menghentikan pertemuan antara budaya
dalam penggunaan senjata dengan sifat keras dan tem-
peramental orang-orang Madura. Sehingga aspek budaya
dan gifat keras atau temperamental ini ibarat
bertemunya api dan . bensin, sehingga apabila harga
dirinya tersinggung gampang mengeluarkan senjata. Namun
bukan berarti sama sekali mereka tidak mempunyai media
penyeimbang. Media penyeimbang itu justru ada di luar
diri mereka. Dalam hal ini orang-orang madura sangat
hormat pada pemimpin tradisional/habib/ kyai/ ustad di
lingkungan mereka. Sehingga mereka dapat diharapkan

mensosialisasikan umatnya. Namun dalam pengamatan
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informan kyai-kyai yang didatangkan oleh warga Madura
sendiri untuk memberikan bimbingan terutama kepada
anak-anak mereka, lebih menguasai ilmu keagamaan dalam
kerangka hubungan Hablumminnallah daripada kerangka
hubungan yang Hamblumminnanas. Sehingga dengan demikian

pemahaman mereka terhadap kehidupan bermasyarakat

gangat terbatas.

1.4, Aspek Pola Permukiman dan Stereotipe Etnis

Orang~orang Dayak hidup dan tinggal di daerah
pedalaman dan membangun kehidupan yang harmonis dengan
alam lingkungannya. Menurut sejarah migrasi etnis ini,
pada awal kedatangannya ke Kalimantan Barat mereka
mendiami dan tinggal di daerah pesisir. Dengan masuknya
orang-orang melayu dan etnis lain seperti orang-orang
Bugis atau Makasar, mereka kemudian masuk ke daerah
pedalaman dan membangun kehidupan mereka di sana.
Orang-orang Dayak sangat menghargai alam dan lingkungan
dimana mereka berdiam, sehingga wmereka memperlakukan
bumi atau-tanah, hutan, dan segala isinya secara khusus
Kepercayaan ini berpijak pada konsep religius magis
dimana alam juga mempunyai jiwa atau semangat (spirit),
karenanya harus diperlakukan dengan baik. Disamping
keterlibatan dan kebersamaan secara mitis, masyarakat

Dayak tidak berani merusak tanah - hutan secara inten-
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sional. Bumi, hutan, sungai dan seluruh isi lingkungan
adalah bagian dari hidup itu sendiri. Menurut informan
Dayak, sebelum melakukan dan mengambil sesuatu dari
alam masyarakat Dayak selalu memberi terlebih dahulu,
sebagai syarat agar mereka mendapat manfaat dan berkah

Dalam mengelola hutanpun éda ketentuan dan kebiasaan
yang harus ditaati, seperti adanya ketentuan atau
kebiasaan bahwa hutan yang diolah itu hanya digunakan
selama 2 - 3 kali masa panen, kemudian harus dibiarkan
agar terjaga kesuburan tanahnya sampai penggunaan 15 -
20 tahun kemudian.Bahkan masgsyarakat Dayak sudah memili-

ki suatu sistem pertanian terpadu yang membagi lahan

atas peruntukannya, seperti kawasan Tembawang26
(timawakng - Kanayatn, Dahas atau pekampung - Dayak
Jelai), kawasan hutan, kawasan pertanian, kawasan

perkampungan dan kuburan. Nampak bahwa masyarakat dayak

Tembawang atau Timawakng dalam bahasa Dayak Kanayatn ada-

lah merupakan tempat pelestarian bermacam pohon buah.
Pohon kuah-buahan ini ditanam oleh orang tua untuk di-
manfaatkan atau dimakan oleh anak cucunya vang akan
datang. Pohon yang ditanam biasanya beraneka macam,
seperti durian, langsat, cempedak, rambutan dan lain-
lain. Pada awalnya nenek moyang orang Dayak membuat
areal tembawang di sekitar ladang dengan maksud untuk
mengalihkan perhatian hama babi-hutan dan monyet agar
tidak merusak padi mereka. Hal ini di dasarkan pada
pengalaman bahwa serangan hama babi hutan dan wmonyet
berkurang di saat pohon buah-buahan di hutan berbuah
( disarikan dari FKalimantan Reviuw, No.33 - Mei
1998, halaman 14).
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dapat menata kehidupan mereka untuk kepentingan mereka
sendiri, dengan begitu mereka punya kewajiban untuk
menjaga dan melestarikan lingkungannya.

Kehidupan mereka vyang tenang dan teratur di
daerah pedalaman, mulai diselingi dengan masuknya
pendatang seperti orang-orang Jawa, Melayu, Madura dan
lainnya, terutama mereka vyang datang melalui program
transmigrasi. Dalam pada itu masuknya pendatang dén
membuat batas dengan pola Dbermukim yang cenderung
mengelompok sebagaimana orang-orang Madura, menyebabkan
komunikasi tidak berlangsung secara intens. Akibatnya
masing-masing etnis mengembangkan pandangan mereka
tentang 'teman' hidup mereka itu. Terlebih-lebih bagi
pendatang vyang tidak mampu menyésuaikan perilakunya
dengan budaya dan adat istiadat setempat, menjadikan
warga asii merasa tidak lagi nyaman berdiaﬁ di tanah
sendiri. Begitupun sebaliknya penduduk pendatang men-
gembangkan pula pandangan atau stereotipe tentang
penduduk setempat. Pola permukiman terpisah semacam ini
memang menyebabkan intensitas interaksi antar kelompok
menjadi rendah sehingga konflik kecil Jjarang terjadi
diantara kelompok, tetapi dalam situasi ini stereotipe
justru dapat memperuncing konflik, akibatnya konflik

antar individu mudah - berkembang sekaligus menjadi

189




28.

konflik antar kelompok. Beda halnya dengan pola permu-
kiman yang terpadu, dimana konflik kecil berﬁotensi
terjadi, tetapi konflik semacam itu justru membuat

mereka saling mengenal dan melalui institusi interaksi

kelompok konflik dapat -segera diselesaikan?’.

.1.5. Aspek Pendidikan

A.Quetelet?® yang meyelenggarakan statistik krimin-
al pada sekitar tahun 1830 dalam hasil penelitiannya
menyimpulkan bahwa faktor pendidikan merupakan salah
satu sebab yang dapat mempengaruhi kejahatan. Sampai
kinipun teori kriminologi yang meuwpelajari aetiologi
kriminal masih mengakuinya.Dalam perspektif vang luas
pendidikan merupakan suatu usaha untuk menumbuhkembang-
kan segala potensi manusiawi sebagal proses untuk
menjadi manusia dewasa seutuhnya. Dengan pendidikan
akan tumbuh kesadaran dan pemahamanan terhadap sesuatu
secara kritis - analitis, mempertanyakan, membanding-
kan, memperhitungkan untung - rugili, wmempertimbangkan
sebab - akibat sesuatu sebelum mengambil keputusan.

Dengan begitu pendidikan menuntun pengembangan kepriba-

~ Sardjono Jatiman, Tidak Ada Etnis Yang Indekost Di

Indonesia, Tabloid Mutiara, Januari, 1987, hlm.7.

Soedjono Dirdjosisworo, Penanggulangan Kejahatan, Alumni,

Bandung, 1983, halaman 28. :
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dian dan kedewasaan berpikir seseorang atau kelompok
sehingga mampu melihat masalah lebih jernih dan rasion-
al. Merujuk pada aspék ini, secara umum data membukti-
kan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kalimantan Barat
masih tergolong rendah. Penduduk tamatan perguruan
tinggi atau akademi, misalnya hanya menunjukan presen-
tase sekitar 0,83 % , tamat SLTA sekitar 7,74 %, tama-
tan SLTP sekitar 6,89 %, tamatan 8D sekitar 28,57 %,
tidak tamat SD 31,29% dan tidak  pernah sekolah
24,21 %29 pari gambaran di atas dapat dikatakan bahwa
sekitar 91,93 % penduduk Kalimantan Barat hanya berpen-
didikan tamat S.L.T.P ke bawah. Fakta ini jelas
memberikan pengaruh terhadap kualitas sumber daya
manusia dalam pengembangan kepribadian dan potensi

dirinya. Demikian halnya yang berlaku terhadap kedua

etnis Dayak - Madura. Dari hasil penelitian dengan

jelas terlihat perbedaan pandangan dan pilihan terhadap

aspek ini. Masyarakat Dayak dalam hal pendidikan terli-
hat agak lebih baik dibanding dengan pendatgng Madura.
Dari wawancara dengan informan atau responden Dayak

tergambar bahwa dilokasi penelitian paling tidak mereka

Kanwil Departemen Penerangan Propingi Kalimantan Barat,

Gambaran Umum Potensi Penerangan Kalimantan Barat,
1997, halaman 4.
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sudah pernah mengenyam pendidikan dasar dan menengah
pertama, untuk selanjutnya karena keterbatasan biaya
mereka akhirnya menjadi petani. Pemuda-pemuda Dayak
yang orang tuanya mempunyai kemampuan wmenyekolahkan
anak-anaknya, lebih berminat melanjutkan pendidikannya
pada sekolah-sekolah kejuruan seperti sekolah guru dan
sekolah perawat, dibanding memilih sekolah-sekolah
umum. Menurut beberapa pemuda Dayak alasannya karena
dengan mendapatkan ketrampilan atau keahlian secara
khusus akan mempercepat atau memudahkan mereka mendapat
pekerjaan. Sebagaimana halnya orang-orang Dayak, keban-
yakan orang-orang Madura 3juga tidak tertarik pada
sekolah-sekolah umum. Kalaupun mereka memilih pendidi-
kan fofmal, maka pilihan mereka jatuh pada sekolah-
sekolah agama Islam, seperti sanawiyah dan sejenisnva.
Dari lokasi penelitian di dapat gambaran bahwa tingkat
pendidikan resgponden Madura sangat rendah,- bahkan
kabanyakan dari responden tidak pernah mengecap pendi-
dikan formal, paling tinggi orang tua mereka dulu hanvya
menyuruh belajar pada guru-guru agama atau kyali mereka

di surau-surau. Kalaupun ada yang disekolah di sekolah

umum, pada sore atau malam harinya anak-anak mereka

diwajibkan mengikuti pelajaran agama atau pengajian di

surau-surat mereka. Kuatnya motivasi kerja orang Madura
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perantau, menyebabkan anak-anak mereka dilibatkan dalam
mencari nafkah, sehingga pendidikan umum dalam pandan-
gan responden bukan hal yang utama. Bahkan hampir semua
responden sependapat bahwa pendidikan dasar saja sudah
cukup bagi anak-anak mereka, asal mereka sudah dapat
membaca, gatam al Qur'an dan pandai\mengaji atau sholat
sudah cukup. |
Gambaran di atas menunjukkan bahwa kesadaran

untuk memperoleh pendidikan yang baik sangat minim,
sehingga wawasan pengetahuan dan pandangan berpikirpun
menjadi sempit. Segala tindakan yang diambil sangat
tergantung pada wawasan dan cara berpikir vang terbatas
tersebut. Dengan pengetahuan dan wawasan yang sempit,
sebagaimana orang Madura di lokasi penelitian, sedikit
saja tersinggung, pisau atau celurit yang bicara, tidak
berpikir akibat yang timbul terhadap orang lain, keluar-
ga dan kelompok. Kekeragan ala orang Madura ini

sayangnya direspon secara sama oleh orang-orang Davak,

meskipun mereka mempunyai alasan vyang kuat untuk itu.

Ditampah pula tingkat pendidikan orang-orang Dayak di

lokasi penelitian hanya sgedikit lebih baik. Jadi Peris-
tiwa Desember 1996 - 1997 itu menunjukkan bahwa aspek
pendidikan memegang peran vang tidak kecil terhadap

pola pikir dan tindakan orang-orang Dayak dan Madura
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yang mempergunakan kekerasan fisik untuk menyelesaikan

konflik diantara mereka.

C.2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga merupakan faktor vang memberi
kontribusi bagi timbul dan meluasnya kerusuhan. Dari 9
informan kunci dan beberapa responden vang diwawancarai
seluruhnya menunjuk faktor ekonomi ini. Faktor ekonomi
vang dimaksud dalam bahasan ini bukan hanya yang berke-
naan dengan kondisi ekonomi kedua etnis, namun lebih luas
dari itu wmenyangkut hal atau kebijakan pemerintah yang
mempunyai proyeksi atau orientasi ekonomi dalam pelaksa-
naan pembangunan di daerah tingkat II khususnya daerah-
daerah pedalaman di Kalimantan Barat. Sebagaimana tergam-
bar dalam deskripsi wilayah, Kalimantan Barat menyimpan
potensi sumber daya alam yang besar. Potensi perdagangan
dalam dan luar negeri sebagail perwujudan letak geografis
yang menguntungkan, potensi perkebunan kelapa sawit,
lada, karet alam, banyaknya sungai besar dan kecil,
pértambangan emas dan potensi hutan vang luas. Dilihat
dari potensi ini seharusnya penduduk Kalimantan Barat
mendapatkan pengaruh dari ekonomi vyang berlipat ganda

(economic multiplier effects), akan tetapi konsekuensi
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logis dari potensi ekonomi tersebut tampaknya tidak
begitu saja dapat dinikmati oleh penduduk setempat3o.
Dalam pada itu pola kebijakan pembangunan nasional yang
bersumber dari pusat tidak memberikan fleksibelitas bagi
Pemerintah Daerah untuk mengakomodasikan kepentingan
masyarakat lokal. Intervensi politik masyarakat di daerah
terhadap gerak pemerintahan sangat terbatas. Pemerintah
mempertahankan kontrol dan wewenang pemerintah pusat
melalul, antara lain struktur kendali militer, spesifika-
si peran pemerintah daerah dan kontrol sumber dava.
Pengendalian tersebut merupakan bagian dari strategi
pembangunan sektoral yang tersentralisasi3l.

Dalam konteks ini kurangnya fleksibelitas pemerintah
daerah  dalam menerjemahkan kebutuhan dan hak masyara-
katnya dapat merugikan masyarakatnya. Keadaan ini akan
diperparah apabila masyarakat lokal yang dirugikan akibat
kebijakan, program atau proyek pemerintah tidak memil-
iki skses yang cukup untuk mempertahankan hak dan

kepentingannya itu.

30. Syarif Ibrahim Algadri, Kemiskinan Atau Pemiskinan ? Di
Kalimantan Barat: Kesenjangan Antara Apa Yang Tampak
Dengan Realitas Sesungguhnya, dalam Negara Dan Kemis-
kinan Daerah, Sinar Harapan, Jakarta, halaman 11.

31. Didik J.Rachbini, dkk, Penyelenggaraan Negara Dan Ekonomi

Rakyat Di Daerah, dalam Negara Dan Kemigkinan Daerah
Sinar Harapan, Jakarta, halaman 10
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Dalam pengamatan informan SIA faktor ekonomi menurutnya
merupakan faktor terbesar pemberi kontribusi bagi timbul
dan meluasnya kerusuhan. Hanya saja dalam pandangan
informan faktor ini tertutupi oleh faktor budaya sehingga

yang wuncul kepermukaan adalah faktor budaya sebagai

pemberi kontribusi terbesar,
C.2.1. Gambaran kehidupan ekonomi kedua etnis
Secara ekonomi kehidupan masyarakat Dayak di

lokasi penelitian sangatlah sederhana. Mereka meman-
faatkan tanah, hutan dan hasilnya untuk memenuhi kebu-
tuhan hidup sehari-hari. Informan A. seorang tokoh adat
gsetempat menceritakan bagaimana dulunya mereka dimanja
oleh alam vang cukup menyediakan kebutuhannya tersebut.
Dengan kata lain dari aspek ekonomi tanah menjadi
gumber pendapatan dan makanan. Di hutan, misalnya
tersedia berbagai jenis binatang buruan dan aneka
pepohonan yang berguna untuk menunjang kehidupan mere-
ka, seperti untuk ramuan obat, membuat rumah, bercocok
tanam dan lainnya. Disamping itu dalam pandangan
masyarakat Dayak tanah mempunyai nilai budaya, nilai
religi dan sosial. Begitu pentingnya tanah bagi kehi-
dupan masyarakat Dayak, sehingga penggunaan dan peman-

faatannya harus dilakukan sedemikian rupa. Terhadap
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tanah yang belum tergarap, mereka mengaturnya dengan
hukum adat, mulai dari tanah-tanah yang dapat dihaki
sampal pada peruntukan tanah untuk kawasan tertentu,
seperti tanah-tanah keramat yang tidak boleh diganggu.
Dengan masuknya pendatang baik itu karena transmigrasi
atau swakarsa maupun para investorh ketertiban dalam
menggunakan tanahnya wmenjadi terganggu. Pendatang
kadang seenaknya saja membabat hutan dan memanfaatkan
tanahnya, padahal tanah itu dikeramatkan.

Kehidupan sosial ekonomi orang-orang Dayak vang
sederhana tersebut dapat dilihat baik secara fisik
mauvpun dari cara dan pola pikir mereka yang sederhana.
Secara fisik rumah-rumah mereka sudah merupakan rumah
tunggal, pada umumnya terbuat dari kayu vyang mereka
dapat di hutan dengan fasilitas rumah tangga yang boleh
dibilang minim. Rumah mereka satu dan lainnya terpen-
car, kalaupun mengelompok paling banyak dua sampai tiga
rumah, kecuali di Ibukota kecamatan.

Keadaan rumah Jum seorang Responden Davak vang tinggal
di wilayah Sanggau Ledo dan dua rumah panggung vyang
berada di seberang jalan rumah responden, menggambarkan
bagaimana tingkat penghidupan responden. Rumah vyang
tergolong sangat sederhana dengan fasilitas rumah

tangga yang minim, tanpa peralatan elektronik termasuk

197




aliran listrik, padahal zrumah responden terletak di
pinggir jalan rumah responden terletak di pinggir jalan
utama kecamatan yang sudah dipasangi tiang-tiang dan
aliran listrik. Pekerjaan sehari-hari responden adalah
berladang. Diceritakan oleh responden kebutuhan se-
hari-harinya seperti sayur dan buah diperoleh selain
dari hasil tanaman jugé masih dapat diperoleh di hutan
walaupun areal ini sudah berkurang. Kalaupun ada hasil
tanaman yang dijual ditu tidak seberapa. Sebagaimana
halnya dengan kehidupan Pak Jum, kehidupan beberapa
responden dayak yang ditemui juga tidak jauh berbeda.
Namun ada Dbeberapa diantaranya vang nampak lebih
berhasil dalam kehidupan ekonomi mereka, terutama pada
orang—oréng Déyak yvang lebih maju, dalam pengertian
mereka memiliki wawasan pengetahuan yang lebih baik dan
pernah mengenyam bangku sekolah, paling tidak sampai
tingkat sekoclah menengah pertama. Informan Ac misalnya,
walau tidak berpendidikan tinggi dan masih tergolong
muda tapi diberi kepercayaan menjadi Ketua Dewan Adat
Dayak Kecamatan. Selama berlangsung dialog kelihatan
bahwa informan mempunyaili wawasan yang cukup luas bukan
hanya mengenzl’ segala hal tentang adat istiadat,
hukumnya, masyarakat adat, dan seterusnya, tetapi juga

segala hal di 1luar ‘'dunianya'. Menurut informan,
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diterimanya kedudukan sebagal ketua majelis adat lebih
merupakan panggilan hati nurani, sebab selain sebagail
penengah dari persoalan yang muncul antar warga, secara
moral ia mempunyail kewajiban untuk wemberdayakan ma-
syérakat asli dari keterbelakangaan. Ketika dikonfirma-
gl mengenai kesederhanaan'kehidupan ekonomi orang-orang
Dayak di lokasi penelitian, informan mengakui bahwa
tingkat kesejahteraan orang-orang Dayak disini memang
harus ditingkatkan. TIa berasumsi bahwa kondisi ini
berawal dari sifét manja orang-orang Dayak terhadap
alam, sehingga mereka malas berusaha. Dulunya alam
menyediakan segala kebutuhan mereka, mulai dari tanah
yang apabila ingin diolah sudah tersedia, sungal dengan
ikannya, hutan dengan kayu, buah-buahan dan binatang
buruan serta lainnya. Kondisi berubah setelah masuknya
pendatang dan berbagai kebijakan vang mengatasnamakan
pembangunan daerah pedalaman. Digini mexeka dihadapkan
pada segala bentuk perkembangan, perubahan dan kompeti-
i yang kurang dipahami oleh masyarakat asli. Mereka
karena keterbatasannya menjadi bingung, tidak cepat
tanggap Gterutama pada tuntutan modernisasi, sehingga
lebih banyak yang sékedar diam menjadi penonton. Sum-
ber-sumber ekonomi menjadi berkurang bahkan hilang

akibat aktifitas-aktifitas pendatang tersebut. Dalam

199




pandangan informan permasalahan ini hanya dapat dipe-
cahkan melalui peningkatan sumber daya wmanusia Déyak
yang mau tidak mau harus berpacu melawan ketertinggélan
ini. Misalnya, memanfaatkan sedemikian rupa tanah—ténaﬁ
adat vyang ada secara bersama atau yang mereka miliki,
sebab diwilayah penelitian ini masih cukup baéyak
texrdapat tanah dan hutan vang dapat diolah. fang
penting dalam pengamataﬁ informan adalah kemauvan ménu-
sianya untuk secara sadar wmeningkatkan kehidupaﬁnya
dengan memanfaatkan kekayaan alam disekelilingﬁfa.
Informan juga mengakui bahwa kemanjaan pada alam inilah
yang mendorong muncul dan berkembangnya stereo#ipe
bahwa etnis dayak adalah etnis yang malas, kurang éiat
bekerja, =abar, polos dan seterusnya.

Sebaliknya pendatang seperti orang-orang Madu?a
dikenal sebagai pekerja yang tangguh dan ulet.
Disamping motivasi mereka merantau memang men%ari
kerja, keuletan mereka dengan bertahap dapat meningkat—
kan kehidupan ekonomi Madura perantau ini. Mereka, fang
semula bekerja disektor pertanian, mulail merambaﬁ ke
sektor lain seperti perdagangan, transportasi, angkutan
barang sampai ke sektor konstruksi pembuatan jalan étau
suplayer bahan atau material jalan. Yang teramati

adalah bahwa kesederhanaan, kesabaran dan kepolésan
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orang-orang Dayak merupakan kesempatan bagl orang-orang
Madura untuk memanfaatkan peluang yang ada. Di bidang
pertanian misalnya, mereka menjadikan tanaman seperti
karet dan jagung berbuah subur, di bidang perkebunan
mereka mendapatkan keuntungan dari menanam sahang atau
lada, di sektor perdagangan mereka membuka warung,
rumah-rumah makan bahkan penginapan, di sektor angkutan
mereka bekerja mulai dari pemilik kendaraan sampail
kernetnvya, demikian pula pada sektor konstruksi jasa,
mereka bekerja mulai dJdari suplayer meterial jalan
sampal pada pekerja jalan atau bangunan. Terlepas dari
sifat-sifat atau perilaku orang-orang Madura vyang
dinilai agak negatif oleh etnis lain terutama etnis
Davak, kehidupan orang-orang Madura menunjukkarn
peningkatan. Ini bisa dilihat dari fisik bangunan yang
dibuat dari material semen dan cukup permanen. Walau
banyak diantaranya yang sudah terbakar, namun masih
dapat dilihat sisa bangunannya. Dari hasil wawancara
pada responden Madura yang kembali lagi ke Sanggau
Ledo, tercatat sebelum kerusuhan mereka rata-rata
minimal sudah memiliki sepeda atau motor disamping
binatang ternak sapi dan kambing. Lain halnya dengan
H.Sa dan H.Fa. yang tergolong masih muda, kedua respon-

den ini adalah pengusaha yang tergolong kaya dan ter-
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pandang. H.Sa. seorang pengusaha rumah makan dan pengi-
napan, angkutan barang dan menyewakan beberapa rumah
miliknya. Untuk melancarkan wusahanya ia memiliki
beberapa truk dan mobil angkutan penumpang. Dalam
peristiwa kerusuhan 1996 1ia Juga terkena imbasnya,
dimana penginapannya di bakar dan fasilitas rumah
tangga seperti telivisi dijarah o¢leh massa Dayak.
Demikian pula nasib vang dialami H.Fa. sebelumnya ia
memiliki sebuah truk, mobil angkutan dan rumah dengan
fagilitas elektronik, geperti parabola, telivisi,
lemarli es vyang kesemuanya habis dibakar oleh massa
Dayak. Atau sebagaimana yang dialami oleh responden St.
walau rumahnya tidak sempat dibakar, namun dua sapi,
kambing dan lima belas ekor ayam kampung, tidak sempat
di bawa dalam pengungsian dan ditinggalkannya kebun
sahang, Jjagung, aan tanaman padi yang hampir dipanen.
Dari beberapa responden yang kembali ke Sanggau Ledo
pasca kerusuhan di dapat informasi bahwa tidak semua
korban kerusuhan Desember 1996 vyang bersedia kembalil
disebabkan perasaan takut terulangnya peristiwa serupa.
Mereka yang tidak mau kembali ke kecamatan lebih me-
milih menetap di ibukota kabupaten atau kecamatan-
kecamatan yang lebih dekat dengan ibukota kabupaten.

Banyak diantaranya yang sudah memiliki tanah dan rumah
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vang dibangun secara permanen32, dalam jangka waktu 1
- 2 tahun. Begitupun dengan Sut responden korban keru-
guhan memilih tinggal di Pontianak karena telah berha-
gil membeli sebuah rumah untuk menetap. Atau

responden 8at vyang berani membeli seharga duapuluh
jutaan untuk sebuah rumah di Pontianak. Uraian di atas
menggambarkan bahwa tingkat kehidupan ekonomi orang-
orang perantau Madura di lokasi penelitian dapat dika-
takan baik33.

Keberadaan orang-orang Madura yang terkesan lebih
nyaman dengan segala macam perilaku yang dinilai nega-
tif, sedikitnya menyisakan rasa Jjengkel, kecewa bahkan
frustasi yang terpendam. Apalagi wenurut informan Ac,
As, dan Yds, bila mereka berlaku seenaknya terhadap
tanah yang menjadi sumber ekonomi orang-orang Dayak

32. TInformasi ini kemudian dibenarkan oleh informan H.Ms, se-
orang pemuka agama di Singkawang yang banyak memberikan
rohani diantaranya kepada korban kerusuhan.

33. Mengamati keberhasilan orang-orang Madura ini, penelitian
P3PK UGM bekerjasama dengan Departemen Agama melihat
bahwa semakin banyak masuknya kapital dan proyek pem-
‘bangunan pemerintah ke Kalimantan Barat, sebenarnya
memberi kesempatan kepada semua pelaku yang ada di
wilayah itu. Namun karena berbagal alasan yang paling
banyak memanfaatkan peluang itu adalah pendatang, se-
perti Madura. Akibatnya banyak anggota masyarakat pen-
datang ini yang menikmati mobilitas sosial ekonomi ke
jenjang lebih tinggi, meninggalkan orang asli {(Laporan
Akhir, Perilaku Kekerasan Kolektif, Kondisi Dan Pemicu,
Executive Summary, 1998, halaman 14.
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atau berlaku tidak semestinya terhadap tanah vyang
mempunyai nilai sakral dan dikeramatkan. Dalam pan-
dangan informan ¥ds. mantan Camat Ledo dan Hj.Ir., guru
besar hukum adat, pandangan orang-orang Dayak terhadap
tanah vang mempunyail nilai sakral atau dikeramatkan,
jelas berbeda dengan konsep tanah vang dikenal oleh
orang-orang Madura. Orang-orang Madura begitu percaya
pada konsep bahwa setiap tanah adalah milik
'Tohan' (Tuhan), karenanya harus dimanfaatkan sedemikian
rupa. Ketika hal ini ditanyakan kepada informan H.Ham,
seorang pemuka agama vyang cukup dikenal masyarakat
Pontianak, dikatakan bahwa sebenarnya benar segala
sesuatu ini memang milik Pencipta atau Tuhan. Dan Tuhan
memerintahkan agar manusia memanfaatkan semua yang ada
ini untuk kepentingan manusia itu sendiri. Namun demi-
kian jelas pemanfaatan itu haruslah diatur dan mengiku-
ti norma dan kelaziman yang ada dalam suatu masyarakat.
Dengan demikian sesuatu yang dipunyai atau dihaki oleh
segseorang tidak dapat dihaki oleh orang lain dengan
cara melanggar aturan atau norma sosial, hukum bahkan
agama. Lebih lanjut ditegaskan bahwa kesalahpahaman

dalam menafsirkan ini memang mungkin terjadi.
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Ternyata rasa jengkel dan kecewa orang-orang Dayak
bukan hanya ditujukan terhadap perilaku dan kondisi
orang orang-orang Madura. Ada sebab lain vyang secara
bersama membuat atau menimbulkan perasaan jengkel dan

é kecewa yang perlahan-lahan menumpuk‘dalam hati orang-
orang Dayak. Dari hasil wawancara terungkap bahwa ada
semacam perasaan kesal, kecewa, terpinggirkan, bingung
yvang bercampur aduk menghadapi sikap 'orang luar' yang
dengan mudah merambah dan memperlakukan tanah atau
hutan atau sumber-sumber ekonomi mereka. Dari informan
diketahul orang-orang Dayak sering tidak puas dengan
berbagai kebijakan pemerintah dan kegiatan-kegiatan
ekonomi yang berlangsung di daerah mereka, sebab pada
akhirnya harapan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi
mereka dengan masuknya atau dilaksanakan kebijakan
tersebut kebanyakan malah memberikan dampak yang nega-

rif3%,

34. Kenyataan ini diungkap oleh hampir semua informan, di-
antaranya informan LA seorang pemuka masyarakat dan
intelektual Dayak vang memegang jabatan penting di
Pemda Tk.II Kabupaten Sambasg, informan As, Ac, keduanya
pemuka adat Dayak, EW Kapolsek, RS Ka.PN Singkawang
dan beberapa responden serta didukung oleh hasil pene-
litian informan SIA tentang Dampak perusahaan Pemegang
HPH Terhadap kehidupan Masyarakat Pedalaman.
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Beberapa permasalahan yang timbul sehubungan dengan
kegiatan ekonomi pada masyarakat Dayak, sebagaimana
diungkapkan oleh informan di atas dirangkum sebagai
berikut:

C.2.2.Digadari bahwa pembangunan daerah di Kalimantan
Barat, khususnya vang diarahkan terhadap daerah
pedalaman dekat dan Jjauh dimaksudkan untuk mengubah
keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik, seperti
meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, meningkat-
kan pendidikan, memperbaiki tingkat kesehatan ma-
syarakat pedalamaﬁ dan seterusnya. Ini peéenting
mengingat 80 % dari jumlah penduduk Kalimantan Barat
hidup di daerah pedalaman atau di desa-desa>.

Faktor-faktor demografi - penyebaran penduduk vyang

tidak merata, geografi vang berbukit, transporpasi

dan komunikasi vang terbatas merupakan faktor yang
menghambat pemwbangunan dan menyulitkan perkembangan
pedalaman Kalimantan Barat, pada akhirnya menimbul-

kan kesenjangan dalam perkembangan ekonomi antar

daerah tingkat II dan antara daerah pantai dan

Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat dan
Kantor Statistik Xalimantan Barxat, Kalimantan Barat
Dalam Angka 1996 (West Kalimantan In Figures 1996)
1996, halaman 79.
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daerah pedalaman.-Namun kesenjangan itu coba dianti-
sipasi dengan salah satunya menghadirkan proyek-
proyek ekonomi yang disesuaikan dengan potensi
daerah. Keberadaan proyek ekonomi, baik dari Badan
Usaha Milik Negara, Swasta atau campuran sebenarnya
sangat didukung oleh masyarakat setempat. Dukungan
ini dilandasi dengan adanya persepsi, harapan dan
janji dari pihak vyang bersangkutan, bahwa proyek-
proyek tersebut merupakan alternatif untuk mengubah
tarah hidup ekonomis mereka. Akan tetapi kehadiran
proyek-proyek, seperti HPH - HTI dan pengoperasian
perusahaan-perusahaan tersebut berdampak terhadap
lingkungan hidup, kehidupan sosial, ekonomi dan
budaya penduduk setempat36. Daerah terpencil
berubah menjadi kawasan yang sibﬁk dengan kegiatan
ekonomi dan persaingan serta tantangan untuk memper-
oleh nilai tambah ekonomi bagi setiap orang. Muncul-

nya pemukiman baru yang sarat dengan kegiatan bisnis

menimbulkan perbenturan kepentingan dan budaya.

Munculnya sindikat kejahatan yang dicknumi petugas

36. Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaam Dan Kawasan UGM
Yogyakarta dengan Departemen Agama RI, Perilaku Kekeras
an Kolektif: Kondisi Dan Pemicu, Laporan Akhir, Yogya
karta, 1998, halaman 58.
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atau aparat mempercepat berkurangnya areal hutan
secara drastis. Ekosistem menjadi tergangqu, peruba-
han suhu, dan kondisi lingkungan yvyang menimbulkan
berbagai bentuk bencana alam, hancurnya sistem
pertanian yang menganut pola hubungan tenaga kexja
kekeluargaan dan terancamnya eksistensi penduduk
setempat yang memandang hutan sebagai basis utama
dari kehidupan sosial, ekonomi dan budaya mereka.
Kehidupan menjadi berubah dan menimbulkan kebingun-
gan karena ketidakberdayaan merekas’ .

Di sisi lain eksploitasi hutan yang melampaui
izin yang diberikan pada perusahaan, eksploitasi
hutan oleh penebang liar tidak diambil tindakan
hukum. Bahkan penebangan hutan liar atau tanpa izin
yang belakangan meningkat diduga dilakukan oleh
penduduk lokal vyang didorong dan dibiayai oleh
pejabat, aparat militer, bahkan dilakukan juga oleh

pejabat urusan konsesi sendiri38.

37. Syarif Ibrahim Algadri, Dampak Perusahaan Pemegang HPH Ter-
hadap Kehidupan Masyarakat Pedalaman Di Kalimantan
Barat, dalam Kebudayaan Dayak Aktualisasi dan Trans-
formasi, LP3ES dan Grasindo, Jakarta, 1994, halaman
204 - 260.

38. Syarif Ibrahim Algadri, Op.Cit., halaman 158,
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C.2.3. Permasalahan lainnya adalah adanya diskriminasi

penexrimaan tenaga kerja pada proyek ekonomi di
pedalaman. Dari hasil penelitian informan SIA ter-
ungkap bahwa dari 151 orang karyawan pada tingkat
menengah ke atas vyang bekerija pada dua unit usaha
HPH vyang diteliti, ternyata hanya 21,2 % adalah
penduduk pedalaman (Dayak dan Melayu) vyang berasal
dari berbagal daerah Kalimantan Barat, sedangkan
78,8% lainnya berasal dari luar daerah pedalaman
bahkan dari luar propinsi. Jumlah yang 21,2% itupun
bukan karyawan vyang memegang kedudukan strategis
atau menentukan kebijakan. Selanjutnya diungkap
bahwa keuntungan dari proyek ekonomi terhadap pendu-
duk setempat dalam bidang ketenagakerjaan dan pengu-
pahan memang tidak dapat dipungkiri, namun itu
tampaknya terbatas hanya pada aparat desa atau
kecamatan baik sipil maupun meliter. Petani dan
penduduk pedalaman lainnya kurang mampu wmenyentuh
dan menérik manfaat atau keuntungan dari kehadiran
proyek ekonomi tersebut. Kalaupun peluang itu ada,
utamanya lowongan tingkat menengah ke bawah dan
pekerja kasar, maka lowongan itupun harus diperebut-
kan dengan penduduk perantau yang memiliki kemampuan

rata-rata sama dengan penduduk setempat.
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C.2.4. Demikian halnya dengan pengadaan atau realisasi
proyek pada tahap awal, kerap menimbulkan bentrokan
kepentingan antara masyarakat dan pelaksana proyek,
terutama dalam hal pemberian ganti rugi atas lahan
atau tanah mereka®?.

¢.2.5. Kebijakan pemerintah di bidang kependudukan juga
kerap menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya.
Terutama karena penggunaan tanah adat untuk lahan
transmigrasi dan hak wulayat wmasyarakat adat vyang
kurang diakui. Tanah adat dengan hak wulayat di
atasnya yang telah mereka garap ratusan tahun secara
turun temurun berubah fungsi menjadi lahan transmi-
grasi, tanpa ganti rugi, kalaupun ada kurang memuas-
kan, padahal di atas lahan tersebut terdapat temba-

wang, perkebunan karet dan areal persawahan40.

Kalimantan Review, Xapitalis, Negara Dan Masyarakat Adat,

Berebut Tanah Adat, Nomor 31 Tahun VII, Maret 1998,
halaman 10.

Permasalahan ini juga ditemukan oleh Tim peneliti dari UGM

ditulisgkan dalam Laporannya bahwa ketegangan struktural
yang kini dihadapi oleh orang-orang Dayak jelas tidak
hanya disebabkan oleh ekspansi HPH. Perluasan pemanfaat
an hutan bagi peruntukan lain, termasuk program Trans-
migrasi, juga memberikan kontribusi yang tidak kecil.
Semuanya telah bekerja secara sistematis dan menghasil-
kan semakain menyempitnya lebensraum atau ruang
hidup masyarakat Dayak ke tingkat vyang cukup kritis
(P3PK UGM - Departemen Agama, Op.Cit., halaman 59.
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Dalam hal ini keberadaan berbagai tumbuhan di atas
lahan mereka kurang dihargai. Disisi lain para
transmigran diberikan tanah, dibangunkan rumah dan
diberikan biaya hidup setahun serta dibina oleh
pemerintah. Ini saja dapat dijadikan sebab timbulnya
kecemburuan pada masyarakat setempat4l. Memang
diakui oleh seorang informan, Ac bahwa untuk mengan-
tisipasi efek ini pemerintah telah menerapkan sistem
transmigrasi sisipan, dimana dalam model transmigra-
si ini disisipkan juga penduduk setempat. Namun
menurut informan perbandingannya terlalu besar,
sehingga menimbulkan perasaan terasing atau minder
penduduk setempat. Mengacu pada program transmigrasi
vang ada di dJdaerahnya dikatakan bahwa perbandin-
gannya adalah 10 banding 1, yang berarti setiap

gepuluh Kepala Keluarga dari daerah asal trasmigrasi

disisipkan =atu kepala keluarga dari daerah peneri-

41 . Kondisi ini juga menjadi perhatian Komisi Nasional Hak
Asaci Manusia dalam dalam pernyataan hasil pantauan ter
hadap peristiwa kerusuhan di Kalimantan Barat. Dalam
hasil pantauvannya itu salah satunya dinyatakan bahwa
sistem dan proses perpindahan penduduk harus disempurna
kan sehingga penduduk setempat mampu juga meningkatkan
‘taraf hidupnya bersama-sama penduduk pendatang, sehingga
tidak timbul perasaan diperlakukan tidak adil dalam

kehidupan bermasyarakat dan bernegara ({ Kalimantan
Review, Benang Kusut Konflik Dayak - Madura, Nomor 20
Januari - Februari, 1997, halaman 44.
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ma. Dalam proses selanjutnya penduduk asli ini

dikelilingi oleh penduduk asal transmigrasi yang

note bene mempunyail banyak perbedaan dengan mereka,
misalnya penggunaan bahasa daerah antar transmigran
dalam keseharian mereka yang tidak dapat dimengerti.

Belum lagi kebilasaan-kebiasaan antara keduanya yang

tidak sama. Ditambah lagi dengan kurangnya komunika-

si antara mereka yang disebabkan oleh beberapa hal

di atas, menimbulkan perasaan terasing, perasaan

berbeda atau minder. Akhirnya transmigran sisipan

ini tidak betah dan meninggalkan lokasl transmigran
untuk kembali ke lingkungan mereka semula.

Dari uralan di atas dapat disimpulkan bahwa perasaan
jengkel, kesal, bingung dan frustasi orang-orang Dayak
secara ekonomi bukan hanya bersumber dari perilaku dan
kondisi kehidupan orang-orang Madura saja akan tetapi
bersumber juga pada segala hal yang masuk dalam kehidupan
mereka yang dianggap merusak sumber-sumber ekonomi dan
merugikan kehidupan mereka secara keseluruhan. Dalam hal

ini beberapa kebijakan pembangunan pemerintah dan kegia-

tan-kegiatan ekonomi mulai dari tahap awal sampai pada

realisasi program dianggap tidak secara sungguh-sungguh
bertujuén membantu atau meningkatkan taraf kehidupan

mereka. Bahkan timbul kesan bahwa kebijakan pembangunan
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yang dilaksanakan bukanlah sebagaimana vyang diharapkan
masyarakat pedalaman, karena justru tidak membela kepen-
tingan masyarakat pedalaman dan menghargaili potensi atau

aset yang mereka miliki.

.3. Faktor Politik - Pemerintahan Di Daerah

Dari hasil penelitian, sedikit terungkap bahwa
faktor politik - Pemerintahan di daerah Kalimantan Barat
turut memberikan kontribusi terhadap meluasnya kerusuhan.
Yang dimaksud dalam konteks ini adalah keterlibatan
orang-orang Dayak dalam struktur kekuasaan dan pengambil
kebijakan di daerah. Menurut informan SIA adanya tuntutan
yvang disampaikan langsung oleh masyarakat Dayak mengenai
soal pengisian struktur pemerintahan daerah, seperti
tuntutan terhadap pengisian jabatan Bupati Kabupaten Dati
II Pontianak, merupakan suatu indikasi kurangnya keterli-
batan mereka dibidang politis dan pemerintahan. Z.A
Maulani, seorang intelektual Dayak dan mantan Pejabat
Tinggi ABRI dalam wawancaranya dengan Tabloid Adil, juga
menangkap adanya ketersisihan secara politis etnis ini
dalam struktur pemerintahan di daerah Kalimantan Barat,42

dan menurut Soedjiman mantan Gubernur kali-

Tabloid Adil, Nomor 21 Tahun ke-65, 5 - 11 Maret 1997.
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43,

mantan BRarat dalam wawancaranya43, kondisi semacam ini
dapat menjadi sumber konflik yang potensial. Ketika hal
ini dikonfirmasi melalui wawancara dengan informan,
hampir semua informan Dayak menolak masuknya faktor ini
sebagail penyebab meluasnya kerusuhan, namun selama bef—
langsungnya wawancara peneliti aapat menangkap adanya
ketidakpuasan informan terhadap  tatanan pemerintahan
daerah. Hanya saja kesan semacam ini terungkap dari hasil
wawancara dengan informan Dayak yang ikut atau paling
tidak pernah terlibat secara langsuﬁg dalam pemerintahan
atau percaturan politik di daerah. Dalam pengamatan di
lapangan memang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pemer-
intahan di daerah jumlah orang-orang Dayak yang memegang
jabatan penting atau penentu kebijakan daerah relatif
sedikit dikanding dengan orang-orang melayu yang mendu-
duki mayoritas kursi pemerintahan. Padahal dalam pandan-
gan informan Dayak tidak sedikit putera-putera Dayak
terbaik yang tidak kalah pintarnya dibanding orang Mel-
ayu. Tidak sedikit dari mereka yvang mempunyai pgndidikan
dan kemampuan yang baik dan dapat diandalkan.

Asumsi dari pandangan informan di atas adalah dengan

banyaknya wakil mereka yang memegang posisi kunci dan

Tabloid Mutiara, No.847, Tahun XXX, 14-20 Januari 1997.
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menentukan di pémerintahan, paling tidak kepentingan
mereka terwakili dalam upaya membangun dan mengembangkan
potensi vyang ada. Karenanya ketersisihan secara politis
ini jika tidak direépon secara positif oleh pemegang
otoritas daerah sebagaimana menurut Soedjiman di atas
dapat menjadi sumber konflik yang potensial. Tindakan
agresif orang-orang Dayak terhadap orang-orang Madura
harus diwaspadal sebagal suatu bentuk perlawanan atau
peringatan terhadap perlakuan politik yang mereka dapat-
kan selama ini. Dengan kata lain kondisi ini bisa jadi
merupakan sumber konflik tersamar, sebab dapat saja suatu
etnis menyerang etnis lainnya untuk melampiaskan rasa
tertekan dari kekuatan yang tidak dapat mereka hadapi.
Menurut Sardjono Jatiman dalam wawancaranya44, mengemu-
kakan bahwa kondisi seperti ini merupakan bentuk dari
birokrasi pemerintahan vyang belum National Integration,
dengan kata lain masih adanya fanatisme kesukuan di
pemerintahan. Secara logis jika aparat pemerintah tidak
memiliki fFfanatisme kesukuan dengan alasan apapun, sikap
itu tidak juga ada dalam masyarakat. Dengan begitu ikatan
primordial jangan menjadi batas sosial yang tidak memung-

kinkan masuknya kelompok lain.

Tabloid Mutiara, Ibid, halaman 7.
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C.4. Faktor Kebijakan Aparat Kepolisian

Dari hasil wawancara dengan semua informan kuﬁci
yang terlibat secara langsung dalam penanganan kerusuhan
ketidakpekaan dan kelambanan aparat selalu dituding
sebagai faktor yang turut memberikan kontribusi munculnya
kerusuhan. Bahkan dalam pengamatan informan As, dan H.S,
jika ketika itu aparat dengan segera memfasilitasi perda-
malan antara kedua belah pihak sebagaimana tradisi vyang
biasa dilakukan, diperkirakan konflik tidak akan meluas
dan menimbulkan korban dan kerugian vyang besar. Dari
kronologis kejadian awal dapat diketahui bahwa setelah
mendapat lapofan adanya penusukan, pada malam itu juga
Polisi Sektor Kecamatan Sanggau Ledo melakukan pengejaran
ke Kecamatan Sanggau Ledo dan ke 1lima pelaku tersebut
dapat diamankan dan dibawa ke Polres Sambas di Singkawang
ﬁntuk pengusutan lebih lanjut. Namun kebijakan membawa
pelaku ke Singkawang ditambah ketidak transparanan aparat
terhadap keberadaan pelaku menyebabkan massa Dayak ber-
gerak sendiri ke desa pelaku untuk menangkap pelaku.
Tetapi mendapatkan desa dimana pelaku tinggal sudah tanpa
penghuni, membangkitkan kemarahan wmassa Dayak dengan

melakukan tindakan perusakan terhadap milik orang Madura.
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D.

45,

XKebijakan Dalam Penanganan Kerusuhan Antar Etnis Di
Kalimantan Bar%ﬁ'

Mencermati Dberbagai masalah dan sebab-sebab yang
melatar belakangi timbul dan meluasnya kerusuhan antar etnis
di Kalimantan Barat maka diketahui bahwa penyebabnya sangat
kompleks, tidak hanya menyangkut persocalan yuridis, tetapi
juga menyangkut persoalan sosial, budaya, ekonomi dan poli-
tik. Dengan demikian diperlukan berbagai perspektif vyang
integral dan saling mengisi untuk menjelaskannya.
Persoalan hukum dapat dilihat pada ketidakmampuan hukum
untuk menjembatani atau menjadi media penyelesaian konflik
vang timbul dari berbagal aspek kehidupan budaya, ekonomi
dan politik sehingga hukum hanya jadi penonton dari serang-
kaian aksi bunuh membunuh, balas membalas antar etnis satu
terhadap etnis lainnya. Fenomena sgeperti inil jelas tidak
datang‘ dengan sendirinya, ini terjadi melalui proses dan
waktu yang panjang dalam kehidupan bermasyarakat dan berne-
gara. Jika ditelusuri ketidakberdayaan hukum tidak dapat
dilepaskan dari konfigurasi politik yvang dijalankan

pemerintah selama ini%?,

Konfigurasi politik Orde Baru digambarkan bersifat otoriter
karena menempatkan pemerintah pada posisi vyang sangat
dominan dengan sifat yang intervensionis dalam penentu-
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Meskipun negara ini dibangun di atas pilar-pilar hukum,
bukan kekuasaan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang
Dasar 1945, namun 'das sein'nya hukum lebih banyak dijadikan
alat politis wuntuk melindungi kepentingan penguasa atau
kelompok tertentu, sehingga hukum menjadi tidak aspiratif,
memihak yang kuat dan tidak tegas. Dengan sendirinya hukum
kurang mampu melindungi masyarakat banyak dalam meraih dan
mempertahankan kepentingan-kepentingannya dalam struktur

kehidupan berxrnegara. Dengan kata lain sekalipun di dalam

bentuk penampilan formalnya hukum dengan gagah menyatakan

dirinya sebagai instrumen perlindungan bagi mereka yang
tertindas, di dalam kenyataan materielnya ia sering kali
lebih banyak tampil sebagai instrumen kekerasan bagi pengua-

sa untuk melestarikan dan mereproduksi kekuasaannya46.

...Continued. ..

an dan pelaksanaan kebijakan negara sehingga potensi
dan aspirasi masyarakat tidak teragregasi dan terarti-
kulasi secara proporsional. Bahkan, dengan peran yang
sangat dominan, badan perwakilan rakyat dan partai
politik tidak berfungsi dengan baik dan lebih merupakan
alat justifikasi (rubber stamps) atas kehendak
pemerintah, sedangkan pers tidak memiliki kebebasan dan
senantiasa berada di bawah kontrol dan bayang-bayang
pembreidelan (M. Mahfud MD, Pergulatan Politik dan
Hukum Di Indonesia, Gama Medla, Yogyakarta, 1999,
halaman 8) .

Nasikun, Hukum, Kekuasaan Dan Kekerasan: Suatu tinjauan
Sosiologis, Makalah Seminar Nasional tentang Pendaya-
gunaan Sosiologi Hukum Dalam Masa Pembangunan Dan
Restrukturigasi Global, 1996, halaman 17.
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47 .

Di bidang ekonomi persocalan kesenjangan dan ketidakmerataan
hasil pembangunan timbul akibat pilihan model kebijakan yang
berorientasi pada pertumbuhan semata, wmengakibatkan mu-
nculnya konglemerasi atau konsentrasi aset, monopoli dan
oligopoli47. Kemudian lahirlah raksasa ekonomi dengan modal
yang sangat besar melakukan ekspansi ke berbagai bidang.
Dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki para pemilik wmodal
mendapatkan segala fasilitas dan kemudahan dari pejabat
pemerintah, weskipun melalui cara-cara yang tidak etis
bahkan melanggar hukum.

Menyadari kausalitas masalah dalam skala makro sebagai-

.

maria digambérkan di atas aspek pemberdayaan hukum menjadi
pilihan vyang tidak .dapat ditawar. Konsekuensinya adalah
hukum harus diberdayakan dan ditempatkan pada landasan
semula ketika negara ini mulai dibangun, sehingga pembangu-
nan yang dilakukan dalam semua bidang kehidupan masyarakat
akan berjalan atau bertumpu di atas rel-rel hukum.
Walau diakui untuk menuju pada maksud tersebut harus ditem-
puh sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi agar suatu pende-

katan hukum dapat diandalkan bagi pengendalian kekerasan

Sri Bintang Pamungkas, Kemiskinan Dan Kesenjangan Di
Indonesia: Suatu Evaluasi Atas Kebijaksanaan Pembangun
an Pemerintah, Dalam kumpulan tulisan,Kemiskinan Dan
Kesenjangan Di Indonesia, Aditya Media, Yogyakarta,
1995, halaman 54.
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48.

49.

atau kekuasaan, yaitu Pertama, hukum dimaksud harus dirumus-
kan dan dilakukan oleh mereka yang benar-benar jujur, berke-
pribadian dan tidak mempunyai pamrih, Kedua, lembaga penegak
hukum harus benar-benar dapat dibebaskan dari dan berada di
luar kekuasaan lembaga eksekutif48.

Pemberdayaan hukum dalam konteks ini adalah berhubungan
erat dengan mekanisme bekerjanya hukum dalam masyarakat,
yaltu penegakan hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari
komponen substansial, struktural dan kultural. Komponen
substansial adalah yang berkaitan dengan produk sistem pene-
gakan hukum yang dapat ditemukan dalam peraturan perundang-
undangannya. Komponen struktural berkaitan dengan bagian-
bagian vang bekerja dalam sistem atau mekanisme penegakan
hukum, vyaitu lembaga-lembaga penegak hukum yang bekerja
dalam kerangka fungsi dan perannya dengan berbagai
sarana-sarana pendukungnya. Sedangkan  komponen  kultural
berkaitan dengan ni}ai - nilai, perilaku dan apresiasi

magyarakat terhadap hukum?? .

Nasikun, Op.Cit., halaman 18.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung
1996, halaman 153-154. ,
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Dengan demikian penanganan kerusuhan antar etnis di Kaliman-
tan Barat dapat dilakukan tidak hanya dengan memberdayakan
hukumnya sebagai konsekuensi dilanggarnya suatu ketentuan
hukum, akan tetapi lebih luas dari itu adalah memperbaiki
kondisi-kondisi vyang melatarbelakangi timbulnya konflik
antar etnis. Dalam pada itu penanganan melalui dua pendeka-
tan di atas, dilakukan dalam beberapa tahapan yang menca-
kup penanganan jangka pendek untuk menghentikan konflik
figik dan pernanganan Jjangka panjang yang diarahkan
pada faktor timbulnya kerusuhan. Dalam konteks ini
dapat dikatakan  bahwa  penanganan tersebut dilakukan
dari Dberbagai aspek dan Dbersifat wmenyeluruh. Penanganan
dalam lingkup ini jelas menduduki posisi strategis,
sepab dari paparan hasil penelitian di lapangan didapat
fakta banwa timbulnya kerusuhan antar etnis di Kali-
mantan  Barat juga  disebabkan oleh persoalan-persoalan
di luar hukum, sehingga penting segera dilakukannya
150,

kebijakan penanggulangan yang integra Dengan kata lain

penanganan kerusuhan dengan menggunakan hukum sebagai sarana

Menurut Barda Nawawi Arief upaya penanggulangan kejahatan
perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti
ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal
dan politik sosial; dan ada keterpaduan (integralitas)
antara upaya "penal” dengan “non-penal" (Barda Nawawi
Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 1996, halaman 4y .
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penyelesaian konflik baik ditu hukum negara maupun hukum
adat, tanpa mengurangi arti pentingnya penanganan yang
bersifat non penal, sebab disadari bahwa perscalan kejahatan
atau kekerasan vyang dilakﬁkan. oleh masyarakat dapat Jjuga
bersumber pada masalah-masalah kehidupan bernegara atau
bermasyarakat yang sangat kompleks, vyakni sebagai masalah
sosio - psikologis, sosio - politis, sosio - ekonomi, sosio
- kultural, dan seterusnya.

Dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang sudah
diuraikan maka penanganan kerusuhan antar etnis di Kaliman-
tan Barat diupayakan melalui penanganan sebagail berikut:
D.1l. Penanganan Jangka Pendek

D.1.1. Menghentikan Konflik Fisik Etnis
Dalam penanganan ini yang terpenting adalah
menghentikan konflik antara dua etnis, untuk menghirn-
dari Dbertambahnya korban dan kerugian dari masing-
masing pihak, disamping memberikan pengertian{ menum-
buhkan kesadaran dan memperketat pengawasan terhadap
mereka yang membawa senjata tajam, sebab akan menyulut
kembali pertikaian vyang sudah reda. Terhadap kedua
etnis diserukan untuk dapat wmenahan diri, serta turut
memberikan sumbangan bagi normalisasi kehidupan khu-
susnya di lokasi kerusuhan. Menurut seorang informan RS

upaya ini sangat penting agar mas:3akat dari kedua
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etnis tidak mudah terpancing oleh setiap ucapan atau
tindakan yang dapat merangsang timbulnya kembali perti-
kaian. Kesadaran, pemahamanan masyarakat terhadap arti
penting Kkesatuan persatuan perlu ditumbuhkan atau
ditingkatkan. Untuk itu demikian informan RS kuncinya
terletak pada para teckoh masyarakat, adat, agama,
pemerintah dan bahkan masyarakat itu sendiri. Melalui
para tokoh, sebagai salah satu alternatif wawasan
kebangsaan masyarakat dapat secara perlahan dibuka dan
dikembangkan agar mereka dapat saling menerima dan
saling menghargai sesama.

Disamping itu aparat pemerintah dan tokoh masyarakat di
tingkat propinsi atau kabupaten dapat berfungsi sebagai
fasilitator atau mediator, guna menjembatani aspirasi

kedua etnis®l.

.1.2. Melakukan Ikrar Damai

Penanganan selanjutnya adalah dengan melakukan
Tkrar Damai, dari kedua etnis dengan cara masing-masing
demi memulihkan dan menciptakan kembali suasana aman
dan damali. Cara ini harus disebarluaqkan keseluruh

warga masyarakat, terutama mereka yang bertikai, mulai

.Tangdililing, Konflik Antar Etnik, Sebab Dan Solusi,

Harian Pontianak Post, 16 Juni, 1999, halaman 2.
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dari tingkat propinsi , kabupaten, kecamatan sampai ke
desa-desa sehingga gaung perdamaian dapat didengar dan
diterima di seluruh pelosck. Walau menurut salah
seorang tokoh masyarakat adat YFL cara 4ini sekarang
kurang efektif, namun menurut informan Ir seorang guru
besar adat, cara ini masih dapat memberikan kontribusi

bagi penyelesaian konflik, asal para pemuka adat atau
agama vyang mengakar atau mempunyai akses langsung

kepada masyarakat dilibatkan secara aktif.

.1.3. Melakukan Tindakan Hukum Secara Tepat dan cepat

Persoalan mendasar yang ditemukan di lapangan dalam
hal tindakan hukum terhadap pelaku adalah tidak adanya
kesamaan persepsi antara aparat kepolisian sebagai
pejabat yang wmempunyal kewenangan untuk melakukan
penyidikan dengan keinginan sekelompok masyarakat adat
vang anggotanya menjadi korban penusukan. Menurut
informan EW seorang aparat kepolisian, begitu mendapat
laporan adanya tindakan penusukan, aparat kepolisian
segera menangkap empat dari lima pelaku untuk kemudian
di bawa ke Polres Sambas demi penyidikan lebih lanjut.
Di. pihak lain kelompok masyarakat adat menginginkan
agar pelaku lebih dahulu diserahkan kepada mereka untuk
dimintai pertanggungjawabannya. Menurut informan LA

seorang pemuka adat Dayak, Jjika terjadi kesepakatan
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atau perdamaian antara pihak paling-paling si pelaku
dikenai sanksi adat berupa sejumlah denda dan persyara-
tan lain untuk mengembalikan kondisi atau keseimbangan
yvang telah dirusak oleh pelaku. Bahkan seorang tokoh
Madura yang juga menjadi informan H.S sudah menyanggu-
pi untuk membiayai ongkos perawatan rumah sakit dan
membayar denda adat agar konflik itu dapat  diredam.
Namun kekhawatiran aparat terhadap dugaan 'main hakim'
kelompok masyarakat adat yang terlihat emosi, menjadi-
kan aparat terkesan lamban dan tidak tegas dalam men-
gambil sikap. Situasi yang demikian membuat kelompok
masyarakat Dayak tidak puas, terbukti dengan diberinya
ultimatum bagi aparat untuk segera menemukan pelaku.
Sampal pada batas yang ditentukan, kelompok masyarakat
ini belum Jjuga mendapatkan jawaban yang memuaskan,
sehingga mereka Dbertindak sendiri, hal itu terlihat
dengan mendatangi pelaku di tempat tinggal mereka.
Namun kemarahan mereka memuncak begitu sampai di permu-
kiman tempat tinggal pelaku didapat permukiman sudah
sepi tanpa penghuni.

Informan H.S. dan Ac menilai dalam situasi yang demi-
kian seharusnya aparat tanggap untuk merespon keinginan
masyarakat. Sejarah mengenai koﬁflik antara kedua

etnis seharusnya dijadikan pelajaran atau pengalaman

e e,

iijfbf «f f»i*g*‘.‘ ; .
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untuk secara hati-hati menghadapi persoalan yang timbul
antara keduanya. Untuk merespon keinginan masyarakat
Dayak sebenarnya demikian menurut informan, aparat
kepolisian dapat menjadi mediator vyang menjembatani
kepentingan masyarakat adat yang anggotanya menjadi
korban dengan kepentingan pelaku. Disinilah pentingnya,
letak pemahaman aparat terhadap budaya masyarakat
setempat diuji, khususnya bagi aparat yang bertugas di
daerah - daexrah yang masih kental menganut hukum
adatnya52.

Bagaimanapun jangan terjadi demi untuk mengejar kepas-
tian hukum, aparét mengabaikan rasa keadilan masyarakat
vang berujung pada munculnya konflik baru. Bahkan
menurut HS seorang penasehat hukum, walau secara adat
pelaku sudah mendapatkan sanksi, apafat magih mempunyai
kewenangan untuk terus memproses perkara tersebut
sampai tingkat pengadilan. Dalam hal yang demikian itu
hakim yang mengadili perkara tersebut dapat mempertim-
bangkan hukuman bagi pelaku, misalnya dengan menjadikan

sankei adat sebagail sesuatu yang meringankan hukuman

Sulaiman Mubarask, Peran Penegak Hukum Dalam Menyelesaikan

Perkara Tertentu Dan Upaya Pemeliharaan Tertib Sosial,
Majalah Masalah-Masalah Hukum Undip, Nomor 5, 1997,
halaman 31.
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terhadap pelaku. Penanganan yang tepat termasuk proses
peradilan yang cepat terhadap'penyelesaian konflik atau
suatu perkara tentunya akan memberikan nilai dan
kepuasan masyarakat terhadap kerja aparat. Sehingga
secara perlahan dapat berpengaruh pada performance
aparat 4di mata masyarakat.
.1.4, Mengadakan Forum Dialog Antar Etnis

Upaya lain adalah dengan mengadakan atau memfa-
gsilitasi suatu forum terbuka intern etnis dan antar
etnis dengan tujuan mendialogkan dan menjembatani
perbedaan-perbedaan antara keduanya. Dalam dialog ini
diingatkan dan ditekankan arti pentingnya wmenjaga
persatuan dan kesatuan bangsa demi menjaga stabilitas
daerah dan nasional. Pemerintah daerah perlu memprakar-
gai dialog tersebut dengan bantuan segenap unsur ma-
syarakat terkait termasuk kalangan terpelajar dari
kedua etnis.
Penanganan Jangka Panjang

Upaya penanganan Jjangka panjang diarahkan untuk

memperbaiki kondisi-kondisi vyang baik secara langsung
maupun tidak langsung memberikan pengaruh terhadap timbul
dan meluasnya kerusuhan antar etnis di Kalimantan Barat.

dengan kata lain penanganan ini dapat dilakukan melalui

beberapa aspek sebagail berikut:
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D.2.1. Penanganan Melalui Aspek Budayva

Sebagaimana diuraikan dalam bab tentang faktor
penyebab timbulnya kerusuhan, didapat fakta bahwa
faktor budaya memberikan kontribusi terhadap timbulnya
kerusuhan, karenanya untuk penanganan jangka panjang
terhadap faktor ini dilakukan sebagai berikut:

1) . Untuk mengatasi perbedaan budaya kedua etnis dapat
diadakan sgemacam forum dialog vang bersifat perma-
nen atau suatu institusi sebagai suatu wadah yvang

memungkinkan terjadinya dialog dan interaksi posi-

tif antar etnis. Wadah ini akan menjembatani perbe-
daan antara keduanya. Kedua etnis akan menyadari,
‘memahami dan menghargal perbedaan yang ada®3.

Peran pemuka adat atau agaﬁa dan kalangan terpela-
jar dari kedua etnis mempunyai kedudukan strategis
dan penting dalam mempelopori dan menjalankan wadah
ini. Perbedaan itu perlu terus didialogkan agar
semua generasi utamanya generasi muda dan pendatang
yvang baru merantau tahu dan mengerti persoalan yang

pernah terjadi antara mereka. Secara perlahan

Sardjono Jatiman, Loe.Cit,.
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2).

ditumbuhkan kesadaran untuk-mengurangi atau mungkin
meninggalkan kebiasaan yahg dapat memicu konflik.
Tugu perdamaian yang sudah dibangun harus tetap
dilestarikan sebagal gsimbol perdamaian, agar
mengingatkan kedua etnis untuk selalu belajar dari
pengalaman masa lalu. Institusi permanen ini meﬁga~
tur mekanisme penyelesalan apabila terjadi konflik
antar kedua etnis, dengan kata lain pemuka masyara-
kat kedua etnis masing-masing bertanggungjawab
untuk menyelesaikan dan mengambil tindakan terhadap
warganya itu”4.

Terhadap warga Dayak perlu dikembangkan pemahaman
dan pengertian bahwa manusia itu berbeda, sekalipun
mereka berasal dari suku atau latar belakang vang
gama. 'Persoalan antar pribadi harus diselesaikan
secara pribadi pula jangan sampai melibatkan kelom-
pok. Perlu dikembangkan sikap bahwa makhluk di muka
bumi adalah bersaudara. Pemahaman ini harus dilaku-
kar oleh semua unsur masyarakat terutama para tokoh
atau figur vyang secara langsung mempunyail akses
terhadap masyarakat, umpamanya dalam wmasyarakat

Dayak kedudukan temenggung yang secara murnl bera-

A.B. Tangdililing, Loc.cit.
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sal dan mengakar pada masyvarakatnya sangat dihargai
dan dipatuhi, demikian pula pendekatan para pemuka
agama terutama para kyai yang wmendapatkan tempat
pada masvarakat madura. |
Begitupun halnya terhadap warga Madura perlu dikem-
bangkan pemahaman terhadap kehidupan dan hidup
bermasyarakat, memahami orang lain dan mengembang-
kan sikap menghargai (hak milik) orang lain.
Kebiasaan vyang dapat memicu konflik, seharusnya
dikurangi, seperti kebiasaan membawa senjata atau
mengurangi keinginan dan sifat emosional dalam
penyelesaian konflik dengan senjata tajam. Untuk
menghindari kebiasaan ini menurut responden HS
seorang penasehat hukum, sebaiknya aparat yang
berwenang secara aktif atau rutin melakukan razia
senjata tajam. Selain itu priﬁsip 'dimana bumi
dipijak disitu langit dijunjung' harus diingat dan
ditanamkan dalam setiap ucapan dan perilaku warga
Madura di daerah rantau terutama para perantau yang

baru datang. Dalam wawancaranya, Gubernur Kepala
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Daerah Tingkat I Kalimantan Barat menekankan pen-
tingnya prinsip tersebut®?. Ini merupakan kewajib

an moral seluruh masyarakat Madura, pihak keluarga
dari warga vyang baru, tokoh masyarakat dan juga
tokoh agama yang wmemegang peran strateqgis. Bahkan
mungkin perlu diungkapkan serangkaian konflik yang
pernah terjadi antara keduanya dengan fakfa-fakta
yang benar dan jumlah kerugian yang timbul akibat
konflik tersebut. Jika aspek ini tidak disentuh
maka zkan sulit mengharapkan tidak terulangnya lagi
peristiwa serupa. Dari semua informan maupun
responden  yang diwawancarail termasuk informan
Madura sendiri sependapat bahwa dilihat dalam aspek
budaya ini perilaku orang-orang Madura harus diubah
sedikit jika ingin hidup befdampingan dengan etnis
lain. Dengan kata lain jika ingin diterima dalam
suatu lingkungan mereka harus ‘menyesuaikan diri
atau menerapkan prinsip dimana bumi di pijak,
disitu langit dijunjung. Demikian pula halnya
dengan kebiasaan membawa senjata tajam harus dikur-

angi, sebab dengan keberadaan senjata tajam mereka

55. Akcaya, Di mana Bumi Dipijak, Di situ Langit Dijunjung,
16 Februari, 1997, halaman 2.
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3).

cenderung dengan gampangnya menggunakan senjata
dalam menyelesaikan setiap perselisihan,

Kehidupan mengelompok vang terlihat dalam pola
pemukiman masyarakat Madura secara perlahan dikur-
angi. Mereka sebaiknya tidak hidup secara mengelom-
pok atau mau membaur dengan etnis lain. Demikian
pula penggunaan bahasa dalam komunikasi antar
mereka sebaiknya menggunakan bahasa persatuan,
apalagi jika disekeliling mereka terdapat etnis
lain. Upaya ini menurut semua informan akan
memperkecil konflik, sebab dengan membaurnya mereka
interaksi akan berlangsung secara intens sehingga
satu sama lain dapat saling memahami dan dengan
bahasa yang dipahami bersama komunikasi akan ber-
langsung secara lancar. Semua dugaan atau prasangka
akibat ketidakpahaman bahasa dapat ditekan
sedemikian rupa. Dalam konteks yang lebih luas
upaya ini akan menciptakan pola pemukiman ber-
dampingan yang menyatu atau terpadu dengan penduduk
lain terutama etnis setempat. Mereka terutama anak-
anak mereka akan terbiasa hidup dalam lingkungan
pergaulan yang multil etnik; sehingga dengan begitu
anak-anak sedari kecil sudah terbiasa dengan

perbedaan-perbedaan dan belajar saling menerima
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4) .

satu sama lain. begitu pula dengan lingkungan
pendidikan yang diupayakan menyatu bagi anak-anak
mereka, menurut seorang informan, berperan pula
terhadap kemampuan anak untuk berintegrasi dan
beragimilasi di masa-masa selaﬁjutnya.

Upaya lain yang perlu mendapatkan penanganan adalah
meningkatkan taraf pendidikan kedua masyarakat. Hal
ini bukan merupakan pilihan, tetapi suatu keharusan
Pemahaman akan arti pentingnya pendidikan khususnya
di kalangan orang Madura di daerah Kalimantan Barat
harus ditimbulkan. Peranan orang Madura terpelajar,
tokoh-tokoh masyarakat dan agama perlu ditingkatkan
untuk merespon kesadaran dan keinginan mengecap
pendidikan vang lebih baik, walaupun tujuan mereka

merantau adalah untuk bekerja, namun tanggungjawab

terhadap pendidikan anak-anak mereka harus terus
ditumbuhkan. Menurut informan H.Ms, seorang ulama
Madura, pendidikan agama saja tidak cukup, sehingga
dibutuhkan pengetahuan umum yang salah satunya akan
didapat melalui pendidikan formal. Dengannmendapat-
kan pendidikan yang layak diharapkan wawasan dan
pengetahuan seseorang akan bertambah, sehingga

berpengaruh terhadap tingkat pemahaman, pola pikir
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dan tindakan seseorang. Dengan demikian lanjut

informan semakin tinggi tingkat  pendidikan se-

seorang semakin luas wawasan pemikirannya sehingga

segala tindakan yang diambil akan dipertimbangkan
baik atau buruknya. Sejalan dengan hal tersebut
Informan SIA, seorang guru besar dan sosiolog dari
Untan juga mengingatkaﬁ pentingnya pendidikan ini.
Dengan pendidikan yang baik orang leblih cenderung
berpikir secara rasional, sehingga bila timbul
konflik, penggunaan kekerasan atau kekuatan fisik
(psysical solution) sebagal suatu solusi atau
pemecahan masalah cenderung dihindari.
5) . Menghidupkan kembali peran fungsionaris adat yang

mempunyai akses langsung ke masyarakat bawaﬁ.

Di masa pemerintahan Hindia Belanda, fungsionaris

adat yang terdiri dari Kepala Aleatn {(gotong royong

masyarakat) , Tuha Tahutn (Xepala Tani), Kabayan
(Sekretaris Desa}, Tuha Bide (Kepala Desa atau
Pasirah), Singa atau Pajanang (setingkat di bawah
Temenggung)}, dan Bide Binua atau Temenggung Binua,

sangat berwibawa dan dihormati masyarakatnya.
kKeberadaan mereka juga diakui dan mempunyal wewe-

nang formal dengan negara. Selain sebagai fung-
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glonaris adat, mereka merupakan mediator antara
pemerintah dengan mésyarakat56. Seorang Temenggung,
misalnya selain sebagal pimpinan adat tertinggi di
dalam suatu Binua, ia juga sebagai atasan langsung
kepala kampung.di bawah Camat. Dalam peningkatan
karir, Kepala Kampung yang berprestasi dapat dipi-
lih sebagai temenggﬁng. Kenyataan menunjukan
penting dan berwibawanya seorang Temenggung
sehingga ia diperlakukan seperti 'Raja' dan memper-
oleh hak-hak tertentu yang diberikan oleh masyara-
katnya. Namun dengan dikeluarkannya Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1979 telah  menghapus sama sekali
otoritas ketemenggungan. Undang-undang ini telah
memisahkan secara tegas fungsi atau tugas Kepala
Kampung dengan Temenggung. Kini temenggung hanyalah
aparat masyarakat biasa, sementara Kepala Kampung
merupakan aparat pemerintahan. Banyaknya kegiatan
di_ bawah koordinasi Kepala Kampung mengakibatkan
berkurangnya eksistensi ketemenggungan. Pada awal

pemberlakuan Undang-undang tersebut jabatan politis

56. R.A.Rachmad Sahudin, Hak Dan Kewajiban Dewan Adat Dalam
Pembangunan, dalam Budaya Dayak Aktualisasi Dan Trans
formasi, LP3S - IDRD, @Grasindo Utama, Jakarta, 1994,
halaman 14.
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Kepala KXampung memang dipegang oleh para mantan
temenggung, namun seliring berjalannya waktu jaba-
tan ini diwarnai oleh unsur kepentingan-kepentin-
gan, sehingga vyang duduk dalam Jjabatan tersebut
quang bahkan tidak mempunyali akses ke bawah.
Fenomena ini merupakan salah saﬁu gsebab yang dapat
menjelaskan mengapa kerusuhan akhirnya meluas ke

lokasi lain dan sulit dibendung.

D.2.2. Penanganan Melaluili Aspek Ekonomi

Sebagaimana diuraikan dalam Subbab faktor-faktor

penyebab di atas, terungkap bahwa faktor ekonomi

ternyata turut memberikan kontribusi ternadap timbul

dan meluasnya kerusuhan. Karenanya penanganan Jjangka

panjang melalui aspek ini juga penting dilakukan.

Mengingat beberapa persoalan yang muncul dalam konteks

ini, maka penanganan diarahkan pada

1),

Perbaikan kondisi perekonomian masyarakat pedalaman
Segala bimbingan dan fasilitas untuk mengembangkan
usaha dan - kemampuan mereka  harus diberikan.
Penghargaan terhadap sumber-sumber ekonomi, teruta-
ma terhadap tanah yang mempunyal banyak fungsi,
harus ditunjukkan agar mereka tidak antipati dan
respek terhadap program atau kebijakan pembangunan.

-

Dengan kata lain jika pemerintah konsekuen dengan
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tekadnya untuk memajukan dan meningkatkan taraf
kehidupan wmasgyarakat pedalaman, maka pemerintah
harus memberikan perhatian vang lebih dari pada
yvang sudah pexnah diberikan sebelumnya.

Agar otoritas lembaga-lembaga negara dan kapital
benar-benar dapat mewakili kepentingan masyarakat
banyak, vyang diperlukan dari mereka adalah penin-
gkatan kemampuan untuk memberikan ruang yang sema-
kin lebar bagl akomodasi kepentingan mayoritas
masyarakat yang selama ini tidak mampu bersuara
akan tetapi yang di masa depan akan menjadi tempat
bergantungnya keabsyahan mereka yvang paling
penting57. Begitu pula perhatian terhadap masyar-
akat atau kelompok marginal, seperti orang Madu-
ra. Kineéja orang-orang Madura dalam berkompetisi
di bidang ekonomi atau cara mereka mendapatkan
sumber-sumber ekonomi yang dinilai 'miring', meru-
pakan imbas dari tekanan dan ketidakberpihakan pada
masyarakat bawah. Dalam hal ini pemerintah harusnya
bercermin dan melakukan introspeksi Jjika wemang
bersungguh-sungguh ingin menuntaskan konflik antar

etnis di masa mendatang.

P3PK UGM - Departemen Agama, Op.cit., halaman 75.
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2).

Selain itu pemerintah harus mengkaji wulang kebi-
jakan dalam berbagali bidang yang mempunyai akses
terhadap pembangunan ekonomi, terlebih terhadap
kebijakan ekonomi vyang selama ini tidak memihak
pada rakyat kecil. Hal penting sekarang ini adalah
memikirkan bagaimana upaya yang harus dilakukan
pemerintah utamanya dalam melakukan pembinaan
terhadap masyarakat (pedalaman) agar dapat mengejar
ketertinggalan ekonomi dan menghilangkan perasaan
terpinggirkan dalam pembangunan daerah maupun
nasional. Pembinaan ini tidak hanya menjadi tang-
gungjawab pemerintah saja tetapi Jjuga menuntut
keikutsertaan masyarakat, walau memang dari segi
anggaran yang mampu menyediakan adalah pemerintah.
Dalam hal ini pemerintah dapat bekerja sama dengan
organisasi-organisasi non formal, semacam Lembaga
Swadaya Masyarakat, untuk membantu kebijakan atau
program yang dilancarkan pemerintah.

Kebijakan pemerintah dalam bidang kependudukan juga
perlu dilakukan secara matang. Sistem dan proses

perpindahan penduduk harus disempurnakan sehingga
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penduduk setempat mampu Jjuga meningkatkan taxaf
hidupnya bersama-sama dengan penduduk pendatang58
sehingga tidak timbul perasaan diperlakukan tidak
adil oleh pemerintah. Demikian halnya dengan pem-
berian izin terhadap HPH dan pengawasan terhadap
operasionalisasinya mulai dari tahap awal dan
seterusnya. Atau dalam pelaksanaan program HTI yang
memang bertujuan untuk wmeningkatkan kehidupan
petani. Pemerintah harus bertindak hati-hati dan
belajar dari persoalan yang sering terjadi antara
investor dengan masyarakat setempat. Misalnya yang
kerap timbul adalah masalah pengambil alihan hak
atag tanah (adat). Dengan kata lain semua kebijakan
pemerintah yang memuat proyeksi ekonomi, yvang
diarahkan pada pengembangan daerah-daerah pedalaman
dan peningkatan taraf hidup masyarakatnya harus
ditunjang juga dengan proyeksi sosialnya terhadap

penduduk setempat.

Kalimantan Review, Nomor 20, 1997, Loc.cit.
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D.2.3. Pemberdayaan Hukum Dalam Penanganan Kerusuhan

Etnis DPi Kalimantan Barat

Pemberdayaan hukum merupakan salah satu alterna-
tif untuk mengantisipasi munculnya kembali konflik yang
bernuansa etnik di Kalimantan Barat. Prospek ke depan
sangat baik, sebab secara fungsional hukum dapat
dipakai sebagai sarana pengintegrasi untuk mencapai
harmonisasi sosial. Dengan demikian apabila terjadi
konflik dalam masyarakat maka dengan kekuatan atau
kekuasaan yang ada padanya konflik dapat diselesaikan
secara efektif dan memuaskan. Mempelajari kerusuhan
Desember 1996 sampai Maret 1997 lalu nampak dengan
jelas tidak berdayanya hukum menghadapi tindak kekera-
san dan kesewenangan-wenangan etnis satu terhadap
lainnya. Masyarakat dihadapkan atau diingatkan pada
kehidupan primitif masa lalu dimana hukum riwmba
berlaku. Yang kuat menindas yang lemah, vyang lemah
mengalah pada yang kuat. Kondisi ini merupakan buah
dari praktek penyelenggaraan negara Yyand menjadikan
hukum sebagai alat politik penguasa. Hukum dibuat dan
dijalankan demi melindungi kepentingan—kepéntingan
penguasa, bukan untuk melindungi kepentingan rakyat
kecil. Diakui oleh informan RS Kepala Pengadilan Negeri

Singkawang, bahwa selama ini memang hukum cenderung
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dipandang sebelah mata. Banyak ﬁada miring yang dilon-
tarkan terhadap eksistensinya, seperti hukum hanya
hemihak yang kuat, hukum dapat dibeli, hukum alat
penguasa dan seterusnya sampal pada ‘ketidakpercayaan
masyarakat terhadap pengadilan dan aparatnya. Semua
fenomena itu membuat hukum kurang dipercaya menjadi
wahana terakhir untuk mendapatkan keadilan. Senada
dengan itu responden HS seorang penasehat hukum melihat
bahwa saat ini hukum dalam perkembangannya tidak lagi
mampu menjadi kontrol yang baik, hukum tidak menjalan-
kan fungsinya, bahkan menurutnya hukum sudah menjadi
komoditi politis Yang direkayasa deml kepentingan suatu
kelompok. Dengan bergulirnya reformasi secara nasional,
maka kesempatan untuk menegakkan supremasi hukum menja-
di terbuka. Hukpm secara mandiri harus mengambil tempat
vang terpentiné dengan memberdayakan setiap bagian di
dalamnya. Kekuatan, kekuasaan dan kemandiriannya secara
perlahan akan menumbuhkan lagi kepercayaan masyarakat
terhadap keefektifitasannya dalam penyelesalan setiap
masalah, termasuk dalam penyelesaian konflik antar
etnis di kémudian hari.

Digunakannya hukum adat dalam setiap penyelesaian
kerusuhan akan selalu mewarnal penyelesaian konflik

antar etnis, sebab pemenuhan tuntutan adat bersumber
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59,

pada tujuannya untuk pemulihan atau keseimbangan kosmos

Eksistensi hukum adat sendiri mendapatkan tempat dalam
Undang-undang Nomor 1 Darurat 1951, sehingga walau
peradilan adat dengan sendirinya tidak diakui lagi,
namun hukum adat yang berlaku pada masyarakat adat
masih diakuil keberadaannya.
Untuk sampai pada tujuan tersebut maka pemberdayaan
hukum diarahkan pada
D.3.1. Pemberdayaan Substansi Hukum
Sebagaimana dikatakan oleh Hunt bahwa hukum itu
secara fungsional mempunyai mekanisme pengintegrasi,
merupakan pencerminan dan sekaligus juga indeks dari
solidaritas sosial. Bersama-sama dengan moralitas,
hukum merupakan perwujudan dan sekaligus sarana
untuk mencapail harmoni sosial®?. Fungsi hukum seba-
gaimana dimaksud Hunt di atas hanya akan berjalan
apabila berisikan atau mencerminkan nilai yang hidup
dalam masyarakatnya. Dalam pelaksanaannya selama
ini, sebagimana diungkap oleh semua informan dan

responden hukum kurang mampu menjalankan fungsinya

tersebut yakni menjadi mekanisme pengintegrasi yang

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986,

halaman 260.
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dipercaya sebagal wahana untuk mendapatkan keadilan.
Karenanya ia dipandang sebelah mata dan cenderung
dilecehkan eksistensinya. Kerusuhan Desember 1996 -
Maret 1997 lalu merupakan suatu buktli bagaimana
hukum hanya menjadli penonton dari serangkaian
tindakan kekerasaﬁ. dan pengrusakan vang dilakukan
kedua etnis. Ironis memang di dalam suatu negara
vang menyatakan dirinya sebagai negara hukum, di
dalamnya terjadi serangkaian tindakan anarkis. Semua
informan sependapat bahwa dengan peristiwa tersebut,
hukum sangat jauh tertinggal di belakang, tanpa
mampu bereaksi untuk menghentikan konflik. karenanya
pemberdayaan hukum menjadi gsuatu tuntutan atau
keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Dalam pada itu pemberdayaan pada substénsi
sebagai salah satu unsur hukum tidak hanya wmenyang-
kut bagaimana seharusnya  hukum yang sudah ada
ditegakkan demi menjaga ketertiban dan melindungi
masyarakat, akan tetapi lebih luas dari itu adalah
bagaimana hukum (harus) mengakomodir (perubahan)
nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Upava
merespon nilai-nilai vyang berkembang ini dapat
dilakukan dengan melakukan kriminalisasi atau dekri-

minalisasi atas suatu perbuatan, sebagaimana dimak-
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60.

sud dalam salah satu Laporan dari Simposium Pemba-
haruan Hukum Pidana Nasional tahun 1980 di Semarang

yaitu \
masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas
suatu perbuatan haruslah sesual dengan politik
kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia,
yaitu sejauh mana perbuatan tersebut ber-
tentangan dengan nilai-nilai fundamental vyang
berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat
dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam

rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyara-
60
kat®>.

Sehubungan dengan isi Laporan tersebut dapat dikata-
kan bahwa pemberdayaan hukum dalam konteks ini
dapat diartikan sebagal suatu upaya untuk melakukan
pembaharuan substansi hukum vyang dilihat dari
pendekatan kebijakan khususnya kebijakan penegakan
hukum untuk mengkriminalisasi atau mendekriminali-
sasi suatu perbuatan. Dalam hubungan ini Barda
Nawawi Arief juga melihatnya melalui pendekatan
nilai, karena menurutnya di dalam setiap kebijakan
(policy) terkandung pula pertimbangan nilai  bahwa
pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan
upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali

('re-orientasi dan re-evaluasi') nilai-nilai sosio-

Barda Nawawi Arief, Op.cit., halaman 34.
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politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural yang

melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif

dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan®?l.
Berdasarkan uraian di atas dan hasil atau

gambaran yang diperoleh di lapaﬁgan, maka pem-

berdayaan substansi hukum dalam penanganan kerusuhan

Desember 1996 - Maret 1997 di Kalimantan Barat

diarahkan pada:

1) . Memproses dan Menerapkan Sanksi Pidana sesuai
ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang
Hukum Pidana terhadap pelaku penusukan, pelaku
pengrusakan, pembakaran dan siap saja yang
sengaja menyulut atau memperkeruh keadaan se-
hingga kerusuhan meluas. Dalam konteks ini
menurut informan EW Kapolsek Sanggau Ledo dan RS
Kepala PN Singkawang, terhadap para pelaku gsudah
dikenakan sanksi seéuai ketentuan yang dilang-
gar. Hanya saja menurut informan tidak mungkin
mengadili semua pelaku kerusuhan yang melakukan
perusakan, mengingat sifat gerakan massa yang
gporadis dan spontan. Namun terhadap pelaku yang

dapat diidentifikasi, seperti melalui foto atau

61. Barda Nawawi Arief, Ibid, halaman 32.
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tertangkap tangan tetap diproses secara hukum.
Earus diakui memang bahwa dalam menghadapi massa
(Dayak) terkadang aparat atau pasukan tidak
melakukan tindakan apapun, ini diceritakan oleh
beberapa informan yang terlibat langsung dalam
penanganan kerusuhan. Ketika ini ditanyakan
kepada infofman EW informan menjawab bahwa dalam
situasi di lapangan dimana yang dihadapi adalah
massa vyang sedang marah, wmaka aparat harus
mempertimbangkan secara matang tindakan yang
diambil, termasuk pertimbangan personil yang
dikerahkan untuk mengawasi atau membendung
gerakan massa agar tidak meluas. Disamping itu
kondigi medan atau goegrafi wilayah pedalaman
Kalimantan barat yang berat dan lokasi kerusuhan
yang terpencar menghambat mobilitas aparat atau
pasukan untuk secepatnya mendatangi  lokasi
kerusuhan. Gambaran di atas menunjukan bahwa
tindakan tegas aparat untuk menindak pelaku
kerusuhan terbentur pada beberapa masalah,
sepertl keterbatasan personil yang tidak se-
pbanding dengan luas wilayah “kerusuhan vyang

tersebar.
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2).

Pemberdayaan‘substansi hukum lainnya dapat di
lakukan dengan menerapkan ketentuan yang wmenga-
tur tentang penggunaan senjata (tajam). Secara
yuridis kebiasaan membawa senjata dapat dikena-
kan pidana menurut Undang-Undang Darurat No.1l2
tahun 1951.‘ Dengan adanya dasar hukum ini,
aparat harus secara konsekuen dan kontinue
mengadakan operasi senjata (tajam) dalam ma-
syarakat. Sebab belajar dari kerusuhan 1996 dan
kerusuhan-kerusuhan vyang terjadi sebelumnya
aspek senjata sangat kental mewarnai konflik
kedua etnis tersebut. Bermula dari kebiasaan
kebanyakan pemuda atau pria Madura yang suka
membawa senjata jenis pisau atau délurit apabila
bepergian, menyebabkan mudahnya pria dafi suku
ini mengeluarkan senjatanya itu apabila terjadi
konflik vang menyinggung harga diri mereka. Atau
dengan kata lain .dalam pandangan mereka senjata
merupakan alternatif terbaik untuk memuaskan
rasa ketersinggungan wmereka terhadap lawannya.

Dalam konteks vyang lebih luas pemberdayaan
gubstansi hukum terhadap penggunaan genjata
tajam ini diharapkan dapat berpengaruh terhadap

tingkat kejahatan dalam masyarakat, seperti
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kejahatan atau tindak kekerasan vyang disertail

dengan penganiayaan dan pembunuhan.

D.3.2. Pemberdayaan Sumber Daya Aparat ( Hukum ) Dan

Bekerjanya Dalam Penanganan Konflik Antar Etnis Di
Kalimantan Barat
Dalam uraian di muka sudah disinggung bahwa

pemberdayaa hukum tidak hanya harus dilakukan mela-
lui pemberdayaan substansinya saja, melainkan juga
termasuk pemberdayaan institusi - sumber daya aparat
yvang sama fungsinya dalam menentukan efektifitas
bekerjanya hukum atau suatu ketentuan (UU) dalam
masyarakat. Dengan kata lain pembefdayaan hukum
harus Mencakup semua segl atau unsurnya, sebab
antara unsur satu dan lainnya saling berkait atau
saling wenunjang. Sehubungan dengan itu kinerja
aparat dalam menanggulangi kerusuhaﬁ oleh hampir
semua informan dinilai lamban, kurang cepat, kurang
tegas dan kurang tanggap, sehingga konflik kedua
etnis sempét meluas. Bahkan beberapa responden
sempat mengeluhkan kalau saja pada awalnya aparat
kepolisian tanggap menyerap keinginan kelompok
masyarakat Dayak, mungkin kemarahan massa Dayak bisa
diredam. Menanggapi tudingan tersebut, informan EW

menjelaskan bahwa begitu menerima laporan terjadinya
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penusukan aparat Kepolisian Sektor segera menangkap
dan selanjutnya- akan memproses pelaku. Upaya ini
merupakan salah satu tuntutan tugas agar dengan
tindakan kepolisian yang cepat memproses pelaku
membuat masyarakat Dayak tenang dan puas.

Namun tindakan tegas menangkap pelaku berlawanan
dengan keinginan kelompok masyarakat yang mengingin-
kan pelaku diserahkan lebih dulu kepada mereka untuk
dimintali pertanggungjawabannya secara adat. Namun
persocalan menjadi lain di mata aparat, sebab da-
tangnya kelompok dalam jumlah vyang cukup besar
menimbulkan kekhawatiran dilakukannya tindakan 'main
hakim' oleh massa Dayak terhadap pelaku. Sebagai
pelindung masyarakat aparat mempunyai kewajiban
untuk melindungi siapapun tidak terkecuali penjahat
sekalipun. Tidak transparannya keberadaan pelaku
menimbulkan kesan aparat kepolisian melindungi
pelaku, sedang dimata aparat mekanisme hukum untuk
mengadili sl pelaku sudah jelas aturan dan
gsanksinya. Disinilah informan ¥Yr seorang pejabat
Pemda Tk.II Sambas dan informan aAg Camat Sanggau
Ledo menilai ada kesan aparat membuat semacam dikho-
tomi antara hukum negara dengan hukum adat. Dalam

pandangan responden FZ seorang pakar hukum pidana,
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gsebenarnya dalam menghadapi tuntutan kelompok ma -
syarakat adat Dayak, aparat dapat berpegang pada
ketentuan Undang-undang Darurat No.l1 tahun 1951
mengenal dihapuskannya Peradilan Swapraja dan Pera-
dilan Adat. Dengan demikian sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.1l4 Tahun
1970, mengatur bahwa semua peradilan di seluruh
wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara.
Menurut informan Ir. maksud pasal ini adalah untuk
menutup kemungkinan adanya atau akan diadakannya
lagi Peradilan Swapraja atau Peradilan Adat vyang
dilakukan o¢leh bukan peradilan negara. Namur,
ketetapan ini tidak berarti untuk mengingkari hukum
vang tidak tertulis yang disebut hukum adat, melain-
kan hanya mengalihkan perkembangan dan penerapannya
hukum itu pada peradilan-peradilan negara. Jadil
sebenarnya walau peradilan adat untuk menyelesaikan
persoalahupersoalan adat sudah tidak diakui, namun
hukum édatnya sendiri masih tetap berlaku pada
masyarakat adat. dengan sendirinya keinginan masyar-
akat adat untuk meminta pertanggungjawaban pelaku
tanpa melalui suatu sidang adat, masih dapat diteri-

ma, karena tujuan dari pertanggungjawaban itu
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adalah untuk mengembalikan keseimbangan masyarékat
adat yang sudah dirusak oleh pelaku. Sebagaimana UU
No.1/Drt/1951, konsep XKUHP®2 baru juga tetap menga-
kui eksistensi hukum adat sebagai hukum yang hidup.
Hal ini dapat ditemukan di dalam Bab I Pasal 1 ayat
(3) Kongep vang berbunyi sebagai berikut: Ketentuan
dalam ayat (1) tidak wmengurangi berlakunya hukum
vang hidup yaﬁg menentukan bahwa menurut adat setem-
pat seseorang patut dipidana walaupun perbuatan itu
tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam pada itu informan Ir, seorang guru besar
hukum adat, menjelaskan bahwa sebenarnya masyarakat
adat bukan menolak atau antipatli terhadap mekanisme
vang ditawarkan oleh hukum negara, hanya saja karena
alam pikiran masyarakat adat vyang religius magis,
maka tujuan menghukum pelaku dengan serangkaian
upacara atau denda bukan untuk pelaku secara person-
al, tetapi untuk mengembalikan keseimbangan kehidu-
pan masyarakat adat yang sudah dirusak. jadi dalam

kondisi apapun dan siapapun, masyarakat adat tetap

62. Departemen Kehakiman, Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Baru, Buku Kesatu-Buku Kedua,:Disusun oleh
Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992, disempurnakan
Tim Kecil sampai dengan 13 Maret 1993.
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menuntut si pelaku dikenai sanksi adat. Pemikiran
yvang semacam inilah yang diinginkan oleh semua
informan, agar aparat bersikap respek dan peka
terhadap tuntutan masyarakat. Jika perlu aparat
dapat menjadi fasilitator atau paling tidak médiator
yang menjembatani kepentingan kedua belah pihak.
Dengan Dbertindak cepat dalam menyerap aspirasi
masyarakat adat maka tindakan vyang berakibat fatal
dapat dihindari. Polisi menurut informan mestinya
belajar dari pengalaman kerusuhan-kerusuhan sebe-
lumnya, misalnya dengan cepat menawarkan penyele-
gaian vang bagaimana yang diinginkan pihak keluarga
korban untuk meredam kemarahan masyarakat adat.
Apalagi pihak.keluarga pelaku sudah menawarkan dan
bersedia melakukan upacara adat atau membayar denda
adat sebagal suatu bentuk kesadaran dan penghargaan
pada tradisi setempat. Jika seandainyapun kesepaka-
tan damai vang difasilitasi aparat tidak tercapai,
demikian menurut informan, wmaka setinggi-tingginya
sanksi, sesuai prinsip darah dibalas darah, luka
dibalas luka, si pelaku akan balas ditusuk sebagai
upaya mengembalikan keseimbangan tersebut. Memang,
upaya ini wmenjadi pilihan yang tidak mudah, namun

harus dilakukan daripada mengorbankan kepentingan
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masyarakat Madura vyang tidak bersalah. kiranya
pembalasan yang demikian, tanpa mengorbankan masvyar-
-akat Madura yang lain sudah cukup rasional. Artinya
sanksl adat vyang dijatuhkan itu sebanding dengan
akibat vyang timbul dari hasil perbuatannya. Dari
sinilah nampak bahwa untuk dapat memahami masyara-
kat adat secara keseluruhan, aparat harus dibeka-
1li dengan berbagai disiplin, terutama ilmu sosiologi
dan antropologi (budaya).

Dari gambaran di atas, dapat dikemukakan bahwa
pemberdayaan institusi - sumber daya aparat sebagai
bagian dari pemberdayaan hukum harus diarahkan pada
peningkatan kuantitas dan kualitas (aparatur) hukum,
yvaitu
1l). Memberikan otonomi yang luas kepada Kepolisian

Polri merupakan salah satu aparat penegak hukum
yang mempunyail fungsi ganda, yaitu sebagai pene-
gak hukum sekaligus sebagai pengayom, pelindung
dan pembimbing masyarakat. Sebagaili penegak hukum
polisi dihadapkan pada tugas menjalankan undang-
undang demi ketertiban hukum (legal order) dan
sebagal pengayom, pelindung, pembimbing masyara-
kat polisi dihadapkan pada tugas pemeliharaan

ketertiban (social order).

253




Dalam menjalankan tugas yang sangat berat terse-
but polisi juga terikat dengan ketentuan-keten-
tuan organisasi Angkatan Bersenjata, karena
statusnya sebagal bagian dari ABRI. Tekanan-
tekanan organisasi jelas akan mempengaruhi kiner-
ja polisi dikarenakan polisi akan masuk pada
persoalan kebebasan dan kemandiriannya dalam
melakukan perencanaan organisasi. Namun dengan
terlepasnya Polri dari ABRI sejak 1 April 1999
diharapkan kinerja Polri akan berubah. Sebab
dengan otonomi penuh Polri memiliki kebebasan dan
kemandirian untuk melakukan perencanaan demi
meningkatkan peran dan fungsinya dalam masyara-
kat. Karenanya kemandirian Polri ini harus ditin-
daklanjuti baik secara struktural maupun manaje-
rial. Langkah yang perlu dilakukan segera adalah
melakukan revisi terhadap beberapa peraturan
perundangan, valtu terhadap Undang-undang No.20
Tahun 1982 tentang Pertahanan Keamanan Negara,
Undang-undang No.2 Tahun 1988 tentang Keprajuri-
tan dan Undang-undang No. 28 Tahun 1997 tentang
Kepolisian Negara RI, yang meletakan Polri seba-
gai bagian integral dari ABRI. Pentingnya keman-

dirian Polri nampak dalam lintasan sejarah dimana
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2).

selama pemerintahan Orde Baru Polri telah terkon-
taminasi oleh kepentingan-kepentingan di luar
kepentingan hukum, tersesat dalam praktek-praktek
Pemolisian yang menggunakan pendekatan kekuasaan,
sehingga sosok polisi dilihat dan dirasakan
sebagal penguasa dari pembela hak dan kepentingan
masyarakat, terlihat sebagai penindak dari pada
gsebagal pengayom. Karenanya watak Polri dalam
negara'Indonesia vang mengalami reformasi menuju
masyarakat sipil harus disesuaikan pula dengan
corak masyarakatnya, vyaitu Polisi vang berwatak
sipil.
Secara kuantitas melakukan peningkatan Jjumlah
personil, senjata, pos penjagaan dan kesejah-
teraan aparatur kepolisian. Belajar dari penga-
laman kerusuhan lalu, kinerja aparat dalam
penanganan kerusuhan sélalu berkait dengan
jumlah personil. Pexsonil yang terbatas atau
minim menyulitkan mobilitas aparat sampai ke
desa-desa. Apalagi dengan keadaan geografi
wilayah vang kurang mendukung menambah tingkat
kesulitan aparat untuk melakukan tugasnya.
Secara umum diakui bahwa tingginya rasio antara

polisi dengan jumlah penduduk sangat berpengaruh
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pada kinerja polisi dalam menjalankan fungsi.
Ratio perbandingan jumlah polisi dengan masyara-

kat®3 gsesuai standar Perserikatan Bangsa-Bangsa

adalah 1 : 500, namun yang terjadi di Indonesia
perbandingannya adalah 1 : 1200 (di luar jawa)
atau 1 : 1600 (di pulau Jawa). Jelas ratio

seperti ini tidak memadai, sehingga ini dapat
merupakan pertimbangan bagl peningkatan Fjumlah
aparat. Peningkatan kesejahteraan polisi dalam
bentuk menambah atau menaikan jumlah gaji vyang
diterimanya merupakan suatu kebutuhan. Akan
sulit diterima apabila dengan gajil yang kurang
memadai polisi akan bekerja dengan dedikasi dan
pengabdian yang tinggi. Sehingga menurut
I.S.Susanto, yang nampak di mata masyarakat kita
adalah gambaran peolisi yang negatif dan menya-
lahgunzkan kekuasaannya64.

3. Meningkatkan profesionalisme aparat kepolisian.

Profesionalisme polisi hanya dapat ditempuh

melaluil peningkatan sumber daya manusianya. Upaya

63. Kapolri RI, Hambatan Dan Kesiapan Menuju Polri Berpostur
Sipil, Sambutan pada Pembukaan Seminar Nasional Polisi
PSK Undip, Semarang, 1999, halaman 12.

64. I.S.Susanto, Pertanggungjawaban Polisi, Suara Merdeka,

15 Juli, 1996, halaman VI.
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ini dapat ditempuh melalui pendidikan65 dan ke-
trampilan sebagai sumber pengetahuan untuk me-
ningkatkan kemampuan dalaml menangani pekerjaan
polisi. Deﬁgan pendidikan dan ketrampilan
diharapkan pengetahuan dan wawasan polisi akan
bertambah terutama dalam menghadapi perubahan
masyarakat yang semakin kompleks. Dengan pendi-

dikan dan ketrampilam vyang memadai ditambah

dengan pengalaman polisi di lapangan diharapkan

dapat meningkatkan kemampuan analisa terhadap
suatu masalah sehingga polisi dapat berpikir dan
bertindak dengan tepat. Untuk gsampai pada
tujuaﬁ dimaksud maka pertimbangan untuk merevisi
kurikulum pendidikan Polri sebagal proses trans-
formasi yang outputanya adalah 'sumber daya manusia

vang bexrwatak sipil perlu dilakukan.

64. Hasil penelitian di Amerika menunjukkan adanya kaitan yang
erat antara tingkat pendidikan dan kinerja polisi.
Antara lain dibuktikan bahwa polisi yang berpendidikan
akademi lebih memiliki kepekaan terhadap rakyat, kemam-
puan berkomunikasi dan cara bertindak pada umumnya
(Satjipto Rahardjo, Polisi Berwatak Sipil, Makalah
Seminar Nasional tentang Membangun Polisi Berwatak
Sipil, PSK Undip, Semarang, 8 Juli, 1999, halaman 9}.
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4) .Perlunya mempelajari disiplin ilmu kemasyarakatan
dan antropologi (budaya)
Menyadari kondisi bangsa Indonesia yang kaya akan
suku, budaya dan adat istiadat. Penting bagi
polisi mendapatkan atau mempeiajari ilmu so-
siologi-antropoclogl pada semua level kepangkatan.
Kerusuhan Kalimantan  Barat merupakan  bukti
kurangnya pemahanan aparat terhadap budaya ma-
syarakat setempat. Disiplin ilmu sosiclogi maupun
antropologi akan sangat membantu aparat dalam
menghadapi dan menyelesaikan permasalahan vyang
timbul dalam masyarakat adat.

5) . Meningkatkan disiplin, keberanian dan komitmen
terhadap masyarakat.

Dengan meningkatkan disiplin, keberanian dan

komitmen terhadap masyarakat diharapkan secara

perlahan dapat mempengaruhi kepercayaan masyara-
kat térhadap polisi.

Pemberdayaan institusi - aparat kepolisian untuk
meningkatkan efektifitas kerja sebagaimana diungkap
di atas sangat mendesak untuk dilakukan. Yang jelas
semua tergantung pada keseriusan lembaga untuk
menjadikan dirinya sebagai aparat hukum terdepan

yvang dipexcaya masyarakatnya untuk mengemban tugas
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menjaga ketertiban dan penegakan hukum.

Digsadari bahwa dalam tugas (penegakan hukum) itu
polisi tidak bekerja sendiri melainkan bekerjasma
denga aparat hukum yang lain, sehingga tuntutan
peningkatan kinerja sebagaimana pada polisi juga
berlaku terhadap aparat hukum yang lain. termasuk
kesadaran masyarakat sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dalam upaya mengefektifkan hukum.
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BAB IV

PENUTTUP

A. Kesimpulan

1.

Kerusuhan Kalimantan Barat vyang terjadi di Kabupaten
Daerah Tingkat II Sambas yang meluas ke Kabupater Daerah
Tingkat II Pontianak, Kotamadya Pontianak dan Kabupaten
Daerah tingkat II Sanggau, tanggal 29 Desember 1996 -
Maret 1997 lalu merupakan kejadian ke delapan kalinya
yang melibat&qp dua etnis Dayak dan Madura. Permasalahan
yang pada awéinya bergifat pribadi, akhirnya merebak dan
meluas menjadi persoalan antar etnis. Kerusuhan dua
etnis tersebut telah membawa dampak yang cukup luas, baik
itu kerugian material - harta benda berupa bangunan
fisik, prasarana - sarana ekonomi, pérkebunan, pertanian
dan barang modal yang mencapal milyaran rupiah sampail
pada tindakan pembunuhan yang brutal menewaskan ratusan
orang. KOMNAS HAM mencatat bahwa dalam kerusuhan Desember
1996 - Maret 1997 telah terjadi pelanggaran atas hak
hidup (Right to 1life), hak bebas dari rasa takut (Freedom
from fear) dan hak atas kepemilikan (Right to property).

Menyadari bahwa konflik fisik antar kedua etnis telah
terjadi secara berulang-ulang maka jelas dipexrlukan suatu

pengkajian dan penelitian yang komprehensif untuk mene-
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mukan akar permasalahan dalam upaya pemecahan dan

penanganan kerusuhan di masa mendatang.

Dari hasil pengamatan di lokasi penelitian dan hasil

wawancara dengan para informan diperoleh gambaran bahwa

faktoxr penyebab timbul dan meluasnya kerusuhan antar

etnis di Xalimantan Barat disebabkan:

a.

Faktor sosial - budaya yaitu adanya perbedaan dalam
pandangan dan nilai-nilai yang menjadi penuntun peri-
laku kedua etnis. Kontribusi faktor budaya dalam
timbul dan meluasnya kerusuhan Desember 1996 - maret
1997 di kazlimantan barat adalah:

1. perbedaan budaya vang menyangkut aspek religius;
2. semangat rumah panjang;

3. senjata tajam - carok;

4. pola permukiman dan steriotipe etnis; serta

5. pendidikan;

Faktor ekonomi, bukan hanya vyang berkenaan dengan
kondisi ekonomi kedua etnis, namun lebih laus dari itu
menyangkut hal atau kebijakan pemerintéh yang mempun-
yval oreientasi atau akses baik secara langsung maupun
tidak langsung pada bidang ekonomi dalam pelaksanaan
pembangunan di daerah pedalaman. Kontribusi faktor
ekonomi dalam kerusuhan Decsember 1996 - Maret 1997 di

Kalimantan Barat adalah:
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1. kesenjangan kondisi ekonomi kedua etnis di lokasi
penelitian;

2. kebijakan pemerintah vyang menyangkut pengadaan
pemberian izin proyek-proyek ekonomi di bidang
perkebunan atau kehutanan dalam operasinalisasi
awal proyek;

3. diskriminasi tenaga kerja dalam proyek - proyek
ekonomi di daerah pedalaman;

4. kebijakan di bidang kependudukan dan transmigrasi;

c. Faktor politik - pemerintahan di daerah.

d. Faktor kebijakan aparat kepolisian.

Menyadari dan memahami berbagai faktor yang menyebabkan
timbul dan meluasnya kerusuhan antar etnis di Kalimantan
parat, maka penanganannya dilakukan secara integral,
vaitu tidak hanya menggunakan sarana hukum melalul upaya
memberdayaan hukum itu sendiri, tetapi juga memperbaiki
kondisi yang melatarbelakangi timbulnya kerusuhan, sebab
hasil penelitian menunjukan bahwa timbulnya kerugsuhan dan
kekerasan yang dilakukan oleh etnis satu terhadap etnis
lainnya lebih banyak bersumber dari masalah-masalah di
luar hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut penanga-

nannya dilakukan melalui:
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Penanganan Jangka Pendek, dengan upaya:

1) . Menghentikan konflik fisik etnis;

2) . Melakukan Ikrar Damai;

3). Melakukan tindakan hukum dengan cepat dan tepat;
4) ., Mengadakan forum dialog intern dan antar etnis;
Penanganan Jangka Panjang, dilakukan melalui:

1) . Aspek budaya yaitu:

a). Dalam mengatasi perbedaan budaya perlu diada
kan semacam forum atau institusi yang permanen
sebagai suatu wadah yang memungkinkan terja-
dinya dialog dan interaksi positif antara
keduanya.

b). Terhadap kedua etnis perlu ditanamkan atau
dikembangkan pemahaman dan pengertian hidup
bermasyarakat. Kunci dari upaya ini terletak
pada peran pemimpin-penimpin kelompok baik itu
pemuka adat Dayak yang mengakar pada masyara-
katnya atau pemuka agama (kyai/habib).

c) . Secara perlahan mengurangi kebiasaan yang
dapat memancing perselisihan, mengurangi pola
bermukim vyang mengelompok dan menggunakan
bahasa pemersatu, sehingga terbentuk suatu

pola hidup bersatu padu dan komunikasi dapat
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2)-.

berjalan dengan lancar. Upaya ini akan mem-
perkecil konflik dan timbulnya prasangka satu
gama lain. -

d) . Meningkatkan taraf pendidikan kedua etnis.

Aspek ekonomi, yaitu:

a). Perbaikan kondisi perekonomian ﬁasyarakat
pedalaman.

b) . Dalam kebijakan pembangunan yang memuat pro-

yeksi ekonomi sebaiknya memuat juga proyeksi

goslalnya terhadap penduduk\setempat.

Memberdayakan setiap unsur hukum untuk mengantisi-

pasi munculnya kembali konflik yang bernuansa etnis di

Kalimantan Barat, yaitu:

1).

2).

Pemberdayaan substansi yaltu dengan cara memproses
dan menerapkan sanksi pidana sesuail ketentuan
pasal-pasal dalam XKUHP dan memperketat pengawasan
senjata tajam dengan memberdayakan ketentuan
Undang-Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Pemberdayaan sumber daya aparat hukum dan bekerja-
nya dalam masyarakat, melalui pemberian otonomi
vang luas kepada Kepolisian; secara kuantitatif
melakukan peningkatan jumlah personil, senjata,
pos dan kesejahteraan aparat; meningkatkan profe-

sionalisme; meningkatkan pengetahuan mengenai
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B.

disiplin ilmu sosio - antropologis; dan meningkat-

kan disiplin, keberanian dan komitmen terhadap

masvarakat.
Mengacu pada beberapa bentuk penanganan di atas, maka
kunci dari penanganan kerusuhan terletak pada kesadar-
an dan kemauan semua pihak, vyaitu wmasyarakat dan
terlebih-lebih para pemimpin informal ataupun formal,
aparat hukum dan pemerintahan sebagai sumber daya
utama yang menjalankan roda pembangunan serta memegang
peran penting dalam menciptakan masyarakat Indonesia
seutuhnya, termasuk wmenciptakan kondisi yang sehat
bagi perkembangan masyarakat. Setiap permasalahan yang
timbul dalam kehidupan Dbernegara dan bermasyarakat
harue disingkapi secara arif dan menghindari sikap
atau cara penyelesaian yang justru dapat memperuncing .

masalah.

S aranmn
1. Dengan melihat fakta-fakta yang terkumpul dilapangan dan
mempertimbangkan faktor-faktor penyebab yang melatarbe-

langi timbulnya kerusuhan, maka disarankan:

Untuk mengatasi masalah budaya, sebagaimana menurut
para informan penting bagi kedua etnis terutama Madura
untuk mengubah perilaku dalam hubungan sosial termasuk

dalam hubungannya denga etnis lain yang ada di Kali-
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mantan Barat. Peranan pimpinan vyang mengakar dan
mempunyal pengaruh terhadap masyarakat harﬁs diting-
katkan untuk secara intens mensosialisasikan serta
mengimplementasikan nilai-nilai kehidupan bermasyara-
kat.

Agar lebih efektif perlu dibentuk suatu wadah atau
institusi permanen yang memungkinkan terjadi interaksi
intens dan dialog positif intern dan antar etnis.
Dengan begitu kedua etnis selalu diingatkan pada
peristiwa tersebut sehingga mengambil pelajaran dari
pengalaman lalu. Institusi ini harus ada terutama pada
daerah-daerah mulai dari tingkat kabupaten. kecamatan
sampai ke desa yang rawan konflik. Melalui institusi
ini diharapkan Ikrar Damal yang sudah disepakati akan
terus dipelihara dan diingat Qleh kedua etnis.

Untuk mempermudah pemahaman :terhadap upaya dalam
point b, jelas tingkat pendidikan kedua etnis harus
ditingkatkan dan menjadi prioritas dalam perencanaan
pembangunan selanjutnya. Keikutsertaan lembaga swasta
perlu dipacu dalam pemberdayaan pendidikan masyarakat
pedalaman, misalnya Lembaga Swadaya Magyarakat vyang

mempunyai akses lebih ke masyarakat.
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Untuk mengatasi persocalan ekonomi pemerintah daerah harus
meninjau kembali pendekatan pembangunan ekonomi terutama
di daerah pedalam Kalimantan Barat, misalnya dengan
memberikan akses vang lebih begar kepada penduduk setem-
pat untuk mengembangkan sumber daya ekonmi atau dengan
mengembangkan kebijakan pembangunan yang aspiratif.
Dengan demikian secara bertahap akses tersebut diharapkan
dapat meningkatkan taraf kesejahteraan mereka.

Untuk mengatasi diskriminasi di bidang politis -

pemerintahan perlu diciptakan dan dikembangkan wawasan

vang National Integration péda pemegang otoritas, agar
tidak timbul kecemburuan dan ketersisihan secara politis.

Untuk mengembalikan c¢itra hukum pada fungsi dan

peranannya, maka sebagal negara hukum, pemberdayaan hulkum

menjadi pilihan logis untuk mengatasi kerusuhan, yaitu
melalui:

a. Pemberdayaan hukum secara luas yaitu dengan menempat-
kan hukum sebagai fbndasi bagi setiap kebijakan dan
pelaksanaan berbagai aspek dalam kehidupan bernegara
dan bermasyarakat, sebab melaluil hukum persamaan,
pemerataan dan keadilan dapat diwujudkan.

b. Pemberdayaan hukum dalam arti khusus dilakukan dengan

menerapkan hukum (pidana) secara tegas kepada setiap
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orang vang terlibat dalam kerusuhan dan dalam konteks

pembaharuan hukum melakukan kriminalisasi atau dekxri-
minalisasi atas suatu perbuatan yang nilai, norma dan
sanksinya digali melalui hukum adat.

Pemberdayaan hukum dalam arti khusus Jjuga dapat di-
lakukan dengan meningkatkan kinerja institusi hukum
inter dan antar lembaga penegak hukum, vyaitu profe-
gsicnalisme sebagai prioritas utama melalui akses
sumber daya aparat yang mampu beradaptasi dengan

situasi dan kondisi yang dihadapi dalam masyarakat.
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